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ABSTRAK

[slam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-
prinsip dasar kehidupan, termasuk persoalan politik dan hukum serta
masalah kenegaraan. Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan
ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep penegakan syari'at Islam
dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan
upaya untuk merealisasikannya. Upaya formalisasi syari'at Islam di
Indonesia telah menjadi sejarah yang melelahkan, bahkan sebelum negara
ini punya nama "Republik Indonesia". Benih perdebatan muncul secara
terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno
(nasionalis sekuler)  versus Muhammad Natsir (nasionalis Islam).
Polemik itu juga kelanjutan dari perseteruan antara kebangsaan Jawa
(politik dan agama harus terpisah) dan Serikat Islam (gerakan Islam
Nasionalis) tahun 1918. Polemik itu berlanjut sampai kini dengan
persepsi antara tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara (legal formal)
dan ada yang menghendaki tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara
pada substansinya, yaitu tegaknya the islamic order pada komuntas
masyarakat. Artinya agama lebih  ditonjolkan pada aspek moralitas
manusia dan etika sosial ketimbang mementingkan legal formalnya.
Upaya transfomasi norma-norma hukum pidana ke dalam tata hukum
nasional perlu perlu direalisasikan dengan metode dan bentuk yang tepat.

Sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia merupakan perjuangan
eksistensi. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional
Indonesia, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Teori
eksistensi menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional
Indonesia. Ta ada dalam berbagai lapangan hukum dan praktik hukum.
Teori eksistensi, dalam kaitanya dengan hukum Islam di Indonesia, yaitu:
1) ada, dalam arti sebagai bahan integral dari hukum nasional Indonesia;
2) Ada, dalam arti kemandirian yang diakui, adanya kekuatan dan
kewibawaannya dan diberi status sebagai hukum nasional; 3) Ada,
sebagai bahan penyaring hukum nasional di Indonesia; 4) Ada dalam arti
sebagai bahan dan unsur utama.

Upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam konteks
keindonesiaan atas prinsip maslahah dan maqasid asy-syari’ah Artinya
menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan sesuai tujuan syara'.
Metode yang ditempuh dalam memahami teks hukum guna merealisir
kemaslahatan ammah, melalui beberapa cara: a) interpretasi literal yakni
penafsiran teks hukum, artinya menafsirkan kembali apa vang ada dalam
teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejalasan
hukum. Misalnya lafad "gat! al-yad" maknanya hakiki "potong tangan"
atau majazi "potong kemampuan" b). Kausasi (ta’lili), adalah meneliti
secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum.



yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan (illah)
maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum (magasid asy-syari’ah). Ada
empat pasangan sifat yang terdapat dalam hukum Islam berdasarkan teori
ini. Pertama, Hukum Islam sakral (divine/ilahi) dan sekaligus profan
(human/manusiawi), sebab tanpa keterlibatan manusia kesakralan wahyu
tidak akan mungkin dioperasionalkan. Kedua, sifat hukum Islam absolut
juga relatif. Ketiga, sifat hukum Islam universal juga partikular. keempat-
disamping permanen juga temporal. Oleh Kkarena itu perlu adanya
konkritisasi kaidah-kaidah hukum pidana pidana Islam dalam konteks
keindonesiaan. Kontekstualisasi melalui  tahapan-proses-formulasi-
legeslasi, yang harus sesuai dengan prinsip pembangunan hukum di
Indonesia yakni 1) hukum nasional tidak boleh mengancam disintegrasi
bangsa, 2) hukum Nasioanl harus mencerminkan asas demokrasi dan
nomokratis, 3) mengandung nilai keadilan sosial, serta 4) menghargai
pluralitas. -

Upaya formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia atas
pertimbangan tiga dimensi yang saling terkait satu sama lain. Unsur-
unsur di dalamnya saling menopang sehingga mampu membentuk
‘konvergensi hukum secara kredibel dan akuntabel. Ketiga dimensi itu
adalah dimensi pemeliharaan, pembaruan dan penyempurnaan'. Dimensi
pemeliharaan dimaksudkan sebagai "memelihara yang lama yang masih
baik." Sedangkan dimensi pembaruan dimaksudkan sebagai "mengambil
yang baru dan punya nilai lebih baik." Kedua dimensi ini sejalan dengan
kaidah: 7o) aaally Y 5 mllall Al e dkilaal)
Dimensi penyempurnaan dimaksudkan sebagai upaya serius untuk kritik
internal terhadap teks-teks hukum agar selalu relevan dengan ruang dan
waktu, sesuai dengan kaidah: O 1aYl g ASSaY) 5 Ala Y1 yaals plSaY) 3

Mengkaji hukum pidana Islam di Indonesia sebenarnya sama
mengkaji hukum positif (hukum yang beralaku pada suatu tempat dan
waktu tertentu), dengan alasan: a) Ilmu pengetahuan tentang hukum
selalu bekerja untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu, sama
halnya dengan fikih. Ia seharusnya terikat oleh tempat, waktu dan
keadaan. b) Fikih harus memperhatikan dan memperhitungkan politik,
sosial dan budaya masyarakat. Tanpa memperhatikan hal 1tu, apalagi
bertentangan dengannya,ikih hanya menjadi sekedar slogan.

Merumuskan norma-norma hukum pidana Islam dalam konteks
keindonesiaan memang bukan pekerjaan mudah, tetapi perlu ketelitian
dalam berijtihad, mengingat sumbernya Al-Quran yang gat'i dari segi
matan dan Zanni dan segi dalalah. Misalnya, perspektif tingkat
kekejaman hukuman yang ditentukan secara ekstrim dalam al-Quran. Jika
ini yang harus menjadi kriteria, maka hudiid hendaknya dibatasi pada
empat pelanggaran, yakni, zina, sariqgah, qazf dan hirabah. Karena hanya
itulah kejahatan yang jenis sanksinya ditentukan secara tegas dan rinci



dalam Al-Qur'an. Sementara kasus sukr, riddah dan bughat, dan tindak
pidanya lainnya wewenang hakim.

Ketentuan hukum Islam (al-Aukm asy-syar'i) adalah pesan hukum
Islam (al-khitab asy-syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan manusia
(af'al al-ibad). Ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh adanya pesan
dan kejelasan pengertian pesan. Pesan dalam hukum Islam adalah
perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.
Keduanya merupakan asal usul legislasi (az-tasyri’) dan sumber ketentuan
hukum. Pesan hukum dalam Islam sangat fleksibel, tidak setiap perintah
hukum wajib dikerjakan dan dihukum jika ditinggalkan. Karena bisa
terjadi perintah itu hanya anjuran atau kebolehan. Sebaliknya tidak setiap
larangan menunjukkan haram, karena bisa terjadi makruh. Maka pesan
hukum harus dipahami dari teks agama dan konteks (gara'in).

Oleh karena itu upaya formulasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam
konteks keindonesiaan sebagaimana dalam RUU KUHP 2008, baik dari
segi klasifikasi tindak pidana dan penentuan sanksi telah mencerminkan
dan mengakomodir secara substansial ajaran Islam. Pemikiran ini sesuai
dengan prinsip maqasid asy-syariah, guna merealisir ketentuan hukum
Islam (al-hukm asy-syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan manusia
(af'al al-ibad) untuk kemaslahatan hamba (masalih al-ammah). Sesusi
kaidah : Aaladubghade) O Ll dya ¢ A e,n iy Sa9n

Model dan bentuk transformasi norma-norma hukum pidana Islam
dalam konteks keindonesiaan melalui tahapan-tahapan seperti berikut ini:
a) Mengkaji ulang pemikiran ahli hukum Islam yvang menjadikan fikih
entas dengan hukum dan masyarakat. Apalagi memilah bidang hukum-
hukum tertentu dalam Islam secara terpisah. Akibatnya prinsip-prinsip
syarfah hanya disarikan dari risalah dan fikih Islam yang bersifat umum.
b) Meyakinkan, bahwa Fikih (hukum Islam) selalu terikat pada tempat
dan masa tertentu sama halnya dengan ilmu hukum. ¢) Merumuskan dan
atau memformulasikan, bahwa hukum Islam dapat dilihat dari sudut
pembagiannya kepada yang bersifat diyani (ketaatan keagamaan) dan
yang bersifat gada'i (yuridis). Hukum Islam yang bersifat diyani
(ketaatan keagamaan) semata hanya membutuhkan fatwa dan hukum
Islam yang bersifat gada’i (yuridis) membutuhkan kekuasaan hukum
negara untuk pelakasnaannya. d) Perlunya legislasi syariah, sehingga
pemberlakuanya mengikat sekaligus memaksa dan ditaati oleh semua
komponen dan komunitas bangsa. e) Ketika menggunakan kebijakan
kolektif yang mendasari tindakan untuk menentukan tentang klasifikasi
tindak pidana dan ketentuan pidanaya, maka komunitas bangsa sebagai
keseluruhan, baik Muslim atau non-Muslim sama-sama harus menikmati
kebebasan berekspresi dan berserikat serta memiliki akses efektif
terhadap proses formulasi kebijakan.
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Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena karunia, rahmat, hidayah,
dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam
mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Sungguh
suatu pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis dalam mencari, mengumpulkan dan
menyelekasi data, serta dalam proses penyelesaian penulisan ini. Apalagi untuk
mengupas masalah Hukum Pidana Islam di Indonesia yang sumbernya amat langka

dan tidak banyak dilirik oleh para peneliti ketimbang persoalan lainnya.

Saat ini, perbincangan mengenai tuntutan penerapan syari’at Islam, lebih-lebih
tentang pencrapan hukum Pidana Islam sedang menghangat di Indonesia. Perdebatan
panjangpun terus berlangsung dan tak kunjung mereda. Sebagian pihak sangat
mendukung, di pihak lain menolak, bahkan ada yang mengambil posisi yang paling

aman, yakni diam.

Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum Pidana Islam adalah
sesuatu yang out of date dan dehumanis. Wajah hukum pidana Islam yang kerap
tergambar dalam media massa atau buku-buku karya orientalis adalah sebagai sosok
hukum yang kejam, tidak manusiawi, melanggar HAM, kuno, terindikasi unsur balas
dendam.. Kesan seperti itu muncul karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara
utuh atau parsial. Sementara di kalangan akademisi dan dunia hukum telah banyak
mengkaji hukum pidana Islam. Karena ia dipandang sebagai salah satu sistem hukum
yang hidup di Indonesia. Sudah seharusnya ahli hukum melihat dan menerima sistem

hukum pidana Islam secara obyektif. Di Indonesia yang penduduknya mayoritas
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beragama Islam, pembahasan hukum pidana Islam semakin mendapatkan perhatian

dalam rangka pengembangan dan pembaruan hukum pidana di Indonesia

Penelitian dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh

karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1.

2.

Rektor UII Yogyakarta
Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Ketua Program Doktor I[lmu Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Prof. Dr. H. Mahfud, MD. SH. SU. Selaku Propomotor, yang di tengah
kesibukannya selalu mengarahkan, membimbing demi kesempurnaan tulisan
disertasi ini.

Dr. Salman Luthan, SH. MH. Selaku Co Promotor yang dengan kerendahan
hati, sabar, santun dan bijaksana selalu menyisihkan waktu untuk diskusi dan
banyak memberikan masukan, koreksi dan bimbingan demi kesempurnaan
penelitiah ini.

Ibunda tercinta Sukuni dan ayahnda tercinta KH. M. Nur Wahid, berkat doa,

dorongan untuk ananda dalam menyelesaikan tugas mulia ini.

Istri tersayang Jamilah, S.Ag. dan anak-anak tercinta Diky Faqih Maulana,
Afan Husni Maulana dan Nur Himati Aliya. Berkar doa, dorongan serta

kebersamaannya membuat saya bisa menyelesaikan disertasi ini.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dukungan
berikut sarana dan prasaran, baik moril, matril maupun inmateril yang dapat

memperlancara studi lanjut saya di Program Doktor UIl Yogyakarta.
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9. Dekan Fakultas Syari'ah . .norma yang terkandung dala UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta yang telah memberikan rekomendasi untuk studi lanjut serta

memberikan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan program ini.

10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, diucapkan terima kasih

atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan guna penyelesaian disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian disertasi ini, masih jauh dar
sempurna. Oleh karena itu kritik saran dan masukan sangat peneliti harapkan demi

kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaaat.
Yogyakarta, 24 Agustus 2009

Penulis

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIM 07932010
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar
kehidupan, termasuk persoalan politik dan hukum serta masélah kenegaraan. Namun
suatu realita telah terjadi bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak membefikan ketentuan
yang pasti tentang bentuk dan konsep penegakan syari'at Islam dalam suatu negara. Di
sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya. Upaya
formalisasi syari'at Islam di Indonesia telah menjadi sejarah yang melelahkan, bahkan
sébelum negara ini punya nama "Republik Indonesia". Benih perdeBatan muncul secara
terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (nasionalis sekuler)
versus Muhammad Natsir (nasionalis Islam).! Polemik itu juga kelanjutan dari
perseteruan antara kebangsaan Jawa (politik dan agama harus terpisah) dan Serikat Islam
(gerakan Islam Nasionalis) tahun 1918. Polemik itu berlanjut sampai kini dengan persepsi
antara tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara (lega'l formal) dan ada yang
menghendaki tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara pada substansinya, yaitu
tegaknya the ‘islamic order pada komuntas masyarakat? Artinya agama lebih
ditonjolkan pada aspek moralitas manusia dan etika sosial ketimbang mementingkan

legal formalnya.

1Soekarno berpendirian bahwa demi menjaga kemajuan suatu negara dan agama, maka negara dan
agama harus dipisah, sedangkan M. Natsir berpendirian sebaliknya, bahwa hubungan agama dan negara
harus menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan
ketentuan-ketentuan agama. M. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama
Media, 1999), him. 55.

2Monouchehr Paydar, Aspects of Islamic State Relegious Norms and Political Realities, alih
bahasa M Maufur "Legitimasi Negara Tuhan: Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa"
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), vii.



Hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya pertanyaan
ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan dengan spektrum
masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Islam selalu relevan dengan
perkembangan zaman dan waktu dan apabila dilihat sejarah perkembangan hukum Islam
dari masa ke masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem yang muncul.® Hal
ini disebabkan adanya kemampuan mujtahid menggali dan menetapkan hukum-hukum
al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Para mujtahid
dalam beristimbat hukum selalu bersandar pada al-Quran al-Sunnah dan sumber hukum
pendukung (al-ra’yu). Al-ra’yu adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan dan
penelitian yang serius. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka mencapai
suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian teks hukum sebagai sarana
untuk mencapai hukum yang kontekstual.*

Reformasi metode penemuan hukum yang sudah dimapankan harus dilihat
sebagai modal berharga, bukan sesuatu yang stagnan dan dianggap sudah final. Tujuan
utama reformasi pemikiran adalah mempertahankan hak-hak manusia dalam rangka
melindungi lima kepentingan utama, yaitu jiwa, akal, agama, keturunan dan harta benda.s
Perlindungan terhadap lima kepentingan im sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia.
Sebagaimana pemikiran Hasana Hanafi, bahwa produk hukum harus lebih

mengutamakan kepentingan umum dari realitas tekstual nash. Hal ini didasarkan kaidah:

3 Umar Shihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. (Semarang: Dina Utama, 1996), him
9.

*Ibn Qayim al-Jauziyah, /'lam al-Miwwaqi’in al-Rab al-Alamin, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp),
him. 66.

SAsy-Syatibi, Al-Muwafaqal fi Usil al-Ahkam  (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 1: 134.
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Menurut Hasan Hanafi sebagaimana dikutip oleh Yudian Wahyudi, Sunnah
merupakan hasil ijtihad dan analogi terhadap al-Qur’an sesuai dengan perkembangan
realitas yang terus berubah. Selanjutnya, ijma merupakan ijtihad kolektif yang terus
berproses sesuai dengan perubahan realitas. Proses ini terus berlangsung hingga akhir
zaman selama realitas juga berubah.®

Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus melakukan penemuan hukum guna
memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang ada
hukumnya tetapi tidak jelas petunjuknya atau yang sama sekali tidak ditemukan
hukumnya.9 Al-ijtihad bi al-ra’yi dalam rangka menetapkan suatu hukum yang sesuai
dengan tuntutan zaman begitu urgen, manakala didapati persoalan yang tidak terdapat
dalam nas, sementara persoalan selalu berkembang dan tidak ada kesudahannya, sedang

nas sudah berakhir (¢ e guaill 5 Leii Y &l yad )0

Saat ini, perbincangan mengenai tuntutan penerapan syari’at Islam sedang
menghangat di Indonesia. Ada sebagian umat Islam Indonesia menginginkan tegaknya
syari'at Islam secara legal formal, di sisi lain menginginkan tegaknya syari'at Islam secara
substansial.'’ Kondisi ini diperkeruh dengan propaganda bahwa hukum pidana Islam out

of date dan dehumanis di satu sisi, dan di sisi lain sebagian Orientalis melihat hukum

6Asjmuni A. Rahman, Qd'idah-qa'idah Figih: Qawa'idul Fighiyah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1976), him. 76.

7ibid. him. 86.

*Yudian Wahyudi, /s Islamic Law Secular?: A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal Philosophy,
Yogyakarta: Nawesea, 2005), him. 32.

’Asjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato Pengukuhan
Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996, him. 4.

"Sesungguhnya masalah-masalah yang baru terus berkembang sedang nas teks tetap tak akan
berubah; Abui Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Isléamiyyah, Juz, |. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), him.5.

""Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004),
him. v.



Pidana Islam (Figh Jinayah'’) sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan
menerapkan konsepsi balas dendam,”  di antaranya hukum rajam, kisas dan potong
tangan."* Kesan seperti itu muncul karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh
atau parsial. Di sisi lain di kalangan akademisi dan dunia hukum mulai memberikan
kontribusi pemikiran, mengingat hukum Islam dipandang sebagai salah satu sistem
hukum yang hidup. Di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam, potret
hukum pidana Islam dipertimbangkan sebagai kontribusi terhadap pembangunan hukum
nasional. Namun sejarah pemikiran perlu dikaji ulang, Joseph Scahcht menyatakan:
Hukum pidana Islam menunjukan adanya dua unsur yang ditempatkan secara
berdampingan tanpa menjadikannya satu, yakni ide-ide Arab kuno dengan dimodifikasi
dari al-Quran serta gagasan murni tentang kejahatan dari al-Quran.'”  Tudingan itu bisa
terjadi karena kegagalan mereka dalam menangkap ruh syari’at Islam. Hukum pidana
Islam, sebagaimana yang tertera dalam nas, tidaklah absolut (letrerlijk).

Nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagaiman bunyi teks tetapi sangat
kontekstual. Teks hukum dalam Islam bersifat gat'i dari segi sababul nuzil dana matan,

sedang dari segi dalalah bersifat Zani itu dalam implemantasinya ayat-ayat al-Quran tidak

" Jinayah dalam pemikiran sebagian fugaha mempunyai pengertian yang sama dengan istilah
jarimah secara etimologi berasal dari kata jand berarti memetik. Jan@ juga muradib dengan irtikaba zanban
artinya berbuat dosa, Ahmad Warsun Munawir, kamus Arab-indonesia, (Yogyakarta : PP. Al-Munawir,
1988), him. 233. Abd. Al-Qadir ‘Awdah berpendapat bahwa jindyah artinya “perbuatan yang dilarang
syara’, baik berkenaan dengan jiwa, harta atau lainnya”. Adapun istilah jarimah menurut al-Mawardi
mengandung pengertian “larangan-larangan syara yang diancam olah Allah dengan hukum hadd atau
ta’zir”. Sementara Al-Sayid Sabiq mendefinisikan jinayah sebagai berikut “segala tindakan yang dilarang
oleh syari’at untuk melakukan. Perbuatan yang dilarang ialah ; setiap perbuatan yang bila dilakukan
menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Abd. Qadir ‘Audah, a/-
Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, (Beirut : Dar al-Fikr, 1963), | : 63; al- Mawardi, al-Ahkam, as-Sultaniyah,
(Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1973), him. 219; al-Jurjani, at-Ta'rifat, (Mesir: Syirkah
Maktabah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1938), him. 70; al-Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 1l: 427, Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1976), him. 1.

" Anwar Harjono, Hukum Isiam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him. 151.

“Ibid, hlm. 53.

' Anwar, Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, hlm.153.



bersifat absolut, malainkan dinamis, artinya memberikan ruang gerak bagi akal manusia
untuk diijtihadi. jtihad ini diberikan dalam rangka untuk menginterpretasikan teks-teks
hukum sehingga mampu merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis.

Perdebatan penerapan syari'at Islam di Indonesia memang tak berkesudahan. Abas
Muin salah satu pemikiran ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat tentang
fleksibilitas penerapan noram-norma hukum Islam di Indonesia. Misalnya hukum potong
tangan dapat diganti dengan hukuman penjara.'®

Muhammadiyyah berpendapat senada dengan tokoh NU, bahwa pidana hudid

seperti potong tangan bagi pelaku pencurian, hukuman kisas, rajam selayaknya tidak
diterapkan bagi semua tindakan kriminal. Sanksi dapat disubstitusi dengan model yang
lain, seperti penjara ataupun hukuman lainnya. Hal ini senada dengan pemikir muslim
modern seperti Muhamad Syahrur,!” Abdullahi Ahmed an-Na’im'$. Namun untuk kasus
Pembunuhan sengaja disertai dengan kekerasan perlu dipertimbangkan ketentuan hukum
dalam al-Quran.!®

Menurut PERSIS, hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan al-Qur’an dan

as-Sunnah. Disamping Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai rujukan paling utama juga

'*Nurkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi hukum pidana islam dalam pembentukan hukuin nasional
[Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia (MMI),
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPl), Majlis Ulama Indonesia (MUI),
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan
Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 2004]" Jakarta, LIP], 2006) , hlm. 74.

"7 Pemikir Syiria yang karya-karyanya memicu kontroversi di dunia Muslim. Diantara karyanya
adalah al-Kitab wa al-Qur’an: Qird’ah Mu'asirah, Beirut: Dar al-Kutub al-Hadisa, 1999, Dirdsah
Islamiyah Mu‘asira fi al-Dawla wa al-Mujtama’, (Beirut, Dar al-Kutub al-Hadisa 1998).

'® Tulisan-tulisannya berkenaan dengan ide-ide reformatif Mahmud Thaha, seorang sarjana Sudan.
Diantara tulisan-tulisannya adalah Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and
International Law, Syracuse: University Press 1994,

' Interview dengan Syamsul Anwar dan Hamim llyas, Ketua Majlis Tarjih Pengurus Pusat
Muhammadiyah, dikutip dari Hasil Penelitian Nurkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi hukum pidana Islam,..
him. 83.



hukum-hukmnya bertujuannya untuk kemaslahatan dan kebaikan umat manusia.?’ MUI
dan MMI senada dengan PERSIS, Hukum pidana Islam mutlak harus diterapkan secara
tegas sebagaimana bunyi teks?', sebab hukum yang tegas dalam tindak pidana hudiid dan
kisas diyat tidak bertentangan dengan HAM.22
Salah satu contohnya adalah dalam wilayah AZudiid, Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa
mentolelir dengan menggantikan hukuman rajam dan potong tangan dengan penjara.
Karena penjara, bagi MMI bukanlah hukuman, sebaliknya, hukum potong tangan
haruslah ditegakkan agar jaminan keamanan bagi masyarakat bisa terwujud, terlebih bagi
mereka yang melakukan penjarahan harta negara.3
Menurut Abdurrahman Jaelani, Ketua Lembaga Dakwah FPI berpendapat "tindak
pidana yang ada kaitannya dengan hudiid harus disesuvaikan dengan Al-Quran. Karena
tindak pidana Audiid sudah termasuk dalam tindak pidana yang sanksi hukumannya
adalah hak Allah.242
Perdebatan di atas sampai sekarang belum jelas, apakah penerapan hukum pidana
Islam Islam di Indonesia harus dengan legal formal atau secara substansial. Model dan

format seperti apa yang dikehendaki umat Islam belum ada warna yang jelas. Peneliti

% Hasil Interview dengan Ustadz Tatang Noor Saefullah tokoh PERSIS Cirebon tanggal 25 Juni
2006 berdasar hasil Riset Nurkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi hukum pidana islam dalam pembentukan
hukum nasional [Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pemikiran Majelis Mujahidin
Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majlis Ulama Indonesia
(MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL),
dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 2004]" Jakarta, LIP1, 2006.

21 Abu Bakar Ba'asyir. Politik Hukum Islam di Indonesia" Makalah tidak diterbitkan dalam rangka
Seminar Nasional dengan tema "Politik Hukum Islam di Indonesia" Diselenggarakan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Wisma Depsos j| Veteran Yogyakarta pada tanggal 24 November
2007.hlm . 14.

?Nurkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi Hukum Pidana Islam ..." , him. 86.

“Tbid.

Z4Abdurrahman Jaelani, Ketua Lembaga Dakwah FPI, Hasil Riset Nurkholis dkk. "Kontribusi
hukum pidana Islam dalam pembentukan hukum nasional..” Th 2006 him. 95.



berusaha mentransform®® pemikiran yang ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau
tindakan untuk menjadikan sesuatu itu baru di satu sisi dan di sisi lain tetap tidak
merubah nilai dasar dari sesuatu yang diijtihadi.?’

Transformasi pemikiran sangat diperlukan dan urgen dalam kaitannya dengan
reposisi dan siginifaksi sebuah sumber hukum untuk dapat diterapkan sebagai aturan
dalam suatu.masyarakat yang plural. Katakanlah Indonesia, sebagai negara multi agama,
adat dan budaya. Jika hukum Pidana Islam diterapkan secara utuh sebagaimana bunyi
teks, mustahil akan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan
oleh Mahfud MD bahwa dalam membangun hukum di Indonesia, seharusnya semua
pihak menghargai tata hukum nasional kita. Ada empat prinsip dasar yang menjadi
perhatian utama dalam penataan hukum nasional kita saat ini: 1) hukum nasional tidak
boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) hukum Nasioanl harus mencerminkan asas
demokrasi dan nomokratis, 3) mengandung nilai keadilan sosial, serta 4) menghargai
pluralitas.?®

Transformasi pemikiran hukum Islam sebenarnya bukan hal yang baru, Umar ibn

al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong

*Kalau pengertian transformasi disamakan dengan pembaruan, dapat ditemukan titik persamaan
yaitu yang dimaksud transformasi adalah proses dinamika yang mengarah kepada pembentukan karakter
dan penampilan baru terhadap suatu masalah atau peristiwa. Dengan demikian transformasi pemikiran ialah
timbulnya bentuk baru terhadap hasil pemikiran karena adanya dinamika waktu dan sosial. memunculkan
pendapat baru dalam suatu masalah tanpa terlepas dari kontek aslinya. Namun di sisi lain ada perbedaan,
yakni timbulnya trabsformasi pemikiran bertitik tolak dari pembaruan. Dengan kata lain adanya pembaruan
muncul transformasi pemikiran yang selanjutnya mnghasilkan transformasi social. Transformasi sosial
sebagaimana yang didefinisikan oleh Fuad Amsyari adalah bentuk menivestasi dari aktivitas rekayas sosial
dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Transformasi sosal adalah suatu proses yang sadar, bukan terjadi
dengan proses alamiah. Lihat Fuad Amsyari, Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia,, (Jakarta; Media
Indonesia, 1990), him. 34.

?’Rahman Ritonga, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abd Azizi Dahlan, dkk. (Jakarta: PT:
Intermassa, 1997), him. 1488.

2Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta, LP3ES. 2006, him.
20.



tangan. Hal ini terjadi pada musim paceklik.?’ Sikap Umar bukan mengkianati hukum
Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari’at Islam dengan pemahaman yang
kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut,
yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang
dimakan di tempat.*

| Transformasi pemikiran hukum pidana Islam di sini bukan berarti ingin merubah
nilai dasar, tetapi memahami kembali teks secara kontekstual dengan tidak merubah jiwa
(ruh) syari’ah. Adapun Tujuan hukum Islam, sebagaimana telah disepakati oleh para
ulama, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi
manusia, baik secara individual maupun sosial.’'

Kedudukan hukum Islam sendiri dalam tata hukum nasional di Indonesia telah
diakui sebagai sebuah sistem hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan bagi
pembentukan hukum nasional, bersama-sama dengan sistem-sistem hukum yang lain
seperti hukum Barat dan hukum Adat.** Karena itu langkah yang diperlukan adalah
mempersiapkan secara matang rumusan hukum Islam yang relevan dengan konteks
keindonesiaan; agar rumusan hukum Islam tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan

masyarakat Indonesia.

®Ibn al-Qayyim, {’lam al-Muwaqi’in ar-Rab al-'Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), III: 22; Subhi
Mahmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam, (Mesir: Dar al-Qalam, 1945), him. 167.

®Abu Yusuf, ar-Rad ‘Ala Siyar al-Auza’i, (Mesir: Dar al-Qalam, 1357 H.), him. 50.

3 Abu Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usiil al-Ahkdm, edisi al-Hudair Husain (Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.), 1I: 2-3.

Mudzakkir, “Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi Perundang-
Undangan Nasional” dalam jurnal Mazhabuna, No. 2 Tahun 11/2003, him. 23.



B. Rumusan Masalah

Berangkat dari dasar pemikiran di atas dapat dirumuskan masalah transformasi
Pemikiran Hukum Pidana di Indonesia yang melahirkan research questions sebagai
berikut.

1. Apakah pada pembaruan norma-norma hukum pidana di Indonesia sudah seseuai
dengan nilai-nilai Islam...
2. Bagaimana model dan bentuk transformasi pemikiran norma-norma hukum pidana

Islam ke dalam konteks keindonesiaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

a. Mendeskripsikan tentang sejarah penerapan hukum pidana Islam antara teks dan
kontkes. Sebagaimana dipraktikan Nabi dan para sahabat, bahwa penerapan
hukum hukum pidana dalam Islam sangat kontekstual, dilihat bagaimana teks
hukumn&a, apa kasusnya, siapa pelakunya, di mana dilakukan, kapan dilakukan,
kenapa perbuatan itu dilakukan dan apa tujuan pelaku melakukan perbuatan yang
dilarang syara’. Putusan hukum sangat variatif dan kondisional. hal ini
manunjukkan adanya transformasi hukum yang dilandasi oleh semangat
menangkap ruh syari'at dan untuk mendeskripsikan apakah upaya formulasi
norma-norma hukum pidana Islam sudah sesuai dengan konteks keindonesiaan.

b. Mendeskripsikan tentang transformasi pemikiran hukuman pidana Islam dalam
konteks keindonesiaan. Di sini untuk menjelaskan apakah dalam upaya

pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah sesuai dengan kaidah-kaidah
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hukum pidanma Islam. Demikian juga sebaliknya apakah upaya formulasi
noarma-norma hukum pidana Islam dalam rangka pembaruan hukum pidana
Nasional suadh sesuai dengan konteks keindonesiaan
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal yang berkaitan
dengan bidang atau kajian hukum:

a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya formulasi hukum pidana Islam di
Indonesia. Berangkat dari sejarah dan bentuk transformasi pemikiran norma-
norma hukum pidana dalam Islam, maka dapat diketahui adanya perubahan
hukum yang disebabkan oleh dinamika waktu dan sosial. Oleh karena itu
mengetahui sejarah transformasi hukum pidana Islam dapat dijadikan landasan
berfikir ke arah pembaruan hukmﬁ pidana Islam di Indonesia.

b. Memberikan kontribusi tentang model dan bentuk transformasi hukum pidana
Islam dalam wupaya formulasi hukum pidana di Indonesia. Transformasi
dilatarbelakangi adanya dinamika waktu dan sosial disamping pemahaman teks
juga semangat pembentukan hukum berdasarkan illah hukum dan tujuan hukum
itu sendiri sehingga melahirkan hukum yang kontekstual. Oleh karena itua dalam
upaya pembangunan hukum pidana Nasional penelitian ini dapat
menyumbangkan khazanah keilmuan terutama upaya konkritisasi norma-norma

hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan.

D. Telaah Kepustakaan

Kajian tentang Hukum Pidana Islam bukanlah sesuatu yang baru sama sekali,

melainkan sudah banyak dikaji, baik oleh ulama klasik maupun kontemporer. Hanya
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persoalan yang perlu kita perhatikan adalah sejauh mana hukum Pidana Islam dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Kajian kitab klasik hampir semuanya bernuansa normatif, seperti kitab Hikmah
at-Tasyriwa Falasafatuhu, karya al-Jurjawi. Kitab itu membahas tentang kebijakan Allah
dalam membuat suatu aturan hukum, sesuatu yang diperintah pasti ada manfaat besar
bagi pelakunya dan jika ditinggalkan akan ada kemadaratan. Sebaliknya larangan
ditetapkan, karena ada bahaya jika dilakukan serta jika ditinggalkan ada manfaatnya. Hal
ini sangat terkait dengan persoalan hukum pidana yang mengatur tentang larangan dan
sanksi. Kitab at-Tasyri’ al-Jina 't al-Islami karya Abdul Qadir ‘Awdah, telah membahas
asas-asas hukum pidana Islam dari pengertian, unsur-unsur tindak pidana, sumber-
sumber hukum pidana Islam, asas legalitas, retro aktif, delik percobaan, delik penyertaan,
pertanggungjawaban pidana dan masalah hukuman. Kajian hukuman juga tampak sangat
tekstual, sekalipun dilatarbelakangi adanya kajian perbandingan dengan hukum positif.
Kajian dari delik perzinaan sampai pada J persoalan delik yang terkait dengan
menghilangkan nyawa seseorang, semua itu didasarkan pada ayat dan hadis serta
pendapat fugaha tanpa mendekonstruksikan pemikiran, padahal dari pemikiran Abd
Qadir Awdah diditemukan kekayaan teori yang terkandung di dalamnya. Kitab al-
Jarimah wa al-‘Ugiibah fi al-Figh al-Islami, karya Muhammad Abu Zahrah,
membicarakan tentang kriteria jarimah dan sanksi serta tujuan dari sebuah pemidanaan.
Al-Jara’im wa al-Darb baina asy-Syari’ah wa al-Qaniin karya Abd al-Khalig, Kitab ini
membicarakan tentang perbandingan teori hukum positif dan Islam. Kitab Nihayat al-
Muhtgj, karya Imam Ramli, hanya dalam bab XI mengakji persolan hukum Pidana Islam.

Isinya norma-norma yang masih debatable. Karya terbaru dari Wahbah az-Zuhaili dalam
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kitab al-Figh al-Islami wa Adilatuhu memuat kitab Jinayah pada bab VI, ulasanya tidak
berbeda dengan ulama klasik lainnya. Sementara Abdullahi Ahmed an-Na’im dengan
Dekonstruksi Syari’ahnya, sudah mulai menggagas reaktualisasi hukum pidana Islam dari
satu sisi, karena kitab itu tidak konsen membahas hukum pidana Islam. Adapun Disertasi
Haliman mengangkat Hukum Pidana Islam menurut Adjaran Ahlusunnah Waljama’ah.
Isinya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Abd Qadir Awdah dan Abi Zahréh, yaitu
masalah jenis tindak pidana dan sanksinya menurut aliran tertentu dalam teologi Islam.
Karya Topo Santoso yang kami temukan cukup bagus, 1) buku yang berbicara tentang
Menggagas hukum Pidana Islam, 2) membumikan Hukum Pidana Islam. Buku ini
membicarakan tentang bagaimana peluang dan tantangan hukum pidana Islam jika
diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, kajian ini belum meyakinkan kepada publik,
bagaimana efektivitas dan obyektivikasi hukum pidana Islam dapat diterapkan di
Indonesia. Peneliti sendiri sudah sekian kali mengadakan penelitian dengan tema yang
serupa, Di tahun 1999 peneliti telah menulis Tesis " Reaktualisasi Pemikiran Jarimah
+ Hudud dan Qishash" Tulisan ini hanya meredifisi tentang konsep Hudud dan Qishash
belum sampai kepada model transform ke dalam konteks keindonesiaan. Pada tahun 2004
peneliti juga mengadakan penelitian tentang " Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana
Islam:Upaya Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam sistem hukum Nasional”. Isi
pembahasanya kajian ulang berdasarkan pemikir kontemporer. Namun itu semua masih
terbatas reaktulisasi pemikiran, belum pada dataran empirik. Nurkholis Setiawan, dkk.
Dalam penelitian "Kontribusi hukum pidana Islam dalam pembentukan hukum nasional
[Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pemikiran Majelis Mujahidin

Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Majlis
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Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam
(Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Kelompok Post-Tradisional terhadap RUU
KUHP Tahun 2004]" Jakarta, LIPI, 2006. Penelitian ini memaparkan secara deskriptif
tentang persepsi ormas-ormas tentang rancangan KUHP 2004 dan menurut hemat peneliti
belum menemukan format baru tentang model baru tentang transformasi hukum pidana

Islam dalam konteks keindonesiaan.

E. Definisi Operasional
Transformasi adalah proses dinamika yang mengarah kepada pembentukan baru
terhadap suatu peristiwa. Para ulama kontemporer meyakini adanya dasar hukum

transformasi pemikiran terhadap teks hukum, yakni hadis Nabi:
B Lel ooy e ilw JS ol ) e 4oV a3g) Canyy i

“Sesungguhnya Allah SWT akan mengutus untuk umat ini di penghujung setiap
saratus tahun orang yang mengadakan pembaruan (interpretasi) agama untuknya.”

Selain hadis di atas juga ada hadis lain yang bertemakan pembaruan, yakni:

Y U5 Grn V5SS U8 € Ll 3303 oS p bl ey b U8 Sl s
2 4l Y

“Perbaharuilah imanmu. Rasul ditanya, Bagaimana cara memeperbarui iman kami ?,
Rasul menjawab: “Perbanyaklah ucapan La ilaha illallah <.

» Abt Dawiid, Sunan Abi Dawiid, (Mesir: al-Mustafi al-Halabi wa Awladuhu, 1955), juz II: 424,
**Ahmad Ibn Hambal, Musnad 1bn Hambal, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz. HI, hlm. 309.
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Hadis di atas konteksnya dapat dijadikan argumentasi bahwa Nabi Muhammad
selalu menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mengadakan pembaruan terhadap
ajaran agamanya, termasuk hukum-hukumnya.

[stilah pembaruan berasal dari akar kata "baru" yang dalam konteks bahasanya
menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain ,
yakni:

1. Barang yang diperbarui, pada mulanya pernah ada dan pernah dialami oleh orang
lain

2. Barang itu dilanda zaman dan menjadi usang dan ketinggalan zaman

3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru.*

Dengan demikian tajdid (pembaruan) adalah suatu yang pernah aktual pada
awalnya, tetapi karena perkembangan waktu, tuntutan zaman serta desakan kebutuhan,
sesuatu itu tidak menjadi baru lagi, dan untuk mengaktualisasikan perlu dan harus
mengacu kepada teks dan konteksnya yang semula.

Al-Qumi sebagaimana yang dikutip oleh M. Abd ar-Rauf al-Manaawi
mendefiniskam fajdid sebagai menghidupkan kembali al-Quran dan al-Hadis yang pernah
aktual dan menetapkan hukum berdasarkan suatu perbuatan berdasarkan kedua sumber
tersebut.>® Peneliti mengakui adanya tajdid (pembaruan) dalam memahami ajaran atau
hukum Islam, tetapi tidak boleh melampui batas, sebab harus dibedakan mana yang boleh

diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Artinya semangat pembaruan tetap tidak boleh

»Rifyal Ka.bah dan Bustami Sa'id, , Reaktualisasi Ajaran lIslam (Pembaruan Agama Visi
Modernis dan Pembaruan Agama Visi Salaf, (Jakarta: Minaret, 1987), him. 52.

M. Abd ar-Rauf al-Manaawi Fath al-Qadir bi Syarh al-Jami’ al-Saghir, (Beirut:r:Dar al-Firk,
1972), Juz 11, him.  281.
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lepas dari semangat tujuan syari'at, yakni merealisist kemasalahatan umat (litahqiqi
masalihul ibad).”’

Sejarah munculnya pembaruan di abad moderen berawal dari terjadinya kontak
antara Barat dan dunia Islam, yakni setelah generasi tokoh-tokoh pembaharu Islam yang
popular (seperti Jamalaudin al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan,
Kemal Attaruki) melihat adanya kemajuan orang-orang barat dalam ilmu pengetahuan

3% Tokoh-tokoh pembaru Islam

dan falsafah moderen dan kemunduran umat Islam.
hendak mengikuti pola orang-orang barat dengan berusaha mengadakan pembaruan
terhadap ajaran-ajaran agama mereka. Namun di sisi lain ada pernyataan bahwa
kemajuan dan pembaruan pemikiran umat Islam bukan terjadi karena adanya kontak
dunia Islam dan Barat melainkan ide itu muncul sejak periode Nabi Muhammad SAW.
yang mengisyaratkan setiap seratus tahun akan muncul pembaru guna memurnikan ajaran
agamanya.”’

Pembaruan dalam Islam merupakan tuntutan, sebab pembaruan diperlukan untuk
mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dengan ketentuan bahwa pembaru itu tidak boleh
merubah nas Al-Quran dan al-Hadis. Yang perlu diperbarui adalah interpretasi terhadap

nash-nash tersebut. Dengan kata lain, nas tidak boleh takluk terhadap perubahan zaman,

tetapi pemahaman terhadap nas yang boleh mengikuti perkembangan zaman,*

*7 Abd Wahab Khalaf, //my Usiil al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), him. 198.

**Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1967), hlm. 11.

*Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustafa al-
Halabi wa Awladubu, t.t), Juz XIII, him, 295..

“*Umar Shihab, Transformasi ...him. 40.
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Adapun yang dimaksud hukum pidana Islam di sini adalah suatu larangan syara,
baik yang berkaitan dengan jiwa harta atau lainnya*' , dan jika larangan itu dilanggar
pelaku dapat dikenakan sanksi, baik berupa hukuman had, gisas, diyat, kafarah ataupun
hukuman fa’zir. Hukum Pidana Islam dalam konsep figh disebut jindyah. Jinayah
merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jand. Secara etimologi, jana. berarti
berbuat dosa atau salah, sedangkan jindyah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan
salah.*? Seperti dalam kalimat jand. ald gaumihi jindyatan artinya ia telah melakukan
kesalahan terhadap kaumnya. Kata jand.juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat
Jjana. as-samarat, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat
disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna 'alaih.®® Kata jinayah dalam
istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata
Jjindayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir
Awdah:

D 5 e G e Rl ) B 755 0 U (0
“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda,
atau lainnya”.. Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena
dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.
Sebagian fuqaha menggunakan kata jindyah untuk perbuatan yang berkaitan
dengan jiwa atau anggota badan, sepertt membunuh, melukai, menggugurkan kandungan
dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah figh jindyah sama dengan hukum pidana.

Haliman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari’at Islam

41 Abd Qadir Awdah, Ar- Tasyri' al-Jind'i...): 169.

2 | uwis Ma’luf, al-Munjid, (Bairut: Dar al-Fikr, 1954), hlm, 88.

® Ibid, him. 67. ‘

“ Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri’ al-Jina'T al-Islamf, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), I: 67.
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adalah ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman

berupa penderitaan badan atau harta.*

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA)
terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya
hukuman, yaitu jindyah, janhah dan mukhalafah. Jinayah di sini adalah jinayah yang
disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya.
Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman
mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan janhah
adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu, tetapi tidak
sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP
RPA). Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya

tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).*

Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jindyah atau jarimah® . Istilah jarimah
mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jindyah, baik dari segi bahasa

maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, jarimah merupakan kata jadian (masdar)

* Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan jarimah diyat (denda), karena pada suatu saat
denda karena diyat tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabatnya yang
bertanggungjawab kepadanya yang dinamakan agilak atau bisa juga denda itu dibebankan kepada
perbendaharaan negara (bait al-mal) pada kondisi jarimah tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang
dilakukan karena kesalahan (khata’). Baca desertasi Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut
Adjaran Ahli Sunah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), him. 64. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, Bidayah al-
Mujtahid Wa Nihayah al-Mugqtasid, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 405. Para ulama sepakat terhadap
persoalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa dibebankan kepada orang lain
karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana (jarimah). Lihat A. Hanafi, Asas-asas Pidana Islam, Jakarta:
Bulan Bintang, 1968), him. 196.

% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him, 2; As-
Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), 1I: 237.

47 Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri ..., 1: him. 67.
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dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti

perbuatan salah. Dari segi istilah, jarimah diartikan:

R A e s A e dea

(larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau fa’zir).

Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas.
" Adapun hukuman fa zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya

kepada pemerintah. Hukum ta ’zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya
tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum.*

Konteks keindonesiaan dapat diartikan sebagai masyarakat Indonesia yang plural,
baik agama, adat, bahasa maupun suku. Bahkan ketika dihadapkan pada persoalan yang
sangkat kompleks dalam memahami ajaran I[slam terjadi pluralisme pemahaman dan
pemikiran tentang Islam itu sendiri dikalangan internal Islam yang kebetulan di Indonesia
terdiri dari berbagai organisasi sosial keagamaan.

Maqagid asy-syari'ah adalah maksud ditetapkan hukum syara'. Jadi Maqasid asy-
syari'ah bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat
manusia. Untuk itu dicanangkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling
melengkapi: al-dharuriyyat, al-hajiyyat dan al-tahsiniyat.” % Hal senada juga diungkapkan
oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.’’ Pengetahuan tentang tujuan-tujuan

hukum (Magqagsid al-syari’ah) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum

“® Larangan-larangan syara’ yang dimaksud ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan
adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah, Al-Mawardi, A/-4hkam al-Sultaniyah, (Mesir: Dar al-
Bab al-Halabi, 1973 ), hlm. 219.

> Abd Aziz 'Amir, Ta'’zir Fi asy-Syariati al-Islamiyyah, (Mesir Dar al-Qalam, 1968), him. 19.

07y

Ibid
>! Abd Wahab Khallaf, ‘/lm Usiil al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), him. 198.
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dalam melakukan penemuan hukum. Menget.ahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat
penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat
dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada
nasnya.”?

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan
hukum menjadi tiga yaitu magasid al-dharuriyyat, al-maqasid al-hajiyyat dan al-
maqasid al—z‘ahsiniyyatt.53 maqasid al-dharuriyyat (tujuan-tujuan primer), didefinisikan
sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan
kehidupan secara total. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi
kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai.’® Di sini ada lima kepentingan yang harus
dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ini termasuk maslahat yang mu'tabar
karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an.”® Pemeliharaan agama pada
dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan murtad. Pemeliharaan Jiwa pada
dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan untuk membunuh. Pemeliharaan akal
merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk mengkonsumsi minuman-minuman
keras, Pemeliharaan keturunan merupakan pengistilahan dari perintah untuk menikah
dan dilarangnya perzinaan, karena perbuatan itu merusak keturunan (nasab), cegahan
menikah dengan wanita musyrikat, cegahan menikah dengan ibu. Pemeliharaan harta

merupakan pengistilahan dari cegahan untuk mencuri, cegahan makan harta dengan cara

batil.

%2 Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam Dialog (Badan Litbang
Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), him. 29.

3 Asy-Syatibi, al-Muwafagar fi Usil al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H.), 1I: 4. Baca
juga,Yudian Wahyudi, Ushu! Fikih Versus Hermeneutika, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press,
2006), hlm. 43.

> Ibid.

%> Ahmad Rofiq, Metodologi ljtihad Hukum Islam, hlm. 156-157.
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Magqasid al-Hajiyyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang
dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang
termasuk dalam kategori al-dharuriyyat dan sekaligus menyingkirkan faktor-faktor yang
mempersulit usaha perwujudan al-dharuriyyat Karena fungsinya yang melengkapi tujuan
primer, maka kehadirannya dibutuhkan (sebagai terjemahan kata al-hgjiyyat), bukan
niscaya (sebagai terjemahan dari kata al-dharuriyyat). Artinya jika hal-hal hgjjiyar tidak
ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai
kekurangsempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya, untuk melaksanakan ibadah shalat
sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Tanpa
masjid, tujuan melindungi agama dengan melaksanakan shalat tidaklah rusak total, tetapi
mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh shalat di pantai dan di atas batu
tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangat membantu.”

Al-Maqagsid  al-tahsiniyyat (tujuan-tujuan tertier) berarti sesuatu yang
kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah (sebagai
terjemahan harfiah dari kata tahsiniyyat) proses perwujudan kepentingan al-dharuriyyat
dan Agjjiyat. Oleh karena itu, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan atau
mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini, pilihan
pribadi sangat dihormati, jadi bersifat relatif dan lokal, sejauh tidak bertentangan dengan
ketentuan nas. Misalnya, apakah masjid yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan

tujuan primer —yakni, menyelamatkan agama melalui ibadah mahdah shalat-- itu akan

3% Yudian Wahyudi, Ushul Fikih.,hlm. 46.
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diperindah dengan kubah atau tidak, akan dicat atau tidak, diserahkan kepada rasa

estetika dan kemampuan lokal.”’
F. Kerangka Teoretik

Transformasi adalah proses dinamik yang mengarah kepada pembentukan
karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah atau peristiwa. Dengan demikian
transformasi pemikiran adalah timbulnya bentuk baru terhadap hasil pemikiran karena
adanya dinamika waktu dan sosial. Kalau pengertian transformasi disamakan dengan
pembaruan, dapat ditemukan titik persamaan, yaitu memunculkan pendapat baru dalam
suatu masalah tanpa terlepas dari kontek aslinya.”®

Tegasnya, Nabi Muhammad telah membawa perubahan dalam wacana konsep
pembaruan akidah tauhid yang menghasilkan transformasi pemikiran bagi bangsa Arab
kala itu, yang akhirnya lahirlah transformesi sosial yang menyebar ke seluruh pelosok
dunia. Peneleiti dalam mengkaji transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam
konteks keindonesiaan mengunakan teori maslahah dan obyektivikasi:

Pertama, teori maslahah, artinya hukum ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan.
Maslahat dapat terjadi karena adanaya dinamika waktu dan tempat. Misalnya, teori
menghapuskan berlakunya hukum yang ada dengan menetapkan hukum baru.
Transformasi di sini merupakan perubahan-perubahan ketetapan hukum dalam al-Quran

karena dinamika waktu. Contoh ayat yang terkait dengan pengharaman khamr:

57 .
Ibid
*Fuad Amsyari, Perjuangan Sosial Umat Islam Indonesia,, (Jakarta: Media Indonesia, 1990),
him. 34.
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya
terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Ayat ini belum mengharamkan khamr dan jud: yang menjadi kebiasaan orang
Arab, hanya peringatan. Meskipun ada manfaat, tetapi madaratnya lebih besar.
Peringatan berikutnya supaya jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk,
belum sampai pengharaman
585 G 15408 5 0l abl sl 1,58 ¥ 1,00 il ¢l
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan

mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.

Sebab Turun ayat di atas:

Ketika Abd Rahman bin Auf mengundang para sahabat untuk makan bersama
dihidangkannya khamr. Pada saat tiba waktu shoht salah satu dari mereka diangkat imam
dan ternyata keliru membaca:

Q}Muiié‘y‘\_)}ﬂ_(:.” J_Q

1 Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu
sembah.

Peringatan terakhir adalah pengharaman mutlak dari jenis minum-minuman keras.

- rr Dw M > 4" £ _
uwlwu,yj ‘.._]_)\)bu\.,a.)\“)‘,«w.a.]l}f}-l L,,Jl x,*.u |ré|13
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka
Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas sebagai bukti adanya transformasi hukum Islam melalui
menghapuskan hukum yang telah ada dengan menetapkan hukum baru.* Penetapan

" hukum yang dinamis seperti di atas merupakan cara mencapal tujuan hukum yaitu

kemaslahatan. Teori ini didukung oleh kaidah:*°

Al SRS L SASLA ) 2500 S8 0 ) Ak fe sy AIEAY

“Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba, jika dalam suatu (ijtthad) terdapat
kemaslahatan itulah yang dinamakan hukum Allah”.

Hal ini didasarkan qaidah:

PPN P T TR P G N SRRV N

Setelah Nabi wafat, transformasi pemikiran Hukum Islam yang didasarkan pada
al-Quran dan as-Sunnah tidak terjadi lagi. Transformasi paska Nabi berupa interpretasi
nash-nash. Transformasi inilah terjadi dari zaman ke zaman sampai sekarang ini.

Kita ambil contoh polemik pengumpulan ayat-ayat al-Quran oleh Abu Bakar
karena tidak diperintahkan oleh Nabi. Sekali lagi dengan pertimbangan maslahat, Abu
Bakar harus berbuat. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai sosok dan tokoh yang
pendapatnya menimbulkan kontroversi di kalangan sahabat kala itu. Kita lihat putusan

dihapuskannya hukum potong tangan pada musim kelaparan dan dihapuskannya

*Yusuf al-Qaradhawi, dwamil As-Sa'ah wa al-Murinah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, alih bahasa
Rifya) Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, (Jakarta: Minaret, 1988), him. 102.
% Asy-Suyuti, 4l-Asybah wa an-Naza'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 176.
6l
Ibid.
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muallafah qulibuhum dalam penerimaan zakat.”? Sikap Umar ibn al-Khattab bukan
berarti mengubah ayat-ayat al-Quran melainkan menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan
kondisi sosial masayarakat tanpa mengurangi makna pesan ayat. Seperti penangguhan
hukum potong tangan, karena asumsi bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan terpaksa
dan jika tidak melakukan akan menimbulkan kematian. Demikian juga muallafah
qulabuhum, dihapuskan dari menerima zakat, karena orang Islam pada saat itu tidak perlu
simpatisan dari orang-orang non muslim, maka sampai sekarang perlu dilihat antara teks
dan konteks tentang lafad " mualaf: ia harus menerima zakat, bisa terjadi teks tersebut
tidak berlaku untuk diterapkan, jika mualafmya orang yang ekonominya kuat. Demikian
juga praktik penemuan hukum yang dilakukan oleh Usman bin Afan dalam hal
pembukuan al-Quran, lagi-lagi pertimbangan maslahat, karena dikawatirkan hilangnya al-
Quran akibat meninggalnya penghafal-pengahafal al-Quran di medan pertempuran.

Pada perkembangan berikutnya adalah transformasi pemikiran yang terjadi antara
imam mazhab dan para murid setianya. Imam Malik melarang memelihara anjing dalam
rumah, larangan tersebut dilanggar oleh muridnya Abu zaid al-Qairawani, la memelihara
anjing sebagai penjaga rumah. Ketika hal tersebut disampaikan kepada beliau bahwa hal
itu tidak disukai Imam Malik, ia menjawab: " Seandainya Imam Malik hidup pada
zamanmu, maka ja akan mengambil Singa atau Harimau sebagai penjaga rumahnya." &

Hal yang sama terjadi pada diri Imam Ahmad ibn Hanbal dengam Ibn Taimiyah.
Imam Ahmad memegang teguh hadis Nabi yang melarang orang non Muslim memimum

minuman keras di tengah tengah orang Muslim, tetapi Ibn Taimiyah membiarkan orang

2Umar Syihab, Al-Quran dan Rekayasa Sosial, (Jakarta::Pustaka Kartini, 1990), him. 26-27.
Sy usuf al-Qaradhawi, Awamil, op cit, hlm 142,
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Tartar mabuk-mabukan di kota Damascus, karena dengan mabuk-mabukan itu tidak
sempat melakukan pembunuhan dan merampas harta benda masyarakat.

Sejarah telah mencatat adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum. Seperti
tahapan pemberlakukan hukum dalam delik perzinaan. Terjadinya perbedaan ketika
menerapkan sanksi dalam kasus yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai jarimah
hudid.. Awal sanksi zina adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa ayat 16), selanjutnya
kurungan dalam rumah (surat an-Nisa ayat 15), tahap berikutnya hukuman dera (surat an-
Nur ayat 2). Sementara hukum rajam yang sumbernya hadis Nabi diperdebatkan
keautentikannya. Terlebih jika hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan
surat al-Ahzab ayat 30. Dengan demikian para fugaha di samping menerapkan teori
graduasi juga merasionalisasikan prinsip nasakh.

Pada kasus pencurian yang ditegaskan dalam al-Qur’an dikenakan hukum potong
tangan. Ternyata hukum tersebut bukan harga mati dalam Islam. Umar ibn al-Khattab
pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong tangan yang
terjadi pada musim paceklik (larang pangan).®® Sikap Umar bukan mengkhianati hukum
Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari’at Islam dengan pemahaman yang
kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut,
yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa-apa bagi pencuri buah-buahan yang
dimakan di tempat.®® Ini bukti bahwa hukum Islam tidak tertutup bagi ijtihad.

Persoalan konversi agama, yang jelas dilegalkan dalam al-Qur’an, la ikraha fi ad-
din (tidak ada paksaan dalam agama), dan hadis Nabi yang mengatakan man badala

dinahu faqtuluhu (siapa menukar agama bunuhlah ia), ini jelas suatu yang sangat apriori

% Ybn al-Qayyim, /'lam..., 111: 22; Subhi Mahmasani, Falsafah..., hlm. 167.
 Abu Yusuf, Ar-Rad..., him. 50.
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dalam pemikiran, karena sesungguhnya yang dibunuh bukan karena riddah-nya tetapi
sifat desersi (pengkhianatan negara yang dibarengi dengan murtad).%

Demikian halnya dengan kasus minum-minuman keras, pemberontakan dan gazf
yang oleh jumhur dimasukkan dalam jarimah hudid. Jadi pada hakikatnya ada kebebasan
untuk menetapkan hukuman, akan tetapi hukum Allah tetap dijadikan sebagai rambu-
rambu dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu pemahaman jarimah. hudiid harus
disikapi sebagai sebuah ijtihad ulama terdahulu. Pada perkembangan hukum modern
tidak mustahil diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan
zaman dengan tidak merubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syari’ah.

Adapun teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori maslahah.
Maslahah artinya menetapkan suatu aturan yang bertujuan untuk kemaslahatan, yaitu
kebaikan yang tepat pada sasaran. Hal ini sesuai dengan prinsip Magasid al-Syari’ah
yang bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia.
Untuk itu dicanagkan tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: al-
dharuriyyat, al-Hajiyyat dan al-Tahsiniyat. Hal in1 senada dengan tujuan
disyari'atkannya hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia. Metode yang
ditempuh dalam memahami teks hukum guna merealisir toeri masalahah melalui
beberapa cara: a) interpretasi literal’ Penafsiran teks hukum artinya hukum yang
ditemukan adalah bukan hukum hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada
dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejalasan hukum.
Misalnya lafad "gat! al-yad' maknanya hakiki "potong tangan" atau majazi "potong

kemampuan" b). Kausasi (7a’lili), adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan

% Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1968), him. 384.
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dasar konsepsi (penetapan) hukum. yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi
alasan (illah) maupun tujuan-tujuan ditetapkan (magqasid asy-syari’ah). c) Teori tadrij
atau graduasi, artinya adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum. Sejarah telah
menunjukan adanya tahapan pemberlakukan hukum misalnya dalam delik perzinaan.

Teori maslahah bisa didukung dengan prinsip-prinsip maqashid asy-Syari’ah, ada
empat pasangan sifat yang terdapat dalam Hukum Islam berdasarkan teori ini. Pertama,
Hukum Islam adalah sakral (divine/ilahi) dan sekaligus profan (human/manusiawi), sebab
tanpa keterlibatan manusia kesakralan wahyu tidak akan mungkin dioperasionalkan.
Perintah untuk menghadap kiblat, misalnya, adalah bersifat ilahi, tetapi metode penetap;an
arah kiblatnya bersifat manusiawi. Kedua, sifat Hukum Islam yang disamping absolut
juga relatif. Perintah shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf, tetapi
bagi perempuan haid tidak diwajibkan, bahkan tidak harus menggantinya setelah masa
haid berakhir. Demikian pula, bagi musafir diberi pilithan untuk menjamak shalatnya atau
menqgasharnya. Ketiga, sifat hukum Islam yang disamping universal juga partikular.
Waktu shalat, misalnya, adalah universal, yang berlaku bagi setiap mukallaf di mana pun
ia berada. Tetapi, di sisi lain, durasi jam shalat itu berbeda di setiap tempat atau negara.
keempat- disamping permanen juga temporal.”’

Konsep magasid asy-syariah merupakan teori sentral dalam pemikiran hukum
Hassan Hanafi menyangkut prinsip-prinsip sekuler dalam Hukum Islam (Wad 7). Konsep
ini dibangun untuk menjawab tiga kepentingan berbeda tetapi saling melengkapi.

Pertama, Kepentingan terhadap kebutuhan eksistensi yang bersifat primer (dharury) di

Yudian Wahyudi, Is Islamic Law Secular?: A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal
Philosophy, Yogyakarta: Nawesea, 2005), him. 43.
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mana jika tidak dimiliki manusia akan membahayakan dirinya. Kebutuhan yang bersifat
primer itu terdiri dari aspek agama, jiwa, akal, harta, dan ketururnan, yang dikenal
dengan istilah ”Lima Prinsip Pokok”. Kelima prinsip ini, menurut Hanafi, merupakan
prinsip Hak Asasi Manusia dalam pengertian modern. Kedua, kepentingan terhadap
kebutuhan yang melahirkan keseluruhan aspek dharury di atas, yang jika tidak dimiliki
manusia tidak akan membahayakan hidupnya, tetapi hanya -akan menyulitkannya.
Kebutuhan kedua ini mencakup aspek fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk
mewujudkan kebutuhan utama di atas, seperti kebutuhan terhadap listrik untuk
perlindungan dalam rumah, sehingga karenanya bersifat sekunder (haji). Ketiga,
kepentingan terhadap kebutuhan yang bersifat ornamental (tahsini) yang jika tidak
dipunyai manusia tidak akan membahayakan hidupnya. Kebutuhan ornamental ini
mencakup hal-hal yang berkenaan dengan keindahan, seperti memberi warna dekoratif
pada rumah agar tampak lebih indah. Status hukum dari ketiga kepentingan ini dapat
berubah dari hajy ke dharuri atau tahsini sesuai dengan kaidah “Taghayyurul Ahkam Bi
Taghayyuril Azminah Wal Amkinah”. 68

Dalam mengkaji hukum pidana Islam kita ambil contoh dua persoalan yakni hukum
rajam dan potong tangan. Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan di kalangan
umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap hukum rajam tetap eksis,
sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan Khawarij, Muktazilah dan

sebagian fuqaha Syiah menyatakan bahwa sanksi bagi pezina adalah hukum dera

cambuk).®’ Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah:
p J

68 .
Ibid.
% Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Figh Ald Mazdhib al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al-Figh, t.t.), IV:
179. .
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Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam, namun
tidak ditetapkan dalam al-Qur’an. Seandainya Allah melegalkan hukum rajam
mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.

Hukuman bagi hamba sahaya adalah setengah dari orang merdeka. Kalau hukum
rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati.
Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali
lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak adalah
surat an-Nisa ayat 25:

e el B Ll Lilad filed Analay B0 1B fuasf 0BG

“... jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka
hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka ...”

Ayat di atas menunjukan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka
hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak,
maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh
kali. Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

i LRI L Ut A Aty (0 o (0 [ 2L

“Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina),
maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...”

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni
dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah

200 kali.
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3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku ~ umum, yakni pezina
muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya
hukum rajam adalah lemah.”

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam, sebagaimana dikutip oleh Fazlur
Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumentasi seluruh materi yang
bersifat tradisional bersifat non reiable, di samping tidak ditegaskan dalam al-Quran
juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.”

Anwar Haryono menyatakan bahwa hukum rajam pertama kali diterapkan dalam
sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakm Taurat.
Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.”
Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum rajam ada dan
dipraktekan dalam Islam, tetapi terjadi sebelum diturunkannya surat an-Nur ayat (2).
Hukum yang muhkam sampai sekarang bagi pezina adalah didera.”” Alangkah
bijaksananya kalau kita mengatakan hukum had itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali
telah sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa
adanya unsur subhat.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra
tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan
mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang plural.

Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum rajam bukan hukum yang hidup

™ Ali as-Sayyis, Tafsir Ayat al-Akkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 1T: 107.

7' Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual, alih bahasa Ahsin Muhammad,
(Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 35.

72 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him.
178.

73 Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir..., him. 88.
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dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak
lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan konstruksi
masyarakat muslim pada saat hukum ragjam diterapkan. Perubahan masyarakat pada
gilirannya merubah rasa Aukum masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan
hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur an. Di sini
perlu dipahami bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina harus
diperhitungkan latar belakang historisnya:
Adapun hukum potong tangan perlu dipahami secara kontekstual, dan dikaitkan
dengan surat al-Maidah ayat 39:
Sy e 0 O e L B 4 il At 355 e G

“Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah
menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para
pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi
sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun hukum
potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah professional. Hasbi ash-
Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz as-sarig, menunjukkan ma rifah, artinya orang yang
jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjaannya memang berulang-ulang mencuri.”
Sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum kasusnya ke tangan
hakim, hanya berlaku hukum ta’zir.

Selanjutnya Fazlur Rahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan

teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong

™ Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari'at Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.
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tangan, melainkan hukum ta’zir.” Teori tersebut didukung oleh M. Syahrur dengan reori
halah al-had al-'Ala (batas Maksimal), artinya adanya batas hukum tertinggi tentang
ketentuan hukum yang ada di dalam al-Quran. Contoh hukum potong tangan bagi pencuri
berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 38 dan hukum qishash bagi pembunuh
berdasarkan ketentuan hukum surat al-Baqarah ayat 178.

Mﬁhammad Syahrur memahami hukum potong tangan dalam al-Qur’an sebagai
hukum yang tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya kita boleh berijtthad mengurangi
hukuman tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-
Qur’an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang
lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.76 Jika ternyata
kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah
delik hirabah. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori halah al-had al-a’la (batas
maksimal):

ASa e Bl A e YIS U8 Uy 103 Uagoa 3l Vg daBL3 43 50 Wy (5 501
Teany AT Lol s ey 5l (el AT 5 Y 03 3 (3805l
Lo 8 A 85 1 (0S5 STy ) g e 53 60 2 0 ol 1
| o el e U8

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang
tertinggl dalam Islam.”’ Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi
syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan

berdasarkan al-Qur’an adalah hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahriir adalah

3 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1986),
hlm. 60.

7 Muhammad Syahrur, 4/-Kitab..., him. 455.

77 Ibid., hlm. 455.-456.
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batas tertinggi dalam al-Qur’an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan
jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan.
Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi
ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain
potong tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan
dalam kaidah: ’®
Oyl S e a5 Sl
Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan.

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan
adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-
Khattab:

acl il e 8 3l e ’clgfq]\ Jas 2

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).”

Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah
menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu (‘am ar-ramada).
Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak
memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagal gantinya pemilik
budak Hatib bin Abi Balta’ah harus mengganti dua kali harga unta.®

Sanksi potong tangan dalam arti majazi (potong kemampuan) atau penjara dalam

konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan dengan syari’at

78 Asimuni A. Rahman, Qaidah-gaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86.

7 Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwagqi’in..., 111z 22.

% Ahamad Hasan, Pintu ljitihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung: Pustaka,
1985), him. 109.
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Islam.®' Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong
tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran qat’u al-yad yang artinya potong
kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan syara’ jika dinilai
efektif dan mampu membuat jera bagi si pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat
umum untuk tidak berbuat jahat. Untuk memperkuat argumentasi tersebut dapat

dianalalogikan pada penafsiran ayat:

Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia akan binasa (al-Lahab: 2).

Demikian juga dalam kasus delik pencurian yang oleh sebagain pihak dianggap
sebagai hukum yang dehumanis, yakni “potong tangan”. Peneliti berpendapat dalam
kajian masalah ini perlu diterapkan teori batas maksimal. Artinya, pencuri yang baru
pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta’zir.¥ Sementara
Muhammad Syahrur, memahami hukum potong tangan dalam al-Qur’an sebagai hukum
yang tertinggi dalam al-Qur’an. Artinya kita boleh berijtihad mengurangi hukuman
tersebut dan tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur’an. Dengan
demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah
tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.?? Jika ternyata kejahatannya
lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah delik hirabah.

Beliau secara tegas menyatakan, bahwa hukum potong tangan dalam al-Quran adalah

8 Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya hukum potong
tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif terakhir sebagaimana hukuman mati.

82 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1986),
him. 60.

¥ Muhammad Syahrir, A/-Kitab Wa al-Quran; Qira’ah al-Mu’asirah.(Syiria; Dar al-Kutub,
1998).., hlm. 455.
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hukum tertinggi bagi pencuri.® Oleh karena itu hukum Pidana Islam bukanlah harga mati
yang harus diterapkan berdasarkan teks, melainkan sangat kontekstual.

Problem yang mandasar dalam pemikiran Hukum Islam adalah fungsi hukum
Islam ketika dan perubahan sosial. Hukum Islam yang pada umumnya dipahami sebagai
sebuah paradigma yang sakral dan relegius selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri,
yakni kepastian hukum disatu sisi dan realitas sosial yang selalu berubah dan menuntut
adanya proses adaptasi.®’ Perubahan sosial yang mendasar, kadang-kadang membawa
tuntutan dan impilaksi yang mendasar terhadap konsep dan tuntutan hukum yang ada,
karena Hukum Islam disyari’atkan untuk kemaslahatan umatnya.®

Kedua, teori obyektivikasi, artinya upaya menjadikan hukum pidana Islam
sebagai nilai-nilai yang obyektif, sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,
bukanlah hal yang mudah, mengingat pemikiran suatu bangsa yang pluralis,
menimbulkan keberagaman pula dalam menerima suatu aturan, termasuk di dalamnya,
pemberlakuan nilai-nilai hukum Pidana Islam. Karena itu sangat perlu dilakukan
penggalian nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dari setiap aturan dan ketentuan yang ada
dalam hukum pidana Islam. Penggalian nilai-nilai dasar tersebut harus dilakukan
terhadap tiga permasalahan paling pokok yang biasa dikenal dalam kajian hukum pidana,
yaitu konsep tentang tindak pidana, konsep tentang pertanggungjawaban pidana, dan
konsep tentang sanksi. Dengan demikian tiga permasalahan tersebut perlu dikaji dari
sudut pandang hukum pidana Islam serta ditelusuri nilai-nilai filosofisnya masing-

masing.

% Ibid., him. 455.-456.

YH. Lammens, Islam Belief and Institutions, cet. 2, (New Delhi: Oriental Books Reprint
Corporation, 1979), him. 48.

$6Abdul Wahab Khallaf, llmu Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), him, 198.
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Dalam kaitannya dengan masalah ini, tawaran Kuntowijoyo tentang
“Obyektivikasi hukum Islam” sangat relevan untuk dijadikan dasar pijakan bagi upaya
pembangunan hukum di Indonesia. Di sini ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai
Islam, sebagai nilai universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri, tetapi juga
oleh umat agama lain tanpa harus meyakini nilai-nilai asal (Islam).¥’ Menurut
Kuntowijoyo, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori-kategori obyektif
sehingga dapat diterima semua pihak. Suatu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu
dirasakan oleh orang non muslim sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai
perbuatan keagamaan, walaupun di sisi lain orang Islam boleh jadi tetap memandang
sebagai ibadah. Misalnya hukum potong tangan dalam kasus pencurian, sebagaimana
dijelaskan dalam ayat:

SR T 0y (e IS ey 215 Uil (el 28 4015 (3,50
Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan
Allah maha perkasa lagi maha bjj aksana.®®

Ayat di atas mengandung sanksi yang keras dan tegas dalam kasus pencurian,
yakni hukum potong tangan. Namun pemahaman sanksi potong tangan tidak bersifat
subyektif sebagai balasan belaka, tetapi mempunyai dua tendensi atau dua tujuan., yakni
edukatif dan preventif. Tujuan yang bersifat edukatif dimaksudkan sebagai penjeraan
bagi pelaku tindak kejahatan (terpidana), sedangkan preventif berfungsi memberi
pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa.89 Maka tidak

harus pencuri dipotong tangan. Obyektifikasi Islam tetap memandang hukum Islam

87Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 67-69.
88 A1-Maidah (5): 38.
% Abd al-Qadir Awdah, al-Tasyri’ al-Jind’i al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 1:392.
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sebagai sumber hukum, namun untuk dapat menjadi hukum positif hukum Islam harus
diobyektivikasikan  terlebih dahulu dengan melibatkan persetujuan  seluruh
warganagara.”’

Arti penting gagasan “Obyektivikasi Islam” terletak pada tawaran untuk menjadi
jalan tengah antara sekularisasi dan islamisasi, serta jalan tengah bagi berbagai
kepentingan yang berbeda dari tiap agama. Penerapan hukum Islam secara penuh, seperti
yang terdapat dalam kitab-kitab figih klésik, dipandang tidak lagi memungkinkan untuk
konteks umat Islam Indonesia sekarang, di samping juga karena realitas obyektif bangsa
Indonesia yang plural mengharuskan kita untuk menghormati aspirasi golongan lain di
luar Islam. Obyektivikasi menawarkan sebuah metode untuk mentransformasikan hukum
Islam ke dalam hukum nasional yang kemudian diberlakukan tidak hanya untuk umat
Islam sendiri tetapi juga untuk umat beragama lain. Contoh, jarimah gisas diyat dalam
hukum Islam itu harus diparalelkan dengan tindak pidana pembunuhan, baik sengaja,

semi sengaja atau pembunuhan salah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Bagarah

ayat 178-179:

Sy el Xally DAL DA B G aliadll Ale (o 1ALT Al Ll

Caadnd Gl iy 430) S0y gyl FUS UG Al e Al Lk BV
Al Clae 488 @llld 35 oxied (pad a7y B80T e

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian kisas berkenaan
dengan orang-orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba-
dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang dimaafkan oleh
keluarganya, hendaklah yang memberi maaf mengikutinya dengan cara yang
baik dan orang diberi maaf hendaklah memberi diyat dengan cara yang baik
pula, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhannya. Barang
siapa yang melalpaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang amat pedih.

P1bid.
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Dalam ayat tersebut terkandung nilai-nilai humanisme yang bisa diterima oleh
seluruh lapisan masyarakat, karena yang diterapkan tidak semata-mata hukum qisas yang
harus diterapkan, melainkan hukuman diyat atau ganti rugi yang berimbas kepada nilai-
nilai kemaslahatan. Oleh karena itu ketika terjadi pembunuhan, maka hukum yang
diterapkan sangat kasuistik, apakah pembunuhan itu sengaja, semi sengaja atau salah.
Perincian tindak pidana ini akan berpengaruh pada persoalan eksekusi dalam hukuman
pidana Islam.

Hukum Islam, termasuk aturan hukum tentang pemidanaannya, merupakan ajaran
yang sesuai dan relevan untuk seluruh umat manusia. Namun karena kondisi masyarakat
di setiap tempat dan waktu selalu berubah, maka perlu dilakukan pembumian hukum
Islam tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Apalagi
kemudian secara metodologis, hukum Islam menerima kemungkinan untuk ditafsirkan
berbeda-beda tergantung metodologi yang digunakan. Karena itu penelitian ini hendak
melakukan upaya obyektivikasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konteks
masyarakat Indonesia, sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum yang dapat diterima
oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pada gilirannya menjadi hukum nasional, atau
setidaknya menjadi kontributor terbesar bagi pembentukan hukum pidana nasional.
Untuk melakukan hal itu, kajian penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan pokok,
yaitu merumuskan nilai-nilai universal dan landasan filosofis yang terkandung dalam
hukum pidana Islam, memformulasikan metodologi obyektifikasi hukum pidana Islam

dalam konteks masyarakat Indonesia dalam bentuk trnasformasi pemikiran, dan
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kontribusi hukum pidana Islam dlam bentuk integritasi dan interkoneksitas terhadap
pembangunan hukum pidana nasional.

Adapun transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam kerangka metode
obyektivikasi diarahkan pada dua kategori, yakni mentransformasi pemikiran dari
pemahaman yang bersifat idiologi ditransfer ke sebuah ilmu, pemahaman yang bersifat
_ subyektif ditarik ke sebuah pemikiran yang bersifat obyektif. Sementara dalam tata
hukum nasional di Indonesia, hukum Islam telah diakui sebagai sebuah sistem hukum
yang dapat dijadikan bahan bagi pembentukan hukum nasional, bersama-sama dengan
sistem-sistem hukum yang lain seperti hukum Barat dan hukum Adat.’" Karena itu
langkah yang diperlukan adalah mempersiapkan secara matang rumusan hukum Islam
yang relevan dengan konteks keindonesiaan, agar norma-norma hukum pidana Islam
dapat transform dalam konteksdimasyarakat Indonesia.

Pertama, dari ideologi ke ilmu. Ideologi bersifat subyektif, normatif, dan
tertutup. [lmu bersifat obyektif, faktual, dan terbuka. Contoh, hukum rajam, hukum
potong tangan, dan hukum qisas jika dipahami sebagai sebuah ideclogi akan
menghasilkan hukum yang bersifat tekstual atau leterlijk. llmu mempunyai obyek dan
obyek dari sebuah ilmu dapat dikaji akan kebenaranya.. Ideologi sering mengalami
kesulitan ketika harus berhadapan dengan realitas yang ternyata berbeda dengan konsep
normatif dari ideologi tersebut. Marksisme gagal memahami realitas bangsa Indonesia
karena ia berusaha memaksakan teori kelas dwi modelnya untuk memahami stratifikasi
masyarakat yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Dikotomi antara tradisionalis dan

modernis, antara nasionalis dan Islam, antara sekuler dan Islam, juga akibat dari berpikir

*'Mudzakkir, “Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi
Perundang-Undangan Nasional” dalam jumal Mazhabuna, No. 2 Tahun 11/2003, him. 23.
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ideologis. Akhirnya umat tidak tidak dapat bersikap terbuka dan merangkul semua
golongan. Umat Islam, termasuk dalam hal memahami dan mengkaji hukum pidana
Islam, harus merubah pandangan ideologis menjadi pandangan ilmu. Fakta harus dilihat
sebagai fakta yang otonom. Pandangan normatif yang tertutup tidak dapat dipaksakan
terhadap realitas. Umat harus lebih terbuka sehingga sebanyak mungkin orang bisa
masuk dan hukum Islam dapat lebih tampak sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Kedua, dari subyektif ke obyektif. Perubahan dari cara berpikir subyektif ke
obyektif bertujuan untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita obyektif. Zakat, misalnya,
bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, namun sesungguhnya secara obyektif,
tujuan zakat pada intinya adalah kesejahteraan sosial. Demikian juga hukum potong
tangan, secara subyektif sebagai pembalasan namun secara obyektif sebagai keamanan
dan ketenteraman. Umat juga dituntut untuk menyikapi realitas secara obyektif dan
membuang jauh-jauh sikap egosentris. Pluralisme sosial, budaya, dan agama merupakan
kenyataan obyektif yang harus diterima dan disikapi secara arif bijaksana, karena dalam
Islam perbedaan adalah sunnatullah yang tidak dapat ditolak.*?

Dari realitas sebagaimana tergambar pada paragrap di atas, maka agenda-agenda
untuk mentransformasikan nilai-nilai hukum Pidana Islam ke dalam sebuah wacana yang
yang sangat kontekstual menjadi amat strategis dan urgen, lebih-lebih jika dikaji secara
mendasar dengan mengacu kepada hukum asal dan selalu berpegang pada prinsip
maslahah al-amah.

Di era pembaruan hukum pidana di Indonesia, berijtihad dalam menyelaraskan

istilah-istilah tersebut merupakan suatu tuntutan, bahkan dapat dikatakan suatu keharusan

ZKuntowijoyo, Identitas, him. 15-26.
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dalam rangka memberikan kontibusi pemikiran norma-norma hukum pidana Islam bagi
pembangunan hukum di Indonesia.

3. Teori Perundang-undangan

Dengan adanya pluralitas warisan hukum, terutama dari masa kolonial, dan
berpengaruh sampai dengan sekarang maka di Indonesia belum terdapat apa yang disebut
sebagai “hukum nasional” yang sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicita-
citakan dalam UUD dan berlaku untuk semua penduduk. Dengan kata lain di samping
belum ada “hukum Indonesia” juga belum ada unifikasi hukum. karena dalam realitasnya
secara garis besar ada tiga sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Barat,

hukum Islam dan sistem hukum Adat.

Menurut Roesco Pound hukum itu harus berasal dari atas ke bawah (top down),
maksud teori itu, bahwa hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh
masyarakat, karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Berdasarkan pernyataan di
atas menurut teori perundangan-undangan di Indonesia. Hukum dapat dibentuk harus
mempertimbangkan beberapa landasan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis,

landasan politis dan sosiologis.

G Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan didukung data lapangan. Data
yang digunakan Aalam penelitian adalah data kepustakaan, yakni literatur yang terkait
dengan kajian seperti kitab Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu, Kitab at-Tasyri’ al-
Jina 'ial-Islami karya Abdul Qadir ‘Awdah. Kitab al-Jarimah wa al-'Uqiibah fi al-Figh
al-Islami, karya Muhammad Abii Zahrah, Al-Jara’im wa al-Darb baina asy-Syari’ah wa
al-Qanun karya Abd al-Khaliq. Kitab Nihayat al-Muhtaj, karya Imam Ramli. Wahbah az- |
Zuhaili dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adilatuhu. Abdullahi Ahmed an-Na’im dengan

Dekonstruksi Syari’ahnya, Al-Kitab wa al-Quran Qird’ah al-Mu'asirah karya M. Syahrir
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bertemakan teori-teori yang dibangun dalam al-Al-Quran. Haliman dalam karyanya
Hukum Pidana Islam menurut Adjaran Ahlusunnah Waljama’ah. Karya Topo Santoso,
Menggagas hukum Pidana Islam, dan membumikan Hukum Pidana Islam, RUUKUHP
2008 dan leteratur lain yang sangat relevan dengan pembahasan disertasi ini.

Data pendudung didapat berdasarkan hasil interview atau telaah pemikiran
terhadap tokoh-tokoh progresif terhadap penerapan syari'at Islam di Indonesia, seperti
Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, Mahfud MD, Yusril Thsa Mahendra dan pemikir Islam yang
ekstrim, mislanya dengan Ismail Yusanto dan Abu Bakar Ba'asyir.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, atau dapat dikatakan preskriptif, yaitu
peneliti memberikan penilaian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan hukum, baik dalam al-Quran, as-Sunnah maupun pada model ijtihad para
sahabat sepeninggal Nabi saw. Maka pada penelitian ini digali landasan norma-norma
hukum pidana Islam secara normatif. Melakukan kajian terhadap penerapan hukum
normatif oleh Nabi dan ijtihad para sahabat yang secara tekstual bertentangan dengan
teks hukum, akan tetapi secara substansial terdapat semangat merealsisir tujuan hukum
Islam. Peneliti selanjutnya memberikan penilaian terhadap .kondisi sosial pada saat
hukum pidana Islam itu diterapkan. selanjutnya ditarik kepada suatu pemikiran agar
transformasi hukum pidana Islam pada konteks masyarakat Indonesia, karena adanya
perubahan waktu dan tempat.

3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, artinya peneliti

akan meneliti bagaimana bunyi teks baik dalam al-Quran dan as-Sunnah yang terkait
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dengan norma-norma hukum pidana Islam. Teks hukum dipahami dan tafsirkan sampai
oleh Nabi dan sahabat akhirnya diterapkan. Pendekatan dimaksudkan guna mencarai dan
menemukan model penafsiran teks dan penggalian hukum, sehingga teks diterapkan
secara kontekstual.

Pendekatan Historis, artinya peneliti akan melihat sejarah transformasi pemikiran
norma-norma hukum pidana Islam. Bentuk trasformasi dapat dilihat dari sejarah
penafsiran teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejalasan hukum
dan sejarah penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkan
hukum syara’.

Pendekatan Sosiologis, artinya penelitian akan melihat bagaimana sistem hukum
yang ada di Indonesia dan kondisi masyarakat yang pluralis. Maka titik tekan pada
penelitian ini adalah menjadikan hukum pidana Islam sebagai produk pemikiran hukum
nasional yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pendekatan ini
sesuai dengan prinsip hukum yang dapat berubah karena adanya perubahan waktu, zaman
dan tempat.

4. Analisis data

Penelitian ini akan menganalisis data berdasarkan perincian sebagai berikut:
Pertama, peneliti menjelaskan ayat-ayat dan hadis Nabi yang terkait dengan ketentuan
hukum pidana Islam. Mengapa terjadinya perubahan hukum (transformasi hukum) dalam
al-Quran maupun Sunnah Nabi. Bahkan terjadi transformasi hukum Islam antara Nabi
dan Khulafa'ur Rasyidin dan para sahabat Nabi.

Kedua, Sejarah transformasi hukum disebabkan disamping dinamika waktu dan

sosial, juga karena teks hukum bersifat dhani dari segi dalalah dan qat'i dari segi matan.
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Maka terjadi multi tafsir dalam menterjemahkan teks hukum dan ini sangat berpengaruh
pada produk hukum tergantung dari author, waktu dan tempat.

Ketiga, Peneliti akan menginterkoneksikan perubahan hukum dengan prinsip
maslahah. Maka peneliti menggunakan metode penafsiran teks dan kausasi, disamping
teori obyektivikasi dan teori perundang-undangan.

Keempat, peneliti melihat fenomena masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Mengingat sumber hukum nasional berasal dari hukum adat, barat dan Islam, maka
secara obyektivitas ketiga sumber hukum tersebut berpeluang memberi kontribusi
pemikiran terhadap pembungunan hukum di Indonesia.

Kelima, peneliti mengkonkritkan kaidah-kaidah hukum pidana pidana Islam
dalam konteks keindonesiaan. Yakni upaya menjadi kaidah hukum menjadi terwujud. Hal
ini dilakukan dengan adanya tahapan-proses-formulasi-legeslasi dan eksekusi. Peneliti
hanya membatasi pada dataran formulasi hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip
pembangunan hukum di Indonesia yakni bahwa dalam membangun hukum di Indonesia,
seharusnya semua pihak menghargai tata hukum nasional, yakni: 1) hukum nasional tidak
boleh mengancam disintegrasi bangsa, 2) hukum Nasioanl harus mencerminkan asas
demokrasi dan nomokratis, 3) mengandung nilai keadilan sosial. serta 4) menghargai
pluralitas.

H Sistematika Pembahasan

Di dalam kajian transformasi pemikiran hukum pidana Islam dalam konteks ke
Indonesiaan diawali dari pembahasan bab pendahuluan. Bab ini berangkat dari dasar
pemikiran yang mana perdebatan penerapan hukum pidana Islam antara legal formal di

satu sisi dan penerapan hukum pidana Islam secara substansial di sisi lain menjadi
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perdebatan panjang, bakkan tak berkesudahan. Islam tidak mengatur tentang bentuk
pemberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Sejarah pemberlakuan hukum Islam
secara komprehensif menunjukkan ada fakta transformasi pemikiran, termasuk masalah
penerapan hukum Pidana Islam. Pada perkembanganya tuntuan adanya transformasi
pemikiran merupakan suatu keharusan, termasuk pemberlakuan hukum pidana Islam
dalam konteks keindonesiaan. Dari dasar pemikiran tersebut di atas dapat dijadikan acuan
untuk menentukan problem research dan pentingnya masalah untuk dikaji secara ilmiah
serta tyjuan dan kegunaan dari penelitian ini. Kajian selanjutnya berkisar tentang
kerangka konseptual, yakni teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan
yang dimunculkan dalam pokok masalah yakni teori obyektifikasi hukum pidana Islam
dalam upaya memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional.

Bab kedua membicarakan tentang pengertian, unsur-unsur, klsivikasi dan asas-
asas hukum pidana Islam. Bab ini berisikan pengertian, unsur-unsur tindak pidana,
pembagian tindak pidana, asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga tak
bersalah, asas kesamaan di depan hukum dan asas opurtunitas. Bab ini penting untuk -
dikaji karena hukum manapun akan mengawali pembicaraan tentang ruang lingkup kajian
hukum pidana Islam.

Bab ketiga membicarakan tentang transformasi hukum Islam, yang dikaji dalam
bab ini adalah Sejarah Transformasi Hukum Islam Pidana Islam: antara teks dan konteks.
Bab ini berbicara tentang dasar Figh dan Hukum Islam, [jtihad dan pembaruan hukum
Islam, transformasi pemikiran dan perubahan sosial. Dibahas juga dalam bab ini tentang
Transformasi penerapan hukum pidana Islam dalam lintasan sejarah: Masa Nabi, sahabat,

Tabi’in, masa Stagnan dan masa kebangkitan. Pentingnya pembahasan pada bab ini,
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dikarenakan pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya
pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan
dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Satu pertanyaan
yang muncul adalah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi perkembangan dunia
modern atau tidak?, apabila dilihat sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke
masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem yang muncul.

Bab keempat membahas tentang kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum di
Indonesia, pembahasan dalam bab ini meliputi: Sistem Hukum di Indonesia, Masalah
koodifikasi aspek politik hukum islam di indonesia dan aspek politik hukum islam di
Indonesia. Sub kajian dalam bab ini meliputi syari'at islam dalam bingkai negara
pancasila, formalisasi syari'at Islam di Indonesia antara pro dan kontra, syari'ah dan
ganun.

Bab kelima menkaji tentang Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia. Kajian
dalam bab ini tentang prospek hukum pidana Islam di Indonesia, Model Obyketivikasi
hukum Pidana Islam di Indonesia serta kemungkinan penerapan hukum pidana Islam di
Indonesia. Adapun obyektivikasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia diperinci
dalam pembahasa Pengertian Obyektivitas Islam  Dasar Pemikiran Obyektivikasi
Gagasan Pemikiran Obyektivikasi Obyektivikasi sebagai Jalan Tengah

Bab keenam berbicara tentang model transformasi norma-norma hukum pidana
[slam dalam tata hukum Indonesia. Transformasi ini meliputi klasivikasi tindak pidana,
ketentuan pidana, yakni menkaji tentang konsep jarimah hudiid, kisas diyat dan ta'zir.

Bab ketujuh dibahas tentang transformasi tentang transformasi ketentuan sanksi

dalam konteks keindonesiaan. Konsep yang dibahas adalah sanksi delik perzinaan, saksi
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qazf,, sariqgah, hirabah, bughat, syurb al-khamr, riddah dan kisas diyat. Juga dikaji
pertanggungjawaban pidana dalam konteks keindonesiaan. Kajian ini meliputi konsep
pertanggungjawaban pidana, maksud melawan hukum, alasan pemaaf dan pembenar
yang dapat mempengaruhi pertanggungjawan pidana serta kontribusi konsep-konsep
pertanggungjawaban pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana di Indonesia
Bab delapan yakni penutup yang berisikan kesimpulan, saran dan rekome}lédsi

I. Desain Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian tentang transformasi pemikiran norma-norma
hukum pidana Islam sebagai upaya bentuk baru tentang penerapan hukum pidana Islam
ke dalam hukum yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Penelitian akan dilakukan
dalam beberapa tahap, dari kajian terhadap teks hukum yang terkait dengan asas-asas
hukum Pidana Islam, model penfasiran sampai diterapkannya asas-asas tersebut oleh
Nabi dan sahabat berdasarkan dinamika waktu dan sosial. Manhaj yang dibangun oleh
Nabi dan sahabat yang menghasilkan produk hukum selanjutnya akan ditarik pada masa
tertentu dan tempat tertentu, yakni Indonesia. Dari sint diharapkan dapat ménemukaﬁ
nilai-nilai universal dan filosofis serta asas-asas yang berkaitan dengan hukum Pidana
Islam dan menjadi tujuan dari pensyari’atan atau penetapan aturan hukum pidana Islam.
Kemudian pada tahapan kedua, setelah didapat nilai universal dan landasan filosofis dari
hukum pidana Islam. Dengan teori maslahal, teori obyektivikasi hukum pidana Islam di
Indonesia dan dukungan teori perundang-undangan, maka bentuk dan model transformasi
hukum pidana Islam dapat memenuhi harapan hukum pidana baru di Indonesia. Yakni

hukum pidana Islam yang sesuai dengan tata hukum Indonesia.
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Alur dan kerangka pemikiran serta tahapan penelitian di atas dapat dilihat

melalui bagan berikut:

Penafsiran teks

Nilai-nilai Substansial
Hukum Pidana Islam

Transformisi Pemikiran

Sejarah Penerapan
Hukum Pidaan Islam

A

’

Pemikiran Huk

um

Pidana
Ayat-Ayat Al-Qur'an antara teks dan konteks Islam sesuai
& Hadis-Hadis tentang . . dengan
Hukum Pidana Dinamika waktu dan sosial Tata
v Hukum
Indonesia

Realitas Masyarakat
Indonesia (Pluralis)

Kontekstualisasi
Y

Teori masiahah melalui metode, Interpretasi teks, ta'lili,
Obyektivikasi hukum dan Konkritisasi norma-norma Hukum .

Model Trankformasi

y

Out|put

Produk Pemikiran Hukum Pidana Islam
dalam konteks Keindonesiaan




HUKUM PIDANA ISLAM, UNSBL%{B-Ig\ISUR, SUMBER HUKUM DAN
ASAS-ASAS UMUMNYA
A. Pengertian Hukum Pidana Islam (Jindyal)

Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologi jana
berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan
salah.' Seperti dalam kalimat jand’ald gaumihi Jinayatan artinya ia telah meiakukan
kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana as-
samarat, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan
orang yang dikenai perbuatan disebut mujna 'alaih.* Kata jinayah dalam istilah hukum sering
disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa
pengertian, seperti yang diuﬁgkapkan oleh Abd al-Qadir Awdabh: |

Al e el gl Tl e il a8y Vs 275 20 Jid a0 Al

Perbuatan yang dilarang oleh syara® baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau

lainnya). Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara® karena dapat
menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.

Sebagian fugaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang Berkaitan dengan jiwa

atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

Dengan demikian istilah figh jindyaly sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari’at Islam adalah

ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan

' Luwis Ma’luf, a/-Munjid, (Bairut: Dar al-Fikr, 1954), him. §8.
2 Ibid, him. 67.
> Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri’ al-Jina'i al-Islami, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), 1: 67.
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pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan

atau harta.’

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat
tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu
Jinayah , janhah dan mukhalafah. Jinayah di sini adalah jinayah yang disebutkan dalam
konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak
pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur
hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan janhah adalah perbuatan yang diancam dengan
hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau
hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun mukhalafah adalah jenis pelanggaran

ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dart satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).5

Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana,
delik atau tindak pidana.

Para fugaha sering pula menggunakan istilah jindvah atau jarimah®. Istilah jarimah
mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jindyah , baik dari segi bahasa maupun

dari segi istilah. Dari segi bahasa jarimah merupakan kata jadian (masdar) dengan asal kata

* Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan jarimah diyat (denda), karena pada suatu saat denda
karena diyat tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabatnya yang bertanggungjawab
kepadanya yang dinamakan agilafr atau bisa juga denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara (bait al-mal)
pada kondisi jarimah tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (khara’). Baca
desertasi Haliman, Hukum Pidana Syari ai Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), him.
64. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Mugtasid, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), 11
405. Para ulama sepakat terhadap persoalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa
dibebankan kepada orang lain karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana (jarimah). Dalam ajaran Islam, asas
struktural responsibility ini tercermin dalam konsep mengenai Divar Mukhoffafah. Dalam kasus ini, selain pelaku
tindak pidana, keluarga pelaku pun dibebani kewajiban membayar diyat (uang ganti rugi) kepada korban/keluarga
korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara serupa, sengaja atau alpa. Bahkan negara melalui
baitul maal-nya (kas perbendaharaan) dibebani pembayaran divat tersebut apabila vang ganti rugi dari si pelaku
maupun keluarganya tidak mencukupi. Ahmad Hanafi. Asas-asas Hukum Pidana Islam, (lakarta: Bulan Bintang,
1967), him, 289-293. ,

3 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him, 2; As-Sayid Sabiq,
Figh as-Sunnah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), 11: 237.

¢ Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri ..., 1: him. 67.
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jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi
istilah, jarimah diartikan:

TS 1 S e I3 i 0 e s T
(larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta zir).

Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun
hukuman ¢a zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
Hukum ta’zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan
kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman
ta’zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana
perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas
dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.®

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah
ta’zir, karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Contohnya adalah Undang-undang No. 2
Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Undang-undang ini sistem berlakunya berbeda
dengan undang-undang sebelumnya, baik dari segi sanksi atau jenis pelanggarannya dan
kemungkinan akan berubah lagi jika muncu! undang-undang yang baru. Undang-undang tentang
Linkungan Hidup, undang-undang tentang keperdataan maupun undang-undang kepidanaan
sangat berpdtensi mengalami perubahan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak
lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau

kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya,

7 Larangan-larangan syara’ yang dimaksud ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan
adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah, Al-Mawardi, 4/-4hkém al-Sultaniyah, (Mesir: Dar al-Bab al-
Halabi, 1973 ), him. 219.

8 Abd al-Wahab Khalaf, /lmu Usai al-Figh. (Mesir: Dar al-Qalam, 1998), him. 198.
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yang kesemuannya itu menurut hukum syara’ harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.
Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara’ dengan tujuan agar seseorang tidak mudah
berbuat jarimah. Dengan harapan dengan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku
jarimah akan terwujud kemaslahatan umat. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa tujuan
umum disyari’atkan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatam umat®. Demikian juga hukum
Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta benda.

Perlindungan terhadap agama harus selalu ditegakkan, sehingga terhadap tindak kejahatan
penghinaan terhadap agama atau kepercayaan dikenai sanksi. Dalam jarimah hudid ada jarimah
riddah, yaitu murtadnya seseorang dikenai hukuman mati. Perlindungan terhadap agama sama
artinya dengan larangan orang merusak atau meninggalkan agama.

Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman bagi pelaku yang
mengganggu jiwa seseorang, oleh karena itu hukum Islam melarang membunuh, dan melukai
anggota badan. Proteksi terhadap jiwa dalam hukum pidana Islam dibahas dalam jarimah kisas
diyat .”’

Sedangkan dalam hal perlindungan terhadap kelturunan, hukum pidana Islam melarang
berbuat zina, karena perbuatan zina akan menjadikan kaburnya keturunan. Hukum Islam datang
untuk merombak bentuk perkawinan-perkawinan pada zaman jahiliyah yang tidak mempertegas
nasab. Proteksi terhadap nasab dimaksudkan agar mereka yang dilahirkan juga mempunyai hak-

hak yang sama, seperti status sosial, waris, perwalian dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi

® Ibid

' Jarimah kisas diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota
tubuh seseorang. Hukuman terhadap tindak pidana ini adalah gisas, (yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada
terpidana sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan, misalnya membunuh dibalas dengan hukuman mati) atau
diyat yaitu ganti rugi dengan harta melalui keputusan hakim, Al-Juriani, Ar-Ta 'rifat, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). him.
354.
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ketidakjelasan keturun_an, maka hukum pidana Islam melarang berbuat zina dan sebagai
sanksinya adalah hukum jilid (dera) atau rajam.

Perlindungan terhadap akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat
merusak akal, sehingga tidak terbatas pada masalah k/amr (minuman keras), tetapi termasuk
barang sejenisnya, seperti morfin, heroin, ganja, arak, bir, extasy, pil koplo, dan lain-lain. Oleh
karena itu perbuatan seseorang yang dapat merugikan akal dikenai sanksi. Dalam hukum pidana
Islam termasuk katagori jarimah hudiid bagi perbuatan perusak akal yang dikenal dengan
sebutan jarimah syurb al-khamr, artinya minum-minuman keras.

Perlindungan terhadap harta sangat ditekankan oleh agama Islam. Setiap perbuatan yang
dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Oleh
karena itu pencurian, penipuan, penggelapan, menipu timbangan, semua itu termasuk perbuatan
yang dilarang. Hukum pidana Islam menggolongkannya ke dalam hukum pidana pencurian dan

hirabah (penyamunan).

Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat merugikan
kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam jarimah ta’zir, yaitu semua jarimah
yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya
kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan.

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak
mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat
Jjarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan
perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, haji bagi orang yang mampu.
Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal yang biasa, dan orang tidak takut untuk
melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan

mencuri, zina, menipu, menyerobot hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar
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kafarah dan lain sebagainya, hal itu boleh jadi membawa keuntungan bagi pelaku jarimah
(perorangan tertentu). Keuntungan semacam itu sama sekali tidak menjadi pertimbangan syara’,
perbuatan tersebut tetap dilarang, karena menganggap al-akhlak al-karimah sebagai sendi dalam
masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan dikenai hukuman.
Sedangkan hukum positif keberadaannya tidak demikian, bahkan boleh dikatakan hukum positif
tidak menganggap al-akhlak al-karimah sebagai sendi. dalam masyarakat, sehingga suatu
perbuatan baru diancam pidana kalau perbuatan itu membawa kerugian pada masyarakat.
Contohnya dalam delik zina, hukum positif tidak menghukum perbuatan tersebut kecuali ada
unsur perkosaan yang membawa kerugian pada salah satu pihak, akan tetapi hukum Islam
menghukum perbuatan tersebut dalam keadaan apapun setelah terbukti adanya perbuatan zina.
Contoh lainnya dalam haf delik minum-minuman keras. Hukum positif baru menjatuhkan
hukuman bila pemabuk itu mengganggu ketertiban umum, akan tetapi syari’at Islam
menghukum peminum khamr, karena unsur perbuatannya, yaitu bahwa minum khamr adalah
perbuatan keji sehingga pelakunya harus dikenai sanksi atau hukuman'".

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa
perbuatan seseorang itu keji atau tidak, tetapé lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang
diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman
adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka

akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat.

Di muka telah disebutkan tentang definisi jarimah, yaitu “larangan-larangan syara’ yang
diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan tersebut berkaitan dengan sikap
berbuat atau tidak berbuat. Sikap berbuat yang dianggap sebagai suatu tindak pidana, misalkan

al-Quran melarang membunuh, dan bila seseorang melakukan pembunuhan maka tindakan orang

""" Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri'.... I: him. 70. .
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tersebut dianggap melakukan tindak pidana dengan sikap berbuat. Al-Quran melarang berzina,
maka zina dianggap pelanggaran hukum. Adapun contoh tidak berbuat yang dapat dianggap
sebagai tindak pidana adalah tidak memberi makan kepada orang yang ditahan. Perbuatan
semacam ini dianggap perbuatan tindak pidana dengan sikap tidak berbuat. Ketentuan tersebut
datangnya dari nas (al-Qur’an dan al-Hadis), hasil ijtihad yang telah disepakati (ijmaQ'2 Contoh
ijma’ yang berkaitan dengan hukum pidana Islam “pada waktu Umar bin Khattab menjabat
sebagai khalifah ada seseorang yang mati dibunuh oleh dua orang‘. Beliau ragu-ragu untuk
menjatuhkan hukuman, maka beliau bertanya, "Dapatkah beberapa orang dihukum kisas lantaran
membunuh satu orang?”. Akhirnya ia mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Dalam
musyawarah Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Bagaimana pendapatmu ya Khalifah, jika ada
seseorang mencuri seekor kambing dan masing-masing dari mereka menikmati bagian dari hasil
curian, apakah kau akan memotong tangan mereka sebagai hukuman?". Umar menjawab, “Ya”.
Ali akhirnya berkata, “Kalau begitu kasus ini sama”. Sidang menyetujui pendapat Ali, akhirnya
dalam kasus tersebut Umar bin Khatab memerintahkan hukum kisas kepada semua pelaku yang
terlibat dalam pembunuhan. Selanjutnya ia berfatwa seandainya penduduk Sana membunth satu

orang dengan cara keji, maka niscaya akan saya bunuh semua."

B. Unsur-unsur Jarimah

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila

terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua):

'> Jima’ menurut istilah Ulama ahli ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin di antara umat Islam pada
suatu masa setelah wafanya Rasululiah, atas hukum syar’i mengenai suatu peristiwa. Lihat Abdul Wahab Khalaf,
IImu Usil al-Figh, alih bahasa Noer Iskandar dkk. Kaidah-Kaidah Hukwn Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1991),
him. 64.

13, As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dir al-Fikr, 1992), 11: 127.
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pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua,
unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu’®.
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap
melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang
yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas,
yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dikenai s-anksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannyals. Dalam syari’at Islam
lebih dikenal dengan istilah ar-rukn asy-syar’i. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah
“tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang
dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi
perbuatan mukalaf sebelum adanya ketentuan nas”'®.

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang
membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam
hukum pidana Islam disebut dengan ar-rukn al-madi.

3. Unsur moril (pelakunya mukaAIaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang d\ilakukannya. Dalam syari’at 1slam unsur
moril disebut dengan ar-rukn al-adabi. Haliman dalam desertasinya menambahkan, bahwa
orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, aﬁinya bukan

orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.'’

" Ibid, hlm. 110-111.

> KUHP Pasal 1 ayat (1).

'* Abd al-Qadir Awdah, 4i-Tasyri"..., 1:121.

'" Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah wal-Jamaah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),

him. 48.



57

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan
guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan
peristiwa pidana terjadi.'®

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya
terdapat pada peristiwa pidana (farimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis

Jjarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus
terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi,
barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak
pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempat
penyimpanan dan mencapai satu nisab'®. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak
sama dengan jarimah hirabah (penyamunan), pelakunya harus mukalaf, membawa senjata, jauh
dari keramaian dan menggunakan senjata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada
Jjarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap
Jjarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis

Jarimah

C. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam (figh jinayah) merupakan bagian dari kajian figh pada umumnya,
sehingga tak ada perbedaan yang mengenai sumber hukumnya. Hanya ulama Kklasik

mempertentangkan tentang sumber hukum pendukung. Al-Quran dan sunnah tidak diragukan

'® Ahmad Hanafi, Asas-asas ..., him. 36.

"Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Ugiibah fi Figh al-Islam, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu,
te), 1: 147,
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lagi sebagi sumber hukum pidana Islam, tetapi ijma’ qiyas, istihsan, isislah, issihab, saddudari'ah
'urf, mazhab sahabi dan syar'u man gablana diperselisihkan.20

Dalil-dalil hukum (al-adilah al-syar’iyah) merupakan teks-teks hukum yang digunakan
sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum.?' Untuk menjelaskan arti "sumber
hukum Islam" ahli ushul menggunakan istilah dalil-dalil syar'iyyah (al-adillah al-syar'iyyah).
Penggunaan istilah masadir al-ahkam oleh ulama sekarang ini tentu yang dimaksudkannya
adalah searti dengan istilah al-adillah al-syar'iyyah.? Walaupun sesungguhnya ada perbedaan
kalau kita cermati, kata masdar jamaknya masddir berarti wadah yang dari padanya digali,
ditimba dan ditemukan norma-norma hukum.?® Sedangkan kata dalil merupakan petunjuk yang
membawa kita menemukan hukum tertentu.?*

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an dan hadis,
karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedang kata dalil di samping dapat
digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku untuk ijma’, giyas, isthsan, istislah
sadudzdzari’ah, urf, istishab karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum.®
Sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa sumber hukum Islam ada

6

tiga, yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu.®® Menyebutkan tiga macam sumber hukum Islam itu

didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): 59 :

D Apd. Qadir Awdah, At-Tasyri al-Jina'i al-Islami.. 1: 175.

' ‘Wael B. Hallag, 4 History of Islamic Legal Theories. Sejarah Teori Hukum Islam, alih bahasa E.
Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 277.

22 [smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), him. 20.

23 Wael B. Hallaq. Sejarah Teori Hukum Islam, alih bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet.
ke-2 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlin. 1.

24 Ibid.

25 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, cet.
ke-5 (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1996), him. 69.

26 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Nur Cahya, 1983), hlm. 7.
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Ayat ini memberikan penjelasan agar orang beriman taat kepada Allah, taat kepada
Rasul-Nya dan w/ul amri dari mereka, dan jika berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka
kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Perintah taat kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada
al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Perintah taat kepada ulul amri menunjuk
kepada ijma’ sebagai sumber hukum. Sedangkan perkataan jika kamu berbeda pendapat
kembalikanlah kepada Allah dan Rasul menunjuk kepada al-giyas sebagai sumber hukum.
Menurut akidah Islam, Tuhan menyatakan pada saat momen penciptaannya, bahwa Dia
menciptakan sesuatu yang mengagumkan yang layak mendapatkan penghargaan tertinggi.
Sesuatu itu adalah kemampuan manusia untuk berfikir (menalar atau ag/). Bahkan ketika sesuatu
perkara dihad_apkan kepada manusia dan tidak dijumpai hukumnya sebagaimana hukum Tuhan.

Maka di sinilah dibutuhkan penalaran, sebagaimana pernah diceritakan oleh Nabi:
JB ) QS (B Lay pulad) JLBE iaf (i€ JUB8 Gpaddl ) dobaa Gy azbea alll J g O
A Jamy b (B 0 Al b JB aala B Jgmy Add JB D1 QUS (B S Al o
.27@4435\4_3‘9qu§\9 S 4b) daal) dlﬁwb.\.@_\!d@‘aﬂm
. Hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum adanya sumber hukum bi ra’yu dan sekaligus
sebagai landasannya, yang secara tegas diseritakan sebagai berikut: bahwa semasa hidupnya di
suatu hari Rasulullah saw. bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus Nabi untuk menjadi

penguasa di Yaman. Nabi berkata: "Bagaimana anda mengambil keputusan jika kepada anda

dihadapkan kepada suatu persoalan?" Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan apa

27 Aba Dawid Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abi Dawiid (Bandung: Dahlan,
tt.), I11: 303.
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yang ada dalam al-Qur'an". Nabi bertanya, "Seandainya anda tidak menemukan pemecahannya
dalam al-Qur'an?" Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan Sunnah". Kemudian Nabi
bertanya lagi: "Seandainya dalam Sunnah tidak ditemukan pemecahannya?" Muadz menjawab:
"Saya mengamalkan ijtihad dengan ra'yu dan saya tidak akan 151exnbiarkan persoalan itu tanpa
putusan”. Muadz mengatakan: "Mendengar jawaban itu Rasulullah kemudian menepuk dadaku
dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufig-Nya kepada utusan
Rasulullah dengan hal yang melegakan hati Rasulullah".*® Dengan demikian sumber-sumber
hukum Jslam ada tiga yaitu al-Qur'an, hadis dan ra'yu. Sebaliknya jika kita simak penjelaskan
surat an-Nisd’ (4): 59 di atas, ijma’ dan qiyas dipandang sebagai salah satu metode ijtihad, di
samping adanya metode lain, seperti istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sumber hukum Islam ada dua yaitu sumber
utama (pokok): al-Qur'an dan hadis. Dan sumber pendukung yaitu ra'yu atau ijtihad30 yang
merupakan metode berfikir dalam memahami al-Qur'an dan hadis dan metode menetapkan
hukum sesuatu masalah yang tidak ada nasnya, demikian pula metode untuk menetapkan kaidah
kulliyah yang diambil dari berbagai ayat untuk dasar penetapan hukum bagi masalah-masalah
yang aka}l datang. Pada perke‘mabangannya muncul sumber hukum Islam yang disusun secara
hirarkhi dan sistematik, yakni al-Quran, al-Sunnah, al-ljma’ al-Qtyas, Istihsan, Maslahah al-
mursalah, Istishab, Urf. Sadduzzari’ah, Mazhab Sahabi dan Syar'u man QablanaSl.Sumber
hukum pidana Islam (Figh Jinayah) pada hakikatnya sama dengan kajian figh yang lain, yakni

Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama .Adapun al-fjima’ al-Qiyas, Istihsan, Maslahah

% Ab- Dawid Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sunan 4bi Déwiid (Bandung: Dahlan, tt.), [1I:

303.

» Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adar., him. 7.

3 Mahmud Syaltut berpendapat bahwa ra’yu sama dengan ijtihad. Baca Mahmud Syaltut, Isiam ‘Agidah wa Syari'ah
(Cairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 56.

*'Satria Efendi, Ushul Figh, ...him.77.
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al-mursalah, Istishab, Urf Saddudzdzari’ah, Mazhab Sahabi dan Syar’u man Qablana**sebagai

sumber pendukung.

D. Klasivikasi Tindak Pidana dalam Islam

Di awal telah penulis singgung bahwa para fugaha sering menggunakan istilah jinayah
atau jarimah™. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah jinayah,
baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Jarimah diartikan:

M 55588 0 S e S W Jal Ae s Tl
(larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta ’zir).

Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nas. Adapun
hukuman ta’zir adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.
Hukum ta zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan
kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman
ta zir diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana
perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas
dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.” Dari pengertian tersebut dapat
dirumuskan tentang pembagian tindak pidana dalam Islam. Ulama figh membagi jarimah (tindak
pidana) dari berbagai segi:

1. Jarimah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudiid, kisas diyat

dan ta’zir.

**Satria Etendi, Ushul Figh, ...hlm.77.

» Abd al-Qadir Awdah, A¢-Tasyri’..., 1: him. 67.

% Larangan-larangan syara’ yang dimaksud ada kalanya mengerjakan perbuatan yang dilarang dan
adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintah, Al-Mawardi, 4/-dhkéam al-Sultaniyah, (Mesir: Dar al-Bab al-
Halabi, 1973 ), him. 219,

*° Abd al-Wahab Khalaf, //mu Usiil al-Figh, (Mesir: Dar al-Qalam, 1998), him. 198.
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Para ulama sepakat bahwa yang termasuk katagori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu

(a) zina, (b) gazf (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan

(hirabah), (e) pemberontakan (al-baghy), (f) minum-minuman keras, dan (g) riddah

(murtad) *®. Ketujuh macam jarimah hudiid tersebut akan dibahas dalam bab tersendiri.
1.1.  Jarimah Hudud

Jarimah Hudid yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman
hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud
tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si
korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Hukum pidana Islam sering mendapat tudingan sebagai hukum yang out of date dan
dehumanis. Tudingan itu terjadi karena ketidaksanggupan mereka menangkap ruh syari’at Islam.
Padahal hukum pidana Islam sebagaimana yang tertera dalam nas tidaklah absolut (letterlijk).
Nabi tidak selalu memberlakukan hukum sebagaimana bunyi teks tetapi sangat kondisional.
Hukum pidana Islam bukanlah bersifat ortodoks melainkan memberikan ruang gerak bagi akal
fikiran manusia untuk ijtihad. Ijtihad ini diberikan dalam rangkz; menginterpretasikan teks-teks
hukum sehingga mampu merespon kebUtuhan dan tuntutan masyarakat secara dinamis. Oleh
karena itu perlu diadakan reaktualisasi pemikiran hukum pidana Islam terutama dari sisi
klasifikasi tindak pidana sampai kepada persoalan sanksi.

Sistem hukum pidana Islam sesungguhnya diawali dengan koreksi terhadap sistem hukum
jahiliyah yang diskriminatif. Kabilah yang kuat di kala itu sangat berhak dalam persoalan
intervensi hukum, sementara. suku yang lemah hanya sebagai pelengkap penderita (tertindas)
karena ketidakberdayaanya. Islam datang dengan membawa panji menegakan hukum dengan

prinsip keseimbangan dan keadilan.

3¢ Abd al-Qadir Awdah, 4i-Tasyr7" ..., 1: 79.
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Reaktualisasi pemikiran ditawarkan sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk
menjadikan sesuatu itu baru di satu sisi dan di sisi lain tetap tidak merubah nilai dasar dari
sesuatu yang diperbarui.37 Jika dikatakan reaktualisasi pemikiran, maka aktualisasinya meliputi

bidang pemikiran, sikap, mental, perilaku atau tindakan manusia yang meliputi bidang ilmu,

. 38
iman, dan amal.

~ Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan
amar ma’ruf ﬁahi munkar, maka tegaknya al-maqagsid asy-syari’ah merupakan sebuah
keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hukum pidana
Islam, ketika menerapkan sanksi mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan
pribadi atau golongan. Reaktualisasi pemikiran hukum Islam sebenarnya bukan hal yang baru.
Umar ibn al-Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong
tangan yang terjadi pada musim paceklik.39 Sikap Umar bukan mengkhianati hukum Allah,
melainkan semangat menangkap ruh syari’at Islam dengan pemahaman yang kontekstual. Hal
senada juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika
Rasulullah tidak menghukum apapun bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.40

Pengaktualisasian pemidanaan di sini bukan berarti ingin merubah nilai dasar, akan

tetapi memahami kembali teks secara konseptual dengan tidak merubah jiwa (ruh) syari’ah.

Jarimah hudiid sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya
ditetapkan secara mutlak oleh Allah.*' Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan

hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini

7 Rahman Ritonga, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abd Aziz Dahlan, dkk., (Jakarta:
Intermassa, 1997), him. 1488.

% Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang: Dina Utama, 1996), him.
14.

* 1bn al-Qayyim, I’lam al-Muwagi’in ar-Rab al-'"Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), llI: 22; Subhi
Mahmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islam, (Mesir: Dar al-Qalam, 1945), hlm. 167.

* Abu Yusuf, Ar-Rad ‘Ala Siyar al-Auza’i, (Mesir: Dar al-Qalam, 1357 H.), him. 50.

' Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri al-Jina'i al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 79
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sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan. Alasan
para fuqaha mengklasifikasikan jarimah hudiid sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan
yang disebut secara rinci oleh al-Qu'ran sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan
maupun kolektif.** Kedua, Jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung
oleh lafad yang ada di dalam al-Qur'an, sementara tindak pidana lainnya tidak.

Kejahatan hudiid adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana
Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan
hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan
dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai
kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak
Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa .baik kuantitas maupun
kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Hasil ijtihad ini diikuti oleh pemikir yang
datang kemudian karena melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat
ringanya hukuman, yaitu: hudud, kisas diyat dan ta’zir. Mengingat ini adalah bentuk ijtihad,
sehingga penggolonganyapun terjadi perselihihan pendapat. Jumhur ulama merumuskan jarimah
hudud ada tujuh yaitu zina, gazf (tuduhan palsu zina), sarigah (pencurian), hirabah
(perampokan), riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan), dan syurb al-khamr (meminum
khamr).” Sementara mazhab Malikiyah hanya memasukkan jarimah hudid dalam lima kategori
yaitu zina, gaZf (tuduhan palsu zina), sarigah (pencurian), hirabah (perampokan) dan baghy
(pembrontakan).**

Sejarah telah mencatat, bahwa terjadi perbedaan ketika menerapkan sanksi dalam kasus

yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai jarimah hudud. Teori gradasi diberlakukan

42 [bed,

+ Abd al-Qadir Awdah, AsTasyri..., 1. 79; As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992),
I1: 302.

+ Marsum, Figh Jinayah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1986), him. 86.
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dengan prinsip adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi
individu dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa
ayat 16), selanjutnya kurungan dalam rumah (surat an-Nisa ayat 15), tahap berikutnya hukuman
dera (surat an-Nur ayat 2). Sehentara hukum rajam yang sumbernya hadis Nabi diperdebatkan
keautentikannya. Terlebih jika hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan surat al-
Ahzab ayat 30. Dengan demikian para fugaha di samping menerapkan teori gradasi juga
merasionalisasikan prinsip nasakh.

Pada kasus pencurian yang ditegaskan dalam al-Qur’an dikenakan hukum potong tangan.
Ternyata hukum tersebut bukan harga mati dalam Islam. Umar ibn al-Khattab pernah
mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong tangan yang terjadi pada musim
paceklik (larang pangan).45 Sikap Umar bukan mengkhianati hukum Allah, melainkan semangat
menangkap ruh syari’at Islam dengan pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan
oleh Rasulullah jauh sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa-
apa bagi pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.*® Ini bukti bahwa hukum lslam\ tidak
tertutup bagi ijtihad.

Persoalan konversi agama, yang jelas dilegalkan dalam al-Qur'an, /la ikraha fi ad-din
(tidak ada paksaan dalam agama), dan hadis Nabi yang mengatakan man badala dinahu
Sfaqtuluhu (siapa menukar agama bunuhlah ia), ini jelas suatu yang sangat apriori dalam
pemikiran, karena sesungguhnya yang dibunuh bukan karena riddah-nya tetapi sifat desersi
(pengkhianatan negara yang dibarengi dengan murtad).*’

Demikian halnya dengan kasus minum-minuman keras, pemberontakan dan gaZf yang oleh

jumhur dimasukkan dalam jarimah hudiid. Jadi pada hakikatnya ada kebebasan untuk

+ Ibn al-Qayyim, I'lam. .., IH: 22; Subhi Mahmasam, Falafab. .., hlm. 167.

46 Abu Yusuf, Ar-Rad..., hlm. 50.

47 Haliman, Hukum Pidana Islam Menwrut Adjaran Abli Sunabh wal Jumaab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),
hlm. 384.
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menetapkan hukuman, akan tetapi hukum Allah tetap dijadikan sebagai rambu-rambu dalam
menegakkan keadilan. Oleh karena itu pemahaman jarimah hudiid harus disikapi sebagai sebuah
ijtihad ulama terdahulu. Pada perkembangan hukum modern tidak mustahil diinterpretasikan
kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tidak merubah nilai-nilai

dasar yang terkandung dalam syari’ah.

a. Jarimah Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan
perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat.*® Delik
perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum
menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara
bagi pezina muhgdan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu.*®
Sedangkan menurut istilah, rgjam adalah melempari pezina muhsdn sampai menemui ajalnya.>
Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat

2:

A i 8 480 Uagy &A1 97 5018 A8la Uoghe 2ty K IBAIRG 3155075 25007500
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Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas

kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini

jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi

(mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

8 Abu Zahrah, ALJarimah wa al-Ugiibah fi al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: hlm. 109.
4 Hasbz ash-Shiddieqy, Tafiir al-Qur an al-Majid an-Niir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), XV: 136.
50 Abu Zahrah, A/Jarimab..., hlm. 142.,
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Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:
5 2y v 8 agc wg 2 4 s NIRRT K PN S 2~ 88 P 58
L_l:uﬂj:uu@j:\;bﬂ;‘)ngSJﬂjuguu@J&\duﬁ@c \jhg;a.c \}A:.

181 Al Al

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka.
Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.
Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat
berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .
secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena
perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rgjam
(dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia
ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena
muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau
masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik
keluarganya, sementara ghairu muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih
besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam

dan tidak boleh diberi belas kasihan, sebagaimana firman Allah:
Al i B A Lo KRB Y
Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan

perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina

tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam

5V Imam an-Nawawi, Sahih Mustim b Syarh an-Nawawi, (Beirat: Dar al-Fike, t.t), XI: 180.
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masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang

kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.**

b. Jarimah Qaif

Qazf dari segi bahasa berarti ar-ramyu (melempar). Menurut istilah, gazf adalah menuduh
wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan.>® Dalam Islam,
kehormatan rﬁerupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak
terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti
ini masuk kategori tindak pidana hudiid yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera.
Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti (gaZf) didasarkan pada firman Allah

dalam surat an-Nur ayat 4:

Vg8 Yy Al (ol AhTAAIE gl Aanl 1T B 53 chlan il ()l 0l
skl b Ty 150 83 3]
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh
kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka
itulah orang-orang yang fasik.

Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan baik-
baik dinyatakan secara jelas dalam ayat sebagai contoh karena tuduhan palsu terhadap
perempuan lebih serius dan Iebih jahat sifatnya ketimbang palsu terhadap laki-laki.>*

Unsur tindak pidana dalam jarimah qazf ini ada tiga, yaitu (1) menuduh zina atau
mengingkari nasab; (2) orang yang dituduh itu muhsan, dan bukan pezina; 3) ada itikad jahat.

Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran tuduhannya.” Tuduhan zina itu

52 Al-Jutjawi, Hikmeah ar-Tasyri’ wa Falsafatahs, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 316-318.

53 Pengertian ini dapat dipahami dari isi surat an-Nur ayat 4: "Barang siapa yang menuduh wanita baik-
baik berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah ia delapan puluh kali deraan.”

54 Ibid,, hlm. 68-69.

55 H. A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejabatan dalans Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1996),
hlm. 66.
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harus diucapkan dalam bahasa yang tegas (eksplisit), seperti “Hai Pezina”, atau “Aku telah
melihatmu berzina”.® Sementara itu, terhadap tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-
bukti lain yang menunjukkan maksud gazf Untuk menuduh zina tidak disyaratkan menggunakan
kata-kata tuduhan, tapi cukup dengan membenarkan tuduhan. Contohnya, A berkata kepada B,
“Ibumu pezina”, kemudian C berkata, “Itu benar”, maka A dan C sama-sama penuduh zina.
Namun demikian, dalam tuduhan disyaratkan sasarannya atau orang yang dituduh itu harus jelas.
Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang yang terkena
tuduhan zina.*’ Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat diperoleh baik melalui pengakuan
terdakwa maupun alat bukti dua orang saksi.”®

Tuduhan palsu sodomi dan lesbian, sama hukumannya dengan tuduhan palsu zina, tetapi
tuduhan palsu terhadap sodomi dan lesbian tidak dijatuhi hukuman had, melainkan dengan
1a’zir.>’

Syara’ mengharamkan tuduhan zina, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman dera
(cambuk). Karena tindakan ini semata-mata karena kebohongannya saja, tetapi juga karena
pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat. Dihukum 80 kali

cambukan karena memang dosa penuduh zina lebih kecil dari pada pelaku zina, dan tidak

diterima persaksiannya, kecuali penuduh itu bertaubat. ©

c. Jarimah Sariqah

Sarigah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara
diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini al-

Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat

56 Jbid., hlm. 69.

57 H. A. Djazuly, Figh..., hlm. 66-67.

58 As-Sayid Sabiq, Figh..., 11: 372-74.

39 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islan, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 27.
SAL-Turjawi, Hikmah..., him. 299-230.
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penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan
serta memenuhi syarat-syarat tertentu.’' Salim al-Uwa mengartikan pencurian sebagai
mengambil barang secara sembunyi-sembuyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.”
Al-Qur’an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum
potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah as-sariqah (delik pencurian) didasarkan pada firman
Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:
ASA e Ay ) e YIEE UGS U 5105 Uagol 175adaBld 48 515015 (5 )5l
Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan

terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dart Allah swt. Dan Allah maha
perkasa Jagi maha bijaksana.

Dalam hadi$ disebutkan:
“Fi- C . @y, - 3 a-- .- - z- EOE Y | $y2r 0835 o o < yge o 7 < 4y - %
A5 Tl (805 sl o 35 (it 1508 28 2818 ()8 Gy el L)
sla 2 {ria ol 13 Tl Adald ) 'l o
Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka
menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan.

Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya akan
kupotong tangannya.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan
rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa,
tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua, syarat yang berkaitan dengan
materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan
pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika
penghuninya sedang tidur, barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimanan, barang
curian telah di tangan pencuri secara penuh.®* Keriga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu

barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu

61 Syarbini al-Khatib, Mughni al-Mubtdj, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158.

62 Salim al-Uwa, Fi Usitli al-Nizami al-Jin@'t al-Isldmi Dirasah al-Mugaran, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1978),
hlm. 160. _

3 Imam al-Bukhan, Sabih al-Bukhisi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 48.

& Ihid, hlm. 73.
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(nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar "4 dinar atau lebih, sedang Imam Abu Hanifah
menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.%’

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian
harta dalam keluarga yang inti karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut
Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena
mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya,
anak tidak dapat dikenai sanksi potong tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan
seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus
pencurian antara suami istri.%

Sebagaimana tindak pidana lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi sanksi di dunia
karena ada pertimbangan syara” yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. Sebagaimana
diungkapkan oleh al-Jurjawi:

Pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam hak
pemilikan harta. Hukuman keras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena pencurian
merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan kerusakan di tengah
masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan, antara lain I])
manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah payah dan melelahkan, baik itu petani,
pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan
banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah
dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan. 2) Harta yang diperoleh
dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau

untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat

lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang. 3) Pencuri merusak

6 Marsum, Figh..., him. 96. H.A. Djazuly, Figh Jinayah.... hlm. 77.
66 Jbid., hlm. 76.
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ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing.
Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuh.an, hal ini akan
membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan
demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman

masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi."”

Dari pernyataan al-Jurjawi tersebut dikertahui betapa bahayanya bagi masyarakt luas jika
tindak pencurian merajalela di mana-mana. Sementara hukum tidak mampu mencegah kejahatan
tersébut. Islam menegaskan ajarannya tentang “potong tangan”. Permasalahannya, benarkah
Islam secara letterlijk memberlakukan sanksi potong tangan setiap terjadi tindak pidana
pencurian. Jawabnya tidak. Hukum potong tangan adalah hukuman alternatif terakhir, jika tidak
dapat dikenakan hukum selain potong tangan.

Di muka telah disinggung, bahwa hukum potong tangan bisa diterapkan jika telah
terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi curian.
Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu
mencuri harta tuannya, pencurian di musim larang pangan (paceklik). Umar membebaskan
budak yang mencuri dengan meminta tuannya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan
2 kali lipat. Rasulullah tidak menghukum tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan
yang dimakan di tempat.

Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukum potong tangan harus secara kontekstual,

dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:
Sy e 0 ) e Ll S s el s 56 e 08 (b

Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka Allah
menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

7 Al-Jurjawi, Hikmah..., hlm. 302-04.
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Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri
dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai di
tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun hukum potong tangan hanya
diberlakukan kepada pencuri yang sudah professional. Hasbi ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa
lafaz as-sarig, menunjukkan ma’rifah, artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang
kerjaannya memang berulang-ulang mencuri.®® Sementara pencuri yang telah mengembalikan
barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta’zir.

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori
gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan,
melainkan hukum ta’zir.?® Sementara limuan Barat, Muhammad Syahrur, memahami hukum
potong tangan dalam al-Qur'an sebagai hukum yang teitinggi dalam al-Qur’an. Artinya kita
boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan tidak boleh ;nelebihi ketentuan hukum yang
ada di dalam al-Qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman
lain yang lebih rendah tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.”® Jika
ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian,bmaka hukuman yang diterapkan adalah

delik hirabah. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori halah al-had al-a’la (batas

maksimal):
SSA e A Al e LSS Wl U 1 Uagaadl 1Bl 48,0017y (3 )l
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%8 Hasbi ash-Shiddieqy, Fakza Keagungan Syari'at Isiam, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.
6 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatsf Neomodernisme dalam Islars, (Bandung; Mizan, 1986), him. 60.
0 Muhammad Syahriir, A~LKigb..., hlm. 455.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang tertinggi
dalam Tslam.”" Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi syarat-syarat dan
telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan berdasarkan al-Qur’an adalah
hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur adalah batas tertinggi dalam al-Qur'an.
Artinya hakim boleh meniadakan hukum potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan
untuk menghindari hukum potong tangan.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi ada
alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain potong
tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah:

s Al el Sy Al

Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan. 2

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan adalah
keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-Khattab:
LA Mo 8 3 L) e adadll 1S
Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).”
Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah menjadi
abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu (‘am ar-ramada). Peristiwa ini terjadi
menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak memotong tangan seorang budak
yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik budak Hatib bin Abi Balta’ah harus

mengganti dua kali harga unta.”

" Jhid,, hlm. 455.-456.

2 Asjmuni A. Rahman, Qaidab-gaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86.

7 Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwagi’in..., 111: 22.

™ Ahamad Hasan, Pintu ljtibad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung; Pustaka, 1985),
him. 109.
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Sanksi potong tangan dalam arti majazi (potong kemampuan) atau penjara dalam konteks
Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam.”* Hal ini
didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menghukum potong tangan bagi pencuri, juga
adanya penafsiran gat’u al-yad yang artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi
hukum penjara dibenarkan syara’ jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi si pelaku
sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat. Untuk memperkuat
argumentasi tersebut dapat dianalalogikan pada penafsiran ayat:

G PRNTEPA g B M
Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia akan binasa (al-Lahab: 2).

Ayat di atas menjelaskan, bahwa lafaz yad bukan berarti tangan tetapi kekuasaan. Sikap

atau pernyataan yang menganggap hukum Islam kejam, kolot dan tidak berperikemanusiaan,

jelas suatu sikap yang apriori.

d. Jarimah Hirabah

Hirdbah sama dengan qat'u tarig yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran,

pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka

bumi.”

Dasar hukum jarimah hirdbah adalah firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 33 sebagai

berikut:
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75 Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya hukum potong
tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif terakhir sebagaimana hukuman mati.

6 As-Sayid Sabiq, Figh. .., 11: 393.
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan
dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu
sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Jarimah hirabah dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan niat untuk
mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi
mengambil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat dengan niat untuk mengambil
harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil harta yang dimaksud tetapi tidak
membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tapi tidak
mengambil harta korban; dan (4) seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil
harta dan membunuh pemiliknya.”’

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad
berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat al-Maidah ayat 33
di atas dengan memfungsikan huruf ataf aw litanwi artinya perincian.”® Bila hanya mengambil
harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia
dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka
sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka
dihukum penjara.” Menurut Imam Malik, sanksi hirdbah ini diserahkan kepada Imam untuk
memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.
Bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam
Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyyah adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan
menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya
dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan

kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa aw dalam ayat di

7 Jbid,, hlm. 87.
™ As-Sayid Sabiq, Figh.. .. 11: 400.
1 Ibid, hlm. 401.
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atas berfungsi sebagai takhyir (pilihan). Maka lmam dapat memilih alternatif di antara empat
hukuman yang ditentukan dalam al-Qur’an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki
secara bersilang atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi
yang ditentukan dalam ayat di atas.®

Ketentuan sanksi bagi muharib, juga didasarkan pada dialog antara Nab}i dengan Malaikat
Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman”orang yang mel'akukan hirabah. Jibril
menjawab, “Barang siapa yang mengambil harta dan mengacau jalanan, maka potong tangan
sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan
barang siapa membunuh dan mengacau perjalanan saliblah.®’ Dan barang siapa yang membuat
kekacauan tanpa mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah."

Hikmah hukuman had bagi perampok mutlak untuk ditegakkan, sebab perampokan
merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan
ketertiban masyarakat. Perampok biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan
pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan
merupakan tindak pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan
lebih jahat dari pada pencurian karena di samping meramp‘>as harta kekayaan dan rizki orang lain
yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai bahkan
membunih pemilik harta. Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat
Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian
tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya perampokan tersebut,
syari’ memberi hukuman yang berat dan bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk

perampokan yang dilakukannya.®?

80 Jhzd., hlm. 402.
81 [bid.
82 Al-Jurjawi, Himah ar-Tasyri*.., 312-314.
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Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana
terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini
sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik mengenai ketentuan jarimah hirabah
perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan dengan tempat dan sasaran. Hirabah bukan hanya
terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang
jauh dari keramaian tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan. Kejahatan sekarang bisa
terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko swalayan yang dengan senjata otomatis
penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak
hanya terbatas harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, pemutusan aliran
listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan bentuk-bentuk
kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.
Bahkan hasil Ijtima Ulama di Jakarta tangal 14-16 Desember 2003 memasukkan terorisme

dalam jarimah hirabah. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Maidah ayat 33 di atas:
AT B ol o3l 21 e )
Maksud ayat di atas, yang diperangi bukan Allah dan Rasul-Nya, tetapi orang-orang yang
menjadi kekasih Allah, yakni orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan
seseorang, seperti pengeboman di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain. Adapun ciri-ciri

terorisme menurut fatwa MU adalah:

1. Sifatnya merusak (ifsad)

2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau  menghancurkan pihak lain,

3. Dilakukan tanpa aturan.”

8 Fatwa MUI tentang Terorisme, udak diterbitkan, hlm. 5.
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Dalam sejarah, sanksi hirabah tidak selamanya diterapkan secara letterlijk, sebagaimana
bunyi teks. Pengeculian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya

surat al-Maidah ayat 34:
S To 15 1 i e TS 50 )
Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumnya bagi mereka.

Ayat di atas menurut Ibn Kasir menjelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman
sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di

pengadilan.® Seperti peristiwa pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Umayah. Ia

membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat setelah  mendengar ayat M

E‘é—‘J‘: ‘}Jﬁ U d—‘j u:° \}’l—‘ u—’j‘ Ia masuk masjid untuk shalat subuh dan mendekati

Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di masjid dan
berkata, “Orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun

untuk menangkap dan menghukumnya®.®’

e. Jarimah al-Baghy (Pemberontakan)

Al-baghyu (pembrontakan) sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan
kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa yang dimaksud al-
baghyu (pemberontak) adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak
mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan,
argumentasi, dan memiliki pemimpin.*® Sementara menurut ulama mazhab Maliki, al-baghy

diartikan sebagai penolakan untuk mentaati imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan

& Ibn KaSir, Tafiir al-Quran al-Azim (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.t.), II: 52.
85 Jbid.
%A, Djazuli, Figh Jinayab., hlm. 105-106.
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untuk taat ini mungkin didasarkan pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan bughat
sebagai satu kelompok orang-orang Islam yang menentang imam atau wakil-wakilnya.®’

Hukum bunuh bagi pemberontak dipahami oleh sebagian ulama sebagai serangan balik
dan hanya ditujukan untuk mematahkan pemberontak guna mengembalikan ketaatannya kepada
penguasa yang sah. Memerangi pemberontak hukumnya adalah wajib, karena menegakkan

hukum Allah, sebagimana dijelaskan dalam al-Qur’an dalam surat al-Hujurat ayat 9:

L) el N E R L e DAY e GhIAa) L (8
Jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka

perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali (kepada perintah

Allah)...

Para pemberontak merupakan kelompok jahat karena berupaya melakukan kerusakan di
muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat, merusak keamanan dan ketentraman negara, dan
menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Islam memerintahkan pemerintah yang sah
untuk mengajak dan berunding supaya mereka kembali bergabung dengan mayoritas orang
Islam atau mayoritas warga negara. Apabila tidak bersedia bergabung, maka pemerintah harus
memerangi mereka sampai mereka sadar dan bergabung dengan pemerintahan yang didukung

oleh mayoritas warga negara muslim, sebagaimana firman Allah:
ol el (N a8 S T ) 1l DAY e Ghiaa) Tuad
Apabila ada perintah dari pemerintah untuk ikut memerangi kaum pemberontak, maka
setiap muslim yang mampu wajib melaksanakan perintah tersebut, karena taat pada pemerintah

pada hal-hal yang bukan maksiat hukumnya adalah wajib. Para pemberontak yang terbunuh

tetap harus dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, hanya saja tidak perlu disalati, sebagaimana

87 Marsum, Figh Jinapah. .., hlm. 109,
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yang dipraktekkan ‘Ali Ibn Abi Thalib.®® Dengan demikian Hukuman mati bagi pemberontak
adalah suatu ketentuan hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Contohnya

gerakan separatis di Aceh. Hadis Nabi menyebutkan

AT e (b pllaiud o) Aakals 488 5Ty oy A8lia olasld Laba) 2ol (g
89 AU 3 15 pald de 5

Barangsiapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin, jika orang lain datang dengan

mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallah leher orang tersebut.

f. Jarimah Syurb al-Khamr

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur’an surat al-Maidah

ayat 90:

HEEEAN a5 sy P Colicsd S ey 5o L) (5840 gl

,.o) an)’, A0 S0 »

Osalih aslal 5 gaiialh

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban

untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Al-Qur’an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr. Sanksi terhadap delik
ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah fi'liyah-nya, bahwa hukuman terhadap
jarimah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab
menjatuhkan 80 kali dera.”® Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni
dengan mengambil ketentuan hukum yang ada dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang
menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka
membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan

hukuman 80 kali cambukan, maka peminum khamr dihukum delapan puluh kali deraan.”’

8 Al-Jurjawi, Hikmab at-Tagyri’..., hlm. 317-319.

8 H.R. Muslim dari Urfa’tah Ibn Syuraih, hadis no. 3431.
90 Ihid., hlm. 69-70.

1 As-Sayid Sabiq, Figh..., I1: 336.
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Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera,
sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah 40 kali dera, tetapi lmam boleh menambah menjadi 80
kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya adalah hukuman za ’zir. »

Pelarangan jarimah syurb al-khamr, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum yang sama,
diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram. Termasuk jenis khamr
adalah narkotika, heroin, sabu-sabu.dan lain sebagainya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu
Islam mengharamkan khamr dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada
yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamr dan barang-barang
memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam

mengharamkan khamr ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari

penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

g. Jarimah Riddah

Riddah dari segi bahasa berarti i’ (kembali). Menurut istilah riddah adalah orang yang
kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara berani menyatakan kafir

setalah beriman.”

Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 217:

SRV LA 3 bl T (o i S0 6 788 TATy LB atha (e i 33T 4y
A G 5 I L e
Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka

mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam hadi$ diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

22 HA. Djazuli, Figh Jinayah..., him. 90.
93 Syarbini al-Khatib, Mughni al-Maubtdy..., hlm. 133.
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sl 3645 U5 e
Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan riddah. Riddah dapat
dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad.
Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan
menganggapnya tidak haram atau meninggalkaﬁ perbuatan wajib dengan menganggapnya
perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan
menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang
menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa
ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i‘tikad langgengnya alam,
Allah sama dengan makhluk. Tetapi, i'tikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi
kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.”

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam
dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti
agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam
yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi (penghianat negara), maka orang yang
melakukan desersi diperintahkan untuk dibunuh.*® Itupun diawali dengan upaya untuk
menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.”

Seharusnya konseptualisasi perbuatan riddah yang ada di dalam al-Qur’an maupun as-
Sunah dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya kalau

perbuatan riddah hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan

94 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dér al-Fikr, ), IV: 87.
95 Ibid,, hlm. 114-115.

96 Haliman, Hukum Pidana..., him. 263.

97 Jbid.
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mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak
terganggu dengan kemurtadan orang tersebut. Maka baginya tidak ada sanksi di dunia,
melainkan hanya ada sanksi yang bersifat ukhrawi. Sementara jika murtad dibarengai dengan
mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkan agama [slam, maka dapat dikenakan hukuman
ta'zir dan termasuk dalam jarimah tasabub ‘ald ad-din al-ghairi (mencaci maki agama lain).”®
Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika
pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya
dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman ¢a’zir bukan had. Syekh Mahmud Syaltut
menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi
duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 hanya
menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam
neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum
mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan
memusuhi orang Islam.”” Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman hadd bagi
pelaku murtad, karena dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya.

Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman ta’zir.
1.2.Jarimah Kisas Diyat

Jarimah kisas diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisasloo dan
dz'yatw' Baik hukuman kisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya,

tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini

98 Marsum, Jarimah Ta sr..., hlm. 27.

% H.A. Djazuli, Fzgh..., hlm. 118-119.

1% Kisas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat al-Bagarah ayat 178). Maksudnya
hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, al-Jurjani A¢-7a rifat, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 173.

"% Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian scjumlah harta dari pelaku kepada si korban atau
walinya melalui keputusan hakim, as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 11: 107.



85

berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Hukum kisas diyat penerapannya
ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyar

menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Kisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota
badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa) atau hukum diyar (ganti rugi
dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan kisas
dan diyat ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan
jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam jarimah kisas diyat ini adalah (1)
pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang
karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang
luka karena kealpaan atau kesalahan.'®?

Ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan

dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:

_\,,_Jumb)guﬁj\sﬁj\wauat_mﬁngs:_&uﬁ\” L o dl e g
BWEEPIN PR PR PSS T VR AL PR P iwg&ww‘;ﬁ’yu ) )P

‘f?eﬂj.u:, u\xA_hdJ\gwdm\u_kstJ JU_AQ_Q_\S;.M_U/L‘J
O 28B Y I0 8 A aliadl)

Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu kisas dalam pembunuhan, merdeka dengan
merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang siapa dimaafkan atas gisas
oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar diyat dengan
cara yang baik, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang
melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum kisas untuk
kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertagwa.

Hikmah adanya hukuman kisas diyat , sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah
keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh

orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak

' Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri” al-Jind'i..., 1:79.
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gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman
bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan kisas (hukuman mati) atau dengan diyat (ganti rugi)
yang berupa harta benda. Hikmah adanya kisas dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan
keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firma Allah oL it (jiwa dibalas
dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain.
Dengan adanya kisas juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh,
karena apabila tidak dilakukan kisas niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada
gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.103

Sementara hikmah diyat (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak.
Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia
akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar
karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang
menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk
kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.'®® Inilah makna firman

Allah surat al-Baqarah ayat 179:
O BB LYY 168 A el b 8T

Bagimu ada hukum kisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi
orang yang bertaqwa.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi
keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang yang mencari
nafkah bagi keluarga, dan kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya.
Karena itu Islam menetapkan adanya diyat (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga

dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka.

103 Al-utjawi, Hikmah at-Tagyri’. .., hlm. 346.
103 Thid
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Adanya diyat ini juga dimaksudkan agar pelaku pembunuhan sadar atas kelalaiannya
tersebut dan akan lebih berhati-hati. Dalam konteks masyarakat Arab ketika itu, bentuk denda itu
berupa unta atau memerdekakan budak, kemudian yang membayar, tidak hanya pembunuh tetapi
juga keluarganya. Unta dalam masyarakat Arab memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga
denda berupa unta akan dapat meringankan beban ekonomi keluarga terbunuh, sementara tradisi
perbudakan di masyarakat Arab dan masyarakat lainnya di dunia saat itu masih sangat kuat dan
Islam datang untuk menghilangkan tradisi perbudakan manusia tersebut. Kemudian kewajiban
denda tersebut tidak hanya pada pembunuh tetapi juga pada keluarganya, karena ikatan suku dan
kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila anggota suku atau keluarganya ada yang
terbunuh, maka anggota keluarganya tidak hanya merasa dendam terhadap pembunuhnya tetapi
juga keluarga yang membunuh tersebut. Karena itu supaya tidak ada balas dendam terhadap
pembunuh maupun anggota keluarganya, imaka kewajiban denda itu dibayarkan oleh pembunuh
dan keluarganya. Di samping itu, kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja, maka untuk
meringankan pembunuh keluarganya’ juga harus membantu. Berbeda dengan pembunuhan
sengaja, di mana denda hanya menjadi tanggungan pembunuh sebagai balasan bagi kejahatannya

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan
hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni
pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah,
dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu (1) pembunuhan sengaja (gat/
al-’amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk
menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan semi sengaja (gatl syibh al-‘amd), yaitu perbuatan

penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi
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mengakibatkan kematian; dan (3) pembunuhan karena kesalahan (gatl al-khata’), yaitu
pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.'®®

Unsur jarimah pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut. 1). Pelaku adalah mukalaf,
dan berakal. 2). Adanya niat dan rencana untuk membunuh. 3) Korban adalah orang yang
dilindungi darahnya. 4) Alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan.'® Pelaku
pembunuhan sengaja dalam Islam dapat dikenakan hukum kisas, jika si korban menghendaki.
Karena hukum gisas dianggap sebagai hukuman tertinggi dalam al-Qur’an maka pada kondisi
tertentu hukum gisas dapat diganti dengan hukuman lain.

Adapun unsur pembunuhan semi sengaja adalah 1). pelaku melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kematian, 2). ada maksud penganiayaan atau permusuhan, 3). si korban darahnya
dilindungi, dan 4). yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan.'%’

Dalam kasus yang demikian haram bagi keluarga untuk menghukum gisas. lantaran
ketidaksengajaan seseorang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Oleh karena itu
alternatif hukumannya adalah hukum diyar (ganti rugi).

Sedang yang dimaksud pembunuhan karena kesalahan adaiah perbuatan yang dibolehkan
oleh syara, akan tetapi berakibat hilangnya nyawa orang lain. Contoh seseorang sedang
memburu binatang liar, namun ternyata peluru mengenai manusia, yang berakibat adanya korban
jiwa. Membuat lubang di tanah pekarangan sendiri, namun ada orang lain terperosok dan
menyebabkan meninggalnya seseorang. Jadi dalam pembunuhan karena salah ada sebab akibat
dan tidak adanya unsur kesengajaan. Orang mati karena jatuh dari lubang, jadi matinya

seseorang disebabkan adanya lubang. Namun lubang ada bukan untuk membunuh. Oleh karena

itu yang menjadi unsur delik pembunuhan karena kesalahan adalah:

195 Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalajannya menimbulkan
kematian.

6 As-Sayid Sabiq, Figh . ..., 11: 435-436.

107 Jbid. hlm 438. H.A. Djazuli, Figh Jinayah..., hlm. 128.
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1. adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;

2. terjadinya perbuatan itu karena kesalaan bukan kesengajaan;

3. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban;
4. korban darahnya dilindungi.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja adalah hukuman pokok, hukuman pengganti, dan
hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah kisas. Hukuman ini
diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf dari pihak keluarga si
korban. Bila keluarga korban memaafkan, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Jika sanksi
kisas atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta’zir. Hukuman tambahan bagi
Jjarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.'%®

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang
berakibat menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya
tidak mematikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat Nasai berikut ini:

19 Yl skl 8 05t ) e A Liamally Jo7silly (K s ) i W) U358 2 41

Ingat, sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan alat
cambuk dan tongkat (diyatnya) adalah 100 onta, 40 di antaranya sedang hamil.

Sanksi bagi pembunuhan semi sengaja adalah diyar dan kaffarat, sedangkan hukuman
penggantinya adalah puasa dan ta’zir, dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima
warisan dan wasiat.

Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyat dan kaffaraz. Hukuman
penggantinya adalah puasa dan fa’zir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris
dan hak mendapat wasiat.

Hukum Islam ketika berbicara tentang delik kisas, kesan ngeri, seram dan menakutkan.

Apakah setiap pembunuh pasti dibunuh sebagaimana ia membunuh? Jawabnya ya, jika 1slam

108 Abd al-Qadir Awdah, A4zTagyi..., 1: 286.
109 H.R. Nasat, hadis nomor. 4711.
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dipahami secara tekstual. Ini berarti ia (hukum Islam) sama saja dengan konsepsi primitif.”o
Tentang hal ini Joseph Schacht mengatakan "Hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua
unsur secara berdampingan tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal. Unsur utama
adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam, klasifikasi kejahatan serta penerapan
hukuman ala primitif, sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan kolot.
Unsur pertama dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Qur’ani. Sedang unsur yang kedua adalah

murni dari al-Qur'an".""

Hukum Islam ketika menerapakan hukum kisas, dan balas dendam bukanlah pertimbangan
semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain
tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum gisas diyat
sangat memperhatikan aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku
kejahatan.

Konsep kisas dalam surat al-Baqarah ayat‘ 178-179 harus dipahami sebagai balasan
terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita harus menafsirkan bahwa hukum
yang terkandung dalam surat al-Bagarah mengenai kisas bersifat umum. Sementara ketentuan
hukum yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan
merupakan pengeculian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 178.
Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih mutlak belum mugayad, dan belum
bersifat mubayyan, yakni pembunuhan sengaja.''?

As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum
kisas diyat mengandung beberapa pemikiran:

1. Hukum kisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.

110 David De Santilana, Law and Sodety, (London: Oxford University Press, 1952), hlm. 303; Anwar
Hatjono, Hukum Islam. ..., hlm. 151.

1t Joseph Scahacht, “The Law” dalam Unzty and Variety in Muskm Civilization, (Chicago: Chicago
University Press, 1955), hlm. 67.

112 Haliman, Hukum Pidana . ..., him. 201.
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2. Adanya hukum alternatif, yaitu kisas, diyat atau maaf.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas
4. Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang
bersangkutan (korban atau wali dan pelaku)
5. Dalam kisas akan terjamin kelangsungan hidup.'"
Muhammad Syahrur dalam teorinya batas maksimal (halah al-had al-a’ld) mengatakan

"hukum kisas dalam al-Qur‘an merupakan hukum yang tertinggi, sehingga hakim dalam kasus

tertentu dapat menentukan hukum yang lebih rendah atas persetujuan si korban atau walinya".''*

Hukum diyat (ganti rugi), ta'zir berupa penjara atau bahkan pembebasan (maaf) merupakan hal
yang sangat mungkin diterapkan dalam masalah pembunuhan. Kuncinya, sanksi diterapkan
secara kondisional. Apa jenis pembunuhannya, siapa pelakunya, kenapa terjadi pembunuhan, hal
ini menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan. Dalam kisah dzu nis ah (orang

terikat) diceritakan:
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Pada masa Nabi ada seorang laki-laki terbunuh. Hal ini dilaporkan kepada Nabl. Beliau
menyerahkan pembunuh kepada wali si terbunuh. Pembunuh berkata, "Wahai Rasulullah, Demi
Allah saya tidak sengaja membunuhnya." Nabi bersabda kepada wali si terbunuh, "Ingat,
seandainya perkataan orang ini benar kemudian kamu membunuhnya, engkau pasti masuk
neraka." Akhirnya wali si terbunuh melepaskan orang tersebut yang pada saat itu terikat dengan
tali kulit. Sambil menarik talinya ia keluar. Abu Hurairah berkata, "Orang itu sejak peristiwa
tersebut dijuluki Zu an-nis'ah (orang yang terikat)."

Kisah di atas dapat dipahami, bahwa hukum kisas bukanlah hukum mutlak sebagaimana
bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat akan

keadilan. Memang hukum kisas bila ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis,

113 As-Sayid Sabiq, Figh. .., 11 : 433-434.
114 Muhammad Syahriir, 44Ksab. . ., hlm. 458.
"> H. R. Abi Dawid, nomor hadis 3900, dan H. R. At-Tirmidzi, Kitab ad-Diyat, nomor hadis 1327.
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sesungguhnya sah diterapkan di dunia modern ini, hanya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi
dan bentuk semata. Namun bagaimana substansi hukum gisas dapat menjadi rumusan hukum
yang mampu menyerap semangat keadilan, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang

ada dalam masyarakat.''®

1.3. Jarimah Ta’zir
Menurut bahasa, lafaZz ta’zir berasal dari kata : azzara yang berarati man’u wa radda
(mencegah dan menolak). 7a’zir dapat berarti addaba ( mendidik) atau azhamu wa wagra yang

"7 Dari berbagai pengertian, makna ta zir yang paling

artinya mengagungkan dan menghormat.
relevan adalah al-man’u wa arraddu ( mencegah dan menolak ), dan pengertian kedua ta’dib
(mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah''® dan
Wahbah Zuhaili. Ta’zir diartikan mencegah dan menolak . Karena ia dapat mencegah pelaku
agar tidak mengulangi perbuatannya. 7a zir diartikan mendidik karena ta 'zir dimaksudkan untuk
mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian
meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah, sebagaiamana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang

dimaksud dengan ta’zir adalah sebagai berikut:

Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”9 »

Sementara Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Mawardi :

I A - T TP PRV T A
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116 Jimly ash-Shiddieqy, Pembabaruan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1985), hlm. 195.
"brahim Unais, al-Mu ‘jam al-Wasit, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), him. 598,

"8 Abd. Qadir Awdah, At-Tasyri'al-Jina'i al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), I: 81.

" Al-Mawardi, al-4hkam al-Sultaniyal, Beirut: Dar al-Fikr, 1966), him. 236.
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Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang dltetapkan atas perbuatan maksiat atau
jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.'?
Jadi dengan demikian jarimah tazir suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim
atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatukan hukuman bagi pelaku
Jjarimah ta zir."?'Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta’zir adalah
suatu istilah untuk hukuman afas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh
syara’. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara’

dinamakan dengan jarimah ta’zir. Jadi, istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa

juga untuk jarimah (tindak pidana).'*

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas perbuatan-
perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan demikian, inti dari
Jjarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan vang diharamkan
(dilarang).123 Para fugaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak
membayar zakat, meninggalkan salat fardhu, enggan membayar utang padahal mampu,
mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim,hasil waqaf
dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium
perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi
dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti

darah, bagkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam kategori jarimah ta zir.

120\ ahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adilaruhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI: 197.

"NMarsum, Jarimah Ta’=ir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam,( Yogyakarta: Fak Hukum UII,
1988), him. 1.

'22Ahmad Wardih Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 249

'BAbd Aziz Amir, Ar-Ta'=ir fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: Dér al-Fikr al-Arabi, 1979), him. 83.
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Disamping itu juga hukuman ta’zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh
kemaslahatan umum., meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.
Perbuatan-perbuatan yangtermasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan
tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.'** Apabila sifat tersebut ada
maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubabh.
Sifa yang mejadi alasan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatanya tersebut adalah
mambahayakan atau merugikan kepetingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat
unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku
dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku
tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta’zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan
Rsasulullah saw, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui
ternayta ia tidak mencurinya. Rasullullah saw melepaskannya. Analisis terhadap tindakan
Rasululiah saw, tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta’zir, sedangkan
hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila
pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsure pidana maka artinya Rasullullah mengenakan
hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini
mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang
yang berada- dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang.
Tindakan yang diambil oleh Rasululah saw tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab
membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran

tuduhan terhadap dirinya bias mengakibatkan ia lari, dan bias juga menyebabkan dijatuhkannya

124 1bid. him. 250.
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vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman

yang telah diputuskan.
Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa jarimah ta’zir dibagi kepada tiga bagian,
yaitu :

a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat;

b. Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;

c. Ta'’zir karena melakukan pelanggaran ( mukhalafah).

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta’zir dapat dibagi
kepada dua bagian, yaitu
1. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Alah;
2. Jarimah ta’zir yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’zir yang menyinggung hak allah adalah semua
perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, Misalnya membuat
kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang
bukan istri, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang
dimaksud dengan jarimah ta’zir yang menyingung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang
mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti
penghinaan, penipuan, pemukulan, saksi palsu, mencaci maki agama orang lain, menimbun
makanan, dan lain-lain.'?

Adapun pembagian jarimah ta’zir menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:

1. Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya

tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidakmencapai nishab, atau oleh

keluarga sendiri.

12 Ahmad Wardi Muslih, Hukum...him. 251; Marsum, Jarimah Ta zir, hlm. 3.
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2. Jarimah ta’zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi hukumannya belum
ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timangan.
3. Jarimah ta’zir yang baik jenis mauun sanksinya belum ditentukan oleh syara’. Jenis ketiga
ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai
pemerintah.'26
Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu :

1) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan;

2) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan;

3) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan
akhlak;

4) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta;

5) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;

“ ' . 127
6) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum.

1. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Pembunuhan
Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (gishash) dimaatkan
amaka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan j‘uga maka ulil
amri berhak menjatuhkan hukuman ta’zir apabila hal itu dipandang lebth maslahat. Hal ini

didasarkan pada ayat:
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'2Abd Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, .1: 15.
'Y Abd Aziz Amir, at-Ta'zir fi asy-Syari ‘ati al-Islamiyyah, Mesir: Dar al-Bab al-Haiabi wa Awladuhu, t.t.
him. 91.
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-
orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara
yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu

“rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat

pedih Dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-

orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Maksud ayat tersebut dalam kaitannya dengan hukum ta’zir adalah, bahwa asal hukum
qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang
membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat
(ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik,
umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan
menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si
pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia
mendapat siksa yang pedih.

Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan ta’zir adalah
percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat. Seperti
orang mau meracun orang lain tetapi ternyata orang tersbut tidak mati akibat kekebalan pada

tubuhnya. Maka perbuatan orang tersebut tidak bisa dikenakan hukum gisas melainkan hukum

ta’zir. Karena sikap ini masuk pada kriteria asy-syurit’ fi al-jarimah al-mustahilah.

2. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Pelukaan
Menurut Imam Malik, hukuman ta’zir dapat digabungkan dengan qishash dalam
jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ra zir sebagai imbalan atas

hak masyarakat. Di samping itu, ta zir juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila
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gishashnya dimaafkan atau tidak bias dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh

syara’.'? Hal didasarkan pada penjelasan surat al-Maidah ayat 45 oleh as-Sayyid Sabiq;

Sl 520G o3NG 25 SN gl AT Ll SR 0T O s n gl 65
T ;aJ P

;AQAT_J}[.;A.U TLA.J‘,%}JU.AJ ;‘JOJL;_%}@&;AJQ.A@UAJ upl..a:ﬁc_b?p“}

Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas)
dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi,
dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Ayat ini ada indikasi bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan tidak seorangpun
yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga jika terjadi perbuatan yang
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun dilakukan dengan ketidak sengajaan, maka
pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan suruh membayar ganti rugi. Demikian halnya
dalam hal pelukaan, jika pelaku dalam keadaan alfa (khatta) tetap ada diyat atau ganti rugi. Ganti
rugi ini merupakan jenis hukuman yang bersifat badaliyyah (pengganti) yakni dari hukuman

pokok gisas berubah menjadi hukuman diyat (ganti rugi).'”

3. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhdap Kehormatan dan Kerusakan
Akhlak
Jarimah ta’zir macam yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan
penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan ta’zir adalah perzinaan yang tidak
memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had, atau terhdapat syubhat dalam pelakunya,

perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula kasus percobaan zina dan perbautan-

1A, Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan berdasarkan Syari'at Islam, (Jakarta:
Rajawali Press, 1994), him. 27; Ahmad Wardi Muslih, Hukum him. 256.
l29As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, ..1: 432.
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peruatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur
bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta’zir adalah apabila orang yang dituduh itu
bukan orang muhshan. Kritesia muhshan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan
iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebt maka ia termasuk
ghair muhshan. Termasuk juga kepada ta’zir, penuduhan terhadap sekelompok orang yang
sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian
pula tuduhan zina dengan kinayah (sindiran), menurt pendapat Imam Aba Hanifah termasuk
kepada ta’zir, bukan hudiid.

Dari segi substansi dan eksistensi, ini adalah svatu jenis jarimah hudud yang
mengandung unsur syubhat dan dalam Islam syubhat harus dihindari penerapan hukumhad

melainkan tq ’zir sebagaimana hadis Nabi:
R PRI EK PR PR

Hindari hukuman had jika ada unsur keraguan.

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan
statusnya termasuk kepada ta’zir, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya.
Panggilan-pangilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk
penghinaan yang dikenakan hukuman ta’zir. Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang

dilarang oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11-12

ui)Qlw&;LAuﬁ ‘L‘*‘)Y)(""J lJ""l)-’)“<)d|u“&/)gu”()sf‘“dy‘)*‘l‘df-:\ﬁl-::':

AR LRt

POAt-Turmuzi, Sunan ai-Tirmizi, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustafa al-Halabf, tt,), IV:33
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Hai orang-orang yang berlman, Janganlah sekumpu]an orang laki-laki merendahkan kumpulan
yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan
perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa
yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena
sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana
orang-orang mukmin seperti satu tubuh.. Adapun panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak
disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan

panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

3. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Harta.

Jarimah yang berkaiatan dengan harta adalah jarimah ‘pencurian dan perampokan.
Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku ddikenakan
hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi
maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman ta zir. Jarimah yang termasuk
jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai
batas nisbah, ghasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok ta’zir, pencurian karena
adanya syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat."

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk ta’zir. Demikian

pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatanya. Contohnya seperti

'3 Ahmad Wardih Muslih, Hukum .. him. 257.
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perampokan di mana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih di bawah umur atau

perempuan menurut Hanafiyah.

4. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu
Jarimah ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti sanksi palsu, berbohong
(tidak memberikan keterangan yang benar) di depan siding pengadilan, menyakiti hewan,

melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin)

5. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Umum
Jarimah ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah

a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara / pemerintah, seperti spionase dan
percobaan kudeta;

b. Suap;

c. Tindakan melampaui batas dari pegawai / pejabat atau lali dalam menjalankan
kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau
lkesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara;

d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadag masyarakat;

e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan
petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi;

f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat);

g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel;

h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok,

mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.'*?

32aAbd Aziz Amir, at-Ta'zir..hlm. 268.
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Adapun urgensi pembagian tindak pidana dalam hudid, kisas diyat, dan ta’zir, adalah

sebagai berikut:
a. Urgensi ditinjau dari Segi Kekuasaan Hakim

Dalam jarimah hudid apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim akan
menjatuhkan hukuman secara definitif menurut ketentuan syara’. Hakim dalam tugasnya pada
jarimah ini tidak berhak menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketetépan
syara’. Sedang pada jarimah kisas diyat hakim berwenang atas pembuktian yang meyakinkan.
Hukuman ditentukan oleh syara’ dengan pihak korban atau wali mempunyai wewenang yang
pokok, artinya hakim tidak boleh turut campur apa yang akan diterapkan oleh si korban atau
wali. Apabila si korban atau wali memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman gisas
tidak bisa dilaksanakan karena adanya halangan syara’ seperti matinya terpidana sebelum
dihukum kisas, maka hakim mewajibkan diyat, dan apabila dimaafkan korban, maka hakim
dapat menjatuhkan hukuman za’zir. Adapun dalam jarimah ta’zir hakim mempunyai kekuasaan
yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkatan

hukuman yang teringan.
b. Urgensi Ditinjau dari Segi Ampunan

Dalam jarimah hudid tidak ada unsur pemaafan dari pihak manapun, baik dari si korban,
wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada jarimah kisas diyat
unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau wali, sedangkan pada jarimah ta’zir unsur

pemaafan ada sepenuhnya pada pihak hakim atau penguasa.
c. Urgensi Ditinjau dari Segi Pengaruh Lingkungan

Jarimah hudiid dan kisas diyat sama sekali tidak dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga

apabila terbukti secara sah adanya tindakan pidana hudid dan kisas diyat, maka hakim akan
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menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini berbeda dengan jarimah tazir di

mana lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan hukuman,

d. Urgensi Ditinjau dari Segi Alat Bukti

Mengingat jarimah lebih mendasarkan berat ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti
juga tidak sama antara jenis jarimah satu dengan lainnya. Untuk jarimah hudid diperlukan
empat orang saksi, seperti jarimah zina dan cukup dua saksi‘ bagi jarimah hudid lainnya
termasuk jarimah kisas diyat. Adapun untuk kesaksian jarimah ta’zir cukup dibuktikan dengan

seorang saksi'*>.

2. Pembagian Jarimah Menurut Niat si Pelaku.

Jarimah jika dilihat dari niat si pelaku, maka ada dua macam yaitu jarimah
magsudah (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan jarimah ghairu magsudah (tindak
pidana yang tidak disengaja). Maksud dari jarimah maqsudah adalah si pembuat dengan sengaja
melakukan perbuatan, sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun jarimah ghairu magsudah
adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan

tersebut terjadi akibat kekeliruannya.'**

3. Jenis Jarimah Berdasarkan Sikap Berbuat atau Tidak Berbuat.

Jarimah jika dilihat dari perbuatan si pelaku maka ada dua macam: a. jarimah
ijabiyyah (jarimah positif ) yaitu si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara’ atau
undang-undang. Seperti al-Quran melarang orang berzina, tetapi si pembuat melakukan

' perzinaan. Sikap orang tersbut dianggap melangar hukum karena melakukan perbuatan yang

'3 Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri'..., 1: 67.

4 Ibid
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dilarang oleh nash. Peristiwa dalam hukum positif disebut dengan istilah delicta commissionis b.
Jjarimah salabiyyah (jarimah negatif) yaitu si pembuat tidak melakukan sesuatu yang
diperintahkan oleh undang-undang atau syara’ seperti tidak membayar zakat, tidak memberi
makan orang yang ditahan. Peristiwa ini dalam hukum positif disebut delicta ommissionis'”.
4. Jarimah bila dilihat dari siapa yang menjadi korban

Pembagian jarimah berd>asarkan siapa yang menjadi korban diklasifikasikan menjdi dua
macam; yakni jarimah masyarakat dan jarimah perorangan. Jarimah masyarakat ialah jarimah
yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum.'*® Termasuk
dalam kategori ini adalah jarimah zina, qazf, sarigah, hirabah, syurb al-khamr. Adapun jarimah
perorangan ialah suatu jarimah yang hukuman diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi
kepnetingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Termasuk dalam
kategori ini adalah jarimah kisas diyat. Di dalamnya adalah masalah pembunuhan semi sengaja,
pembunuhan salah, pelukaan karena keliru.

Kategori jarimah kisas diyat masuk dalam jarimah perorangan dikarenakan konskewensi

logis dari jarimah kisas diyat sebagai hak adami juga ada perlindungan hukum secara langsung
untuk si korban kejahatan atau keluarganya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan dalam

Islam yakni teributif (pembalasan), edukatif (pendidikan), preventif (pencegahan) dan

perlindungan terhadap sikorban secara langsung atau indivikatif.'*’

5. Pembagian Jarimah didasarkan pada ketertiban umum.
Tindak pidana yang didasarakan pada sendi-sendi kemaslahatan dan ketentraman umat
atau masayarakat, yakni terpeliharanya dan tegaknya aturan dibagi menjadi dua macam: a

Jjarimah adiyyah (biasa), yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan bukan untuk tujuan-tujuan

135 Ahmad Hanafi, Asas-asas...him. 14.
13 Abd Qadir Awdah, at-Tasyri’ al-Jina ial-Islami, him. 98.
137 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , him. 78.
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politik, seperti penghinaan terhadap agama tertentu, sabotase pada fasilitas umum. dan jarimah
siyasah (politik), yaitu tindak pidana yang memang bertujuan untuk kepentingan-kepentingan

poltitik. Gerakan separatis, pembrontakan pada pemerintahan yang sah.'?®

E.Asas —Asas Umum Dalam Hukum Pidana Islam

1. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata
“legalitas” berasal dari bahasa Latin yaitu /lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari

kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan

»13% Qecara historis

demikian arti legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang
asas legalitas pertama kali digagas oleh A'n.s-elm van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia
dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi
“suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-
undangan pidana”.

Adapun istilah asas legalitas dalam syari’at Jslam tidak ditentukan secara jelas
sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif. Kendati
demikian bukan berarti syari’at Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas. Bagi.
pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah
mereka yang belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan
adanya asas legalitas."*® Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalam

hukum pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas, yaitu bagaimana eksistensi asas

legalitas dalam hukum pidana Islam. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara tegas

¥ Abd Qadir Awdah, At-Tasyri’....I. him. 100.
1% Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), him. 63.
"0 Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri al-Jind'i al-islami, (Beivut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 118.
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dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat al-Qur’an dan kaidah yang

mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam.

a. Sumber Hukum Asas Legalitas

Asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang
menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia
dan tidak akan meminta penanggungjawagan manusia sebelﬁm adanya penjelasan dan
pemberitahuan melalui rasul-rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh
umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni taklif atau
beban yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dalam Surat al-Isra ayat 15
Vi B G A K G
...dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
2. Al-Qur'an dalam Surat al-Qasas ayat 59
Gl agile 15 7T, Al 8 Gty AN (gDl elleh &) (R G
Dan Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri sebelum diutusnya Rasul di
tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat-ayat kami ...
3. Al-Qur'an dalam Surat al-An'am ayat 19
e a0 KON Y A 3 LY sl

. dan al-Qur’an ini diwahyukan kepadamu supaya dengannya Aku memberi peringatan
kepadamu dan kepada orang yang sampai al-Qur’an (kepadanya) ...

4. Al-Qur'an dalam Surat al-Baqgarah ayat 286
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s’y Y ULl A a3 Y

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya ...

Berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam ayat al-Qur’an tersebut di atas
kemudian para fuqaha merumuskan kaidah-kaidah hukum Islam yang diambil dari substansi

ayat-ayat tersebut di atas, seperti berikut ini: '
alll 3y B SR JREY KA Y

Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nas.'*?

il I AT YA A Y

Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.'®*

A Al e AN O84S0 L) s ey

Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil yang

mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut.'**

3 °?‘u\3d)¢“ Mieﬁ@ywy J;a_b.a} MJL\EG‘@Y

5 Jelb e Clie Yy A0TG S8 & I Jrdd 270 e
Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah sebelum
adanya nas yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila tidak ada ketentuan
nas yang mengaturnya maka perbuatan seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban
pidana dan tidak dapat dipidana.'*’

"' Ibid, him. 115.

"2 Ibid., him. 116.

"3 As-Suyuti, A/-Asybah wa an-Naza’ir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 59.

4 Al-Amidi, Al-Thkam fi-Usil al-Ahkam. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 130; Al-Ghazali, Al-Mustasfa min lim
Usal, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustofa al-Halabi), 1: 63.

"5 Jbn Hazm, A/-Ihkam fi Usil al-Ahkém, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 52.
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Menurut syara’ seseorang tidak dapat dikenai taklif (pembebanan), kecuali orang yang
mampu memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara’ pembebanan itu hanyalah

pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat
melaksanakan.'*

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan kaidah-kaidah pokok dalam hukum pidana Islam
tersebut di atas, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang maupun perbuatan
sehingga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Syarat yang berkaitan dengan sifat mukalaf, yaitu :
a. Sanggup memahami nas syara’ yang berisi taklif baik yang berbentuk tuntutan maupun
larangan. Dengan demikian tidak termasuk kategori mukalaf orang yang gila (tidak

berakal).

b. Pantas dimintai pertanggungwaban pidana dan dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu
orang yang dipaksakan atau berbuat karena membela diri tidak termasuk dalam kategori
orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.147

2. Syarat yang berkaitan dengan‘ perbuatan mukalaf. Dalam hal ini ada unsur yang harus
terpenuhi, yaitu :

a. Perbuatan ini mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan.

b. Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal atau mukalaf,
artinya beban yang berisi larangan atau perintah itu sudah disiarkan dan jelas ada ancaman
hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.'*®
Dengan demikian lahirnya asas legalitas dalam hukum Islam ada sejak diturunkannya al-

Qur’an. Karenanya asas legalitas dalam hukum Islam jauh lebih awal bila dibandingkan dengan

196 Abd al-Qadir Awdah, As-Tasyri..., 1: 87.
"7 Ahmad Hanafi, 4sas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 59-60.

198 1bid
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asas legalitas dalam hukum positif yang baru muncul pada abad XVII (sejak Revolusi Perancis
tahun 1789). Asas legalitas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam “pernyataan hak-hak asasi

manusia”, yang dikeluarkan pada tahun 1879 dan kemudian diakomodir oleh negara-negara lain.

b. Penerapan Asas Legalitas

Dengan berpegang kepada asas legalitas seperti yang dikemukakan pada bab di muka
serta kaidah “tidak ada hﬁkuman bagi perbuat;cln mukaléf sebelum adanya ketentuan nas”'*’,
maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggungjawaban pidana.
Dengan demikian nas-nas dalam syari’at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan
diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian, bahwa hukum pidana Islam
baru berlaku setelah adanya nas yang mengundangkén. Dengan kata lain, bahwa hukum

pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut, yang dalam perkembangannya melahirkan

kaidah;'>°

AR S 3 Y

Tidak berlaku surut pada hukum pidana Islam.

Sebagai gambaran riil mengenai penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan

tidak berlaku misalnya:

1. Beristrikan bekas ibu tiri
Surat an-Nisa ayat 22, menunjukkan dilarangnya menikahi bekas istri ayahnya (bekas

ibu tiri), sesuai dengan firman-Nya:

"> Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri..., I: 316.
1% 1bid
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Janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali apa
yang telah lewat, sesungguhnya perbuatan itu adalah keji, dibenci dan seburuk-buruk jalan.

Sebelum diturunkannya ayat 22 surat an-Nisa, perkawinan semacam itu (mewarisi ibu tiri)
sudah menjadi budaya bangsa Arab. Seperti diriwayatkan bahwa Abu Qais bin Aslat ketika
meninggal dunia, istrinya dipinang oleh angknya sendiri yaitu Qais. Lalu si istri itu berkata,
"Engkau kuanggap sebagai anakku dan Engkau adalah termasuk putra terbaik di kalangan
kaummu". Kemudian istri itu datang ke tempat Rasulullah, untuk minta izin, dan ketika sampai
pada Rasulullah, seraya berkata, “Dia kuanggap sebagai anakku sendiri, maka bagaimana
pendapatmu?”. Rasulullah menjawab, "Kembalilah ke rumah, maka tidak lama kemudian turun
surat an-Nisa ayat 22 tersebut di atas.

Dengan diturunkannya surat an-Nisa ayat 22, maka bentuk perkawinan secara mewarisi
bekas istri ayahnya (ibu tiri) dalam penyelesaian hukumnya mempunyai dua segi.

Pertama, segi kepidanaan, perkawinan itu merupakan masalah kepidanaan sehingga
pelakunya dianggap sebagai pelanggar hukum. Akan tetapi karena bentuk perkawinan tersebut
terjadi sebelum adanya nas yang melarang dan masa yang lewat, sedang hukum pidana Islam
tidak menganut sistem berlaku surut, maka perbuatan orang tersebut tidak bisa dikenai sanksi
pidana. Dengan demikian berlakunya ketentuan pidana bagi pelanggaran hukum terhadap
perkawinan atas bekas istri ayah (ibu tiri), baru berlaku sejak diturunkannya ayat tersebut."*’

Kedua, segi keperdataan, karena perkawinan itu merupakan bentuk perjanjian, maka

sebagai akibatnya perikatan itu harus diputuskan, artinya perkawinan itu harus diceraikan,

15! Ahmad Hanafi, Asas-asas ..., him. 82.
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demikian juga orang yang menikahi istri lebih dari empat. Dengan demikian dari segi
keperdataan hukum Islam menganut sistem berlaku surut.'>
2. Hukum Riba

Riba juga merupakan bentuk budaya jahiliyah Arab yang mengakar, maka setelah Islam
datang dengan tegas dilarang dan pelakunya diancam pidana ta’zir. Sebagaimana firman Allah

dalam surat al- Baqarah ayat 275:

yal Ty Lokl U AlE g8 43 e Alae T della (5 1oa0yl) 25Ty il 2 (AT
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Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang kedatangan ajaran

dari Tuhan-nya kemudian menghentikan (perbuatannya), maka baginya apa yang telah lewat,
barang siapa yang kembali, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka abadi

di dalamnya.
Pada jaman jahiliyah kota Mekkah dan Thaif banyak uang beredar. Perdagangan menjadi

mata pencaharian pokok sehingga praktek riba berlangsung antara orang-orang Arab dengan
Yahudi yang tinggal di Arab. Sistem riba yang membudaya akhirnya menimbulkan kekacauan
masyarakat Arab pada saat itu. Banyak orang yang jatuh ke tangan periba, demikian juga istri
dan anak gadisnya menjadi korban sebagai tebusan utang'>’. Hal ini akhirnya diperingatkan oleh

Allah dengan firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 33 sebagai berikut:
LA 3 ol ale 1aRH) Wiand ()1 1) ool e 28005 1sh &3 Y

Janganlah kamu paksa anak-anak gadismu melakukan kedurjanan, sedang mereka sendiri
ingin memelihara kesuciannya, karena kamu ingin harta benda dunia

Di samping istri dan anak menjadi korban periba, ada sebagian mereka yang tidak
mempunyai anak gadis dan istri, akhirnya mereka menjadi budak periba akibat tidak sanggup
melunasi hutangnya. Sebagai akibatnya ada sebagian dari mereka yang akhirnya menjadi

perampok terhadap para periba. Para pedagang dengan banyaknya perampokan akhirnya

52 1bid
'3 Marsum, Figh Jinayah, (Yogyakarta: U1, 1998), him. 7.
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membawa pengawal, dan untuk membayar pengawal mereka menaikkan bunga riba atas
piutangnya.'>

As-Sabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa praktek riba pada jaman jahiliyah misalnya
A memberikan pinjaman kepada B dengan batas waktu tertentu. Bila pada waktu yang telah
ditentukan B tidak bisa membayar hutangnya, maka B berkata kepada A, “Berilah tempo buatku
dan kutambah piutang tuan”. Tambahan yang berlaku pada saat itu berkisar minimal 40%
sampai 100%.'>

Praktek riba di atas itulah yang dinamakan riba nasiah, riba karena tempo, riba yang
dikenal pada jaman jahiliyah yang dikutuk oleh al-Qur’an, oleh karenanya termasuk jarimah
ta’zir.

Dengan adanya larangan riba dalam lslam, maka riba termasuk perbuatan pidana (jarz'mah)
sekaligus termasuk perkara perdata. Dengan demikian nas-nas yang mengatur tentang riba
berlaku juga pada dua ketentuan, yaitu ketentuan pidana dan perdata. Penyelesaian dari segi
pidana, bahwa riba yang terjadi sebelum diturunkannya ayat-ayat yang melarang riba (surat al-
Baqarah ayat 275, 278, dan 279), maka pelakunya tidak dapat dikenai sanksi pidana, karena
‘ hukum pidana Islam tidak mengenal “sistem berlaku surut”. Islam hanya menjatuhkan sanksi
bagi pelaku riba setelah ada nas yang mengharamkan riba. Sedangkan penyelesaian dari segi
perdata berlaku surut, artinya kreditur (orang yang menghutangi) hanya berhak atas uang
pokoknya saja, sedang debitur (orang yang berhutang) hanya berkewajiban membayar uang
pokoknya saja.

3. Masalah Pencurian

Ketentuan jarimah pencurian ditegaskan al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38:

SRR A0y £ e YUK Uas 175 kol 175400808 48 L1 (5 00

154 :
1bid.
'35 As-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr), 11: 321.
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Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang
mereka lakukan.

Ayat tersebut di atas menurut suatu riwayat tidak ada kejelasan mengenai berlakunya
surut. Oleh karena nas yang melarang pencurian tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.
Artinya pencurian yang terjadi sebelum diturunkannya surat al-Maidah ayat 38, maka
pelakunya tidak dapat dikenai sanksi pidana (bukan pelaku jarimah).

- Walaupun nas-nas yang berhubungan dengan masalah pidana ada yang tegas dan tidak
mengenai tidak berlakunya surut, namun secara umum bahwa nas-nas tersebut tidak
mempunyai kekuatan berlaku surut, seperti disebutkan dalam kaidah: .

AN e Al Ule 41 2glele a8 760 (€0 (Jady W) B 700 (Al

Menurut syara’ tidak ada yang dibebankan kecuali perbuatan yang mungkin disanggupi oleh
mukallaf dan diketahuinya, sehingga dengannya kemungkinan pekerjaan itu dapat dikerjakan.

Dari kaidah dan nas-nas di atas dapatlah diambil pengertian bahwa hukum pidana Islam

tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.

2. Asas Tidak Berlaku Surut

Hukum pidana Islam (jinayah)pada prinsip tidak berlaku surut, hal ini sesuai dengan
kaidah la raj’iyyah fi at tasyri’ al-jind’i tidak berlaku surut pada hukum pidana Islam,
artinya sebelum adanya nas yang melarang perbuatan, maka tindakan mukalaf tidak bisa
dianggap sebagai suatu jarimah. Namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang
diterapkan berlaku surut, artinya perbuatan ‘itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas
yang melarangnya.

Alasan diterapkannya pengecualian berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat
dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan

kehebohan di kalangan kaum muslimin.

Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut antara lain:
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a. Jarimah Qaif (menuduh zina)

Dasar hukum adanya jarimah qazf adalah firman Allah surat an-Nur ayat 4:

AT LS mh LS 21 A 1ty ) A Al (s Al
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Mereka yang menuduh wanita-wanita terhormat, kemudian mereka tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh deraan, dan janganlah kamu
terima persasian mereka untuk selama-lamanya.

Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa nas tersebut turun sebelum terjadinya
peristiwa pemfitnahan terhadap diri Aisyah, istri Nabi yang berbuat serong. Setelah adanya
fitnah dan ternyata itu tidak benar maka pelakunya dikenakan hukuman jilid delapan puluh
kali. Kalau peristiwa itu benar maka ayat tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.

Pendapat lain yang dipandang lebih kuat, bahwa nas tersebut diturunkan sesudah
terjadinya kedustaan terhadap diri Aisyah. Kisah pemfitnahan itu diceritakan sebagai berikut:

Setelah perang dengan Bani Mustalib pada bulan Sya’ban tahun 5 H, dalam perang itu
diikuti pula orang munafik dan istri Nabi, Aisyah, berdasarkan undian yang diadakan
oleh istri-istri Nabi. Dalam perjalanan mereka di peperangan, mereka berhenti pada
suatu tempat, kemudian Aisyah keluar sebentar untuk suatu keperluan, kemudian
kembali ke tempat peristirahatan, tiba-tiba merasa kalungnya hilang, akhirnya dia pergi
lagi untuk mencari kalungnya yang hilang. Rombongan perang itu berangkat dengan
penuh persangkaan bahwa Aisyah masih diredup tempat peristirahatan. Kemudian
sekembalinya Aisyah dari mencari kalungnya ternyata redup sudah kosong dan
rombongan telah berangkat, saat itulah Aisyah duduk dengan harapan rombongan akan
kembali menjemputnya. Tidak lama kemudian lewatlah sahabat Nabi yang bernama
Sofyan Ibn Muathal, diketemukannya seorang wanita sedang tidur sendirian, seraya dia
terkejut dengan mengucap “Inna lillahi wa inna ilahi raji'un” ketika dia melihat bahwa
dia adalah istri Nabi (Aisyah). Terbangunlah Aisyah, lalu dipersilahkan oleh Sofyan
untuk menaiki untanya dan Sofyan berjalan di depannya sambil menuntun untanya
sampai ke Madinah.'*

Orang-orang yang melihat mereka akhirnya membicarakan menurut pendapatnya
masing-masing. Mulailah terjadinya desas desus dan orang-orang munafik membesar-

besarkan, sehingga fitnah terhadap diri Aisyah tersebarluaskan sampai menimbulkan

136 K isah ini diambil dalam kitab Lu/u’ wa al-Marjan, him. 173.
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kegoncangan yang besar di kalangan kaum muslimin."”’ Dalam sejarahnya, peristiwa
pemfitnahan terhadap diri Aisyah sempat menimbulkan kehebohan di kalangan umat Islam
(sahabat-sahabat Nabi) bahkan hampir terjadinya perang antar golongan Aus dan Khazraj.
Karena jarimah itu dipandang sangat berbahaya dan sangat mengganggu keutuhan
masyarakat Muslim di kala itu, maka Rasulullah setelah turunnya surat an-Nur ayat 4
menghukum jilid delapan puluh kali terhadap pelaku pemfitnahan. Dengan demikian nas
tersebut mempunyai kekuatan berlaku surut dengan pertimbangan demi ketenangan pada diri
korban dan mengembalikan nama baik mereka serta menghapuskan kesan buruk dari orang
banyak.'>®

Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, maka nas yang berkaitan dengan jarimah qazf
berlaku surut, sebab Rasulullah seolah-olah menerapkan nas tersebut sebelum diturunkannya

surat an-Nur ayat 4.
. Jarimah Hirabah

Dasar hukum jarimah hirabah adalah al-Quran surat al- Maidah ayat 33:
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Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan

kaki secara bersilang atau diasingkan dari bumi, itu semua adalah balasan bagi mereka di

dunia dan di akhirat adalah siksa yang pedih.

Menurut suatu riwayat bahwa ayat tersebut turun sesudah terjadinya peristiwa

pembantaian terhadap penggembala unta. Akibat peristiwa tersebut dikenakan sanksi

17 As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 11: 349.
'8 Abd al-Qadir Awdah, 4r-Tasyri’..., I: 153.
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terhadap orang Bani Ukl (Urainah) yang melakukan kejahatan perampasan harta dan
membunuh penggembala unta sebelum diturunkannya nas. Dalam kasus ini tergambar bahwa
hukum pidana Islam dalam jarimah tertentu mempunyai kekuatan berlaku surut.

Deskripsi tentang kejadian pembantaian penggembala unta yang dilakukan oleh Bani

Ukl adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abia Kilabah dari Annas

sebagai berikut:

Sekumpulan Bani Uk!, datang menghadap Rasulullah, dan menyatakan masuk Islam.
Karena tidak cocok dengan kondisi alam sekitarnya, akhirnya mereka sakit dan
mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah menyarankan agar tinggal bersama
penggembala unta yang bernama Bissar dan minum air susu unta tersebut. Mereka
setuju terhadap saran Rasul dan keluarlah mereka serta minum air susu unta tersebut
dan akhirnya sembuh. Setelah sembuh mereka membunuh penggembala unta dan
menghalau semua untanya. Peristiwa tersebut akhirnya sampai kepada Rasulullah.
Dalam suatu riwayat Rasulullah memerintahkan dua puluh pemuda Ansor dan salah
satunya diangkat menjadi Qaif (pemburu jejak) yang bernama Kurz bin Jabir. Setelah
mereka tertangkap kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Maka diperintahkan
potong tangan dan kaki mereka secara bersilang, dicelak mata mereka dengan besi
panas, kemudian ditinggalkan di terik matahari sampai meninggal.'*®

Tujuan utama dari pemberlakuan surut adalah untuk memelihara keamanan dan
ketentraman masyarakat. Namun berlakunya surut tersebut hanya terbatas pada jarimah-

jarimah yang dinilai berbahaya dan sangat menganggu kepentingan umum.'®

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah .asas praduga
tidak bersalah (principle of lawfullness/presumption of innocence). Menurut asas ini, semua
perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.'®! Selanjutnya,

setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suvatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan

' Imam Bukhari, Sakih al-Bukhdri, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 51.

160 Ahmad Hanafi, Asas-asas. .., him. 46.

'®! Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti shalat atau puasa, semua perbuatan dilarang, kecuali yang
diperintahkan.
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kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan
muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.
Konsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum Islam jauh mengenalnya sebelum

hukum pidana positif. Empat belas abad yang silam Nabi Muhammad bersabda'®?:
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Hindarkan bagi muslim hukuman hudiid kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat

menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam

membebaskan daripada salah dalam menghukum.

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya
keraguan (doubt). Hadis Nabi secara jelas menyatakan: “Hindarkan hudid dalam keadaan ragu,
lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.” Menurut ketentuan
ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya

keraguan.‘63

Abd al-Qadir Awdah memberi contoh tentang keraguan itﬁ dalam kasus pencurian.
Misalnya suatu kecurigaan mengenai pencurian kepemilikan harta bersama. Jika seseorang
mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman hadd bagi pencurian menjadi
tidak valid, karena dalam kasus tersebut harta tidak secara khusus dimiliki orang lain, tetapi
melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu.'®* Contoh lainnya
adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. Di sini persangkaan tentang hak
ayah terhadap hak milik anaknya muncul, berdasarkan hadis Nabi anta wa maluka liabika

(engkau dan hartamu adalah milik ayahmu).

12 At-Tirmizi, Sunan at-Tirmizi, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1963), 1V: 33 .
'3 Subhat ialah ma yusbihu $abit wa laisa bisabit. berarti bertentangan antara unsur formil dan materiilnya
atau segala hal yang tetap dianggap tidak tetap. Abd al-Qadir Audah, Ar-Tasyri al-Jina'i... 1: 254.
164 1y :
Ibid.
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Keraguan tersebut dapat muncul karena kurangnya bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika
seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya
adalah pengakuannya sendiri. Akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.'®

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya
sesuatu benda atau barang dapat pula memunculkan keraguan, sehingga pencurian benda-benda
seper’ti itu tidak menjamin diterapkannya sad. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam Abu
Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas atau tidak tahan
lamanya suatu barang yang dicuri tidak memunculkan suatu kecurigaan, yang dapat menjadikan
tidak validnya had.’® Apakah prinsip ini berlaku untuk semua kejahatan? Dari hadis Nabi yang

disebutkan di atas, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman /ad jika ada keraguan.

7 membawa pembebasan terdakwa dan

Dalam kejahatan-kejahatan Audid, keraguan'®
pembatalan hukuman had. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman Aad ini, hakim (jika
diperlukan) masih memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ta zir kepada terdakwa.'®®

Para sarjana muslim sepakat pada penetapan pri;lsip di atas untuk kejahatan-kejahatan
hudiid dan kisas, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan-kejahatan ta zir.
Pandangan mayoritas adalah bahwa aplikasi prinsip ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan ta ’zir.
Akan tetapi, sebagian sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan yang terakhir

semestinya tidak dikecualikan, atas dasar bahwa, tidak ada sesuatupun dalam jiwa syariat

menghalangi keberlakuannya.'® Menurut mereka, ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk

' Ibid,, him. 256.

' penjelasan lebih detail untuk masalah ini lihat Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri'.., him. 257.

'®7 Mazhab Syafi’i mengklasifikasikan subkat dalam tiga kategori: (1) subhat yang berkaitan dengan tobyek;
(2) subhat yang disebabkan oleh pelakunya; (3) keraguan formal (muncul karena tidak sepakatnya para fuqaha
untuk suatu masalah). Sementara mazhab Hanafi mengklasifikasikan keraguan ini ke dalam: (1) keraguan yang
melekat dalam perbuatan itu; (2) keraguan yang melekat pada tempatnya; dan (3) keraguan yang melekat dalam
perjanjiannnya Abd al-Qadir Audah, A¢-Tasyri’ al-Jina'ial-Islami..., I hlm. 258-261.

168 Abdullahi Ahmad an-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi, (Yogyakarta: LKIS,
2001), hlm. 200.

19 M. Salim al-Awa, “The Basis of Istamic Penal Legalism™, dalam M. Cherif Bassioni, The Islamic
Criminal Justice System (London: Oceana Publications, Inc. 1982), him. 143-147.
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menjamin keadilan dan melindungi kepentingan terdakwa, baik dakwaan itu untuk kejahatan

had, kisas , atau ta’zir.!"°

170 1bid



BAB III
TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya
pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan
dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Satu
pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi
perkembangan dunia modern atau tidak ?, apabila dilihat sejaraah perkembangan
hukum Islam dari masa ke masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem
yang muncul.' Hal ini disebabkan adanya kemampuan mujthaid menggali dan
mengistimbatzkan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan
perkembangan dén tunutan zaman. Sebagaimana diketahui dalam kajian hukum
Islam bahwa dalam pokok-pokok berijtihad selalu bersandar pada al-Quran al-
Sunnah dan al-Ra’yu. Al-Ra’yu adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan
dan penelitian yang serius. la timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka
mencapai suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian teks hukum
sebagai sarana untuk mencapai hukum yang kontekstual >

Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Quran dan al-Hadis
sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hokum terus berkembang tanpa
batas.* Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus melakukan penemuan hukum
guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik

yang ada hukumnya tetapi tidak jelas petunjuknya atau yang sama sekali tidak

" Umar Shihab, Hukum Islam dan Transfoprmasi Pemikiran, (Semarang: Dina Utama, 1996),
him 9.

? Istimbap adalah mengeluarkan makna-makna dari nash. Abd. Wahab Khallaf, //m Usil al-
Figh. (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), him. 242.

’on Qayim al-Jauziyah, I'lam al-Mwwaqi’in al-Rab al-'Alamin, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr,
ttp), him. 66.

“Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islan,, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1994), him. 1.
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ditemukan hukumnya.’ Tjtihad bi al-Ra’yu dalam rangka menetapkan suatu hukum
yang sesuai dengan tuntutan zaman begitu urgen, manakala didapati persoalan yang
tidak terdapat dalam nas. Sementara persoalan selalu berkembaang dan tidak ada
kesudahannya, sedang nas telah berakhir (inna al-hawadis la tatanaha wa al-nusis
Lralranaha).6 Sedangkan kalau kita melihat dan mengungkap fakta sejarah dinamika
hokum Islam, nyatalah bahwa sejak periode awal sejarah perkembangan Islam,
Prilaku kehidupan muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh hukum Islam.’
Dan aturan itu tidak luput dari pemahaman dan penerapan hukum Islam itu sendiri
secara tekstual dan kontekstual.

Dalam Islam, sejak turun wahyu terakhir, surat al-Maidah ayat 3, lengkap
sudah risalah atau syari'at Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Risalah
ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam usaha meni:apai kebahagiaan dunia dan
akhirat. Ini berarti bahwa seluruh petunjuk yang diperlukan manusia dalam mencapai
tujuan hidupnya telah termuat dalam risalah yang diturunkan itu. Kenyataan
menunjukkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang, banyak
kejadian, peristiwa, dan persoalan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang
sedemikian komplek, sehingga seakan-akan syari'at Islam yang disampaikan Allah
SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. itu tidak sanggup meresponnya lagi.® Memang
harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan hadis itu sangat terbatas

adanya, padahal persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.’ Sebagai

SAsjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidatao
Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996, him. 4..

®Sesungguhnya masalah-masalah yang bar uterus berkembang sedang nas teks tetap tak akan
berubah; Abu Zahrah, Tartkh al-Mazaahib al-Islamiyyah, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), him.5.

Sedemikian rupa pentingnya hukum Islam, sehingga mendorong sarjana barat, Joseph
Schacht menyimpulkan: tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukum Islam, Joseph
Schacht, an Intraduction to Islamic Law, (Oxpord: University Press, 1996), him. I.

8Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi
Ijtihad" dalam Amrullah Ahmad dkk., peny., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlim. 99.
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konsekuensinya, para hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus melakukan
penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi
di masyarakat, baik yang tidak jelas hukumnya maupun yang sama sekali tidak diatur
hukumnya.lo

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan
hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di
masyarakat. Sebagian ahli hukum lebih suka menggunakan istilah "pembentukan
hukum" (rectsvorming) ketimbang "penemuan hukum" (rectsvinding) karena istilah
penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.'' Kendati
demikian, dalam konteks hukum Islam, istilah penemuan hukum lebih tepat, karena
diyakini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ditemukan. Mujtahid tidak membuat
tetapi menemukan hukum, di samping karena adanya kenyakinan bahwa hukum itu
dibuat oleh Tuhan sebagai Syar'i.'"?

Hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad
kemajuan dan teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang
berhubungan  dengan hukum Islam, para ahli hukum Islam tidak terbatas
mengandalkan hasil ijtihad di masa lampau. Alasanya keterbatasan kemampuan dalam
menjangkau masalah-masalah baru yang belum gda sebelumnya.'” Oleh karena itu
perlu dan dianggap penting untuk menemukan rumusan-rumusan baru dalam rangka
memberikan jawaban terhadap masalah kekinian yang belum ada jawabanya di masa

silam. Sementara teks-teks hukum baik dalam al-Qur'an maupun hadis sangat

9Iskandar Usman, Istthsan dan Pembaruan Hukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1994), hlm. 1.

9Asjmuni Abdurrachman, "Sorotan terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad” Pidato
Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah yang disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 1996, hIm. 3-4.

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty,
2005), hlm. 162.

12 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, , 'Ilm Usiil-l al-Figh, hlm. 167.

3Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2005), him.1
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terbatas adanya. Padahal, persoalan-persoalan hukum terus berkembang seiring
dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, para
mujtahid harus menggali, merumuskan dan melakukan penemuan hukum guna

memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam

Berangkat dari sebuah artikel yang berjudul "tradisi [slah dan Tajdid dalam
Hukum Islam" Akh. Minhaji, menuturkan: pada masa kini penting diupayakan
reformasi (islah) kajian hukum Islam dengan mengembangkan persoalan yang lebih
variatif dan berorientasi kawasan. Pemikiran Hukum Islam perlu didukung oleh
model berpikir yang bernuansa penemuan baru, diperkaya ilmu-ilmu social untuk
membangun kehidupan bangsa yang agamis.]4 Ungkapan di atas sengaja dikutip
untuk memberikan gambaran, bahwa pada dasarnya Islam memberikan tempat yang
baik akan upaya-upaya reformasi (islah) dan pembaharuan (tajdid)."” Nampaknya
ungkapan beliau konsisten dengan didukung oleh model berfikir yang dinamis dan
kreatif, sebagaimana dijelaskan dalam memahami syari'at Islam, yakni ada dua
pendekatan pertama doktriner normative artinya Islam sebagai agama mendasarkan
segala ajarannya pada al-Quran dan as-Sunnah, sehingga setiap individu Muslim
harus mendasarkan segala aktivitas pada keduanya. Kedua pendekatan empiris-
induktif, artinya pemahaman ak-Quran dan as-Sunnah tidak absolute, melainkan
relative, sesﬁaai dengan sifat relative manusia itu sendiri. Oleh karena itu guna
mendapatkan pemahaman ajaran al-Quran yang mendekati apa yang dikehendaki

Allah, diperlukan model berfikir induktif sebagaimana dikenal dalam penelitian ilmu-

'“Akh. Minhaji, "Tradisi Islah dan Tajdid dalam Hukum Islam” dalam Profetika, Jurnal Studi
Hukum Islam, Yogyakarta: , 2001, him.237. .
"lbid.
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ilmu social.'® Kaitannya dengan upaya pengistimbatan hokum, Akh Minhaji bisa
disebut sebagai Mujtahid, yang berupaya memahami ajaran agama bukan terbatas
pada dataran teks tetapi juga konteks, dan ketika pemahaman Islam secara kontekstual
selalu diawali dengan penelitian matang terhadap suatu peristiwa yang ditetapkan
hukumnya. Sehingga hasil ijitihad dari mujtahid tidak menyimpang dari kehendak
syara’. ljtihad bi al-ra’yu begitu urgen, manakala didapati persoalan yang tidak
terdapat dalam nas. Sementara persoalan selalu berkemabang dan tidak ada
kesudahannya, sedang nas telah berakhir.!”

Mesti diingat kembali bahwa problem utama yang mendorong ulama untuk
merumuskan berbagai teori dan metoe ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi
oleh umat Islam, bahwa nash al-Quran dan Hadis terbatas secara kuantitatif, padahal
peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang. Oleh karena itu berbagai teori dan
metode ijtihadpun dirumuskan untuk mengembangkan nilai-nilai nash yang terbatas
ke dalam realitas yang tak terbatas.'®

Jika ada seseorang mengatakan bahwa hukum lslam tidak bisa direformasi dan
diubah, maka hukum Islam yang dimaksud adalah padanan kata syari'ah yang
kebenaran bersifat mutlak dan absolut. Sebaliknya jika seseorang mengatakan hukum
Islam itu dapat direformasi dan rdiubah, maka yang dimaksud hukum lIslam di sini
adalah padanan kata figh yang kebenaranya bersifat relatif.'” Namun ada sebagaian
pendapat bahwa rumusan hukum Islam (figh) juga tidak dapat diubah terutama setelah

munculnya imam mazhab. Alasanya Imam mazhab sebagai mujtahid mutlak yang

'*Akh. Minhaji, "Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam (kerangka
Metodologi)" dalam Jurnal Dialektika Perdaban Islam: Dinamika, Yogyakarta, Edisi Juli 2003.
hlm.20-21. ’

" Abt Zahrah, Tarikh..., Juz, |. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), him.5.

®Yudian Wahyudi, Ushul Figh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan
Amerika, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006), him.48.

' Akh. Minhaji, "Tradisi Islah dan Tajdid dalam Hukum Islam" dalam Profetika, Jurnal Studi
Hukum Islam, Yogyakarta: , 2001, him.242. .
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kebenaranya tidak diragukan, sehingga umat Islam cukup mengikuti pendapat imam
mazhab. Hal ini yang menyebabkan reformasi dan pembaharuan hukum Islam stagnan
(kemandegan). Pemikiran sebagaian umat Islam seperti Inilah yang oleh Akh Minhaji
dikritik. Oleh beliau dikatakan, kalau berfikirnya umat Islam modern hanya
berorientasi pada pemikiran-pemikiran ulama masa lalu dan kurang memberikan
perhatian pada proses pemikiran yang melatar belakangi produk-produk hukum Islam,
maka umat Islam terkebiri dengan hanya terpukau pada materi-materi figh dan
melupakan peran ushul figh yang justru menjelaskan proses penetapan hukum.
Islam sebagai ajaran yang mempunyai watak dinamis selalu mendorong
adanya gerakan reformasi dan pembaharuan, maka sulit dipahami jika.ada sementara
kalangan yang hanya mencoba menekankan kepentingan budaya barat dalam
perkembangan hukum Islam kontemporer. Dengan tidak mengecilkan pengaruh nilai-
nilai barat harus diingat bahwa tujuan reformasi dan pembaharuan hukum Islam
tidak mengikuti dan meniru hal-hal yang ada di barat, tetapi lebih dimaksudkan untuk
membawa umat Islam ke jalan yang sesuai dengan ajaran hukum Islam. Bahkan
sering kali dikatakan kedatangan Islam dapat dipandang sebagai gerakan reformasi
dan pembaharuan hukum Islam yang menakjubkan masyarakat Arab kala itu.
Sedangkan gerakan reformasi selanjutnya yang cukup mengagumkan adalah
munculnya kekuasaan Abbasiyah yang telah melahirkan revolusi besar di kalangan
umat Islam, yang ditandai dengan terlibatnya non Arab yang secara bersama-sama
dengan masyarakat Arab dan memberikan darma baktinya dalam perkembangan ilmu
pengatuan. 2' Tegasnya, Nabi Muhammad telah membawa perubahan dalam wacana

konsep pembaharuan akidah tauhid yang menghasilkan transformasi pemikiran bagi

O1pid. him. 243.
2i1bid. 243-244.
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bangsa Arab kala itu, yang akhirnya lahirlah transformasi sosial yang menyebar ke
seluruh pelosok dunia.”?

Secara historis dalam ajaran Islam baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah
membuktikan adanya perubahan dan pembaharuan hukum Islam, sebagai contoh
adanya pengharaman khomr yang bertahap, adanya larangan ziarah kubur oleh Nabi
dan dicabut sendiri oleh Nabi. *

Dengan demikian hasil gerakan reformasi bisa sesuai dengan pikiran-pikiran.
barat, tetapi juga mungkin berbeda. Bahkan gerakan reformasi itu sendiri tidak jarang
justru bertentangn dengan pikiran dan sekaligus sikap anti barat. Seperti perang —
perang suci (jihad) yang dilancarkan melawan penjajah barat, baik di Afrika, India
maupun di Asia Tenggara merupakan contoh jelas dalam hal ini. Kalau di Indonesia
Akh Minhaji mencontohkan gerakan melawan Belanda yang dipimpin oleh Semantri
atau kiai Lanceng di Sampang Madura dan gerakan yang dimotori oleh al-Islah, satu
organisasi gerakan pembaharu di Bangkalan Madura yang menentang bercokolnya

penj'clj'clh.24

22 Umar Sihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: Dina Utama, 1996,
him. 78.
BMasalah perubahan ini, dibaca Q.S. al-Bagarah 219. an-Nisa: 43 dan al-Maidah : 90..
P
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang
besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

Peringatan berikutnya supaya jangan melakukan shotat dim keadaan mabuk belum sampai
pengharaman

IR I T LA I .- s E - - R At Y . e gE.
Ol G Talis 55 ¢S 2bh slall 1, YL,k il g5
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga

kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,
Peringatan terakhir adalah pengharaman mutlak dari jenis minum-minuman keras.

<
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
*Akh Minhaji mengutip Disertasi Kuntowijoyo, Social Change in an Agrarian Society,
Madura, 1850-1940.dan dimuat pada Jurnal Profetika , hIm. 262.
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Ada perbedaan yang mendasar antara gerakan reformasi di Barat dan Islam. Di
Barat orientasi reformasi dan pemharauan ditekankan pada "looking forward' (to
lookforward), artinya untuk mengatasi persoalan yang ada diperlukan kemampuan
menatap masa depan dan tidak bergantung masa silam. Sedangkan dalam Islam justru
sebaliknya. Dalam Islam, upaya reformasi dan pembaharuan justru didasarkan pola
pandang "looking backward" (to look backward), karena itu reformasi dan
pembaharuan hukum Islam harus melihat ke belakang, terutama masa awal Islarﬁ. Ini
terscermin dalam slogan "kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah" Sloga ini harus
dipahami, bahwa untuk maju, umat Islam harus mampu melepaskan diri dari beban-
beban sejarah yang terwujud dalam bentuk pemahaman dan praktik yang telah
mentradisi dan mapan yang justru menghambat kemajuan. Kemudian kembali kepada
ajaran murni dengan upaya interpretasi berdasarkan kondisi riil dan kontemporer.
Dengan demikian upaya pemahaman ajaran hukum Islam selalu aktual dan sejalan
dengan tuntutan umat dan sekaligus tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dengan demikian ada dua faktor yang melatarbelakangi reformasi dan
pembaharuan hukum Islam: faktor eksternal dan internal, Faktor internal selalu
banyak mendominasi dalam gerakan reformasi dan pembaharuan hukum Islam
termasuk dalam masa modern separti dewasa ini. Sedang faktor eksternal ada dua:
pertama faktor positif pengaruh barat dan kedua kesadaran adanya pengaruh negataif
dari budaya Barat. Dan gerakan reformasi dan pembaharuan hukum Islam pada masa
modern ini lebih banyak disebabkan oleh dinamika internal terutama seteleh melihat

adanya jarak anatar realitas umat Islam dan ajaran ideal Islam itu sendiri.*

#Akh. Minhaji, "Tradisi Islah dan Tajdid dalam Hukum Islam, him. 247.
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C. Transformasi Hukum Islam dan Perubahan Zaman

Dalam sejarah kehidupan umat, ijtihad selalu menempati posisi sentral, hal
ini dikarenakan, bahwa al-Quran dan al-Hadis telah berhenti bersamaan dengan
wafatnya Nabi, sementara masalah terus dan selalu berkembang. Pada
perkembanganya terjadi perbedaan di kalangan ulama (mujtahid) dalam memahami
al-Quran dan al-Hadis. Ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid kadang kala berbeda baik
dari segi metode maupun hukum yang dihasilkan Ada sebagian. mujtahid
mementingkan teks tetapi juga ada yang berkecenderungan mengedepankan
konteks.?® Sebagaimana diketahui dalam kajian hukum Islam bahwa dalam pokok-
pokok berijtihad menggunakan al-Quran al-Sunnah dan al-ra’yu. Al-Ra’yu adalah
suatu pemikiran yang timbul dari hati nurani setelah melalui perenungan dan
penelitian yang serius. la timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka
mencapai suatu kebenaran berdasarkan indikasi yang ada.”’ Kaitannya dengan upaya
pengistimbatan hukum suatu pendapat dikatakan al-Ra’yu yang benar, jika pendapat
itu diawali dengan penelitian matang terhadap suatu peristiwa yang ditetapkan
hukumnya. Sehingga hasil ijitihad dari mujtahid tidak menyimpang dari kehendak
syara’. ljtihad bi al-ra’yu begitu urgen, manakala didapati persoalan yang tidak
terdapat dalam nas.®® Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, Prilaku

kehidupan muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh hukum Islam.

26 Akh. Minhaji, Tradisi ljtihad dalam Islam (Dulu Kini dan Mendatang) Jurnal Hukum Edisi
Juni 2001, Yogyakarta), him. 1.

* Ibn Qayim al-Jauziyah, /'Jam al-Mwwagi'in al-Rab al-Alamin, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr,
ttp), him. 66.

2 Abii Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), him.5.

*Sedemikian rupa pentingnya hukum Islam, sehingga mendorong sarjana barat, Joseph
Schacht menyimpulkan: tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukum Islam, Joseph
Schacht, an Intraduction to Islamic Law, (Oxpord: University Press, 1996), him. 1.
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Oleh karena itu Akh Minhaji menegaskan bahwa ijtihad adalah suatu keharusan®,
karena secara epistimologis paling tidak ada dua hal penting dalam hukum Islam,
yakni menyangkut sumber hukum dan metode dalam memahami sumber hukum
tersebut.!

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an
dan hadis, karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedang kata dalil
di samping dapat digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku untuk ijma’,
qiyas, isithsan, istislah saduzzari’ah, wurf istishab karena memang semuanya
menuntun kepada penemuan hukum.*2

Sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa sumber hukum
Islam ada tiga, yaitu Al-Qur'an, hadis dan ra'yu.33 Menyebutkan tiga macam sumber

hukum Islam itu didasarkan pada ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): ayat 59 :

& ed £ ., PRENN]
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Ayat ini memberikan penjelasan agar orang beriman taat kepada Allah, taat
kepada Rasul-Nya dan w/ul amri dari mereka, dan jika berbeda pendapat mengenai
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Perintah taat kepada Allah dan
Rasul menunjuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Perintah

taat kepada ulul amri menunjuk kepada ijma' sebagai sumber hukum. Sedangkan

®Baca selengkapnya Akh' Minhaji “Tradisi [jtihad dafam Tslam (Dufu Kini dan Mendatang)"
Jurnal Hukum Edisi Juni 2001, Yogyakarta. Him. 5-11. .

1At "sumber hukum Islam" ahli ushul menggunakan istilah dalil-dalil syar'iyyah (al-adillah
al-syar'iyyah). Penggunaan istilah magddir al-ahkam oleh ulama sekarang ini tentu yang
dimaksudkannya adalah searti dengan istilah al-adillah al-syar'iyyah.*' Walaupun sesungguhnya ada
perbedaan kalau kita cermati, kata masdarr jamaknya masddir berarti wadah yang dari padanya digali,
ditimba dan ditemukan norma-norma hukum.’' Sedangkan kata  dalil merupakan petunjuk yang
membawa kita menemukan hukum tertentu. Baca selengkapnya masalah ini Wael B. Hallaq. Sejarah
Teori Hukum Islam, alih bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2001), hlmn. 1.

32 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, cet. ke-5 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996), hlim. 69.

33 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Nur Cahya,
1983), him. 7.
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perkataan jika kamu berbeda pendapat kembalikanlah kepada Allah dan Rasul
menunjuk kepada al-qiyas sebagai sumber hukum.

Adapun persolan metode pemahaman teks bisa kita lihat dalam kajian filsafat
hukum Islam. Dalam hukum Islam, para mujtahid menemukan metode penetapan
hukum dengan tiga cara: pertama, metode interpretasi literal yaitu hukum yang
ditemukan adalah bukan hukum hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada
dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanlya kejalasan hukum .
Kedua, kausasi (ta’lz‘lz),34 yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan
maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syara’ . Metode ini mencakup dua
temuan hukum yang meliputi metode giyasi’ yaitu menetapkan hukum berdasarkan
adanya kesamaan indikasi dan metode feleologis, yaitu menetapkan hukum karena
adanya tujuan-tujuan hukum. Ketiga metode sinkronisasi, yaitu mencari solusi
terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya, misalnya antara 'ayat al-
Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, antara hadis mutawatir dengan hadis
mutawatir yang lain, dan seterusnya™ Berbeda dengan ad-Dawalibi, beliau
berpendapat Ada tiga model (penemuan hukum) ijtihad yang dilakukan oleh para
sahabat Nabi, hanya saja tidak ditegaskan istilah-istilahnya, yaitu ijtihad bayani,
ijtihad giyasi dan ijtihad istislahi, Sebenarnya metode gqiyasi dan istislahi dapat
dikategorikan sebagai motode penemuan hukum kausasi atau tafili. *

Metode ta'lili’ adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar
konsepsi (penetapan) hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik

berupa ‘illat hukum (alasan-alasan ditetapkannya hukum) maupun tujuan-tujuan

34 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: UIl Press, 2002),

him. 8.
35 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islami, cet. ke-1

(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), hlm. 417.
®Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, al-Madkhal ila ‘limi Usiil al-Figh (Beirut: Dar al-Kitab, 1950), hlm.
45; Wahbah az-Zuhailiy, Usil al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1l: 1040-1041.
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hukum.(magqagsid asy-Syar’iyyah) Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua,
yaitu metode qiyasi, yakni perluasan nilai syari’ah yang terdapat dalam kasus asal
kepada kasus baru, karena yang disebut terakhir mempunyai kausa (illat) yang dengan
yang disebut pertama.’” Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan
membangun atas dasar adanya indikasi yang sama antara hukum cabang dengan
hukum asal (bina al-ahkam 'ala al-'illah.)™

Sifat teleologis hukum Islam dapat dilihat dari t'ujuan-tujuan tertentu yang
hendak dicapainya. Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan
cita-cita ini. Yang paling terkenal adalah teori Magagsid asy-syari’ah. Pencetus teori
ini adalah al-Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-
Ghazali.*® Setelah mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori
ini mengalami kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala
itu. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India,
merekomendasikan agar murid-murid mereka mengkaji al-Mwwafagar fi Usul al-
Ahkdm, buah pena al-Syatibi yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, Magasid asy-syari’‘ah bermaksud mencapai, menjamin dan
melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanagkan tiga skala
prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: al-dharuriyyat, al-hajiyyat dan al-
tahsiniyat.*® Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan
disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia.*' Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (magqasid asy-

3"Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam, alih bahasa Nurhaidi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 255.

38 Ali Hasab Allah, Usil al-Tasyri' al-Islami (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), hlm. 148-150. Baca
juga Rahmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami.”, dalam Dimensi Hukum Islam., hlm. 110.

3yudian Wahyudi, Usul Figh Hermeneuitika.. him.44.

“1bid

41t Abd Wahab Khallaf, ‘Iim Usal al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan
dengan surat al-Anbiya ayat 107.
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syari’ah) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan
penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar
dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar
yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada
nasnya.*?

Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-
tujuan hukum menjadi tiga yaitu maqasid al-dharz/rzyjzat, al-maqashid al-h‘ajzyyat dan
al-magagsid ~ al-tahsiniyyatt.”®  magasid al-dharuriyyar  (tujuan-tujuan  primer),
didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat
menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada,
kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak akan tercapai.** Di sini
ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Ini termasuk maslahat yang mu'tabar karena memiliki rujukan yang jelas dalam al-
Qur'an.* Pemeliharaan agama pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan
murtad, . Pemeliharaan Jiwa pada dasarnya merupakan pengistilahan dari cegahan
untuk membunuh. Pemeliharaan akal merupakan pengistilahan dari pencegahan untuk
mengkonsumsi minuman-minuman keras, Pemeliharaan keturunan merupakan
pengistilahan dari perintah untuk menikah dan dilarnagnya perzinaan, karena

perbuatan itumerusak keturunan (nasab), cegahan menikah dengan wanita musyrikat,

REENTSIE VSR e STy Ry
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

42 Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial” dalam Dialog (Badan Litbang
Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), hlm. 29.

43 Al-Syatibi, al-Muwafaq fi Usul at-Tasyri (Ttp: D+r al-Fikr, 1341 H.), II: 4. Baca
juga,Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Hermeneutika, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea
Press, 2006), hlm. 43.

44 Ibid.

45 Ahmad Rofiq, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, hlm. 156-157.
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cegahan menikah dengan ibu,,Pemeliharaan harta merupakan pengistilahan dari
cegahan untuk mencuri, cegahan makan harta dengan cara batil.

Magasid al-Hajiyyatt (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu
yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan
yang termasuk dalam kategori al-dharuriyyat dan sekaligus menyingkirkan faktor-
faktor yang mempersulit usaha perwujudan al-dharuriyyat Karena fungsinya yang
melengkapi tujuan primer, maka kehadirannya.dibutuhkan (sebagai‘ terjemahan kata
al-hajiyyat), bukan niscaya (sebagai terjemahan dari kata al-dharuriyyat). Artinya jika
hal-hal hgjjiyat tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi
berbagai kekurangsempurnaan, bahkan kesulita_n. Misalnya, untuk melaksanakan
ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan
masjid. Tanpa masjid, tujuan melindungi agama dengan melaksanakan shalat t.idaklah
rusak total, tetapi mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh shalat di pantai
dan di atas batu tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangat membantu.*®

Maqasid  al-tahsiniyyat (tujuan-tujuan tertier) berarti sesuatu yang
kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat memperindah
(sebagai terjemahan harfiah dari kata tahsiniyyaf) proses perwujudan kepentingan al-
dharuriyyat dan hgjjivat.  Oleh karena itu, ketidakhadirannya tidak akan
menghancurkan atau mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan

etika.?’

D. Transformasi Pemikiran Hukum Islam: Antara Teks dan Konteks
Pergumulan hukum Islam dengan realitas zaman selalu menuntut timbulnya
pertanyaan ulang terhadap produk-produk ulama terdahulu, terutama jika dikaitkan

dengan spectrum masalah dewasa ini yang semakin luas dan kompleks. Satu

46 Yudian Wahyudi, Ushul Fikih.,him. 46.
47 Ibid.
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pertanyaan yang muncul adalah apakah hukum Islam mampu mengantisipasi
perkembangan dunia modern atau tidak ?, apabila dilihat sejaraah perkembangan
hukum Islam dari masa ke masa ditemukan kemampuan mengantisipasi problem
yang muncul.®® Hal ini disebabkan adanya kemampuan mujthaid menggali dan
mengistimbat49kan hukum-hukum al-Quran dan as-Sunnah sesuai dengan
perkembangan dan tunutan zaman. Sebagaimana diketahui dalam kajian hukum
Islam bahwa dalam pokok-pokok berijt‘ihad selalu bersandar pada al-Quran al-
Sunnah dan al-ra’yu. Al-ra’yu adalah suatu pemikiran setelah melalui perenungan dan
penelitian yang serius. Ia timbul dari proses berfikir yang matang dalam rangka
mencapai suatu kebenaran berdasarkan pemahaman dan penggalian teks hukum
sebagai sarana untuk mencapai hukum yang kontekstual.*®

Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Quran dan al-Hadis
sangat terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hokum terus berkembang tanpa
batas.”! Sebagai konsekuensinya, para mujtahid harus melakukan penemuan hukum
guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik
yang ada hukumnya tetapi tidak jelas petunjuknya atau yang sama sekali tidak
ditemukan hukumnya.’® ljtihad b/ al-ra’yu dalam rangka menetapkan suatu hukum
yang sesuai dengan tuntutan zaman begitu urgen, manakala didapati persoalan yang

tidak terdapat dalam nas. Sementara persoalan selalu berkembaang dan tidak ada

kesudahannya, sedang nas telah berakhir (inna al-hawadis la tatanaha wa al-nususu

* Umar Shihab, Hukum Islam dan Transfoprmasi Pemikiran, (Semarang: Dina Utama, 1996),
him 9.

* Istimbat adalah mengeluarkan makna-makna dari nash. Abd Wahab Khalaf, Ilmu Kairo:
Dar al-Qalam, 1990), him. 234.

% Ibn Qayim al-Jauziyah, /'lam al-Mwwaqi’in al-Rab al-'Alamin, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr,
ttp), him. 66.

$!skandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam,, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1994), him. 1.

2Asjmuni A. Rahman, "Sorotan Terhadap Berbagai Masalah Sekitar ljtihad" Pidatao
Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta tanggal 25 mei 1996, him. 4..
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tatanaha).>® Sedangkan kalau kita melihat dan mengungkap fakta sejarah dinamika
hokum Islam, nyatalah bahwa sejak periode awal sejarah perkembangan Islam,
Prilaku kehidupan muslim dalam keseluruhan aspeknya diatur oleh hukum Islam.>*
Dan aturan itu tidak luput dari pemahaman dan penerapan hukum Islam itu sendiri
secara tekstual dan kontekstual.

Dalil-dalil hukum (adilat al-syar’iyah) merupakan teks-teks hukum yang
digunakan sebagai landasan ditefapkannya suatu ketentuan hukum.® Untuk
menjelaskan arti "sumber hukum Islam" ahli ushul menggunakan istilah dalil-dalil
syar'iyyah (al-adillah al-syar'iyyah). Penggunaan istilah masadir al-ahkam oleh
ulama sekarang ini tentu yang dimaksudkannya adalah searti dengan istilah al-adillah
al-syar'iyyah.>® Walaupun sesungguhnya ada perbedaan kalau kita cermati, kata
masdar jamaknya masddir berarti wadah yang dari padanya digali, ditimba dan
ditemukan norma-norma hukum.’’ Sedangkan kata dalil merupakan petunjuk yang
membawa kita menemukan hukum tertentu.”®

Memperhatikan batasan di atas, kata sumber hanya berlaku untuk al-Qur'an
dan hadis, karena hanya dari keduanya digali norma-norma hukum. Sedang kata dalil
di samping dapat digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, juga berlaku untuk ijma’,

qiyas, isthsan, istislah saduzzari’ah, urf, istishab karena memang semuanya

3Sesungguhnya masalah-masalah yang bar uterus berkembang sedang nas teks tetap tak akan
berubah; Abu Zahrah, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Juz, 1. (Kairo: Dar al-Fikr, ttp.), him.5.

Sedemikian rupa pentingnya hukum Islam, sehingga mendorong sarjana barat, Joseph
Schacht menyimpulkan: tidak mungkin untuk memahami Islam tanpa memahami hukum Islam, Joseph
Schacht, an Intraduction to Islamic Law, (Oxpord: University Press, 1996), him. 1.

%> Wael B. Hallaq, 4 History of Islamic Legal Theories. Sejarah Teori Hukum Islam, alih
bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin Wahid, cet. ke-2 ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), him.
277.

56 [smail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992),
hlm. 20.

57 Wael B. Hallaq. Sejarah Teori Hukum Islam, alih bahasa E. Kusnadiningrat Abd. Haris bin
Wahid, ce;.};q;lz ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1.

58 Iowd.
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menuntun kepada penemuan hukum.” Sebagian ahli hukum Islam yang lain
berkesimpulan bahwa sumber hukum Islam ada tiga, yaitu al-Qur'an, hadi$ dan
ra'yu.’  Menyebutkan tiga macam sumber hukum Islam itu didasarkan pada

ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa (4): 59 :
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Perintah taat kepada ulul amri menunjuk kepada ijma' sebagai sumber hukum.
Sedangkan perkataan jika kamu berbeda pendapat kembalikanlah kepada Allah dan
Rasul menunjuk kepada al-giyas sebagai sumber hukum.

Adapun landasannya dalam Sunnah adalah ketetapan Rasulullah saw. pada masa
hidupnya, yaitu ketika pada suatu hari Rasulullah saw. bertanya kepada Mu'adz bin
Jabal yang diutus Nabi untuk menjadi penguasa di Yaman. Nabi berkata: "Bagaimana
anda mengambil keputusan jika kepada anda dihadapkan kepada suatu persoalan?"
Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an”.
Nabi bertanya, "Seandainya anda tidak menemukan pemecahannya dalam al-Qur'an?"
Muadz menjawab: "Saya memutuskan berdasarkan Sunnah". Kemudian Nabi
bertanya lagi: "Seandainya dalam Sunnah tidak ditemukan pemecahannya?" Muadz
menjawab: "Saya mengamalkan ijtihad dengan ra'yu dan saya tidak akan membiarkan
persoalan itu tanpa putusan”. Muadz mengatakan: "Mendengar jawaban itu Rasulullah
kemudian menepuk dadaku dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah

memberikan taufig-Nya kepada utusan Rasulullah dengan hal yang melegakan hati

59 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Hmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia, cet. ke-5 (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1996), hlm. 69.
60 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat bagi Umat Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Nur Cahya,

1983), hlm. 7.



137

Rasulullah".® Dengan demikian sumber-sumber hukum Islam ada tiga yaitu al-
Qur'an, hadis dan ra'yu. Sebaliknya jika kita simak penjelaskan surat an-Nisa’ (4): 59
di atas, ijma’ dan qiyas dipandang sebagai salah satu metode ijtihad, di samping
adanya metode lain, seperti istihsan, maslahah mursalah dan sebagainya.®?

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sumber hukum Islam ada dua
yaitu sumber utama (pokok): al-Qur'an dan hadis. Dan sumber pendukung yaitu ra'yu
atau ijtihad® yéng merﬁpakan metode berfikir dalam memahami al-Qur'an dan hadis
dan metode menetapkan ﬁukum sesuatu masalah yang tidak ada nasnya, demikian
pula metode untuk menetapkan kaidah kulliyah yang diambil dari berbagai ayat untuk
dasar penetaban hukum bagi masalah-masalah yang akan datang. Pada
perkemabangannya muncul sumber hukum Islam yang disusun secara hirarkhi dan
sistematik, yakni al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ al-Qiyas, Istihsan, Maslahah al-
mursalah, Istishab, Urf. Saddudzdzari’ah, Mazhab Sahabi dan Syar 'u man Qablana64.

Sebagai bahan perbandingén, bahwa sumber hukum dalam hukum posistif ,
sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa sumber utama penemuan
hukum adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi,
perjanjian internasional dan doktrin.® Penyebutan tersebut menunjukkan adanya
hierarkhi dalam sumber hukum, ada tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi
konflik dua sumber, maka sumber hukum yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih
rendah.

Dalam Islam, sejak turun wahyu terakhir, surat al-Maidah ayat 3, lengkap

sudah risalah atau syari'at Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Risalah

8" Abii Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistani al-Azdi, Sunan Abu Dawud (Bandung:
Dahlan, tt.), I11: 303. '

2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Adat., him. 7.

¢ Mahmud Syaltut berpendapat bahwa ra'yu sama dengan ijtihad. Baca Mahmud Syaliut, /slam ‘Agidah
wa Syari'ah (Cairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 56.

%Satria Efendi, Ushul Figh, ...him.77.

65 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, hlm. 48.
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ini menjadi petunjuk bagi manusia dalam usaha mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat. Ini berarti bahwa seluruh petunjuk yang diperlukan manusia dalam mencapai
tujuan hidupnya telah termuat dalam risalah yang diturunkan itu. Kenyataan
menunjukkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. sampai sekarang, banyak
kejadian, peristiwa, dan persoalan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang
sedemikian komplek, sehingga seakan-akan syari'at Islam yang disampaikan Allah
SWT. kepada Nébi Muhammad SAW. itu tidak sanggup meresponnya lagi.66
Memang harus diakui bahwa teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan hadis itu sangat
terbatas adanya, padahal persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.®”
Sebagai konsekuensinya, para hakim dan petugas-petugas hukum lainnya harus
melakukan penemuan hukum guna memberikan solusi terhadap berbagai persoalan
yang terjadi di masyarakat, baik yang tidak jelas hukumnya maupun yang sama sekali
tidak diatur hukumnya.®®

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses konkretisasi peraturan
hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di
masyarakat. Sebagian ahli hukum lebih suka menggunakan istilah "pembentukan
hukum" (rectsvorming) ketimbang "penemuan hukum" (rectsvinding) karena istilah
penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.’ Kendati
demikian, dalam konteks hukum Islam, istilah penemuan hukum lebih tepat, karena

diyakini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ditemukan. Mujtahid tidak membuat

66Rachmat Djatnika, "Jalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi
Ijtihad” dalam Amrullah Ahmad dkk., peny., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlim. 99.

671skandar Usman, Istihsan dan Pembaruan Hukwmn Islam, cet. ke-1 (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1994), hlm. 1.

68 Asjmuni Abdurrachman, "Sorotan terhadap Berbagai Masalah Sekitar Ijtihad" Pidato
Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah yang disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 25 Mei 1996, hlm. 3-4.

69 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, cet. ke-2 (Yogyakarta:
Liberty, 2005), hlm. 162.
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tetapi menemukan hukum, di samping karena adanya kenyakinan bahwa hukum itu
dibuat oleh Tuhan sebagai Syar's.’”

Dalam rangka menemukan hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak ada
atau tidak jelas hukumnya, para juris muslim telah mengembangkan metode
penemuan hukum Islam yang bertolak dari sumber-sumber hukum Islam itu sendiri.”!

Hukum Islam menghadapi tantangan lebih serius, terutama pada abad
kemajuan dén teknologi. Untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang
berhubungan  dengan hukum Islam, para ahli hukum Islam tidak terbatas
mengandalkan hasil ijtihad di masa lampau. Alasanya keterbatasan kemampuan dalam
menjangkau masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya.72 Oleh karena itu
perlu dan dianggap penting untuk menemukan rumusan-rumusan baru dalam rangka
memberikan jawaban terhadap masalah kekinian yang belum ada jawabanya di masa
silam. Sementara teks-teks hukum baik dalam al-Qur'an maupun hadis sangat
terbatas adanya. Padahal, persoalan-persoalan hukum terus berkembang seiring
dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, para

-mujtahid harus menggali, merumuskan dan melakukan penemuan hukum guna

memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

E. Pembaruan Hukum Islam karena Perubahan Zaman dan Tempat

Pembaruan atau transformasi pemikiran terhadap ajaran-ajaran Islam,
termasuk dalam hal ini adalah transformasi pemikiran dari segi aspek hukumnya, para
ulama kontemporer meyakini adanya dasar hukum persoalan tersebut yakni, hadis

Nabi:

70 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, , IIm Usal al-Figh, hlim. 167.

7 Satria Efendi M. Zein, "Metodologi Hukum Islam” dalam Amrullah Ahmad dkk., peny.,
Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996),
hlm. 118.

"2Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), him.1
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Artinya: Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di penghujung setiap saratus
tahun, orang yang mengadakan pembaharuan (interpretasi) agama untuknya.

Selain hadis di atas juga ada hadis lain yang bertemakan pembaharuan, yakni:

74 5

Artinya: Perbaharuilah imanmu, Rasul ditanya, Bagaimana cara
memeperbaharui iman kami , rasul menjawab: Perbanyaklah ucapan La ilaha illallah

Meskipun hadi$ di atas konteknya berbeda dengan hadis pertama namun
dapat dijadikan argumentasi, bahwa Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada
umatnya, untuk senan tiasa mengadakan pembaruan terhadap ajaran agamanya,
termasuk hukum-hukumnya.

Istilah pembaruan berasal dari akar kata "baru" yang dalam konteks bahasanya
menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang ,
yakni:

1. Barang yang diperbarui, pada mulanya pernah ada dan pernah dialami oleh
orang lain
2. Barang itu dilanda zaman dan menjadi usang dan ketinggalan zaman
3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru.”
. Dengan demikian tajdid (pembaruan adalah suatu yang pernah actual pada

awalnya, tetapai karena perkembangan waktu, tuntutan zaman serta desakan

B Abti Dawud, Sunan Abi Dawiid, (Mesir: al-Mustafa al-Halabi wa Awladuhu, 1955), juz 1I:
424,

7 Ahmad Ibn Hambal, Musnad Ibn Hambal, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz. 111, him. 309

75Rifyal Ka.bah dan Bustami Sa'id, , Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi
Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf, (Jakarta: Minaret, 1987), him. 52.
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kebutuhan, sesuatu itu tidak menjadi baru lagi, dan untuk mengaktualisasikan perlu
dan harus mengac‘u kepada teks dan konteksnya yang semula.

Al-Qumi sebagaimana yang dikutip oleh M. Abd ar-Rauf al-Manaawi
mendefiniskam tajdid sebagai menghidupkan kembali al-Quran dan al-Hadis yang
pernah actual dan menetapkan hokum berdasarkan suatu perbuatan berdasarkan
kedua sumber tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka memperbarui agama bukan berarti
mengadakan hal yang terhadapa agama, tetapi mengembalikan ajaran yang sudah
bercampur dengan keadaan bid'ah menjadi murni kembali seperti semula. Maka
seorang pembaharu di sini adalah orang yang ahli dalam bidang agama, baik yang
beralian dengan amaliyah maupun hukum pokok. Adapun sebagian pemikir seperti
DR. Thahan dan Aahmad Husnan mengakui adanya tajdid (pembaharuan) tetapi tidak
boleh melampui batas, sebab harus dibedakan mana yang boleh diubah dan mana
yang tidak boleh diubah. Artinya semanagt pembaharuan tetap tidak boleh lepas dari
semangat tujuan syari'at.

Sejarah munculnya pembaruan di abad modern berawal dari terjadinya kontak
antara barat dan dunia Islam, yakni setelah generasi tokoh-tokoh pembaharu Islam
yang popular (seperti jamalaudin aI-AféIwni, Syekh Muhammad Abduh, Sayyid
Ahmad Khan, Kemal Ataruk) melihat adanya kemunduran umat Islam. Sementara
orang-orang barat mengalami kemajuan yang amat pesat karena mereka
mengamalkan ajaran agama menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah
modern.”” Oleh karena itu tokoh-tokoh pembaharu Islam hendak mengikuti pola

orang-orang barat dengan berusaha mengadakan pembaharauan terhadap ajaran-

76 M. Abd ar-Rauf al-Manaawi Fat al-Qadir bi Syarh al-Jami al-Saghir, (Beirut: Dar al-Firk,
1972), Juz Ii, hlm. 281.

""Harun Nasution, Pembaharuan dalam islam: Sejaral Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta
Bulan Bintang, 1967), hlm. 11.
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ajaran agama mereka. Namun di sisi lain ada pernyataan, bahwa kemajuan dan
pembaharuan pemikiran umat Islam bukan terjadi karena adanya kontak dunia Islam
dfan barat, melainkan ide itu muncul sejak periode Nabi Muhammad SAW. Yang
mengisyaratkan setiap seratus tahun akan muncul pembaharu guna memurnikan
ajaran agamanya.

Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum majunya dunia barat (abad 1
H) muncul seorahg pemabahru mujaddid kenamaan (Umar binAbd Aziz) yang telah
merombak tradisi yang sudah berjalan turun temurun dan mengembalikan citra
kepemimpinan Islam seperti semula sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad
SAW dan Khulafaurrasyidin. Demikian juga Imam asy-Syafii yang mencetuskan
metodologi pengkajian hukum Islam (Us! aZ-Fiqh)78

Oleh karena itu tidak pantas umat Jslam menolak adanya pembaharuan
terhadap ajaran-ajaran Islam (terutama dalam bidang studi hokum Islam), sebab
pembaharuan diperlukan dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran [slam. Dengan
ketentuan bahwa pemaharu itu tidak boleh merubah nash al-Quran dan al-Hadis,
namun yang perlu diperbaharui adalah interpretasi terhadap nash-nash tersebut.
Dengan kata lain nash tidak boleh takluk terhadap perubahan zaman, tetapi
pemahaman terhadap nash yang boleh mengikuti perkembangan zaman.”

Adapun Transformasi dapat diartikan sebagai proses dinamika yang
mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru terhadap suatu masalah
atau peristiwa. Dengan demikian transformasi pemikiran ialah timbulnya bentuk baru
terhadap hasil pemikiran karena adanya dinamika waktu dan sosial.

Kalau pengertian transformasi disamakan dengan pembaharuan, dapat

ditemukan titik persamaan yaitu memunculkan pendapat baru dalam suatu masalah

*Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustaf3 al-
Halabi wa Awladuhu, t.t), Juz XIII, him. 295..
Umar Shihab, Transformasi ...hlm. 40.
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tanpa terlepas dari kontek aslinya. Namun di sisi lain ada perbedaan, yakni timbulnya
transformasi pemikiran bertitik tolak dari pembaharuan. Dengan kata lain adanya
pembaharuan muncul transformasi pemikiran yang selanjutnya menghasilkan
transformasi sosial. Transformasi sosial sebagaimana yang didefinisikan oleh Fuad
Amsyari adalah bentuk menivestasi dari aktivitas rekayasa sosial dalam suatu
kehidupan bermasyarakat. Transformasi sosial adalah suatu proses yang sadar, bukan
terjadi dengan proses alamiah.®® Selanjutnya dikatakan bahwa arah perubahan yang
dituju oleh proses transformasi sosial pada umumnya diukur dari lima cirri pokok,
yaitu 1) cirri ekonomi, 2) cirri keilmuan, 3) cirri budaya, 4) cirri sosial, dan 5) ciri
politik.”!

Tegasnya, Nabi Muhammad telah membawa perubahan dalam wacana konsep
pembaharuan akidah tauhid yang menghasilkan transformasi pemikiran bagi bangsa
Arab kala itu, yang akhirnya lahirlah transformasi sosial yang menyebar ke seluruh

pelosok dunia.

F. Transformasi Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah
1. Perubahan Ketetapan Hukum dalam al-Quran dan As-Sunnah

Yang dimaksud transformasi di sini adalah perubahan-perubahan ketetapan
hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana kita lihat dalam ayat yang terkait

dengan pengharaman khamr dan perubahan arah kiblat. Contoh ayat :
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi

%ruad Amsyari, Perjuangan Sosial Umat Islam Indoresia,, (Jakarta: Media Indonesia, 1990),
hlm. 34.
¥ 1bid .hlm. 36
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dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu

apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan.”
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu
berfikir,

Ayat ini belum mengharamkan khamr dan judi yang menjadi kebiasaan orang
Arab, hanya peringatan. Meskipun ada manfaat tapi madaratnya lebih besar.

Peringatan berikutnya supaya jangan melakukan sholat dIm keadaan mabuk

belum sampai pengharaman
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan
~ mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri
mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja,
hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari
tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak

mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah
mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Sebab Turun ayat di atas:
Ketika Abd Rahman bin Auf mengundang para sahabat untuk makan bersama
dihidangkannya khamr. Pada saat tiba waktu sholat salah satu dari mereka diangkat

imam dan ternyata keliru membaca:
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1 Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu
sembah.
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1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, 2. Aku menyembah apa yang kamu
sembah.
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Peringatan terakhir adalah pengharaman mutlak dari jenis minum-minuman keras.
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Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Al Azlam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah
- menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka
akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah
anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan:
lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan
dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan
sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak
panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan
sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak

panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Ketiga ayat tersebut sebagai bukti adanya perubahan-perubahan penetapan

hukum.
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Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barai, Maka kemanapun kamu menghadap di
situlah wajah Allah[83]. Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmat-Nya) lagi Maha

Mengetahui.

Di situlah wajah Allah maksudnya; kekuasaan Allah meliputi seluruh alam;
sebab itu di mana saja manusia berada, Allah mengetahui perbuatannya, Karena ia

selalu berhadapan dengan Allah.
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Sungguh kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit[96], Maka sungguh
kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. palingkanlah mukamu ke
arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke
arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab
(Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah
benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka
kerjakan.
maksudnya ialah nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan
menunggu-nunggu Turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke
Baitullah.
Adapun Transformasi dalam Hadis Nabi dapat kita lihat pada Riwayat at-

Turmudzi dari Sulaiman bin Buraidah dari Ayahnya, Nabi Bersabda:
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Hadis ini menjalaskan adanya larangan kubur di awal Islam, hal ini
dikawatirkan banyknya umat Islam yang musyrik karena masih lemahnya iman dan
akidah mereka, tetapi pada perkemabngannya, dimana msayarakat muslim telah
dianggap kebal akidah hokum berubah dan dianjurkannya umat Islam untuk
menziarahi kubur keluarganya karena dengan berziarah dapat ingat akhirat. Kasus
larangan menziarahi kubur dan anjuran menziarahi kubur merupakan bukti adanya
perubahan hukum yang dipenéaruhi oleh dinamika waktu dan sosial.

Demikian halnya kasus boleh tidaknya menyimpan daging korban lebih bdari
tiga hari. Pada mulanya nabi melarang menyimpan daging korban, hal ini disebabkan

pada saat itu ada serombongan tamu dari Madinah dan daging disarankan untuk m

B2 At-Turmudzi, Sunan at-Turmud-=i, (Mesir: Dar al-Bab ai-Halabi wa Awladuhu, 1937), Juz,
111: 270.
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anjamu para tamu, sehingga nabi melarang menyimpan daging korban. Pada tahun
berikutnya Nabi ditanya apakah kami harus melakukan daging korban seperti tahun
lalu: Nabi menjawab: "makanlah dan simpanlah daging korbanmu" *

Pada perkembangan hukum Islam kontemporer penyimpanan gading korban
juga bisa terjadi dilarang ketika masyarakat muslim sekitar membuituhkan, dan bisa
terjadi dianjurkan ketika masyarakt sudah kecukupan, bahkan tidak terbatas tiga hari,
bisa satu minggu atau bahkan sebulan karena kemajuan teknologi ada alat yang
membuat daging tahan lama. Demikian halnya larangan hadis tentang menyimpan dan
memproduksi patung, pada saat itu kondisi umat Islam masih lemah dan bisa trauma
tentang Tuhan mereka sebelumnay yang dibuat dari benda mati dan berupa patung,
sehingga ada kekawatiran terjadi nya kemusyrikan. Pada dunia modern sekarang ini
seni patung merupakan kreativitas manusia sehingga hukumnya tidak dilarang lagi,
tetapi mubah.

2. Transformasi Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Sahabat

Setelah wafatnya Nabi transformasi pemikiran Hukum Islam yang didasarkan
pada al-Quran dan as-Sunnah tidak terjadi lagi, yang terjadi dan berkembang pasca
wafatnya Nabi adalah transformasi terhadap interpretasi nash-nash tersebut. Dan
transformasi inilah terjadai dari zaman ke zaman sampai sekarang ini.

Kita ambil contoh polemik pengumpulan ayat-ayat al-Quran oleh Abu Bakar,
karena tidak diperintahkan oleh Nabi, sekali lagi dengan pertimbangan maslahat, abu
Bakar harus berbuat. Umar ibn al-Khattab dikenal sebagai sosok dan tokoh yang

pendapatnya menimbulkan kontroversi di kalangan sahabat kala itu. Kita lihat putusan

dihapuskannya hukum potong tangan pada musim kelaparan dan dihapuskannya

By usuf al-Qaradhawi, Awamil As-Sa’ah wa al-Muriinah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, alih
bahasa Rifyal Kabah Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam, (Jakarta: Minaret, 1988), hlm. 102.
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muallafah qulibuhum, dalam penerimaan zakat.®® Sikap Umar ibn al-Khattab bukan
berarti mngubah ayat-ayat al-Quran melainkan menafsirkan ayat tersebut sesuai
dengan kondisi social masayarakat tanpa mengurangi makna pesan ayat. Seperti
penangguhan hukum potong tangan, karena asumsi bahwa pencurian dilakukan dalam
keadaan terpaksa dan jika tidak melakukan akan menimbulkan kematian.. Demikian
juga muallafah quliabuhum, dihapuskan dari menerima zakat, karena orang Islam pada
saat itu tidak perlu simpatisan dari orang-orang non Muslim. Maka sampai
sekarangpun perlu dilihat antara teks dan konteks tentang lafad " mualaf: ia harus
menerima zakat, bisa terjadi teks tersebut tidak berlaku untuk diterapkan, jika
mualafnya orang yang ekonominya kuat. Demikian juga praktik penemuan hukum
yang dilakukan oleh Usman bin Afan dalam hal pembukuan al-Quran, lagi-lagi
pertimbangan maslahat, karena dikawatirkan hilangnya al-Quran akibat meninggalnya
penghafal-pengahafal al-Quran di medan Pertempuran.

Pada perkembangan berikutnya adalah transformasi pemikiran yang terjadi
antara imam mazhab dan para murid setianya. Imam Malik melarang memelihara
Anjing dalam rumah, larangan tersebut dilanggar oleh muridnya Abu zaid al-
Qairawani, ia memelihara Anjing sebagai penjaga rumah. Ketika hal tersebut
disampaikan kepada beliau bahwa hal itu tidak disukai Imam Malik, ia menjawab: "
Seandainya Imam Malik hidup pada zamanmu, maka ia akan mengambil Singa atau
Harimau sebagai penjaga rumahnya" 8

Hal yang sama terjadi pada diri Imam Ahmad ibn Hambal dengam Ibn Taimiyah. Imam
Ahmad memegang teguh hadis Nabi yang melarang orang non Muslim memimum

minuman keras di tengah tengah orang Muslim, tetapi Ibn Taimiyah membiarkan orang

$Umar Syihab, 4/-Quran dan Rekayasa Sosial, (Jakarta::Pustaka Kartini, 1990), him. 26-27.
8 yusuf al-Qaradhawi, Awamil, op cit, him 142.
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Tartar mabuk-mabukan di kota Damascus, karena dengan mabuk-mabukan itu tidak

sempAt melakukan pembunuhan dan merampas harta benda masyarakat.

G. Transformasi Pemikiran Hukum Islam kekinian

Perubahan mendasar dalam kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan
zaman selalu menuntut, pemabaharuan, reformasi dan reformulasi rumusan hukum.
Jika tidak, maka hukum yang ada tidak akan mampu melahirkan kemaslahatan bagi
kehidupan manusia, yang terjadi justru sebaliknya, hukum jadi pengekang dan
kemajuan umat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan perubahan, tetapai
masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Allah.®® Secara metodologis upaya
pemahaman ajaran syari'ah harus meliputi dua model pendekatan.87 Pertama
pendekatan doktriner, normatif. Hal ini penting, karena memahami ajaran syari'ah
pada dasarnya menyangkut teks-teks yang datang dari Allah yang diyakini sebagai
pedoman pokok kehidupan yang bersifat sakral dan transeden. Pendekatan filosofis
semantik sosioligis, antropologis dan historis. Pendekatan ini sangat penting, sebab
pemahaman terhadap suatu teks akan sangat dipengaruhi oleh banyuak faktor, baik
bahasa maupun konteks sosial dari reks itu sendiri. Bahkan sekarang semakin
dirasakan pentingnya kajian hermeneutika hukum (legal hermeneutic) yang dalam
kajian hukum konvensional belum mendapat perhatian.®®

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tentang Sifat teleologis hukum
Islam. Sifat ini dapat dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapainya.

Memang banyak teori dikemukakan dalam rangka menjabarkan cita-cita ini. Yang

% Akhmad Minhaji, "Tradisi Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam” dalam Jurnal Profetika,

him. 246-247.
87 Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajain Ushul Figh" ditulis dalam jurnal dengan tema Tradisi

Ishlah dan Tajdidi dalam Hukum Islam" dalam Jurnal Profetika, him. 248

Bbid.
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paling terkenal adalah teori al-maqagsid asy-syari’ah. Pencetus teori ini adalah al-
Juwaini dan dikembangkan oleh muridnya yang terkenal Imam al-Ghazali.*’ Setelah
mengalami pengembangan puncak melalui imam asy-Syatibi, teori ini mengalami
kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam kala itu. Muhammad
Abduh dan Rasyid Ridha di Mesir, juga al-Maududi di India, merekomendasikan agar
murid-murid mereka mengkaji al-Muwafaqgat fi Usil al-Ahkédm, buah pena al-Syatibi
yang mengaplikasikan teori liberal ini.

Sebagai doktrin, Maqgasid asy-syari’ah bermaksud mencapai, menjamin dan
melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk itu dicanagkan tiga skala
prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: al-dharuriyyat, al-hajiyyat dan al-
Tahsiniyat’® Hal senada juga diungkapkan oleh Abd Wahab Khallaf, bahwa, tujuan
disyari'atkannya hukum dalam Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia.”’ Pengetahuan tentang tujuan-tujuan hukum (maqasid asy-
syari’ah) menjadi kunci bagi keberhasilan hakim atau ahli hukum dalam melakukan
penemuan hukum. Mengetahui tujuan diciptakannya hukum itu sangat penting agar
dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar
yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada

nasnya.”

%Y udian Wahyudi, Usul Figh Hermeneuitika...hlm.44.

*1bid

91 Abd Wahab Khallaf, Tim Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198. Bandingkan
dengan surat al-Anbiya ayat 107.
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Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

92 Satria Efendi, "Magqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial” dalam Dialog (Badan Litbang
Depag No. 33 Tahun XV, Januari 1991), him. 29.
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Perubahan dan perkembangan zaman yang selalu menuntut, pemabaruan,
reformasi dan reformulasi rumusan hukum dapat dijelaskan dan dijabarkan dalam
contoh seperti berikut ini: Persoalan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang
becorak sosial ekonomi, juga diperlukan pemiiran baru, misalnya zakat
penghasilan,binatang kuda dan hasil tanaman Masalah kuda Nabi pernah bersabda
"Tidak wajib zakat atas seorang muslim pada hamba dan kudanya" Hadis ini diikuti
oleh Jumhur ulama kecuali Abu Hanifah.. Untuk kondisi keinian pendapat jumhur
ulama perlu ditinjau kembali dan berpaling ke pendapat Abu Hanifah, Sebab sekarang
banyak orang memanfaatkan kuda sebagai harta kekayaan yang sangat mahal
harganya. Mengapa kambing wajib zakat kuda harus bebas dari zakat.”> Demikian
halnya tentang zakat hasil tanaman, jumhur ulama mewajibkan zkat terbatas pada
tanaman makanan pokok, pendapat tersebut disanggah oleh Abu Hanifah dengan
mewajibkan zakat semua hasil tanaman termasuk sayur-sayuran. Alasan karena pada
zaman dahulu hanya terbatas menanam tanaman bahan makanan pokok selain itu
tidak, sekarang yang tanam adalah yang mempunyai nilai jual tinggi, seperti teh,
cengkeh, coklat, dsb. Apakah tanaman yang menghasilkan laba tinggi tidak dikenakan
zakat. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah perlu dilegalisasikan.*

Masalah ITbadah haji, banyak kasus yang perlu adanya reformulsai pemikiran
hukumnya. Tawaf ifadhah dulu jamah harus suci, tetapi bagi wanita haid untuk
kondisi kekinian bisa dibolehkan dengan cara menjaga agar darah tidak menetes. Hal
perlu dipertimbangkan karena kalau harus menunggu berakhirnya masa haid jamaah
bisa ketinggalan pesawat atau upaya dengan menkonsumsi obat penunda haid.

Demikian juga masalah melempar jumrah yang seharusnya dilakukan setelah

%Imam an-Nawawi/, Imam Muslim Bisyarh an-Nawawi, (Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah al-
Maktabuha, t.t.), Juz VII, him. 55.

*yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah alih Bahasa Didin Hafidhudin, (Jakarta: Litera Anta
Nusa, 1988), hlm. 232-233.
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tergelincirnya matahari, maka pada era kekinian bisa dilakukan sebelum
tergelincirnya matahari mengingat jama'ah haji sekarang berbeda kuantitasnya
dibandingkan pada masa Nabi. % Mabit di mina dilkukan oleh jamaah yang hendak
melempar jumrah pada tanggal 12-13 Dzulhijah.% Dengan meluapnya jamah haji
mabit di Mina dapat dartikan bermalam di atas kendaraan dengan ketentuan mereka
boleh meninggalkan Mina apa bila lewat tengah malam. Atu dapat dipegangi
pendapat Abu Hanifah bahwa bermalam di Mina bukan rukun haji tetapi sunnah
haji.””  Terkait dengan persoalan ibadah haji adalah masalah pembayaran dam
(denda) apakah tidak ditinjau ulang tentang pembayaran dam harus di kota Mekkah
dan hanya dibagikan masayarakat Muslim di sana, padahal lebih bermanfaat jika dam
dibayar di tanah air melalui kerabatnya atau dibayar sebelum berangkat ke tanah suci,
karena masyarakat Indonesia lebih membutuhkan dibanding dengan masyarakat Arab,

hal ini terkait dengan tujuan dari pembayaran dam yaitu adanya keadilan sosial.

H. Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam

Dalam mengkaji hukum pidana Islam kita ambil contoh dua persoalan-yakni
hokum rajam dan potomh tangan. Hukuman delik perzinaan yang menjadi perdebatan
di kalangan umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap tetap
eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan

Khawarij, Mu’tazilah dan sebagian fuqaha Syi'ah menyatakan, sanksi bagi pezina

% Yusuf al-Qaradawi, A/-Jjtihad Fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah: Ma'a Nazarah Tahliliyyah fi
aI—]jtihadézl—Mu’a,sirah, (Mesir: Dar al-bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), him, 168.
9 .
Ibid.
" Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Figh Ald al-MazGhib al-Arba'ah, (Mesir: Dar al-Bab al-
Halabi Wa Awladuhu, t.t.), juz, I: 665-666.
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adalah hukum dera (cambuk).98 Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam

adalah:

1.

Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam
namun tidak ditetapkan dalam al-Qur an. Seandainya Allah melegalkan hukum
rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.

Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum
rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati.
Demikianjugé ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua
kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak

adalah surat an-Nisa ayat 25:

e R

... jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji (zina), maka

hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka ...

Ayat di atas menunjukan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka hukum
yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya budak, maka
berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni lima puluh kali.

Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

i QR L Uy A5 Aalsy (80 ol oy (1 el
Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji (zina),
maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat...

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan,
yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya

adalah 200 kali.

98 Abdurahman al-Jaziti, Kitab al-Figh Ala Magabib al-'"Arba’ah, Beirat: Dar al-Figh, t.t.), IV:

179.
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3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku ~ umum, yakni
pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis ~ Nabi yang menyatakan
berlakunya hukum rajam adalah lemah.*

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip oleh
Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumnetasi seluruh materi
yang bersifat tradisional bersifat non reiable, di samping tidak ditegaskan dalam al-
Qur’an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.'®

Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum rajam pertama kali
diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab
mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa

"% Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy,

saja yang berzina dirajam.
hukum rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum
diturunkannya surat an-Nur ayat (2). Maka hukum yang muhkam sampai sekarang

'92° Alangkah bijaksananya kalau kita mengatakan

adalah hukum dera bagi pezina.
hukum had itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa
seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan
kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks
dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang
plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum rajam bukan hukum

yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini

tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan

9 Ali as-Sayyis, Tafsir Ayar al-Abkam, Bewrut: Dar al-Fikr, t.t), II: 107.

10 Fazlur Rahman, Iskm dan Modernitas Transformasi Intelekinal, alih bahasa Ahsin
Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985}, hlm. 35.

101 Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),
hlm. 178.

102 Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsr..., hlm. 88.
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konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam diterapkan. Perubahan
masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukum masyarakat, sehingga masyarakat
enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan
ketentuan al-Qur’an. Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum
rajam bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya:

Adapun hukum potong perlu dipahami secara kontekstual, dan dikaitkan dengan
surat al-Maidah ayat 39:

STy e i {f adle L 0 Bl el dalls 255 e LIS b
Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka
Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha
penyayang.

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada
para pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses
selagi sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun
hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah professional.
Hasbi ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz as-sarig, m;:nunjukkan ma rifah,
artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang Kerjaannya memang berulang-
ulang mencuri.'” Sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum
kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta’z -

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan
teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong

tangan, melainkan hukum ta’zir.'® Sementara Ilmuan Barat, Muhammad Syahrur,

103 Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari’at Istam, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-

14.
104 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Istam, (Bandung: Mizan, 1986),

him. 60.
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memahami hukum potong tangan dalam al-Quran sebagai hukum yang tertinggi
dalam al-Qur’an. Artinya kita boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan
tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur’an. Dengan
demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah
tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.'® Jika ternyata
kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan
adalah delik hirabah. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori halah &l-had al-a’la
(batas maksimal):
A0V 22 5 (38:5alall) PSS T e iy bl (e YIRS UK ey 1755 Vel 1sadadlh 45 0y (350
Oy Al a8 e 5T A0 T8 (780 (1 Il A0 AT Ll al Al oy B (el A7 s8R
e 8 e L G B A R0
Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang
tertinggi dalam Islam.'® Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi
syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan
berdasarkan al-Qur’an adalah hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur
adalah batas tertinggi dalam al-Qur'an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum
potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong
tangan.
Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan selagi
ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum selain
potong tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang

ditegaskan dalam kaidah: 107

e A 3y

105 Muhammad Syahriir, A/£Ki3b..., hlm. 455.
106 [hzd., hlm. 455.-456.
107 Asjmuni A. Rahman, Quaidah-gaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86.
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Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan.

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan
adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-
Khattab:

Acl il ale A G L ce adalll dad

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).'%

Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah
menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu (‘am ar-ramada).
Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak
memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik
budak Hatib bin Abi Balta’ah harus mengganti dua kali harga unta.'”

Sanksi potong tangan dalam arti majazi (potong kemampuan) atau penjara
dalam konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan
dengan syari’at Islam."'® Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya
menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran qat’u al-yad yang
artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan
syara’ jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi si pelaku sekaligus mendidik
bagi‘masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat. Untuk memperkuat argumentasi
tersebut dapat dianalalogikan pada penafsiran ayat:

A IO J (Wl

Binasalah kekuasaan Abu Lahab dan ia akan binasa (al-Lahab: 2).

108 Tbn al-Qayyim, I'lam al-Muwagi'in..., 111: 22.

109 Ahamad Hasan, Pinty ljtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung:
Pustaka, 1985), hlm. 109.

110 Sanksi penjara dibenarkan selagi bukan hukuman maksimal bagi pencuri, artinya hukum
potong tangan tetap diberlakukan sebagai hukuman alternatif terakhir sebagaimana hukuman

mati,



158

Transformasi pemikiran hukum Tslam merupakan tuntutan dari perkembangan
zaman. Perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan dan reformulasi hukum
itu sendiri.

I. Xjtihad Masa Depan Suatu Keharusan

Paling tidak ada satu kesimpulan penting dari pembahasan sebelumnya, yakni
ijtihad merupakan suatu keharusan dan menjadi tuntutan untuk dilakukan pada setiap
saat dalam rangka menjawab persoalan umat. Karena itu kAetergantungan terhadap
mazhab secara membabi buta semakin tidak mendapat tempat di mata umat.
Nampaknya pemikiran Akh Minhaji mengenai model pendekatan dalam berijtihad
perlu disikapi posistif, yakni pendekatan pertama doktriner normative artinya Islam
sebagai agama mendasarkan segala ajarannya pada al-Quran dan as-Sunnah, sehingga
setiap individu Muslim harus mendasarkan segala aktivitas pada keduanya. Kedua
pendekatan empiris-induktif, artinya pemahaman ak-Quran dan as-Sunnah tidak
absolute, melainkan relative, sesuaai dengan sifat relative manusia itu sendiri.'!!
Lebih lanjut ditegaskan hasil hukum dari suatu proses berijtihad melalui model logika
sangat bersifat. relatif, luwes, fleksibel dan sekaligus dipandang mampu mengikuti
denyut jantung dan perkembangan umat dengan tetap berlandaskan pada prinsip yang
telah ada. Model pendekatan empiris- historical-induktif yang bercirikan dialectical
logic sepadan dengan model kajian ilmu pengetahuan lainnya seperti dikenal di Barat
dengan istilah scientific approach dengan hasil yang bersifat relatif.

Kedua model baik normatif maupun empirik mempunyai implikasi jauh terhadap
teori-teori ijtihad yang berkembang selama ini, tidak jarang misalnya, sebagian

mujtahid lebih menekankan pada pola pertama (normatif) dan tidak memberi

""" Akh. Minhaji, "Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam (kerangka
Metodologi)" dalam Jurnal Dialekiika Perdaban Islama: Dinamika, Yogyakarta, Edisi Juli 2003.
hlm.20-21.
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perhatian pada pola kedua (empiris); akibatnya, hasil ijtihad cenderung tidak

membumi dan tidak menyentuh persoalan umat. Sebaliknya sebagain mujtahid lebih

menekankan pada pola kedua (empiris) dengan al-aql yang lebih dominan, baik dalam
bentuk maslahah, istihsan, giyas atau lainnya. Dengan alasan untuk menjawab
persoalan riil di masyarakat. Mujtahid model ini sering terjebak pola pragmatisme
dan utilitarianisme yang justru membawa mereka semakin jauh dari ketentuan teks.'!2

Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Isla;n dewasa ini menuntut para
mujtahid berusaha mengantisipasi bentuk ijtihad. Pada dasarnya semua masalah telah
ada dalam al-Quran dan as-Sunnah, akan tetapi ada yang ditegaskan secara tegas dan
ada yang disebut secara global yang perlu penalaran mendalam. Permasalahan yang
dihadapi umat Islam di berbagai tempat sangat kasuistik, artinya tidak semua

persoaln yang dihadapi umat Islam di suatu tempat sama dengan permasalaha umat di

temapt lain.'"?

Dengan demikian, tampak pentingnya pemakaian ijtihad yang cocok dengan
situasi dan kondisi setempat seperti bentuk ijtihad berikut ini:

1. Ijtihad Intiga’i (tarjih) yakni memilih salah satu pendapat yang terkuat dari
beberapa pendapat yang ada di dalam karya para mujtahid.''* Ijtihad ini
diperlukan mengingat adanya sebagain teks yang bersifat relatif, sehingga tidak
setiap persoalan terlepas dari perbedaan pendapat. Para mujtahid telah
menetapkan hukum kala itu, dan sifatnya belum final, maka perlu ditilik kembali,
apakah masih sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Upaya tersebut bukan

berarti menolak pendapat para mujtahid terdahulu, melainkan ditransformasi

"2Akh. Minhaji, “Tradisi ljtihad dalam Islam, dulu, kini dan masa Mendatang” Jurnal Hukum
Edisi Juni 2001, Yogyakarta t.t. p, him.13

"SUmar Shihab, Hukum Islam dan T ransformasi Pemikiran .. .him.78.
"yusuf al-Qaradawi, A/-ljtihad Fi asy-Syari‘ati al-Islamiyyah: Ma'a Nazarah Tahliliyyah fi
al-ljtihad al-Mu'agirah, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958, him. 150, .
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sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam ijtihad ini perlu diperhatikan kasus
zakat hasil tanaman, jumhur ulama mewajibkan zakat terbatas pada tanaman
makanan pokok, pendapat tersebut disanggah oleh Abu Hanifah dengan
mewajibkan zakat semua hasil tanaman termasuk sayur-sayuran. Alasan karena
pada zaman dahulu hanya terbatas menanam tanaman bahan makanan pokok
selain itu tidak, sekarang yang tanam adalah yang mempunyai nilai jual tinggi,
seperti teh, cengkeh, coklat. Apakah tanaman lyang menghasilkan Iéba tinggi tidak
dikenakan zakat. Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah perlu dilegalisasikan.'"”

2. ljtihad Insya’i (penalaran baru), artinya mengambil kesimpulan hukum baru
(pendapat baru) terhadap suatu masalah yang belum pernah dikemukakan oleh
oara ulama terdahulu. Ijtihad ini sangat diperlukan karena berbagai permasalahan
yang timbul dalam perkembangan iptek, seperti pencangkokan organ tubuh, donor
mata, bayi tabung (inseminasi buatan) dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini
adalah mutlak persoalan ijtihadiyyah, sehingga tidak akan tercapai jika hanya
terpaku pendapat mujtahid terdahulu, sebab mereka belum menemukan kasus
tersebut di atas.

3. Tjtihad Komparatif, artinya menggabungkan kedua bentuik ijtihad di atas (intiqa’i
dan insya’i). Dengan demikian, disamping wuntuk menguatkan atau
mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan ada pendapat baru
sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.' 16

Penelusuran pemikiran Akh Minhaji dalam masalah Ijtihad kekinian dengan
berbagai kombinasi pemikiran ulama terdahulu merupakan suatu keharmonisan

berfikir yang tentu saja apa yang telah dikemukan masalah sepintas dari persoalan

"3y usuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah alih Bahasa Didin Hafidhudin, (Jakarta: Litera Anta

Nusa, 1988), him. 232-233.
" Umar Shihab, Hukum Isiam dan Transformasi Pemikiran ... hIm.79-81.



161

ijtihad. Evaluasi dan kaji ulang terhadap proses ijtihad dalam rangka menjawab
persoalan umat harus selalu dilakukan, sebab persoalan umat tidak sesederhana yang
dibayangkan. Evaluasi ini bisa berhasil dengan baik jika umat Islam, terutama para
mujtahid, terbuka dan mampu mengapresiasi perkembangan dan perubahan-
perubahan yang terjadi. Sebagaimana ungkapan Ibn Qayyim al-Jauziyyah: taghayir
al-ahkam bitaghayir al-amkan wa al-azman wa al-ahwal. Hukum berubah karena
perubahan tempat, zaman dan keadaan.

Barang kali diakhir perbincangan ini kita renungkan ungkapan Iskandar Mirza
sebagaimana dikutip oleh Akh Minhaji: “Islam terlalu dinamis dan terlalu sakral
untuk hanya dibatasi dan dikaitkan dengan perjalanan waktu, sebagaimana akal
manusia berkembang sejalan dengan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu
pengetahuan, pemahaman dia akan kehidupan dan juga agama akan selalu
berkembang dan berjalan seirama. Adalah sebuah ironi bahkan tragedi sejarah,
walaupun Islam menolak adanya sistem kerahiban (yang otoriter) dalam praktik umat
Islam justru sering kali terjerambab pada pengakuan para “ahli agama” (yang justru

anti perubahan)''’

"Y"Ceramah Iskandar Mirza presiden Pakistan pada acara Islamic Collogium di Pakistan tahun
1957 sebagaimana dikutip Akh. Minhaji, “Tradisi Ijtihad dalam Islam, dulu, kini dan masa Mendatang”
Jurnal Hukum Edisi Juni 2001, Yogyakarta t.t. p, him.18



BAB IV
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA

A. Hukum Pidana dalam Tata Hukum di Indonesia

Hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, sebagian besar masih warisan
pemerintahan kolonial Belanda. Hukum warisan Belanda tersebut masih berlaku karena
adanya pasal 2 Aturan peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara
dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada peraturan perundangan baru
yang menggantikannya. Adanya aturan peralihan bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum dan kelangsungan hidup masyarakat dengan mencegah adanya kekosongan hukum
(recht vacuum), namun dalam waktu yang bersamaan hal tersebut mewariskan adanya
bermacam-macam hukum sebagaimana yang berlaku pada masa kolonial, sehingga
kemudian tidak memperlancar terbentuknya suatu konsepsi hukum nasional di Indonesia.
Adanya pemberlakuan berbagai macam konsepsi hukum dalam masyarakat tersebut pada
gilirannya menyebabkan kurang adanya sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum, baik
di lembaga pemerintahan maupun di pengadilan,' di samping juga mengakibatkan adanya
golongan masyarakat yang terbiasa dengan satu aturan hukum dan tidak terbiasa dengan
aturan hukum yang lain walaupun sebenarnya juga berlaku secara resmi. Keadaan ini
menimbulkan kecenderungan, terutama dalam hal kepatuhan hukum, bahwa suatu aturan
hukum yang sebenarnya juga berlaku di Indonesia dianggap sebagai hukum yang asing
dan bukan milik masyarakat Indonesia.

Keadaan hukum di Indonesia saat ini, terutama dalam bidang hukum hukum

pidana, sebagaimana akan diuraikan, pada dasarnya tidak banyak perubahan dari hukum
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kolonial dahulu. Ketentuan-ketentuan dan aturan hukum yang dibuat semenjak Indonesia
merdeka pun sebenarnya hanya merupakan koreksi dan melengkapi ketentuan yang telah
ada sebelumnya. Koreksi dan tambahan tersebut belum sampai merombak tata hukum
sebelumnya, sehingga tata hukum yang ada di Indonesia sekarang pada dasarnya belum
sesual dengan konsepsi hukum yang dicita-citakan dalam UUD.? Berkenaan dengan hal itu
C.S.T. Kansil menyatakan:- |

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu Hukum
Nasional yang baik dalam bidang kepidanaan maupun dalam bidang keperdataan
mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Kalau Perancis dapat
menunjukkan Code Civil-nya yang menjadi kebanggaannya, Swiss mempunyai Zivil
Gezetzbuch-nya yang juga terkenal, RRC dan Philipina sudah mempunyai Code Civil-nya
juga, maka Indonesia sampai dewasa ini belum juga dapat menunjukkan kepada tamu-
tamu asingnya Kitab Undang-Undang Hukum Nasional, baik dalam bidang kepidanaan
maupun bidang keperdataan.’

Secara historis, pluralitas hukum yang berlaku di Indonesia ini merupakan
kelanjutan yang wajar apabila dilihat bahwa di samping karena penduduknya relijius serta
memiliki etnik- dan budaya yang beragam, juga pernah dijajah dalam waktu yang lama oleh
Belanda, Inggris dan Jepang. Dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, masyarakat
Indonesia mempunyai sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif yang berupa

kebiasaan atau adat istiadat masyarakat, yang kemudian ketentuan tersebut diyakini

"Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, cet-2 (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986), him. 157.

*Ibid., him. 158.

’C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2000), him. 200.
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bersama sebagai aturan yang harus dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, ketika
masa penjajahan Belanda, kebiasaan atau adat istiadat ini disebut dengan “hukum adat”.

Dari segi agama, ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama dan
dijadikan sistem kehidupan mereka untuk mengatur hubungan antar sesama, yang
kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini datang ke Indonesia bersamaan
dengan hadirnya agarﬁa. Oleh karena benduduk Indonesia mayoritas beragama Islam,
maka hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah
masyarakat Indonesia. Kemudian sebagai negara yang pernah lama dijajah oleh Belanda,
maka sistem hukum Belanda pun masih sangat berpengaruh dalam kehidupan hukum di
Indonesia saat ini. Belanda sebagai penjajah pada saat itu berupaya dan berkepentingan
untuk menanamkan pengaruhnya dengan memberlakukan aturan hukum mereka.’

Dengan adanya pluralitas warisan hukum, terutama dari masa kolonial, dan
berpengaruh sampai dengan sekarang maka di Indonesia belum terdapat apa yang disebut
sebagai “hukum nasional” yang sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicita-
citakan dalam UUD dan berlaku untuk semua penduduk. Dengan kata lain di samping
belum ada “hukum Indonesia” juga belum ada unifikasi hukum, karena dalam realitasnya
secara garis besar ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum
Barat (asalnya dari hukum Belanda), sistem hukum Islam, dan sistem hukum Adat. Karena
tiga sistem hukum ini telah dipraktekkan dalam waktu yang panjang di Indonesia, maka
tiga sistem hukum inilah, dalam pengertiannya yang dinamis, yang akan banyak
memberikan kontribusi dan menjadi bahan baku bagi pembentukan hukum nasional di

Indonesia.
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Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang, sebagaimana dikemukakan,
merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda dahulu. Oleh karena itu untuk
memperjelas kondisi hukum pidana di Indonesia, perlu ditelusuri secara historis sumber
pembentukan dan awal mula pemberlakuannya. Belanda sendiri memiliki Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana nasjonal mulai 3 Maret 1881, yang berlaku pada tanggal 1 Januari
1886.° KUHP Beianda ini kemudiaﬁ diberlakukan juga di wilayah jajahannya (Hindia
Belanda) berdasarkan asas konkordansi (concordantie) dengan penyesuaian pada situasi
dan kondisi setempat. Setelah dipersiapkan belasan tahun, pada tanggal 1 Januari 1918
berlaku kitab undang-undang hukum pidana yang khusus berlaku bagi Hindia Belanda,
yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indié (WvSNI).°

WvSNI tersebut tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini
didasarkan pada undang-undang (Osamu Serei) Nomor 1 Tahun 1942 pasal 3 yang
menyatakan bahwa semua Badan pemerintahan dan kekuasaannya serta peraturan
perundang-undangan dari pemerintah terdahulu masih tetap berlaku untuk sementara
waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Ketika Indonesia

merdeka, peraturan perundangan sebelumnya juga dianggap tetap berlaku berdasarkan

*A. Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, cet. 1
(Jakarta: Penerbit Teraju, 2004), hlm. 137-138.

*Jika dirunut ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan
hukum pidana pada tahun 1795 dan disahkan tahun 1809 pada saat pemerintahan Lodewijk Napoleon.
Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk
Holland. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan
memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon
Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan
usaha pembaruan hukum pidananya (Code Penal) selama kurang lebih 68 tahun (sampai tahun 1881).
Selama usaha pembaruan hukum pidana itu, Code Penal mengalami beberapa perubahan, terutama
pada ancaman pidananya. Pada tahun 1881, Belanda mengesahkan hukum pidananya yang baru dengan
nama Wetboek van Strafrecht sebagai pengganti Code Penal Napoleon dan mulai diberlakukan lima
tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886. Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia
dan Penerapannya (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), him. 42-44.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. | (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 18-19.
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pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang meyatakan bahwa segala badan negara dan
peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar. Bahkan untuk memperkuat Aturan Peralihan tersebut Presiden
pada tanggal 10 Oktober 1945 mengeluarkan Peraturan Nomor 2. Ini berarti bahwa WvSI
juga masih tetap berlaku setelah Indonesia merdeka.?

Pacia tahun 1946 WVSNI kemudian mengalami beberapa perubahan dan
penambahan yang disesuaikan dengan negara Indonesia yang sudah merdeka. Ketika ibu
kota Indonesia berada di Yogyakarta perubahan WvSNI tersebut kemudian ditetapkan
sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang di dalamnya dinyatakan bahwa nama
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indié (WvSNI) diubah menjadi Wetboek van
Strafrecht (WvS) yang dapat juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). WvS atau KUHP tersebut, sebagaimana aslinya, masih menggunakan bahasa
Belanda, kecuali beberapa perubahan dan penambahannya.

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Belanda pada tahun 1945 sampai dengan
1949 kembali lagi ke Indonesia dan dapat menduduki beberapa wilayah, bahkan kemudian
kekuasaannya bertambah luas dengan menduduki juga kota-kota besar di Jawa dan
Sumatera seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang,

Padang, dan Medan, di samping seluruh Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku,

"Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tersebut berbunyi: "Untuk ketertiban masyarakat
berdasar atas Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 11 berhubung
dengan pasal IV Kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut: Pasal 1; Segala badan-badan
negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar, masih tetap berlaku
asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut. Pasal 2;  Peraturan ini mulai
berlaku tanggal 17 Agustus 1945. Peraturan Presiden ini sekilas hampir sama dengan Pasal 1] Aturan
Peralihan UUD 1945, namun dalam Penpres ini dengan tegas dinyatakan tanggal pemberlakuan yaitu
17 Agustus 1945.

*Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, him. 20-21.
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dan Irian Barat. Secara de facto di wilayah-wilayah yang diduduki Belanda tersebut tidak
diberlakukan KUHP 1946, kecuali wilayah Sumatera yang ditetapkan oleh kolonial
Belanda bahwa peraturan lama masih tetap berlaku. Di wilayah-wilayah yang diduduki
Belanda tersebut diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indi¢ (WvSNI)
dengan beberapa perubahan, termasuk namanya yang sejak 22 September 1948 diubah
menjadil Wetboek van Stréfrecht voor Indonesi¢ (WvSI). Begitu pula seluruh kata-kata
Nederlandsch Indié yang ada di dalamnya diganti dengan kata Indonesié.’”

Dengan keadaan tersebut berarti ada dua aturan hukum pidana yang berlaku,
yaitu KUHP yang didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1946 bagi wilayah Indonesia yang
tidak diduduki oleh Belanda, sementara bagi wilayah yang diduduki oleh kolonial Belanda
berlaku WvSI. Dualisme aturan hukum pidana tersebut terus berlaku sampai terbentuknya
kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950.'"° Untuk
menghilangkan dualisme tersebut baru pada tanggal 29 September 1958 diberlakukan
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa hukum pidana yang
berlaku di seluruh Indonesia adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 dengan beberapa perubahan. Dengan demikian sejak tahun 1958 tersebut,

terjadi lagi unifikasi hukum pidana di Indonesia."’

’Ibid., him. 22-23.

"Sebagaimana diketahui, antara 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 negara
Indonesia menjadi negara serikat, sebagai upaya politik supaya Belanda mengakui kemerdekaan dan
kedaulatan Indonesia. Dengan perubahan bentuk negara ini, maka UUD 1945 tidak berlaku lagi dan
diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah negara Indonesia menjadi negara yang
berbentuk negara serikat selama 7 bulan 16 hari tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950
Indonesia kembali menjadi negara republik-kesatuan. Dengan perubahan ini, maka konstitusi yang
berlaku pun berubah, yakni diganti dengan UUD Sementara.

"Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Dasar Aturan Umjm Hukum
Pidana Kodifikasi (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), him. 38-39. Djoko Prakoso dan Edy Yunianto,
Dualisme dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, cet.
1 (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986), 3-5. Sudargo Gautama dan Robert N. Hornick, 4n Introduction to
Indonesian Law: Unity in Diversity (Bandung: Alumni, 1974), him. 14.
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Dari uraian di atas terlihat bahwa apabila ditelusuri KUHP yang berlaku di
Indonesia dasarnya adalah WvSNI buatan pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu
KUHP tersebut sampai sekarang pun aslinya masih menggunakan bahasa Belanda, kecuali
beberapa perubahan dan penambahan yang dilakukan mulai tahun 1946. Dengan demikian
KUHP yang selama ini menjadi pegangan para praktisi dan pelaksana hukum, baik hakim,
jaksa, polisi, maﬁpun pengacara, dan juga dosen serta mahasiswa hukum ladalah
terjemahan dari KUHP asli, yang coraknya beragam sesuai dengan bahasa dan pilihan kata
masing-masing penerjemah.'?

Usaha pembaruan untuk mengganti KUHP warisan kolonial Belanda dengan
KUHP yang lebih sesuai dengan cita-cita dan kondisi bangsa Indonesia kontemporer'?
dimulai sejak adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16
Maret 1963 di Jakarta. Seminar ini menyerukan dan merekomendasikan agar rancangan
kodifikasi hukum pidana nasional sebagai pengganti KUHP yang ada perlu secepat
mungkin diselesaikan.'* Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Rancangan KUHP untuk

pertama kalinya dan berlanjut terus sampai tahun 2006. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa usaha pembaruan hukum pidana secara universal atau menyeluruh

2Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, him. 22. :

"*Pembaruan hukum pidana sebenarnya tidak identik dengan pembaruan KUHP, mengingat
Pembaruan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekadar mengganti KUHP. Pembaruan
hukum pidana tersebut meliputi pembaruan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di
samping itu, tidak ada artinya undang-undang hukum pidana (KUHP) diganti atau diperbaharui,
apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata
lain, criminal law reform atau legal substance reform harus disertai dengan pembaruan ilmu
pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan harus disertai pula
dengan pembaruan budaya hukum masyarakat (legal culture reforn) dan pembaruan struktur atau
perangkat hukumnya (legal structure reform). Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), him. 133.

"“K. Wantjik Saleh, Seminar Hukum Nasional 1963-1979 (Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 22.
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ini'> masih merupakan sebuah usaha yang belum disahkan menjadi sebuah perundang-
undangan. Usaha pembaruan hukum pidana secara universal ini dapat dianggap sebagai
pelaksanaan atas amanat pendiri bangsa yang implisit terkandung dalam Pasal 2 Aturan
Peralihan. Implementasi cita-cita pendiri bangsa ini dengan demikian baru dapat dimulai
setelah 19 tahun Indonesia merdeka. Dapat dimaklumi bahwa usaha menyusun KUHP
baru dapat difnulai tahun 1964 ini karena selama kurun waktu 19 tahun (1945-1964),
kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia belum stabil.

Rancangan KUHP tahun 1964 ini kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan
tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968, Rancangan KUHP 1971/1972,
Rancangan KUHP Basaroedin (Konsep BAS) 1977, Rancangan KUHP 1979, Rancangan
KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987,
Rancangan KUHP 1987/1988, Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP
1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000 dan Rancangan
KUHP 2004. Kemudian terakhir kali Rancangan KUHP dikeluarkan oleh Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2006. Dapat dilihat bahwa para pakar hukum di

Indonesia paling tidak telah membuat Rancangan KUHP sebanyak 14 kali selama 42 tahun

PDalam ilmu hukum pidana, pembaruan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu pertama, pembaruan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian
demi bagian dari kodifikasi hukum pidana, dan kedua, pembaruan dengan cara universal, total atau
menyeluruh, yaitu pembaruan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana. Pembaruan KUHP
secara parsial atau tambal sulam yang pernah dilakukan Indonesia adalah dengan mencabut,
menambahkan, atau menyempurnakan pasal-pasal dalam KUHP maupun aturan-aturan hukum pidana
di luar KUHP dengan beberapa peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan kondisi bangsa dan
perkembangan zaman. Pembaruan hukum pidana material dengan model parsial ini telah dilakukan
sejak awal Indonesia merdeka dengan disahkannya UU Nomor | Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana sebagai “akta kelahiran” KUHP. Di samping ada beberapa perundang-undangan yang
merubah KUHP, terdapat juga beberapa aturan perundang-undangan baru di lvar KUHP yang
mengatur tentang pidana.
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(sejak tahun 1964 sampai dengan 2006), sebagai upaya untuk memperbarui dan merombak

KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga sekarang.

B. Kontribusi Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional

Setelah merdeka, sebagaimana negara-negara lain yang baru merdeka, Indonesia
berupaya - untuk membentuk hukum nasional sebagai pengganti hukum kolonial.
Proklamasi kemerdekaan pada dasarnya merupakan tonggak dan garis pemisah antara tata
hukum kolonial dan tata hukum nasional. Namun sebagaimana dikemukakan di atas,
hukum yang berlaku di Indonesia sampai sekarang kebanyakan masih merupakan produk
warisan kolonial Belanda. Dengan demikian pada dasarnya Indonesia sampai sekarang
belum memiliki hukum nasional, dan yang ada baru “hukum di Indonesia”. Karena itulah
dapat dikatakan bahwa keadaan hukum di Indonesia masih berada pada tingkat the
struggle for a national law."®

Teuku Muhammad Radhie, mantan kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHN) Departemen Kehakiman, sebagaimana telah dikemukakan pada bab Pendahuluan,
pernah menyatakan bahwa di Indonesia perlu ada satu kesatuan hukum, yaitu hukum
nasional yang bersifat unifikatif untuk seluruh warga negara. Hal ini menﬁrutnya, karena
faham hukum modern menuntut adanya unifikasi hukum di suatu negara dan berusaha
menghindarkan diri dari suasana pluralisme hukum. Kecenderungan unifikasi hukum ini,
menurutnya, tidak saja terlihat pada tingkat nasional, tetapi juga tampak pada tingkat

internasional seperti misalnya usaha PBB yang menciptakan antara lain konvensi di bidang

'®Busthanul Arifin, “Kata pengantar” pada Munawir Sjadzali, ljtihad Kemanusiaan (Jakarta:
Penerbit Paramadina, 1997), hlm. xxii.
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perdagangan internasional.'” Di samping itu, arah unifikasi hukum ini ditempuh di
Indonesia karena yang dianut dalam pembinaan hukum nasional adalah Wawasan
Nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh
warga negara Indonesia, yaitu hukum nasional.

Dalam pembentukan hukum nasional, sebagaimana negara-negara lain termasuk
di Barat, diperlukan berbagai sumber hukum. Karena itu dalam rangka pembinaan dan
pembentukan hukum nasional perlu diperhatikan dan digali sumber-sumber yang ada di
Indonesia, bahkan dalam situasi tertentu digunakan pula bahan-bahan yang berasal dari
mancanegéra atau sumber yang berasal dari hukum internasional. Sumber-sumber yang
berasal dari hukum yang ada di Indonesia adalah hukum Barat yang berasal dari Eropa
Kontinental, hukum Adat yang beraneka ragam, hukum Islam, dan hukum agama lain serta
hukum adat golongan Timur Asing.'®

Pembinaan hukum nasional ini telah dilaksanakan dalam waktu yang lama.
GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1998
sudah melakukan pembangunan hukum dan mengupayakan ke arah pembentukan hukum
nasional, walaupun dalam prakteknya penuh dengan pengaruh politik penguasa. Dalam
GBHN tahun 1999, yang merupakan produk masa reformasi, juga menegaskan arah
kebijakan hukum nasional ini, yang antara lain menyatakan bahwa penataan sistem hukum
nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama
dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum

nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya

"Dikutip oleh A Djazuli, “Beberapa Aspek pengembangan Hukum Islam di Indonesia”
dalam Tjun Surjaman (Ed.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek (Bandung: PT Remaja
- Rosdakarya, 1991), him 234.
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dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi (Bab IV.A.2). Pernyataan GBHN
tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar
bersumber pada 1) hukum Agama, 2) hukum Adat, dan 3) hukum dari mancanegara,
khususnya dari hukum Barat."”

Pengakuan secara yuridis formal terhadap tiga sistem hukum sebagai bahan bagi
| pembentukan hukum nasional tersebut dapat dikatakan baru ada beberapa tahun
belakangan ini. Dengan demikian, apabila ditelusuri dari literatur yang ada, masih terdapat
klaim dari masing-masing kelompok penganut suatu sistem hukum tertentu bahwa sistem
hukum yang dianutlah yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai bahan baku utama bagi
pembentukan hukum nasional, dan ini pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Atau
dalam konteks sekarang, dapat dikatakan ada persaingan dan kompetisi antar masing-
masing sistem hukum untuk memberi kontribusi semaksimal mungkin bagi pembentukan
hukum nasional di Indonesia.

Di kalangan sebagian besar para ahli hukum di Indonesia, terutama ahli hukum
praktek, yang selama ini memang mempelajari hukum menurut tradisi Eropa khususnya
Belanda, berupaya mengembangkan hukum nasional Indonesia dari modal dasar hukum
kolonial yang telah dikaji ulang berdasarkan grundnorm Pancasila. Menurut mereka
hukum kolonial bagaimanapun juga adalah hukum yang substansinya secara formal masih
berlaku dan sebagian besar kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif di
Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia selama ini, sejak masa kekuasaan kolonial |
dan masa-masa sesudahnya sampai dengan masa sekarang, adalah perkembangan yang

bergerak menurut pola-pola hukum Eropa, dan dalam hal ini adalah hukum Belanda.

81bid., him 234-235.
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Memutus alur perkembangan ini, berarti memutus hubungan tradisional sebagaimana
pernah terjadi dalam sejarah antara Indonesia dan Belanda --yang sebenarnya juga
meliputi berbagai aspek yang sifatnya institusional seperti peradilan dan pendidikannya.
Pemutusan hubungan ini akan berarti juga memaksa Indonesia mengembangkan hukum
nasionalnya dengan beranjak dari awal lagi, dan menyia-nyiakan apa yang hingga kini
telah dicapai. Adopsi unsur-unsur hukum dari sistem hukum lain seperti dari hukum adat,
hukum Amerika atau hukum Inggris tentu saja mungkin, akan tetapi konfigurasi atau pola
sistemiknya yang Belanda itu tidaklah mungkin dibongkar sama sekali.?’

Berbeda dengan kelompok mayoritas yang ingin mempertahankan hukum
Belanda sebagai dasar bagi hukum nasional di atas, kelompok minoritas dari ahli hukum di
Indonesia mengemukakan paham "hukum sebagai sarana rekayasa sosial”" (law as a tool of
social engineering). Mereka berargumen bahwa };endayagunaan hukum sebagai sarana
untuk merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan pemerintah sangat diperlukan
oleh negara-negara yang berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan negara-
negara industri maju yang telah mapan. Negara-negara maju memiliki mekanisme hukum
yang telah berjalan dengan baik untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan di dalam
masyarakatnya, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian. Padahal harapan

dan keinginan negara-negara berkembang akan terwujudnya perubahan yang membawa

Qodri, Hukum Nasional, hlm, 210-211.

2OWig.;njosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, him. 237-238. Tokoh-tokoh
kelompok ini, sebagaimana dikemukakan, adalah para ahli hukum praktek. Untuk menyebut
sebagiannya adalah Suardi Tasrif, Adnan Buyung Nasution, dan Sulistio. Di samping itu sebenarnya
para akademisi juga banyak yang memiliki pandangan seperti ini, yaitu mereka yang menulis buku
tentang hukum positif Indonesia, khususnya hukum pidana dan hukum perdata, namun tidak
mengemukakan kritik dan upaya revisi ke arah pembentukan hukum nasional, dan seakan-akan hukum
positif yang merupakan warisan kolonial tersebut sudah menjadi “hukum nasional” yang sesuai dengan
kepribadian masyarakat Indonesia. Untuk menyebut sebagian buku-buku mereka adalah Kusumadi
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perbaikan taraf hidup amatlah besar, melebihi harapan yang dimiliki oleh masyarakat di
negara-negara maju.

Berbeda dengan pemikiran di atas, pandangan bahwa hukum nasional Indonesia
seharusnya hasil pengembangan dari hukum Adat*' dan ini merupakan 'kelanj utan gerakan
yang telah banyak dicetuskan pada masa awal kemerdekaan. Paham ini hendak
memperjuangkan terwujudnya hukum nasional dengan cara mengangkat hukum rakyat
menjadi hukum nasional. Mereka berpandangan bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat
dan dibebankan dari atas melainkan akan dan harus tumbuh berkembang seiring dengan
perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun karena hukum adat variasinya sangat
banyak, sebanyak masyarakat adat di Indonesia, maka akan kesulitan apabila hendak
diunifikasi sebagai hukum nasional. Ide dari kelompok pendukung hukum adat ini pada
dasarnya hanyalah ide-ide dari kaum oposan. Para pendukungnya berupaya menolak

kodifikasi dan unifikasi hukum warisan kolonial. Hukum adat menurut mereka lebih sesuai

Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 1997) dan
Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1988).

"Hukum Adat sering didefinisikan sebagai hukum asli Indonesia yang pada dasarnya tidak
tertulis (tidak terkodifikasikan dalam bentuk perundang-undangan) dan di sana-sini mengandung unsur
agama. Para ahli hukum adat menyatakan bahwa hukum asli masyarakat di Indonesia adalah melayu-
polinesia, dan lambat laun dipengaruhi oleh hukum agama seiring dengan masuk dan berkembangnya
agama-agama di Indonesia seperti Budha, Hindu, Islam, dan Kristen. Memang pengaruh hukum agama
tersebut cukup besar, terutama yang erat kaitannya dengan masalah keimanan dan ibadah ritual, namun
bukan berarti hukum adat tersebut identik dengan hukum agama. Hukum adat merupakan pokok
sementara hukum agama merupakan tambahan terhadap hukum adat. Pandangan ini seiring dengan
pandangan teori receptie yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia
adalah hukum adat, dan hukum agama (:lslam) baru berlaku apabila telah diterima dan diserap oleh
adat. Dengan demikian hukum adat ini erat kaitannya dengan teori receptie, dan memang penemu ilmu
hukum adat adalah para tokoh penggagas teori receptie, yaitu Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven.
Begitu pula para pengkaji dan penyokong hukum adat sampai dengan sekarang pada dasarnya adalah
para penganut dari teori receptie ini. Misalnya Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu
Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto (Jakarta: CV.

‘Rajawali, 1981), hlm. 18 dan 64-70. Iman Sudiyat, “Pembinaan Hukum Adat Aceh sebagai

Sumbangan Potensial untuk Pembangunan Hukum Nasional” dalam M. Syamsudin et.al (Eds.), Hukum
Adat dan Modernisasi Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum ULL, 1998), hlm. 75; idem, Asas-Asas
Hukum Adat, Bekal Pengantar, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1999), him. 9 dan 57.
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dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia, di banding hukum warisan kolonial. Oleh
karena itu setiap hukum warisan kolonial yang bertentangan dengan hukum adat, maka
hukum warisan kolonial tersebut demi hukum haruslah dinyatakan tidak berlaku lagi.?
Dalam menghadapi ide pembentukan hukum nasional, kelompok hukum adat ini
baru siap dengan rambu-rambu pembatas dan tawaran yang bersifat global. Mereka belum
siap untuk menawarkan alternatif positif yang segera bisa diwujudkan --mengingat
banyaknya variasi hukum adat yang ada di Indonesia. Mereka baru dapat menyerukan
bahwa hukum nasional itu harus berdasarkan hukum adat dan berdasarkan cita-cita yang
terkandung pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral
yang luhur dari bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 19452
Berbeda dengan pandangan di atas, kelompok Islam kebanyakan berpandangan
perlunya pemberlakuan hukum Islam (syari’at Islam)** secara yuridis-formal bagi umat
Islam di Indonesia, bukan bagaimana supaya hukum Islam dapat dijadikan sebagai bahan
utama bagi pembentukan hukum nasional. Kalau diamati masyarakat Indonesia sekarang,
terutama para tokohnya, yang terlibat dalam perdebatan tentang wacana pemberlakuan
hukum Islam di Indonesia, setidaknya ada dua kelompok, yaitu kelompok yang
menekankan pada pendekatan formal-tekstual dan kelompok yang menekankan
pendekatan kultural-substansial. Kelompok pertama memandang bahwa hukum Islam

secara tekstual harus diterapkan kepada seluruh orang Islam, termasuk orang Islam

“para tokoh kelompok ini untuk menyebutkan sebagiannya adalah Soepomo,
Djojodigoenoe, Moch. Koesnoe, dan Soekanto. Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum
Nasional, him. 239-241.

BIbid., him. 242. Sudiyat, “Pembinaan Hukum Adat Aceh”, him. 75-77.

MIstilab “hukum Islam” dan “syari’at Islam” biasa dipergunakan oleh kelompok-kelompok
Islam yang ada di Indonesia dengan tanpa merinci secara jelas apa yang dimaksud. Istilah-istilah
tersebut apabila dicermati dimaksudkan baik dalam pengertian syar?’ah maupun figh.
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Indonesia. Oleh karena itu bagi mereka, proses kehidupan politik adalah dalam rangka atau
sebagai alat untuk menerapkan hukum Islam secara normatif dan formal.?
Konsekuensinya, pemberlakuan Piagam Jakarta menjadi persoalan besar dan serius yang
harus selalu diperjuangkan, karena hal itu merupakan satu-satunya cara untuk menerapkan
hukum Islam secara formal di negara Indonesia.

Sementara kelompok kedua, yaitu kelompok yang menggunakan pendekatan
kuiltural-substansial, memandang bahwa yang penting bukan formalisme penerapan hukum
Islam, tetapi penyerapan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat itulah justru yang lebih
penting. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan,
kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, toleransi beragama, harus diupayakan
dapat tertanam dan terimplementasikan dalam setiap perilaku kehidupan dalam
masyarakat. Karena sifatnya adalah penyerapan substansi nilai-nilai Islam, maka
prosesnya bersifat kultural, bukan lewat jalur struktural .*®
Menurut catatan sejarah, tokoh-tokoh politik Islam menjelang kemerdekaan

sudah bertekad untuk membentuk negara Indonesia yang bercorak Islam, setidaknya dapat

diberlakukan hukum Islam (syariah Islam)*’ bagi orang yang beragama Islam. Hal ini

»Kelompok-kelompok yang memperjuangkan secara vokal pemberlakuan hukum Islam di
Indonesia ini antara lain Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan
Front Pembela Islam (FPI). Misalnya dapat dilihat pada Markaz Pusat Majelis Mujahidin Indonesia,
Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia untuk Penegakan Syari’at Islam (Yogyakarta: Wihdah Press,
2001), him. 6 dan 18. www.al-Islam.or.id. situs resmi HTI, dan www.tkb.org/granp.jsp?grouplD-4046.
untuk melihat FP1. Pandangan mereka dapat juga dilihat di S. Yunanto et. al., Gerakan Militan Islam di
Indonesia dan Asia Tenggara, cet. 2 (Jakarta: FES & The Ridep Institute, 2003), him. 61-63.

%Qodri, Hukum Nasional, hlm. 230-233. Kelompok yang secara terbuka menolak
formalisasi hukum Islam di Indonesia dan mengkampanyekan Islam substansial adalah antara lain
Jaringan Islam Liberal (JIL). Saiful Mujani, “Syari’at Islam dalam Perdebatan” dalam Burhanudin
(Ed.), Syari’at Islam: Pandangan Muslim Liberal (Jakarta: JIL, 2002), hlm. 24-28.

YKata “syariah” yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh Islam di awal kemerdekaan ini
tampaknya diidentikkan dengan “hukum I[slam” yang mencakup materi-materi hukum baik yang ada
dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah maupun hasil pemikiran para ulama.
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terlihat dari adanya perdebatan ideologis yang sengit pada sidang BPUPKI (Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan)®® antara golongan Islam dan golongan
nasionalis tentang dasar negara yang akan diberlakukan di negara yang akan berdiri.
Karena mengalami kebuntuan, maka kemudian dibentuk “Panitia Sembilan” untuk
membicarakan perbedaan itu lebih lanjut. Panitia sembilan itu terdiri dari lima orang dari
golongan Nasionalis, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Achmad Subarjo, Muhammad
Yamin, dan A.A. Maramis, dan empat orang dari golongan Islam, yaitu H. Agus Salim,
K.H. Wahid Hasyim, Abikusno, dan Abdoel Kahar Muzakkir. Dari sembilan anggota
panitia tersebut hanya A.A. Maramis yang beragama Kristen, selebihnya Islam.

Setelah melalui pembicaraan yang panjang, Panitia Sembilan dapat melakukan
kompromi pada tanggal 22 Juni 1945 dengan hasil yang dikenal dengan nama Piagam
Jakarta (Jakarta Charter). Dalam piagam tersebut disepakati bahwa dasar negara
Indonesia adalah Pancasila dan dalam sila pertama disebutkan “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.®’ Gagasan-gagasan
para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sebenarnya tidak
dilengkapi argumen-argumen mengenai “negara Islam” yang dicita-citakan. Namun dari

sudut pandang ini, sebenarnya' yang diperjuangkan mereka adalah adanya jaminan

#Suatu badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 9 April 1945 untuk
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Zyumbi
Tyoosakai. Badan yang dilantik pada tanggal 28 Mei ini melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29
Met - | Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 - 16 Juli 1945. Moh. Yamin, Pembahasan
Undang-Undang Dasar Republik (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960), him. 239.

Mengenai proses kelahiran Piagam Jakarta, lihat misalnya Endang Saifuddin Anshari,
Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami don
Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959 (Jakarta: Rajawali Press,
1986), hlm. 29-68.
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terhadap pelaksanaan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, terutama bagi para
pemeluknya.*

Namun dengan alasan karena banyak kalangan Kristen dari Indonesia bagian
Timur yang tidak menyetujuinya dan mengancam akan mendirikan negara sendiri, maka
demi persatuan dan keutuhan bangsa, kemudian golongan Islam pada PPKI (Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia)’' sepakat adanya perubahan pada UUD yang
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut, satu hari setelah kemerdekaan
Indonesia. Perubahan yang dibacakan oleh Moh. Hatta itu adalah: 1) kata “Mukaddimah”
diganti dengan kata “Pembukaan”, dan kata “Allah” diganti dengan kata “Tuhan”, 2)
Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat “berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi
“berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, 3) Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang
Indonesia asli dan beragama Islam™, kata-kata “dan beragama Islam™ dicoret, 4) sejalan
dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti “Negara berdasarkan kepada ketuhanan,
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”**
Dengan pencoretan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta itu, banyak

pengamat mengatakan bahwa Politik Hukum Islam di Indonesia mengalami kekalahan

atau setidaknya kehilangan peluang emas. Karena itulah, kalau dicermati sepanjang

OAbdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), him. 155.

*'Pada tanggal 18-22 Agustus 1945 PPKI ini melakukan sidang dalam rangka menyusun dan
mengesahkan UUD 1945. Dalam PPKI ini golongan Islam diwakili antara lain oleh Ki Bagus
Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Mohamad Hasan. 7bid., him.
156.
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sejarahnya kelompok politik Islam terus berusaha memberlakukan kembali Piagam
Jakarta. Isu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta tersebut yang muncul secara jelas
misalnya pada tahun 1956-1959 dalam sidang Konstituante, yang kemudian memunculkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945, dan terakhir pada bulan
Agustus tahun 2001 dan 2002 ketika menjelang Sidang Tahunan NLPR yang
mengagendakan Amandemen UUD 1945

Hal yang menarik untuk dicermati di sini adalah, bahwa para tokoh-tokoh politik
Indonesia yang beragama Islam, sejak awal sudah terpolarisasi menjadi dua kelompok,
yaitu kelompok nasionalis yang memandang agama, dalam hal ini Islam, tidak perlu
diformalisasi melalui konstitusi negara, sementara kelompok Islam menginginkan
sebaliknya. Perdebatan antar tokoh muslim ini sebenarnya sudah terjadi sebelum
kemerdekaan. Pada tahun 1938 sampai 1940, terjadi polemik di tulisan-tulisan media
massa, khususnya di Pawji Islam dan Al-Manar, antara Soekarno yang mengagumi
sekularisme Musthafa Kemal di Turki yang memisahkan antara agama dan Negara, dan M.
Natsir yang membantahnya. Menurut Soekarno, demokrasi tidak akan ada apabila negara
digabung dengan agama, sementara M. Natsir berpendapat bahwa realisasi ajaran Islam
tidak akan sempurna tanpa negara sebagai alatnya.>*

Kemudiaﬁ pada awal tahun 1970-an, Nurcholish Madjid memunculkan

pandangan bahwa dalam Islam, antara agama dan negara adalah dua hal yang berbeda

*Endang Saifuddin Anshari, “Perjuangan Konstitusional Para Nasionalis Islami dalam
Bidang Konstitusi“ dalam Eddi Rudiana Arief et. al. (Ed.), Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan
dan Pembentukan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), him. 40-41.

BIbid. him. 48-49. Djayusman, “Politik Hukum Tslam di Indonesia” dalam jurnal
Mazhabuna, No.2, Tahun 11/2003, hlm. 15. Muhammad Qodari, “Syari’at Islam dalam Aras Wacana
Publik” dalam Kurniawan Zein dan Sarifuddin HA (Eds.), Syari'at Islam Yes Syari’at Islam No
(Jakarta: Paramadina, 2001), him. 84-85.
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walaupun tidak terpisahkan. Agama dan negara tidak terpisahkan, menurutnya, karena
setiap muslim dalam berperilaku harus dalam rangka mendapatkan ridha Allah, termasuk
dalam urusan kenegaraan. Namun urusan agama dan urusan duniawi, termasuk
kenegaraan, adaléh berbeda, karena yang pertama kebenarannya bersifat mutlak sementara
yang kedua bersifat relatif. Karena itu negara dengan ideologi Islam sebagaimana
diperjuangkan kelompok Islam dari sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia,
menurutnya sudah berakhir. Dengan demikian ia menolak adanya formalisasi hukum Islam
dalam konstitusi dan perundang-undangan negara, dan imbauannya yang terkenal adalah
“Islam Yes, Partai Islam No”. Pemikiran Nurcholish Madjid ini banyak mengundang
respon para intelektual muslim, baik yang pro maupun kontra sampai dengan sekarang.
Tokoh yang kontra dan menolak pemikirannya dengan keras antara lain adalah H.M.
Rasyidi, Endang Saefuddin Anshari, dan Daud Rasyid. *’

Isu pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, yang mengisyaratkan absahnya
pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, muncul ke permukaan semenjak sidang tahunan
MPR tahun 2001 yang antara lain mengagendakan amandemen UUD 1945. Isu ini pertama
kali dilontarkan oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang)
dan PK (Partai Keadilan), yang kemudian mendapat dukungan sejumlah massa Islam
seperti dari MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam). Namun

karena partai-partai itu adalah partai kecil dan tidak didukung oleh partai besar, termasuk

*Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah danPemikiran (Jakarta: UI
Press1990), hlm. 191-192.

*Kritik dan penolakan mereka terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tersebut juga
dibukukan, yaitu antara lain: H.M. Rasyidi, Sekularisme dalam Persoalan Lagi: Suatu Koreksi atas
Tulisan Drs. Nurcholish Madjid (Jakarta: DDII, 1973), Endang Saefuddin Anshari, Kritik atas Faham
dan Gerakan Pembaruan Drs. Nurcholish Madjid (Bandung: Bulan Sabit, 1973), Daud Rasyid,
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partai besar yang berbasis Islam, maka usulan tersebut tertolak.*® Hal ini karena banyak
juga kelompok massa Islam yang tidak setuju pada formalisasi hukum Islam dalam negara,
seperti NU, Muhammadiyah, apalagi kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal).

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sebagai salah satu kelompok yang
menguoayakan pemberlakuan hukum Islam misalnya, dalam kongresnya yang pertama di
Yogyakarta, menyatakan bahwa problem dan krisis multidimensional yang dihadépi
Indonesia adalah karena belum berlakunya hukum Islam. Padahal menurut mereka, the
rule of law di Indonesia hanya dapat terlaksana apabila hukum Islam diterapkan. Karena
itu bagi mereka pemberlakuan kembali Piagam Jakarta menjadi suatu keharusan. Untuk
mendukung pandangannya, mereka berargumen bahwa Al-Qur’an sendiri secara teologis
menyatakan bahwa orang Islam harus menjalankan hukum Islam secara totalitas supaya
hidup bahagia. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa “Barangsiapa yang
berpaling dari mengingatKu (termasuk syari'at-Nya) maka dia akan hidup dalam
kesempitan dan Kami pada hari kiamat akan mengumpulkannya dalam keadaan buta™’
dan bahwa “tidak qda hukum kecuali milik Allah, barang siapa tidak memutuskan hukum
dengan apa yang diturunkan Allah, maka meraka adalah termasuk orang-orang kafir”*®

di samping juga kenyataannya hukum dan aturan perundangan yang ada di Indonesia

sekarang tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada.*’

Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan (Jakarta: Usamah Press, 1993). Thaba, Islam dan
Negara, hlm. 342-345,

*Muhammad Qodari, “Syari'at Islam dalam Aras Wacana Publik” dalam Kurniawan Zein
dan Sarifuddin HA (Eds.), Syari‘at Islam Yes, him. 83 dan 86.

7Q).S. Thaha (20): 124.

3Q.S. Al-M&'idah (5): 44.

*Mengenai kongres ini, lihat misalnya Irfan S. Awwas (ed.), Risalah Kongres Mujahzdzn I
dan Penegakan Syariah Islam (Y ogyakarta: Wihdah Press, 2001).
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Sementara Jaringan Islam Liberal (JIL), sebagai salah satu kelompok yang tidak
setuyju pada pemberlakuan hukum Islam misalnya, secara terang-terangan menolak
pemberlakuan hukum Islam secara formal di Indonesia. Formalisasi hukum Islam melalui
pemberlakuan kembali Piagam Jakarta, menurut kelompok ini, akan mengorbankan
persatuan dan kesatuan bangsa yang diraih dengan segala pengorbanan dari para pahlawan,
di samping umat Islam oleh negara sudah diberi hak untuk menjalankan ibadaﬁ sesuai
dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa,
prinsip demokrasi Islam harus diimplementasikan dengan mengambil nilai substantifnya,
yaitu prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, saling menghormati, dan lain-lain.*

Kalau diamati, masyarakat Indonesia sekarang, terutama para tokohnya, yang
terlibat dalam perdebatan tentang wacana pemberlakuan hukum Islam di Indonesia,
setidaknya ada dua kelompok, yaitu kelompok yang menekankan pada pendekatan formal-
tekstual dan kelompok yang menekankan pendekatan kultural-substansial, sebagaimana
telah dikemukakan dan diwakili oleh dua kelompok di atas. Namun terlepas dari
perbedaan dua kelompok di atas, dalam realitasnya hukum Islam dalam tata hukum
nasional di Indonesia telah diakui sebagai sebuah sistem hukum yang dapat dijadikan
bahan bagi pembentukan hukum nasional, bersama-sama dengan sistem-sistem hukum

4 Karena itu

yang lain seperti hukum Barat (terutama Belanda) dan hukum Adat.
perjuangan umat Islam Indonesia yang sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan

rumusan hukum Islam tersebut supaya dapat dijadikan aturan hukum nasional. Hal ini

sangat relevan, karena sebagaimana dikemukakan pada hakekatnya bangsa Indonesia

““Mengenai pandangan JIL, lihat misalnya Luthfie Assyaukani, Wajah Liberal Islam
(Jakarta: TUK, 2002).
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belum memiliki hukum nasional. Aturan-aturan hukum yang ada sekarang, sebagaimana
dinyatakan oleh Busthanul Arifin, baru merupakan "hukum di Indonesia".* Karena itu
perlu merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia, yang kemudian
diajukan sebagai bahan bagi hukum nasional. |

Dalam kaitannya dengan perlunya formulasi hukum Islam yang sesuai dengan
konteks Indonesia sehingga dapat diajukan sebagéi bahan bagi peﬁbentukm hukum
nasional, maka pemikiran yang paling sesuai adalah pemikiran fikih Indonesia. Hal ini
karena pemikiran fikih Indonesia merupakan pemikiran yang berupaya melakukan
kontekstualisasi hukum Islam dengan budaya dan realitas masyarakat Indonesia kemudian
setelah itu berupaya diformalkan untuk diberlakukan sebagai peraturan perundang-
undangan, terutama peraturan perundangan yang bersifat nasional.

Pemikiran fikih Indonesia dengan demikian pada dasarnya bersifat moderat di
antara kelompok formal-tekstual dan kelompok kultural-substansial yang telah
dikemukakan di atas. Kelompok formal-tekstual berupaya memberlakukail secara formal
hukum Islam yang dipahami secara tekstual, dan kelompok kultural-substansial
berpandangan bahwa ye{ng penting adalah pemberlakuan nilai-nilai hukum Islam secara

kultural di masyarakat, dan walaupun mereka berpandangan bahwa nilai-nilai hukum

Islam tersebut perlu merambah juga pada aturan-aturan perundangan secara formal-

“'Mudzakkir, “Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi
Perundang-Undangan Nasional” dalam jurnal Mazhabuna, No. 2 Tahun 1172003, him. 23.

“Busthanul Arifin, “Kata pengantar” pada Munawir Sjadzali, Jjtihad kemanusiaan (Jakarta:
Penerbit Paramadina, 1997), hlm. xxii. Dalam kenyataannya legislasi dalam bidang perdata sudah
cukup banyak yang bersumber dari hukum Islam, walaupun sebagian besar hanya berlaku untuk umat
Islam. Sementara dalam bidang pidana, hukum Islam belum memberikan kontribusi, karena memang
hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda. Di
samping itu hukum pidana, tidak seperti hukum perdata yang dimungkinkan adanya pilihan, harus
diberlakukan seragam dan diunifikasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudzakkir, “Integrasi Hukum
Islam”, hlm. 23. :
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struktural namun mereka tidak proaktif untuk mengusahakannya. Sementara pemikiran
fikih Indonesia berupaya melakukan kontekstualisasi nilai-nilai hukum Islam terhadap
kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia kemudian hasil kontekstualisasi tersebut
berupaya diformalkan dalam aturan perundang-undangan. Dengan kata lain pemikiran
fikih Indonesia yang bersifat formal-kontekstual merupakan jalan tengah atau pemikiran
moderat dari kecenderungan pemikiran tentang- pemberlakuan hukum Islam yang ada di
Indonesia, yang berusaha memformulasikan hukum Islam supaya dapat sesuai dengan
konteks sosial kultural masyarakat Indonesia.

Pemikiran fikih Indonesia, dengan demikian, dapat dikatakan sebagai pemikiran
hukum Islam yang formal-kontekstualis. Untuk melihat sudah sejauhmana perkembangan
pemikiran fikih Indonesia ini, pada bab selanjutnya dikaji perkembangan pemikiran dan
metodologi dari para tokoh penggagas fikih Indonesia- tersebut, yang kemudian akan

dikembangkan sebagai upaya continuity and change dari penelitian ini.

C. Pergulatan Hukum Islam di Indonesia

Di zaman awal Islam, pluralisme merupakan pilihan Nabi Besar Muhammad
SAW sebagai pondasi hidup bernegara. Pluralisme politik pertama kali dikenalkan Nabi
Muhammad SAW pada periode pasca Hijrah—di Madinah—ketika ia mengadakan
kontrak sosial-politik dengan elemen-elemen masyarakat Madinah yang pluralis. Kontrak

sosial-politik ini dikenal dengan istilah Sahafah Madinah atau Piagam Madinah.®’

5 Teks asli Piagam Madinah bisa dilihat dalam karya Ibn Kasir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Beirut:
Maktabah al-Ma’arif, tt, him. 224-226, sebagaimana dikutip oleh A. Yani Abeveiro, Penguasa, Oposisi dan
Ekstrimis Dalam Khilafah Islam; Mapping Historis, dalam A. Maftuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro “et all”,
Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia, SR-Ins Publishing, Yogyakarta, 2004. hal. 58.
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Di dalam Piagam Madinah, salah satunya, dinyatakan tentang hak
kewarganegaraan dan partisipiasi kaum non-Muslim di kota Madinah yang dipimpin
langsung Nabi Muhammad SAW. Kaum Yahudi yang semula merupakan himpunan suku-
suku juga diangkat statusnya oleh Piagam itu menjadi warga negara yang sah. Jadi, dengan
Piagam Madinah itu Nabi ingin memproklamirkan bahwa semua warga negara, baik
Muslim maupun non-Muslim adalah satu. bangsa atau z;mm.atan wahidah dan bahwa
mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam konteks Indonesia, menurut Cak Nur—panggilan akrab Nurcholish
Madjid—kedudukan serta fungsi Pancasila dan UUD 1945 bagi umat Islam Indonesia,
sekalipun tidak dapat disamakan, sebenarnya dapat dianalogikan dengan kedudukan serta
fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yang kini dikenal dengan sebutan
Piagam Madinah.*!

Kelahiran Pancasila yang dibidani Soekarno dan kawan-kawannya ini menjadi
tonggak ideologi bangsa Indonesia dalam menciptakan sebuah tatanan bangsa yang adil,
sejahtera serta berketuhanan. Sebuah ideologi yang tidak ada duanya di dunia ini, dimana
konsep ketuhanan menjadi spirit dalam dasar negara tetapi mensicayakan pemisahan
antara wilayah agama dan negara. Pancasila hadir sebagai alat pemersatu atas
keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan adat istiadat, lebih-lebih agama sebagai
perbedaan yang paling mendasar diwadahi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila
merupakan titik temu pandangan ideologis antara kelompok Nasionalis-sekuler dan

Nasionalis-Islamis.

* Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam, seri KKA No. 55/Tahun V/1991, hal. 11-15.
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Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian rezim dari Orde Lama
ke Orde Baru memulai babak baru dalam ideologi Pancasila. Orde baru memonopoli
penafsiran Pancasila melalui indoktrinasi kepada seluruh warga negara dengan segala
profesi dan usia serta pendidikan. Pada masa itu, Pancasila diubah menjadi pisau bermata
seribu yang dihunus penguasa untuk menikam siapa saja yang divonis melanggarnya,
termasuk di dalamnya adalah gerakan Islam radikal. |

Pancasila pada era reformasi ini diuji kembali kesaktianya setelah sekian lama
dijadikan alat penguasa untuk melawan para pengkritiknya. Sebagian pihak malah
menganggap bahwa Pancasila sudah tidak layak lagi menjadi dasar Negara Republik
Indonesia. Pancasila dipandang sudah usang (kadaluarsa) oleh sebagian orang yang
kecewa dengan kepemimpinan Presiden RI sejak Soekarno, Soeharto, Habibie,
Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Para
pengkritik Pancasila itu seolah-olah merasa tidak kaffah menjalankan Syari’ah Islam di
negara Pancasila, dan kini mereka mengajukan konsep tandingan yakni berupaya

memformalisasikan Syari’ah Islam di negara Indonesia yang sangat plural ini.

D. Pro-Kontra Formalisasi Syari’ah Islam
Masyarakat Islam Indonesia sekarang ini sedang dilanda apa yang disebut
sebagai gerakan “formalisasi syariah Islam”. Maraknya formalisasi Syariah Islam di

banyak daerah melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) sesungguhnya tidak bisa
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dipisahkan dari diberlakukannya Otonomi Daerah (Otoda) sebagai bagian dari agenda
demokratisasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru.*

Fenomena semacam ini, secara teoretik sebenarnya bukan sesuatu yang
mengejutkan. Willian R. Liddle, pernah meramalkan keadaan seperti ini. Menurutnya,
dalam iklim politik yang terbuka, gerakan Islam yang cenderung skripturalis akan
muncul.® Dalam kerangka itulah; menguatnya gerékan Islam skripturalis di Indonesia
pasca keruntuhan rezim Soeharto menjadi hal yang sangat alamiah.

Sementara di masa rezim Orde Baru, Perda-perda semacam ini tidak
bermunculan karena adanya kontrol yang sangat ketat dari pemerintah pusat. Ketika Orde
Baru runtuh dan kontrol kekuasaan memudar seiring dengan tuntutan reformasi—salah
satunya adalah melalui desentralisasi kekuasaan lewat Otonomi Daerah—Perda-perda ini
mulai menyeruak dalam kurun sepuluh tahun terakhir, atau sejak Otonomi Daerah
diberlakukan pada tahun 1999.*

Wacana formalisasi syari’ah Islam ini kembali menguat pasca reformasi 1998
semenjak Sidang Tahunan MPR tahun 2000-2002 dan menjadi wacana penting, baik
dalam ranah intelaktual maupun politik—dipicu oleh usulan beberapa Parati Politik di

Parlemen.*®

% Otonomi daerah merupakan bentuk pemencaran kekuasaan melalui pemberian otonomi atau
pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui
desentralisasi dan dekonsentrasi. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3S
Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 221.

* Willian R. Liddle, Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action
in New Order Indonesia, dalam Toward a New Paradigm: Recent Development in Indonesia Islamic Thought,
Mark R Woodward (ed) Arizona: Arizona State University, 1996, hal. 323

" Majalah Gatra, “Gelora Syariah Mengepung Kota”, 01 Mei 2006.

* Partai pengusung teks Piagam Jakarta antara lain adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam pemberitaan bahwa PPP tetap akan
memperjuangkan Piagam Jakarta untuk masuk dalam UUD 1945. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPP
Hamzah Haz (saat itu) dalam Tabligh Akbar warga PPP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 26
November 2001. Menurut Hamzah Haz memperjuangkan Piagam Jakarta masuk dalam UUD 1945 bukan berarti
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Sementara di luar parlemen, upaya formalisasi syariat Islam dalam negara getol
dilakukan beberapa organisasi massa Islam yang mengusung ideologi transnasional.*’
Tetapi, pembahasan tentang pencantuman “tujuh kata” dari Piagam Jakarta tersebut
mentok di sidang tahunan MPR, karena muncul penolakan dari sejumlah tokoh® dan
sejumlah ormas Islam di negeri ini.”’

Setelah usaha- ini gagal, maka4 upaya formalisasi syariah Islam melalui
penegakkan hukum positif negara dialihkan melalui perkembangan pelaksanaan Otonomi
Daerah (Otodaj. Dan kini beberapa kelompok Islam mengambil jalan lain, yakni
berkolaborasi dengan lembaga legisléfif dan eksekutif di daerah untuk menerbitkan
Peraturan Daerah F(Perda) yang bernuansa Syari’ah Islam. Dan sekarang ini hampir di

setiap kabupaten atau kotamadya menerbitkan Perda yang bernuansa Syariah Islam,

terutama yang menyangkut empat hal: Perjudian, Pelacuran, Minuman Keras, dan Jilbab.

PPP menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. PPP sama sekali tidak menginginkan berdirinya Negara
Islam Indonesia. Yang ingin ditegakkan adalah Syariat Islam. Lihat Satya Arinanto, Piagam Jakarta dan Cita-
cita Negara Islam, dalam Kurniawan Zein dan Saripudin HA (ed), Syari'at Islam Yes, Syari’at Islam No, Dilema
Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945, Paramadina, 2001, hal. 57.

* Sejumlah Ormas pengusung Piagam Jakarta adalah Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (P1I), Himpunan
Muslim Antar Kampus (HAMMAS), Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (HMMI), Komite Indonesia
Untuk Solidaritas Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
dan Mejelis Mujahidin Indonesia (MMI). Lihat Syafii Maarif , et. all, Syari'at Islam Yes, Syari’at Islam No,
dalam Kumniawan Zein dan Saripudin HA (ed). /bid, hal. xix. Hizbut Tahrir Indonesia (HT) dan Mejelis
Mujahidin Indonesia (MMI) memiliki visi yang sama dalam hal penerapan hukum Islam, tapi mereka memiliki
pandangan yang berbeda dalam metode perjuangannya. MMI masih percaya bahwa hukum Islam bisa diterapkan
di nagara Indonesia dengan mengakomodir bentuk Negara RI. Sedangkan HTI| meyakini bahwa pelaksanaan
hukum Islam hanya bisa dilakukan melalui penegakan Khilafah Islamiah. Lihat Muhammad Iqbal Ahnaf, dalam
A. Mafiuh Abegebriel, A. Yani Abeveiro “et all”, Negara Tuhan, The Thematic Encyclopaedia, SR-Ins
Publishing, 2004. Yogyakarta, hal. 699.

0 Sejumlah tokoh yang menolak Piagam Jakarta diantaranya adalah: Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
Syafii Maarif, Nurcholish Madjid, Hasyim Muzadi, Gunawan Muhammad, Masdar F. Mas’udi, dll. Sekadar
contoh tentang pandangan-pandangan kalangan muslim progresif terhadap formalisasi Syariat Islam, bisa dilihat
dalam Zoly Qodir, Syari’ah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2004.

*' Sejumlah Ormas Islam yang menolak Piagam Jakarta diantaranya adalah: Muhammadiyah, Nahdhatul
Ulama (NU), Jaringan Islam Liberal (JIL), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI1), Forum Kebangsaan
Pemuda Indonesia (FKPI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), lkatan Pelajar Nahdhatul Ulama
(IPNU), lkatan Putra Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Jaringan
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Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), misalnya, yang merupakan wilayah
Indonesia yang paling awal memulai pemberlakuan syariah Islam di era reformasi ini.
Dengan mendasarkan pada UU NAD, daerah ini telah secara resmi menerapkan sebagian
syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan ibadah mahdhah dan pemberantasan
kemaksiatan, sejak tanggal 1 Muharram 1423 H atau bertepatan dengan 15 Maret 2002.
Demi stabilitas pémberlakuan syariaf Islam itu, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam
telah merekrut 2500 polist syariat yang bertugas mengawasi jalannya syariat Islam.*

Di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, perda syariah dibuat di tingkat provinsi
secara umum dengan harapan akan dikembangkan dan dijadikan aturan induk bagi
pelaksanaén perda serupa di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota di kedua provinsi
itu sudah memberlakukan aturan serupa.

Di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Gorontalo, perda syariah dibuat di
tingkat provinsi, tetapi tidak diikuti pemerintah kabupaten/kota. Aturan yang diatur
umumnya terkait dengan pelarangan pelacuran dan peredaran minuman keras. Bentuk lain
dari pemberlakuan perda syariah adalah perda dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota,
tanpa ada aturan induk di tingkat provinsi. Seperti di Kabupaten Cianjur (Jawa Barat),
Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Pamekasan,

Madura® (Jawa Timur).

Islam Emansipatoris, Rahima, dan Paramadina. Akh. Muzakki, /mportisasi dan Lokalisasi Ideologi Islam:
Ekspresi Gerakan Islam Pinggiran Pasca-Soeharto, dalam Jurnal Maarif Vol. 2, No. 4, Juni 2007, hal 10.

32 Penetapan Aceh sebagai provinsi dengan sejumlah keistimewaan diputuskan melalui dua undang-
undang. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimiwaan DI Aceh dan Undang-
undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Lihat: Tashwirul Al-Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran
Keagamaan dan Kebudayaan, Lakpesdam NU, Edisi No. 20 Tahun 2006. hal. 45. Lihat juga Jawahir Thontowi,
Islam, Politik, dan Hukum, Esai-esai limiah untuk Pembaruan, Madya Press, Yogyakarta, 2002. hal. 27.

% Surat Edaran Bupati Pamekasan. Lihat Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami),
Upaya Mewujudkan Masyarakat Pamekasan Amanah (Aman dan Sakinah) Dalam Rangka Penegakan Syariat
Islam Melalui Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Ajaran Islam. Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat
Islam (I.P2S1I) Kabupaten Pamekasan Madura, Jatim 2002.
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Sekalipun perda' syariah ini mendapat dukungan elite politik dan eksekutif

daerah, fenomena penerapan perda syariah tetap saja memicu pendapat pro dan kontra di
-kalangan masyarakat terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai
kebhinekaan di Indonesia.

Masyarakat yang menolak penerapan perda syariah memandangnya sebagai
ancamar& bagi eksistensi Négara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sangat plural.
Jadi, masalahnya bukan pada soal apakah penolakan terhadap perda syariah itu sebagai
sikap apriori atau bukan, melainkan pada sejauh mana prinsip penyelenggaraan negara
demokrasi yang sudah disepakati secara bersama itu ditaati atau tidak serta apakah sebuah
kebijakan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak mengatur secara parsial.

Bahkan sejumlah politisi di Senayan merasa resah dan gelisah atas fenomena
semacam itu. Tak kurang dari 56 anggota DPR RI melayangkan surat kepada Ketua DPR
RI untuk segera menyurati Presiden, Mendagri dan Mahkamah Konstitusi agar
memperbaiki dan mencabut semua Perda Kabupaten/Kota yang bernuansa syari’ah Islam.
Perda syari’ah Islam tersebut dinilai telah melanggar dan bertentangan dengan prinsip
konstitusi dan Pancasila.>*

Namun, usaha sebagian anggota DPR RI untuk mencabut perda yang bernuansa
syari’ah Islam itu gagal di tengah jalan, karena sebagian besar anggota DPR RI, termasuk
Ketua Umum MPR Hidayat Nurwahid, menghadang langkah DPR RI tersebut. Menurut
Hidayat Nurwahid, perda itu tidak melanggar konstitusi, tidak menyakiti kelompok

minoritas, dan tidak mengancam keutuhan bangsa. Perda itu hakikatnya merupakan wujud

> Harian Kompas (14 Juni 2006) menurunkan sebuah berita berjudul “Anggota DPR Terbelah: Perda
Syariat Islam Dipersoalkan 56 Anggota”. Lihat juga dalam Harian Media Indonesia, 16 Juni 2006. Harian sore
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aspirasi rakyat yang diartikulasikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dalam sekala lokal.*®

Bagi kelompok penganjur formalisasi syari’ah Islam meyakini bahwa syari’at
Islam adalah satu-satunya solusi bagi persoalan multidimensi dan sebagai sarana
memperbaiki moral bangsa di dalam pemberantasan berbagai penyakit masyarakat.

Bila dicerméti secara seksama, nampaknya memang kehadiran perda syariah,
pada satu sisi merefleksikan kegagalan pemerintah dalam mengimplementasi hukum yang
telah ada di Indonesia. Hukum dan perundangan yang ada dinilai tidak mampu
memberantas kemaksiatan, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya.

Dengan menawarkan formula legitimasi keagamaan untuk melawan hukum yang
berbasis sekuler itu, maka Islam dianggap benar-benar menawarkan alternatif hukum dan
politik yang praktis sekaligus menjadi peluang penyelamat spiritual dan hambatan
psikologis yang kukuh dalam dunia yang sedang bergolak saat ini.

Ini merupakan fenomena yang mendapat pengaruhnya dari gaung “kebangkitan
Islam” di seantero dunia Islam pada umumnya. Sedangkan kebangkitan Islam di Negara-
negara Muslim pada umumnya merupakan respon atas bencana akhlaq, krisis politik, dan
ekonomi yang carut-marut.’® Bahkan, tidak hanya untuk menentang Barat, melainkan lebih

merupakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap sebagai penyebab frustrasi

dan penindasan, baik internal maupun eksternal.’’

Suara Pembaruan (14 Juni 2006) juga menurunkan berita “56 anggota DPR Desak Pemerintah Cabut Perda
Bernuansa Syariah Islam”.

% Majalah Tempo, edisi 17/XXXV/19-25 Juni 2006.

% R. Hrair Dekmejien, “The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Etnict, Conflict, and the
Search for Islamic Alternatives”, dalam Curtis, ed., Reliegion and Politics in the Middle East, hal. 33.

7 Khursid Ahmad, The Nature of the Islamic Resurgence, dalam John L. Esposito, ed. Voices of
Resurgent Islam, New York , Oxford University Press, hal. 218-228.
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Dengan demikian, fenomena formalisasi syari’ah Islam sebagai dasar negara
adalah merupakan salah satu bentuk pencarian identitas (identity reconstruction). Samuel
Huntington, misalnya, mencatat bahwa saat ini, para Islamis tengah mencari penyelesaian
atas persoalan-persoalan domestiknya tidak di dalam ideologi-ideologi Barat, namun
berpaling kepada Islam, yang mereka gambarkan dalam slogan “Islam is the Solution” >
Selain itu, meréka menginterpretasi “kebebasan” di dalam frame of reference syari’ah
Islam, tidak di dalam pemahaman HAM perspektif barat.

Dalam konteks Indonesia, multikrisis yang melahirkan frustrasi dan rasa
ketertindasan menampakkan wujudnya dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) oleh para elit yang menyebabkan maraknya korupsi, kejahatan
politik, lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekoncmi, yang nyaris
membawa negeri ini kepada jurang kehancuran. Di tingkat masyarakat, krisis tersebut
berbentuk munculnya konflik dan isu disintegrasi di berbagai daerah, meningkatnya
kriminalitas, memudarnya solidaritas sosial, dan merajalelanya tindak kemaksiatan dan
kekerasan. Hal yang demikian berdampak pada merosotnya legitimasi sistem politik dan
hukum yang ada—yang “katanya” berbasis sekuler. Kenyataan ini diperparah lagi oleh
berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah (grass
root), seperti kenaikan berbagai harga bahan dasar kehidupan masyarakat. Begitupun,
bencana akhlak yang semakin parah telah merusak tatanan kehidupan masyarakat,
sehingga lengkaplah penderitaan rakyat Indonesia. Kemiskinan multidimensi ini

merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup sebuah bangsa yang

berdaulat.

%8 Lihat Samuel P. Huntington, The Lash of Civilization and the Remaking of World Order, New York:
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Rakyat Indonesia kini mengalami derita panjang dan bertubi-tubi, ditambah lagi
akibat berbagai musibah bencana alam. Bencana alam yang melanda hampir seluruh
wilayah Indonesia, selain meninggalkan trauma, juga telah menurunkan daya beli dan
memiskinkan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pada pemerintahan
sekuler tersebut kian hari kian menurun. Maka muncullah keinginan untuk kembali pada
nilai-nilai dan sistem yang berbasis Islam. Mereka mempercayai bahwa kembali kepada
sistem Islam merupakan alternatif terbaik dalam menghadapi multikrisis di negeri ini.*

Secara umum, pandangan yang khas dari mereka yang menuntut formalisasi
syari’ah Islam adalah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap dan sempurna
(kaffah) yang datang dari Allah untuk kemaslahatan alam semesta (rahmatan lil alamin).
Islam dipandang tahan terhadap gesekan sejarah, sebab Islam bukan merupakan produk
sejarah dan bukan pula ideologi uji coba yang sifatnya sementara. Apalagi hukum nasional
kita merupakan warisan kolonial dan tidak mampu memberantas kemaksiatan, perjudian
dil
E. Syari’ah, Figh, dan Undang-undang

Secara kebahasaan syari’ah berarti jalan. Di dalam al-Quran terdapat tiga ayat
yang bermakna jalan (Qs. 45: 18, 5: 48, dan 42: 13). Secara umum, syari’ah berarti “cara

hidup Islam yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi”. Pada periode awal (daur al-

tasyri’), Syari’ah Islam identik dengan wahyu Allah dalam al-Qur’an ditambah Sunnah

Rasul.

Simon & Schusster, 1996, Terj, Qalam, Yogyakarta, 2003. hal. 12,

% Irfan S. Awwas, Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin Indonesia, Implementasi Syari’at Islam
Dalam Perspektif Hukum dan Politik di Indonesia, Makalah yang disampaikan Irfan S. Awwas dalam Diskusi
Ahli tentang Syari’ah Islam Dalam Perspektif Hukum dan Politik di Indonesia, yang diselenggarakan oleh
Departemen Komunikasi dan Informatika RI, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2006, bertempat di Hotel Quality,
J1. Ahmad Yani No. 40, Surakarta.
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As-Sunnah merupakan otoritas teks kedua setelah al-Qur'an, yang berarti Nabi
diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili kehendak Tuhan. Ia dipandang sebagai
penerima wahyu Tuhan atau shahib al-syari’ah (pemilik syari’ah), sehingga secara efektif
berperan sebagai pemegang otoritas dalam masyarakat Muslim pada periode awal Islam.*°
Artinya, Nabi Muhammad SAW. mempunyai otoritas penafisiran teks-teks wahyu (as-
Sunnaﬁ at-Tasyri’iyyah) yang sudah diterimanya dari Allah dalam bentul al-Qur’an
kemudian terbentuk as-Sunnah sebagai penjelas dan pelengkap dari al-Qur’an.

Pada periode kedua, yaitu periode ijtihad, dimana syari’ah ini tidak lagi
berfungsi sebagai hukum dalam arti bersifat langsung, melainkan berkembang menjadi
sumber hukum. Pada tahap ini harus dibedakan antara syariah, pemahaman terhadap
syariah, dan penerapan terhadap pemahaman syariah.

Dalam pemikiran Islam, pemahaman terhadap syariah disebut dengan istilah
figh. Adapun penerapan terhadap figh tak lain adalah pandangan relatif manusia terhadap
ajaran syariah yang absolut disebut dengan istilah tathbiqu ahkdmil figh (penerapan
terhadap hukum-hukum figh), bukan tathbiqu as-sya-ri ‘ah (penerapan terhadap syariat).
Definisi tersebut memberi pengertian bahwa figh merupakan produk pemikiran manusia
(fagh) yang bersifat temporal, lokal, dan kontekstual. Lokalitas dan konstektualitas pada
dasarnya merupakan sifat dasar dari figh, dan ini yang membedakan dengan syari’ah.

Pada tahap selanjutnya, figh menjadi disiplin keilmuan Islam itu sendiri.

Sebagian kalangan Muslim memandang figh sebagai produk hukum yang final dan baku

% Khaled M. Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. R. Cecep
Lukman Yasin, Serambi, Jakarta, 2004, hal. 26.
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! Karena itu, memperlakukan figh

tanpa mempertimbangkan aspek epistemologisnya.
sebagai kehendak mutlak Tuhan merupakan sikap otoriter dan sewenang-wenang.®?
Berbeda dengan syari’ah yang tunggal, figh terbagi ke dalam banyak aliran dan mazhab.
Ada mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali, Dzahiri, dan masih banyak aliran lainnya.

Bahkan, tak berlebihan bila dikatakan, setiap Muslim mempunyai figh-nya sendiri

terhadap ajaran syari’ah. Oleh karenanya, perbedaan, pluralitas pemahaman, atau bahkan

debat terbuka, adalah hal yang lumrah dalam dunia figh.

Pada periode berikutnya, disebut sebagai periode pengundangan atau legislasi
(daur al-tagnin). Pada periode ini formalisasi syariah Islam sebenarnya adalah ganun.
Sesuai dengan prinsip elaborasi norma, ganun Islam bersumber kepada figh, dan figh
bersumber kepada syari’ah. Dengan demikian penerapan syariah Islam (tathbigqu as-
syari’ah) sesungguhnya adalah penerapan terhadap keputusan atau hukum-hukum figh
(tathbigu ahkamil figh) yang tak lain adalah hasil ijtihad imam, atau mazhab tertentu
dalam permasalahan tertentu. Bila demikian keadaannya, keputusan atau hukum figh mana
yang hendak mereka terapkan? Dengan kata lain, pandangan figh mazhab mana dan
pandangan figh imam siapa yang hendak dijadikan sebagai landasan perda syariah itu?
Pertanyaan ini selamanya akan tetap menggantung dan pendukung perda syariah itu akan

bungkam dan tidak bisa memberikan jawaban. Ini disebabkan para pendukung “jargon

8! Sejak abad VII M. figh berada pada puncak kesakralan dan kemapanan. Orientasi keberagamaan umat
selalu merujuk pada figh sebagai justifikasi keselamatan dan kesesatan. Sebagai sebuah rujukan hukum, figh
tampak subjektif: hitam-putih, benar-salah, dan halal-haram. Gerakan menjaga otoritas figh yang cukup massif,
misalnya, dengan memunculkan “kampanye” tertutupnya pintu ijtihad, jelas mengorientasikan (memaksa) orang
untuk senantiasa tunduk pada produk pemahaman keagamaan puluhan abad silam dan menisbikan hentakan
gelombang zaman. Lihat Muhammad Salman Ghanim, Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat Ibadah, Politik, dan
Feminisme, LKiS, Yogyakarta, 2004, hal. Viii. Lihat juga Nurcholis Madjid Dkk, Figh Lintas Agama,
Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, Paramadina, Jakarta, 2004, hal. 135. Lihat juga Zuhairi Misrawi DKk,
Islam Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran islam Kontemporer, Paramadina, Jakarta, 2005, hal.

282-300.
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penerapan syariah Islam” sebenarnya tak memperhatikan perbedaan syari’ah, figh, dan
ganun. Sebagian (mungkin) memahami perbedaan ini, namun karena alasan dan
kepentingan tertentu, mereka lebih memilih diam, bahkan secara terbuka malah
mendukung penuh jargon penerapan syariah Islam. Untuk itu, kita harus membedakan
antara syari’ah, figh maupun Qanun. Qanun merupakan aspek yang paling jelas tentang
formalisasi, sedangkan syariah Islam adalah aspek yang paling jelas tentang ajaran Tuhan.
Jika aturan Tuhan diundangkan oleh negara, maka itu disebut ganun, yang sifatnya relatif
(zhanni).

Bagi al-Asmawi, ada kerancuan tentang mana yang syari’ah dan mana yang figh
serta mana yang ganun (undang-undang). Hal ini berakibat pada kerancuan tentang apa
yang azali, yang adikodrati, dan apa yang manusiawi. Karena pada hakikatnya syariah
adalah cara/metode atau jalan agama. Sementara Muhammad ‘Abid al-Jabiri
berpandangan bahwa Syariah Islam bukanlah keseluruhan teks yang mesti diberlakukan,
melainkan bagaimana menafsirkannya secara memadai di dalam kehidupan sekarang. Hal
ini disebabkan karena syariah Islam lebih merupakan metodologi atau sumber hukum dan
bukan hukum itu sendiri. Karena itulah, syariah tidak dapat diundangkan sebagai hukum
positif atau formalisasi Syariah secara total,—melainkan objektifikasi syariah dalam
hukum modern. Artinya, syari’ah (hukum Islam) sekadar menjadi bagian dari hukum
nasional bersama dengan hukum-hukum yang lain.*’

Jika dikaitkan dengan Hukum Nasional Indonesia, maka ganur itu identik

dengan hukum negara berupa peraturan perundang-undangan yang harus bersumber dan

62 Khaled M.Abou El-fadl Melawan Tentara Tuhan, Alih Bahasa: Kurniawa Abdullah, Serambi,

Jakarta, 2003, hal. 25-34.
83 Khamami Zada, op. cit., hal. 15-16.
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berpuncak pada UUD 1945. Sumber inspirasinya adalah segala norma yang berkembang
dan dikembangkan dari dunia ilmu hukum atau “ilmu figh” yang tidak boleh bertentangan
dengan keyakinan-keyakinan hukum atau keyakinan keagamaan segenap warga negara
Indonesia yang menjadi subyek hukum yang diatur oleh hukum nasional tersebut. Sesuai
dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya tidak boleh ada hukum
nasional yang bertentangan dengan norma-norma agama yang diyakini oleh warga negara
Indonesia secara keseluruhan.®

Indonesia sungguh beruntung memiliki rumusan politik (Pancasila) yang dapat
menjembatani pertentangan antara kelompok yang menghendaki formalisasi syariah Islam
dan mereka yang lebih tertarik memperjuangkan syariat Islam pada ranah budaya.®’
Sebuah ideologi—Pancasila—yang tak ada duanya di dunia ini. Untuk itu, bangsa
Indonesia patut berterima kasih kepada para fouding fathers-nya yang telah menyatukan
kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak semua negara di
dunia mampu melakukannya.

Menurut pandangan Cak Nur—panggilan akrab Nurcholish Madjid bahwa
Pancasila adalah sudah sangat Islami. Sifat Islami keduanya didasarkan pada dua
pertimbangan yakni: Pertama, nilai-nilainya dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan

Kedua, fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk

 Jimly Asshiddigie, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam
Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional,
diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 27 September 2000.

% Sejarah panjang Islam di bumi Nusantara sejak awal sudah memperlihatkan bahwa penerapan syariat
Islam yang tidak mempertimbangkan keragaman kultural akan mengalami kegagalan. Sebaliknya, implementasi
syariat dengan memanfaatkan piranti-piranti budaya yang sudah mengakar di tengah masyarakat terbukti jauh
lebih berhasil. Salah satu tesis yang mendukung tentang Islam yang toleran dan harmonis adalah tesis yang
diajukan oleh Azyumardi Azra tentang masuknya Istam ke Indonesia. Azyumardi Azra mengatakan bahwa Islam
datang ke Indonesia dibawah oleh para saudagar dari Gujarat dengan jalan penetration pacifigue (penetrasi
damai). Azyumardi Azra, Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia, Makalah disampaikan pada Orasi



198

mewujudkan kesatuan sosial-politik bersama. Bahkan Pancasila merupakan wujud
kemenangan politik wakil-wakil Muslim, dan bahkan kemenangan kaum Muslim itu
sendiri di Indonesia.

Pancasila melalui slogannya “Bhineka Tuggal lka” (berbeda-beda tetapi tetap
satu jua), mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangatlah plural
baik dari segi agama, suku bangsa, bahasa dan sebagainya tetapi mereka diikat dan
disatukan oleh sebuah landasan hidup bersama (common platform), yakni Pancasila.
Secara serupa, Piagam Madinah juga merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip
kesepakatan antara kaum Muslim Madinah di bawah pimpinan Nabi SAW dengan
berbagai kelompok non-Muslim di kota itu untuk membangun tatanan sosial-politik

bersama.

Atribut “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama jelas sekali
merefleksikan dari ajaran tauhid.®” Bahkan setiap sila dalam Pancasila merupakan
obyektifikasi—dalam istilah Kuntowijoyo dari nilai-nilai universal dalam setiap-agama
dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda dari segi syariat dan aqidah, ada nilai-nilai yang

diyakini bersama sebagai nilai-nilai luhur.®® Sementara menurut Nurcholish Madjid, nilai-
y g J

Budaya yang diselenggarakan Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies (IMPULSE), Yogyakarta, 30
Agustus 2007.

% Di dalam Piagam Madinah, salah satunya, dinyatakan tentang hak kewarganegaraan dan partisipiasi
kaum non-Muslim di kota Madinah yang dipimpin Nabi SAW. Kaum Yahudi yang semula merupakan himpunan
suku-suku juga diangkat statusnya oleh Piagam itu menjadi warga negara yang sah. Jadi, dengan Piagam itu Nabi
ingin memproklamirkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu bangsa atau
umma wahida dan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lihat Nurcholish Madjid,
Agama dan Negara dalam Islam, seri KKA No. 55/Tahun V/1991, hal. 11-15.

%7 Ibid., hal. 110.

% Menurut Kuntowijoyo, nilai-nilai Islam harus diterjemahkan dalam kategori obyektif sehingga dapat
diterima semua pihak. Suafu perbuatan disebut obyektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non Muslim
sebagai suatu yang natural (sewajarnya), tidak sebagai perbuatan keagamaan, walaupun di sisi lain orang Islam
memandangnya sebagai ibadah. Lihat Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Cet 11, Mizan, Bandung, 1997,
hal. 67-69.
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nilai bersama itu dalam Al-Qur’an disebut dengan kalimatin sawa. Pancasila adalah
kalimatin sawa—common ground.®

Jadi, jika selama ini perjuangan sebagian kecil kaum Muslim bermuara pada
obsesi mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan membawa slogan al-
Islamu huwa al-dinu wa al-daulah (Islam adalah agama dan sekaligus negara) nampaknya
telah mengaburkan hakekat yang sebendrnya dari din dan posisi kenabian Muhammad.”
Sebab menurut Ahmad Syafii Maarif, din adalah sesuatu yang immutable (abadi),
sedangkan daulah adalah sesuatu yang mutable (berubah). Menempatkan daulah setarap
dengan posisi din (Islam), itu sama artinya dengan mengagungkan negara sepertinya
halnya mengagungkan din al-Islam.”" Apalagi istilah daulah yang berarti negara tidak
dijumpai dalam al-Qur’an,”” hanya negara yang baik, penuh pengampunan Tuhan
(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).

Dengan demikian, pada dasarnya, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak
dapat dipisahkan, sebab keduanya bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraah, dan
perdamaian di muka bumi. Karena itu, perlu ada rumusan dan diplomasi baru guna
menjadikan keduanya sebagai ruh bangsa Indonesia. Indonesia yang dapat membentuk

masyarakat dan berbangsa tanpa merasa berdosa kepada Tuhannya, demikian pula dapat

% Nurcholish Madjid, Agama dan Negara dalam Islam, seri KKA No. 55/Tahun V/1991, hal. 11-15.

7 Posisi Muhammad sebagai Rasul Allah tetap tidak berubah sampai saat wafatnya pada 632 M. Dalam
al-Qur’an surat Al Imran ayat 144 “Muhammad hanyalah seorang Rasul”. Salah satu buku yang secara
komprehensif menjelaskan sejarah kepemimpinan politik Islam dapat dibaca dalam buku Munawwir Sjadzali,
Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Ul Press, Jakarta, 1990. Atau dalam karya Ali Abd ar-
Raziq, Islam, Dasar-dasar Pemerintahan, Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, Jendela, Yogyakarta,
2002. hal. 49-56.

™ M. Syafi’i Anwar, Syafii Maarif, Bung Hatta, dan Deformalisasi Syariat, dalam Abd. Rohim Ghazali
dan Saleh Partaonan Daulay (ed), Muhammadivah dan Politik Islam Inklusif, 70 Tahun Ahmad Syafii Maarif,
Maarif Institute, Jakarta, Juni 2005, hal. 40

 stilah daulah memang ada dalam al-Qur’an tapi bukan bermakna negara, istilah ini dipakai secara
figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan. Lihat Ahmad Syafii Maarif, Islam
dan Pancasila sebagai Dasar Negara, op. cit, hal. 15.
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beragama tanpa merasa mengkhianati bangsanya. Sebab Pancasila merupakan
impelementasi atau turunan dari ajaran agama (Islam) melalui ajaran hablun min Allah
(hubungan kepada Tahun), hablun min annas (hubungan kepada sesama manusia). Begitu
pula melalui ajaran persaudaraan sesama manusia (ukhuwah basyariyah) dan persaudaraan
sesama anak bangsa (ukhuwah wathoniyah).

Perlu disadari pula bahwa sejak awal lahirnya negara ini sudah disepakati
Pancasila menjadi' dasar dan ideologi bangsa sebagai platform bangsa yang pluralistik.
Meminjam istilah Bung Karno saat menggagasnya, Pancasila adalah philosophische
grondslag atau weltanschauung bangsa Indonesia. Organisasi Islam terbesar seperti
Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah pula menganggap Pancasila sebagai
ideologi final bagi NKRI.”® Karena itu, walau berganti-ganti rezim, nilai-nilai Pancasila
tetap harus dipertahankan.

Karena itu, perawatan terhadap Pancasila pada era reformasi ini membutuhkan
ekstra tenaga yang kuat dikarenakan demokrasi yang mengharuskan kita untuk lebih
terbuka dan toleran, ditambah lagi gerakan-gerakan yang dengan sengaja dan terbuka ingin
mengganti ideologi bangsa dengan yang lain. Perawatan Pancasila itu penting karena
hanya dengan ideologi Pancasila-lah yang bisa menjadi perekat bangsa. Kebhinekaan kita
dalam lanskap kesatuan dan persatuan bangsa merupakan modal dasar (basic capital)
dalam mewujudkan kesejahteraan yang berketuhanan di masa depan dengan
mengedepankan prinsip-prinsip toleransi dan kebebasan yang be;'tanggung jawab.

Disamping itu juga, Pancasila adalah ideologi terbuka dan sangat siap menerima

nilai-nilai dari luar sepanjang positif dan konstruktif. Bangsa ini memiliki khazanah yang
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sangat bernilai, yaitu adanya agama yang dianut baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu,
Budha dan Khonghucu yang semuanya punya akar historis dan ikatan emosional yang
kuat, serta sudah diakui secara resmi hak hidupnya dalam NKRI. Walau secara Feologis
dan ritual masing-masing agama berbeda, namun tentu memiliki nilai moral dan sosial
yang luhur dan relatif sama dalam membangun bangsa.

Ke depan, kita sebaiknya tidak perlu membuat Undang-undang atau Peraturan
Daerah (Perda) yang dari sisi moral dan sosial diwarnai oleh ajaran agama tertentu, seperti
maraknya perda bernuansa syari’ah Islam serta Raperda Manokwari-Papua yang
bernuansa Kristen—justru akan semakin mempertajam konflik dan polarisasi yang
dipandang mengancam keutuhan persatuan nasional dan NKRI, serta mengancam hak
asasi manusia (HAM), emansipasi dan demokrasi Indonesia. Agama sudah menjadi modal
hidup (life capital) bangsa Indonesia sejak dulu tanpa harus ada formalisasi. Sejak era
perjuangan melawan penjajahan yang sangat lama dan mempertahankan kemerdekaan
yang berdarah-darah, semua itu karena kita punya agama. Jadi mengamalkan Pancasila
sebagai kalimatin sawa adalah bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran agama
(Islam) dan mengamalkan agama (Islam) adalah bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada

bangsa Indonesia.

F. Ke Arah Formalisasi Syari’ah Islam dalam Tata Hukum Indonesia
Upaya formalisasi Syariah Islam di negeri ini telah menjadi sejarah yang cukup
panjang dan melelahkan, bahkan sebelum Negara ini punya nama “Republik Indonesia”

yang secara resmi dideklarasikan pada 17 Agustus 1945. Perdebatan tentang seputar dasar

8 Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum, Esai-esai Ilmiah untuk Pembaruan, Madya Press,
Yogyakarta, 2002. hal. 30.



202

Negara telah menguras otak dan energi para pendiri Negara Indonesia (founding fathers).
Ada yang menghendaki agar dasar Negara Indonesia ini nasionalisme, sementara sebagian
kelompok lain menginginkan agar dasar Negara Indonesia adalah Islam.

Benih-benih perdebatan itu muncul secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi
polemik antara Soekarno (nasionalis sekuler) versus Muhammad Natsir (nasionalis Islam)
di sekitar “hubungan antara agama dan negara”. Polemik kedua belah pihak ifu merupakan
kelanjutan dari polemik yang terjadi pada tahun 1918 ketika komite untuk kebangsaan
Jawa (Comite Voor het Javanche Nasionalisme) mengecam kalangan Serikat Islam (SI)
dengan menandaskan bahwa politik dan agama haruslah dipisah, sedangkan pihak Serikat
Islam menolak dengan mangatakan bahwa gerakan mereka adalah Islam Nasionalis.”

Perdebatan terus berlanjut, hingga pada akhirnya panitia 9 (sembilan) yang
dibentuk BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 mengajukan dasar negara yang dinamakan
dengan Piagam Jakarta.” Pada Agustus 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan,
Soekarno telah meminta kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler supaya mengajukan
formula yang dapat mengimbangi kepentingan mereka masing-masing. Di antara tokoh-
tokoh Islam, banyak yang menghendaki negara yang sepenuhnya bercorak Islam.

Sedangkan umat Kristiani dan Hindu serta kaum nasionalis sekuler menginginkan bahwa

7 Soekarno berpendirian bahwa demi menjaga kemajuan negara dan agama itu sendiri, maka negara dan
agama harus dipisah, sedangkan Muhammad Natsir berpendirian sebaliknya bahwa hubungan agama dan negara
harus menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus berdasarkan ketentuan-
ketentuan agama. Lihat Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
hal. 55.

™ Dokumen Piagam Jakarta ini ditandatangani oleh sembilan tokoh nasional, antara lain Ir.Soekarno,
Drs.Mohammad Hatta, Mr.A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H.Agus Salim,
Mr.Achmad Subardjo, Wahid Hasyim dan Mr.Muhammad Yamin. Komposisi kekuatan antara golongan
nasionalis dan Islamis dalam panitia ini adalah 5:4. Sebuah gambaran yang komprehensif tentang Piagam Jakarta
ini, bisa dilihat dalam karya Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus
Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis “Sekuler” Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-
1949), Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 25.
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usaha mengislamkan negara hanya akan mencetuskan keresahan di bagian timur Indonesia
dan daerah lain non-Muslim lainnya.

Akhirnya, dalam sidang pertama BPUPKI-PPKI itu dicapai satu kesepakatan
bahwa Piagam Jakarta tersebut yang memuat tujuh kata yang berbunyi “Ketuhanan
Dengan Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya” dijadikan sebagai pembukaan
(preambule) konstitusi negara Republik Indonesia. | |

Karena itu, menurut Adian Husaini, bisa dikatakan proklamasi kemerdekaan RI
17 Agustus 1945 adalah sekaligus proklamasi pemberlakuan syariah Islam bagi umat
Islam di Indonesi_a.76 Berbeda dengan pandangan Robert W. Hefner. Menurut Hefner
tujuan Piagam Jakarta itu secara tidak langsung memposisikan Indonesia akan tetap non-
konfensional—tidak memihak agama mana pun—dan kemerdekaan beragama tetap
terjamin, tetapi negara juga akan bekerja supaya syariah Islam “diterapkan” di kalangan
masyarakat Muslim.”’

Namun satu hari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta itu
dibatalkan atas lobi seorang perwira Jepang yang diutus oleh orang Indonesia Bagian
Timur yang menyatakan keberatannya dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut.
Orang Indonesia Bagian Timur yang kebanyakan non-Muslim mengancam akan
memisahkan diri dari Indonesia jika ketujuh kata dalam pembukaan konstitusi negara

tersebut tidak dihilangkan. Mereka khawatir bila Piagam Jakarta dijadikan dasar Negara

76 Adian Husaini, Mempersoalkan Perda Syariat, Hidayatullah. Senin, 19 Juni 2006.
7 Donald K. Emmeson (ed), Indonesia, Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarkat, Transisi,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hal. 392.
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maka mereka yang non Muslim akan termarjinalisasikan dan akan menjadi warga Negara
kelas dua.”

Melalui respon dan tindakan yang bijak dan arif, para pendiri negara (founding
fathers) akhirnya setuju agar sila pertama dalam Piagam Jakarta yang mencantumkan
“Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluknya” dicoret
dan frase yang ada menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketuhanan Yang 4Maha Esa
sebagai sila pertama ditambah dengan empat sila yang lain yang dikenal dengan sebutan
Pancasila, yang kemudian dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia.

Kompromi seperti ini menjadikan Indonesia tidak murni lagi menjadi negara
sekuler (la diniyah) tapi juga tidak menjadi negara Islam, sebagaimana yang ditegaskan
dalam pidato awal Soekarno di depan BPUPKI. Sejak saat itu, Indonesia menggariskan
pemisahan politik dari agama. Indonesia baru kemudian memperkanalkan dirinya sebagai
Negara Pancasila. Dalam Negara Pancasila semua pemeluk agama ditempatkan dalam
posisi yang sama. Semua warga berhak menjalankan agamanya dan beribadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya.

Ketika gagal pelaksanaan syari’ah Islam secara tegas dalam konstitusi atau lebih
tepatnya tidak dicantumkannya “tujuh kata” dalam konstitusi negara membuat tokoh-tokoh

Islam merasa kecewa,”—diantaranya Abdul Qahar Muzakar yang melakukan

7® Ketika ada pertemuan panitia penyusun draft UUD, informasi datang dari Tokoh Kristen asal
Sulawesi Utara yakni AA Maramis yang menyatakan bahwa ia secara serius telah memprotes kalimat tambahan
tujuh kata sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta. Lihat Nurcholish Madjid, /slam and the State in
Indonesia, dalam thsan Ali Fauzi (ed), 2003, The True Face of Islam, 2003, Jakarta: Voice Center Indonesia.

” Dalam catatan Endang Saifuddin Anshari, bagi para pemimpin Islam yang pro Piagam Jakarta,
kegagalan itu membekaskan kenangan seputar pengalaman yang menyakitkan. Sebagai ilustrasi, Prawoto
Mangkusasmito menulis, “Mengapa rumusan Piagam Jakarta yang dicapai melalui pelbagai kesulitan dan
menguras otak dan energi para pemimpin nasional kita, berubah dalam beberapa menit saja dalam rapat Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 19457 Mengapa, Mengapa, dan Mengapa?”. Lihat Endang
Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1943 op. cit., hal. 48.
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pemberontakan di Sulawesi Selatan. S.M. Kartosuwiryo, pimpinan Darul Islam/Negara
Islam Indonesia (DI/NII) memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia yang
berpusat di Malangbong (Garut) Jawa Barat.*

Begitu juga Teungku Muhammad Daud Beureuh di Aceh, pada bulan September
1953 menyatakan Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan dengannya menjadi bagian
dari Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo dar; tidak mengakui Négara Republik
Indonesia pimpinan Soekarno. Akan tetapi, “pemberontakan” ini tidak berlangsung lama.
Dan berakhir secara damai melalui musyawarah, setelah Pemerintah Pusat pada tahun
1959 memenuhi tuntutan rakyat Aceh dan memberikan status Daerah Istimewa pada
Provinsi Aceh melalui Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 pada tanggal
26 Mei 1959.

Puncak perdebat dari upaya formalisasi Syariah Islam sesungguhnya dapat kita
lihat dari upaya partai-partai Islam yang memperdebatkan Piagam Jakarta di Sidang
Konstituante pada tahun 1959. Karena berlarut-larutnya perdebatan mengenai status
Piagam Jakarta, Soekarno pada akhirnya mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden pada 5 Juli
1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Dalam
pembukaan dekrit ini, dikatakan bahwa “Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan
merupakan bagian integral dari UUD 1945>.%

Setelah dekrit diterbitkan, perdebatan masih terus berlangsung, sebagian politisi

menganggap bahwa adanya kata menjiwai menunjukkan bahwa Piagam Jakarta masih

% pasal | ayat 1 Kanun Azasy (konstitusi) Negara Islam Indonesia berbunyi: Negara Islam Indonesia
adalah Negara Karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala Kepada Bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat 3 berbunyi: Negara
menjamin berlakunya Syari’at Islam di dalam kalangan kaum Muslimin. Lihat B.J. Boland, Pergumulan Islam di
Indonesia, Pt. Grafiti Press, Jakarta, 1985, hal. 269.

8" Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20,
Mizan Pustaka, Bandung, 2005. hal. 419.
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eksis, sementara sebagian ulama maupun politisi mengatakan bahwa kata menjiwai tidak
berarti Piagam Jakarta eksis. Ia hanya memberikan spirit saja.

Meskipun Piagam Jakarta tidak menjadi bagian konstitusi negara, bukan berarti
syari’ah Islam tidak bisa masuk dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,
tetapi proses formaslisasi syariat Islam masih terus berlungsung dengan diundangkannya
[1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang 'Perkawinan, 2] PP Nomor 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan, [3] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, [4] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, [5] Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nasional yang mengizinkan
beroperasinya Bank Syari’ah, yang diamandemen oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998, [6] Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan [7]
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.®

Puncak jilid dua dalam upaya formalisasi syari’at Islam atau lebih tepatnya
memasukkan teks “Piagam Jakarta” ke dalam konstitusi negara kembali menguat pasca
reformasi 1998 semenjak Sidang Tahunan MPR tahun 2000-2002, meskipun pada
akhirnya juga mengalami kegagalan.

Setelah usaha mengembalikan teks Piagam Jakarta dalam proses amandemen
Undang-undang Dasar 1945 tersebut mengalami kegagalan, kini beberapa kelompok Islam
mengambil jalan lain, yakni berkolaborasi dengan lembaga legislatif dan eksekutif di
daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa Syariah Islam.

Hasilnya cukup meyakinkan, kini sejumlah daerah telah menerbitkan perda bernuansa

8 Khamami Zada, Perda Syariat: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung”, Tashwirul Al-Afkar,
Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Lakpesdam NU, Edisi No. 20 Tahun 2006. hal. 12.
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syariah Islam. Perda syariat menurut Rumadi bisa dikatakan sebagai salah satu tahapan
dari rangkaian formalisasi syariat di Indonesia. Mengenai tahapan penerapan syariah ini,
Rumadi mengemukakan bahwa ada lima tahapan penerapan syariah yang berjalan di
Indonesia. Pertama, melalui hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian dan
kewarisan. Kedua, melalui hukum ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan
zakat. |

Ketiga, melalui praktik-praktik keagamaan (ritual), seperti kewajiban
mengenakan jilbab bagi wanita muslim, pelarangan resmi hal-hal yang bertentangan
dengan ajaran Islam seperti alkohol atau perjudian. Jika level satu dan dua berlaku untuk
nasional, maka level ketiga ini berlaku di daerah melalui perda yang sekarang banyak
berjalan.

Keempat, melalui penerapan hukum pidana Islam, terutama bertalian dengan
jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar. Rumadi menduga, isu penerapan hukum
di Indonesa mengarah pada level ini. Sehingga cita-citanya tidak akan berhenti pada level
pertama dan kedua. Kelima, penggunaan Islam sebagai aturan dan sistem pemerintahan
daerah.

Dari gambaran tahapan penerapan syariah Islam ini menyiratkan bahwa
keberhasilan penerapan syariah di tahap ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong
pendukung syariah untuk memasuki tahap pelaksanaan syariah lebih jauh lagi.®

Agenda strategis dari pembuatan Perda Syari’ah Islam tidak lain adalah untuk
mendirikan negara Islam. Jika Perda Syari’ah Islam sekarang ini menjadi kecenderungan

di setiap daerah, maka dalam setahap lagi daerah-daerah lain juga akan memberlakukan

8 Lihat: http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/270/52/
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syari’ah Islam secara totalistik (kaffak). Dengan demikian, bukan tidak mungkin, di level
nasional, Pancasila hanya menjadi dasar konstitusi. Sementara di level daerah, perda
syari’ah yang diberlakukan. Ini sebuah tragedi, yakni daerah mengepung pusat. Inilah yang
disebut negara Islam sesungguhnya. ** Jika hal itu benar-benar menjadi kenyataan, tinggal
menunggu saatnyé Pancasila diganti ideologi Islam. Maka lengkaplah sudah, Indonesia
yang dikenal sebagai negara yang plurélistik dan berideoiogi Pancasila, berubah menjadi

negara Islam yang monolitik.

3 Kendati penerapan Perda-perda ini masih dilakukan dalam skala yang terbatas, yakni baru pada tataran
moral, pendidikan dan keterampilan beragama, namun trend ini menunjukkan bahwa ada sebuah usaha sistematik
yang dilakukan kelompok tertentu yang bertujuan mendorong formalisasi syariah di Indonesia. Trend formalisasi
syariah melalui Perda ini tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena
semuanya memiliki saling keterkaitan. Sebab, ada kesamaan ciri dalam pola gerakan di setiap daerah dalam
mendorong formalisasi syariah, mulai dari aktor yang terlibat dan kolaborasinya dengan elit lokal, sampai pada
muatan substansinya yang hampir serupa.



KE ARAH FORMULASI HUKUI\BEIAI’]i];]ANA ISLAM DALAM KONTEKS
KEINDONESIAAN
A. Sejarah Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia

Pada mulanya Islam mengembangkan sayapnya melalui daerah pesisiran abad
ketiga belas. Ketika itu masyarakat Indonesia terdiri dari kelompok masyarakat yang
terpisah dan berdiri sendiri. Kelompok terbesar dan mempunyai tingkat perkembangan
yang tinggi adalah di pulau Jawa. Kedatangan Islam menyuguhkan konsep dan prinsip
pemersatu, yang ‘memungkinkan masyarakat Indonesia berfikir serba supra lokal.
Contohnya gagasan tentang ummat, yakni “paguyuban orang—orang muslim”. Konsep—
konsep yang disumbangkan Islam kepada masyarakat Indonesia adalah lebih ditonjolkan
dalam bidang hukum.'

Islam tidak merombak masyarakat Indonesia, dan Islam memang tidak
menentang bentuk—bentuk peradaban yang menerima agama baru. Rakyat Indonesia yang
menerima Islam juga tidak begitu saja melepaskan nilai—nilai yang menjadi warisan nenek
moyang. Para raja dan penguasa setempat telah memeluk agama Islam, tetapi belum
sepenuhnya menjalankan pemerintahan selaras dengan prinsip syari’ah. Dengan beberapa
revisi dan bentuk tertentu, cara—cara pemerintahan para raja dan leluhur tetap menjadi

unsur yang dominan dalam tata pemerintahan di kala itu. Dalam hal-hal tertentu, nilai—

nilai agama lama bahkan tetap menjadi pegangan bagi sebagian para penguasa. Adapun

! Istilah hukum dalam indonesia modern secara fundamentalis diambil dari bahasa Arab, istitah —
istilah itu kadangkala tidak mempunyai persamaan dalam bahasa daerah, sehingga dengan inilah membuktikan
pengaruh doktrin, seperti hukum dalam pengertian sehari — hari diartikan sebagai Hukum Agama maupun Hukum
Nasional untuk membedakan adat istiadat setempat. Hukum disini lebih mengarah kepada persoalan bagaimana
menata hidup bermasyarakat yang baik sesuai dengan ajaran agama; Daniel S. Lev, Islamic Courts In Indonesia, ,
, Alih Bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Sejarah Peradilan Agama Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT. Intermasa,
1980),hal. 20.
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lembaga — lembaga Islam seperti Qada pada waktu itu hanya merupakan satu bagian dari
kewenangannya. Memang pengembangan dan pemantapan hukum yang digerakkan oleh
umat Islam merupakan problem universal dan dianggap mendesak untuk diperlukan
terutama dalam masyarakat yang vacuum dengan prinsip dia mampu berjalan dalam
lingkungannya.?

Langkah—-langkah umat Islam pada masa awalnya mengintegrasikan dirinya
dalam masyarakat. Penganutnya pun semakin bertambah dan pada akhirnya terbentuklah
suatu komunitas umat Islam dalam masyarakat. Keberadaan umat Islam pada gilirannya
memerlukan tatanan dan pemimpin, terutama tempat menyelesaikan masalah secara
hukum Islam. Kondisi inilah yang dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam dikenal
adanya lembaga tahkim, tauliyah dari ahl al-hilli wa al-aqdi dan tauliyah dari ulil amri.
Bentuk pemerintahan yang tampak adalah dengan berdirinya kerajaan Mataram di Jawa,
terutama ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan umum.
Sebagai bukti peran dan keterlibatan umat Islam, ada jabatan kaum, modin, penghulu naib,
penghulu dan penghulu ageng atau kanjeng penghulu. Bahkan Departemen Agama Yang
ada pada pemerintahan Republik Indonesia merupakan kelanjutan dan perkembangan dari
sistem pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang agama semenjak kerajaan Mataram.

Dalam sejarah perjuangan umat Islam bahwa kalangan penghulu tidak pernah
berada di garis depan perjuangan Islam, baik dikalangan reformisme—modernisme ataupun
dikalangan konservatisme—tradisionalisme. Kesan negatif itu disebabkan karena memang
belum banyak dunia ilmu pengetahuan menyoroti peranan kaum penghulu atau pejabat

agama ini bagi perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.

2 Yahya‘A. Muhaimin, “Budaya Politik Dan Pembangunan Hukum WNasional”, dalam Politik
Pembangunan Hukum Nasional, (Yogyakarta : Ull Press, 1992), him. 93
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Ormas Muhammadiyah yang dengan ciri khasnya sebagai pergerakan pembaru
dan NU sebagai organisasi yang mempertahankan tradisionalisme, Keduanya telah
meyakinkan kepada kita bahwa tujuan gerakan mereka adalah sama yakni tegaknya hukum
Islam di Indonesia.’> Dengan demikian Ormas Muhammiyah sebagai pelopor modernisme
Islam di Indonesia adalah bersumber pada Kauman Yogyakarta dengan tokoh—tokoh
pejabat lingkungan Pengulon -Kesultanan dan Pengulon Pakualaman. K. H. Ahmad
Dahlan, seorang pejabat pengulon dengan gelar Ketib Amin dan K. H Abdulah Sajad
sebagai Penghulu Dalem Pakualaman pada tahun 1912 mendirikan pergerakkan
Muhammadiyah.*

Pada perkembangan selanjutnya ormas Nahdatul Ulama menyusul lahir sebagai
pergerakan Islam yang dipimpin oleh para ulama dengan mengorbankan diri untuk
mendidik putra—putra bangsa sebagai manusia yang beriman dan bertagwa. Karakteristik
yang dicetuskan oleh organisasi NU yang berdiri tahun 1926 adalah sebagai menifestasi
dari kebangkitan para ulama yang memimpin pesantren. Kebangkitan tersebut
digambarkan sebagai upaya para ulama untuk bersama-sama dengan kelompok lain
mendorong munculnya kesadaran Nasional dalam rangka perjuangan menuju kemerdekaan
Indonesia.” Di samping pada nilai perjuangan umat Islam, NU menekankan diri pada
pendirian dan kepemimpinan pesantren, meski bila kita melihat sépintas lalu, ternyata
banyak dari kalangan mereka menjadi pejabat Departemen Agama, seperti K. H Masykur

yang pernah menjabat Menteri Agama, dan pernah menjadi wakil Ketua DPR/MPR RI.

3james L. Peacoek, Purifying The Faith: The Muhammadijah Movement In Islam Indonesia,.
(Arisona State University: Monographs In Southeast Asia Studies, 1992), him. 74.
*Martin Von Bbruinessen, Tradisi Relasi-relasi: Kuasa Mencari Wacana Baru, (Yogyakarta:;; LkiS,

1994), him. 26.
5 Slamet Efendi Yusup dkk, “Dinamika Kaum Sntri Menelusuri Jejak Pergolakan Intern NU” dalam

70 tahun H.A. Mukti Ali,(Yogyakarta: IAIN Press, 1993), him. 10
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Kebangkitan umat Islam pra kemerdekaan bisa kita lihat juga pada perjuangan
tokoh kita H.O.S. Cokro Aminoto Sebagai pelopor Serikat Islam (SI) dan sekaligus
sebagai aktualisasi aliran Islam dan partai pertama dalam sejarah Indonesia yang bercorak
nasional. Salah satu aspek yang menarik dari SI pada periode awal bahwa ia mampu
mengidentitaskan dirinya dengan aspirasi politik bumi putra untuk perjuangan
kemeréekaan. Dengan pefkataan lain denyutan nadi perjuangan SI adalah denyutan nadi
rakyat terjajah.® Oleh karena itu tidak mengherankan jika pamor SI pada tahun permulaan
menjulang tinggi, walaupun di lain pihak ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa
Serikat Islam (SI) lebih menitikberatkan perhatiannya kepada gerakan ekonomipdan ke—
Islaman, sehingga memiliki tendensi politik yang bercorak revolusioner dan nasionalistis.’
Kepopuleran partai ini harus menerima saingannya yaitu PKI dan PNI, sehingga pada
1920—-an harus mulai mengalami kemunduran.

Ada satu hal yang tidak bisa dielakkan bila berbicara tentang gerakan Islam di
Indonesia, yaitu adanya telaah yang bermula dari pandangan dikotomis antara apa yang
disebut dengan Islam Modernis dan Islam Tradisionalis. Sebagai contoh adalah NU dan
Muhammadiyah, dua ormas besar di Indonesia yang memang mempunyai latar belakang.
berbeda di kala berdirinya. Muhammadiyah lahir di Kauman Yogyakarta pusat pemikiran
dan masyarakatnya dianggap maju sehingga pemikirannya lebih cenderung modernis.
Lain halnya dengan NU, berdiri di daerah terpencil Jawa Timur

tepatnya di Tebu Ireng Jombang, sering disebut sebagai aliran tradisional. Ajaran

yang dikembangkan kedua ormas tersebut terlihat dalam pendekatan istimbat hukum:

8 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, (Jakarta :
Rajawali Press, 1983), hlm. 8.
7 Ibid, him. 17
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Muhammadiyah langsung menggali sumber aslinya (al-Qur’an dan as—Sunah), sedangkan
NU tidak mau langsung melainkan berpegang kepada mazhab lewat kitab—kitab figh yang
ada.® Ormas Islam di Indonesia baik Muhammadiyah dam NU lahir dengan tekad para
ulama untuk memberikan jawaban kepada berbagai masalah yang muncul di kalangan
umat Islam, baik yang bersifat keagamaan, pendidikan dan politik yang berlingkup
ﬁasional maupun a.nfar bangsa.

Satu sisi perjuangan yang dilakukan oleh ormas Islam adalah perlawanan kultural
terhadap pemerintahan Belanda. Pendidikan di pesantren pada gilirannya dapat dikatakan
berhasil dalam mencetak kader kyai dan santri menjadi lapisan masyarakat Indonesia yang
sangat anti penjajah. Sikap itu mewarnai dan sekaligus memberikan kontribusi yang sangat
tinggi nilainya pada perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini semakin
tampak dengan rapatnya antara NU, Muhammadiyah, dan Serikat Islam di kala itu.
Memang kontak—kontak antara organisasi—organisasi Islam tidak bisa dibendung, apalagi
umat Islam sadar dan tahu bahwa kekuasaan Belanda pada saat itu secara terus-menerus
dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan bangsa
dan agama. Kaitannya dengan persoalan di atas, -dapat kita lihat bahwa umat Islam
menentang ordonansi guru, pencatatan perkawinan sejenis UU Perkawinan (1937),
menolak milisi untuk menghadapi Jepang, ikut menuntut Indonesia berparlemen.’
Sikap—sikap ini mendatangkan kesadaran—kesadaran baru, bahwa kekuasaan

Belanda secara terus-menerus dihadapkan kepada Islam. Untuk mengakhiri kekuasaan

yang seperti ini, bagaimanapun pemerintah Belanda harus diakhiri. Oleh karena itu bangsa

8 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Khitthah NU, (Jakarta: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr, 1985), hlm. 10-

*Mohammad Daud Ali, Hukum Islam. (Jakarta: Rajawali Press, 1993), him. 1991.
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Indonesia harus merdeka. Mulai saat itu secara luas, intensitas keterlibatan NU kepada
perjuangan politik makin nyata. Kebijakan Belanda yang merusak Syariat Islam membawa
hikmah tersendiri, ketika NU bersama—sama Muhammadiyah membentuk Majelis al ~
Islam A’la Indonesia (Majelis Tertinggi Islam Indonesia). Kejadiannya ini dilukiskan
sebagai bukti bahwa perlawanan terhadap kekuatan—kekuatan luar akhirnya menyempitkan
jurang perbedéan antara kaum reformis dan ortodoks.'’ Arena perjuangan umat Islam
(NU) mulai melebar ketika Jepang menguasai Indonesia.'' Sikap anti penjajah bagi
kalangan umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya menyebabkan
munculnya langkah-langkah antisipatif terhadap perkembangan keadaan yang menyangkut
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bila disebut pengembangan, sudah jelas ada pokok yang dikembangkan.
Benarkah hukum Islam telah ada dalam kehidupan hukum kita ? Menengok jalannya
sejarah, sesaat

pemerintahan Hindia Belanda sebagai penguasa hukum, politik hukum dikenal
devide et impera, salah satu upayanya adalah berlakunya hukum di tengah masyarakat
sebagai hukum adat atau agama. Melalui cara yang halus hukum Islam telah dipreteli
untuk tidak diterapkan secara formal.'> Hazairin berani menentang teori tersebut, karena
dianggap ide atau gagasan pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagi teori iblis yang
tidak mempunyai landasan pijak di negara yang hukumnya berdasrkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.'?

1° Hari J. Benda, Bulan Sabit Dan Matahari terbit, Alih Bahasa Daniel Dhakidae, (Jakarta : Pustaka
Jaya, 1980) him. 119.

' Slamet Efendi Yusuf dkk, “Dinamika Kaum Santrik”, hlm. 36.

"?Bismar Siregar, Islam Dan Hukum, (Jakarta ; PT. Pustaka Karya Grafikatama, 1991), hlm. 170.

Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), him. 30.
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Usaha untuk memiliki undang—undang atau hukum formal umat Islam sebenarnya
telah lama terlintas, seperti hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan (perkawinan,
waris, hibah, wasiat), dan hukum peradilan. Mengapa hal ini dianggap mendesak?
Jawabnya, karena masalah perkawinan dan hukum keluarga lainnya dianggap mempunyai
hubungan berat dengan masalah aqidah dan dalam perjalanan hidupnya, umat Islam bila
dihadapkan dengan masalah — masalah tersebut cenderung untuk mentaati nilai—nilai yang
mengaturnya, walaupun dalam bidang ubudiyah banyak yang ditinggalkan.*

Berdasarkan pengalaman pahit selama pengekangan hukum Islam waktu
penjajahan Belanda, maka pada saat Indonesia merdeka mempunyai gagasan yang kuat
untuk melahirkan dan memiliki Undang-Undang Perkawinan. Usaha ini dimulai dengan
SP Menteri Agama RI, tanggal 1 Oktober 1950 No. B/ 2/4299 di bentuk Panitia
Penyelidik Peraturan dan Hukum

Perkawinan Talak dan Rujuk, dengan Ketua Mr. Teuku M. Hasan. Dukungan dari
berbagai kalangan umat Islam semakin nampak, seperti Musyawarah Pekerja Sosial
(1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konferensi BP4 Pusat (1962—-1973),
Seminar Hukum (1963) oleh Parsahi dan ketetapan MPRS XXVIII/1966 pasal 3 (1), yang
semua itu intinya mendesak agar dikeluarkan UU tentang perkawinan."

Dengan ditolaknya RUU tentang perkawinan pada sidang tanggal 5 Desember
1968, karena alasan — alasan : 1 fraksi menolak, 2 fraksi tidak jalan dan 13 fraksi tidak

setuju, maka perjuangan umat Islam semakin gagah dan tidak mental sama sekali. Karena

'* Yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, Makalah diseminarkan pad acara Reuni dan
Seminar Nasional “Beberapa Aspek Pranata Sosial Islam” di Centure Internasional Hotel, diselenggarakan oleh
alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 5 — 6 September 1995.

H. Arso Sosroatmodjo, SH. dan H. A. Wasit Aulawi, MA. Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta :

Bulan Bintang, 1975), him. 9.
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setelah anggauta DPR periode berikutnya dibentuk, RUU tentang perkawinan tetap
diajukan lagi kepada pemerintah. Kegigihan ini ditandai dengan Simposium Ikatan Sarjana
Wanita Indonesia (ISWI) tanggal 29 Januari 1972, yang hasil intinya menyarankan agar
pengurus ISWI memperjuangkan lahimya UU Perkawinan, Badan Musyawarah
Organisasi—organisasi Islam Wanita Indonesia pada tanggal 22 Pebruari 1972 mendesak
kembali kepada. pemerintah agar RUU tentang perkawinan dibicarakan ai DPR. Tokoh
muda pada saat itu juga tidak mau ketinggalan, mereka turut andil dengan mengadakan
diskusi panel pada tanggal 11 Pebruari 1973 dengan tema Mengupas Kembali Hukum
Perkawinan Bagi Umat Islam.'

Usaha—usaha diundangkannya UU Perkawinan bagi umat Islam sesungguhnya
dirintis sejak masa penjajahan, di mana masyarakat Islam menghendaki adanya hukum
perkawinan yang tertulis. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Konggres Wanita
Indonesia tahun 1928 yang membahas keburukan—keburukan dalam masalah perkawinan
yang terjadi dikalangan umat Islam (perkawinan kanak-kanak, kawin paksa, poligami,
talak). Setelah mengalami perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja,
maka RUU yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 disampaikan
kepada sidang Paripurna DPR untuk disyahkan menjadi undang-undang. Fraksi — fraksi
dalam DPR, yaitu ABRI, FKP, PPP dan PDI mengemukakan pendapatnya
(stemmotivering), demikian pula pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman,
akhirnya itu juga RUU tentang perkawinan yang pembicaraannya memakan waktu kurang

lebih 3 bulan disyahkan oleh DPR pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai

6 Ibid. him. 10
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Undang—Undang No.1 tahun 1974. Lembaran negara tahun 1974 No.l tambahan lembaran
negara RI. No. 3019. Tahun 1974.

Memang diakui bahwa pergulatan dan keterlibatan umat Islam dan hukum Islam
itu sendiri dalam bidang politik bukanlah hal yang sepele, untuk melahirkan satu Undang—
undang (RUU Perkawinan) dan itu demi kemaslahatan umat haru\s memakan waktu kurang
lebih 24 tahun, bahkan ide itu sempat tergugah sejak diadakannya konggres Wanita tahuﬁ
1928, namun baru tahun 1974 terwujudlah apa yang selama ini diperjuangkan oleh umat
Islam dalam menegakkan hukum Islam di tengah—tengah masyarakat kita. Hal ini bisa kita
dimaklumi, bahwa produk undang—undang merupakan suatu sistem yang selalu terkait
dengan suatu keadaan, di mana bagian—bagian satu sama lainnya saling tergantung secara
fungsional dan mempunyai batas—batas tertentu, akan tetapi merupakan komponen dari

sesuatu yang bulat, demikian halnya dengan keberadaan politik hukum yang ada selama
ini."?
B. Concern Umat Islam terhadap Perjuangan Politik Hukum

Pada dasarnya ~ pemuka-pemuka agama di Indonesia dengan semangat
nasionalnya ingin membangun hukum Islam dengan mencoba melepaskan diri dari ide
hukum kolonial Belanda, yang ternyata tidak mudah. Periode ini berawal dengan
keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan
dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Namun yang terjadi di

alam kenyataan adalah bahwa segala upaya itu harus melalui proses realisasi yang ternyata

tidak sederhana. Kesulitan itu timbul bukan karena keragaman hukum rakyat yang tidak

'7 Lihat pendapat Dr. Affan Gafar, dalam buku “Beberapa Aspek Pembangunan Politik”. Lihat pula Drs.
Warmawi al — Alimy, Islam Politik Hukum dan Pembangunan, (Yogyakarta : PSHI Fakultas Hukum UIL, 1986),
hlm. 48.



218

terumus dengan begitu eksplisitnya, akan tetapi memang pengelolaan sistem hukum
modern yang meliputi tata organisasi, prosedur—prosedur dan asas—asas doktrin pengadaan
dan sekaligus penegakannya yang merupakan warisan Belanda dan untuk merombaknya
memakan waktu yang cukup panjang. Penasihat dan penganjur hukum Islam dan
eksponen—eksponen hukum adat telah lama menjajagi kemungkinan untuk masuk dan
mengangkat sistem hukum pilihan mereka sebagai hukum ]_\Iasiona-l.'8

Memang perlu diakui bahwa selama Orde Baru tidak ada undang-undang (UU)
yang menyedot aspirasi masyarakat Islam Indonesia dan mengusulkannya kepada
pemerintah sekaligus memerintahkan pemerintah untuk meminta DPR membicarakan
undang-undang tersebut, hasilnya adalah seperti yang ada sekarang ini yaitu UU No.1
tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua
UU tersebut melibatkan dua Menteri Agama RI, yaitu Mukti Ali (1971-1978) dan
Munawir Sjadzali (1983 —1993) tetapi dalam situasi politik yang berbeda. Tekanan politik
dan psikologis yang dihadapi keduanya sangat berbeda. Mukti Ali harus dihadapkan pada
arus kuat umat Islam yang menentang misinya, sedangkan Munawir Sjadzali mendapat
dukungan kuat dari arus umum umat Islam sambil menghadapi tekanan dan menjadi
bulan-bulanan sekelompok kecil orang melalui media masa."?

Politik unifikasi dan kodifikasi terutama yang menyangkut UU Perkawinan

mengacu kepada GBHN tahun 1973. Di sana ditegaskan tentang tata cara untuk

' Sutandyo Wingjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Politik Dalam

perkembangan Hukum Di Indonesia, (Jakarta ; Rajawali Press, 1994), him. 190.
' Affan Ghafar dan M. Mahfud, “Agama dan Masyarakat” dalam 70 Tahun H. A. Mukti Ali, (Y ogyakarta :
IAIN Sunan Kalijaga Press 1993), him. 113, Pada bab Dua Menteri Agama Dalam Pergumulan Politik Hukum

Islam Di Indonesia.
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melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang-bidang tertentu. Dengan unifikasi berarti
bahwa produk sesuatu hukum atau UU berlaku secara sama untuk semua penduduk.

Memang tidak semua ahli hukum setuju dengan politik kodifikasi dan unifikasi
tersebut. Koesnoe misalnya, menganggap bahwa politik hukum yamg seperti itu
sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sangat plural dan telah memiliki
aneka ragam hukum perdata adatnya. Paham kodifikasi kéta Koesnoe didasérkan pada
ajaran legisme yang tidak cocok dengan realitas masyarakat Indonesia.*

Berdasarkan garis politik hukum seperti itulah pada tahun 1973 pemerintah
menyampaikan satu rancangan UU Perkawinan, yang telah lama mendapat desakan dari
semua pihak (umat Islam), namun kenyataannya dalam RUU Perkawinan mendapat
tanggapan dan reaksi keras dari umat Islam itu sendiri, karena dianggap ada beberapa hal
yang sangat mendasar dari RUU tersebut yang bertentangan dengan aqidah Islam. Minimal
ada beberapa hal yang sangat tidak disetujui oleh umat Islam. Menurut tulisan M. Mahfud,
ada tujuh point yang sangat mengganjal, yaitu pasal 2, 3, 7, 8, 10, 12 dan 13.

Sebenarnya unifikasi telah menjadi kontroversi sejak tahun 1930, yang waktu itu
pemerintah Hindia Belanda dalam ordonansi tahun 1937 melarang poligami. Van Vollen
Hoven (ahli hukum adat) mengingatkan kepada pemerintah Kolonial Belanda agar tidak
sembarangan melaksanakan unifikasi terhadap hukum perdata. Van Vollen Hoven
berpendapat bahwa upaya unifikasi menyebabkan hukum tersebut tidak akan hidup dalam
masyarakat, jika mau hidup maka hukum itu harus sesuai dengan rasa keadilan dan

kesadaran hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan.

20 Koesno, “Pokok Persoalan Hukum Kita Dewasa Ini”, dalam 70 Tahun H. A. Mukti Ali. (Yogyakarta:
IAIN Press 1993). him. 114. '
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Dalam pembahasan awal telah penulis singgung mengenai perjuangan orang—
orang Islam dalam mewujudkan UU Perkawinan, dan dalam UU tersebut dikehendaki
adanya unifikasi terbatas,”’ hal ini dikarenakan bahwa Indonesia terdapat pluralitas agama
yang di sahkan oleh pemerintah. Pertimbangan adanya UU Perkawinan juga didasarkan
pada beberapa hal, ada berlakunya beberapa hukum perkawinan di masyarakat kita
sebelum lahirnya UU Perkawinan. Seperti kita lihat pada waktu itu adé beberapa agama
dan golongan, yaitu Islam dan Non Islam serta warga negara Indonesia asli dan tidak asli

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka UU ini di satu
pihak harus dapat mewujudkan prinsip — prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan
UUD 1945. Di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup
dalam masyarakat dewasa ini. Demikian juga dalam UU Perkawinan termuat adanya
prinsip— prinsip perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.?

Adapun pembicaraan mengenai UU Peradilan Agama, menurut sejarah lahirnya
sangat berbeda dengan UU Perkawinan No.l tahun 1974. Pernyataan Presiden
Suharto maupun

Munawir Sjadzali dalam berita di media massa, bahwa lahirnya UUPA karena
untuk merealisasi ketentuan pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, bahwa Peradilan Agama
adalah salah satu dari empat lingkungan Peradilan Agama yang ada di Indonesia. Dan
Munawir sendiri menambahkan bahwa Peradilan Agama itu sendiri ada sejak zaman

Hindia Belanda yaitu saat Indonesia belum merdeka.

?! Unifikasi terbatas disini dikehendaki oleh ISW!I dalam simposium 29-1-1972. Maksudnya adalah dlam
UU tersebut diadakan kesatuan kententuan—ketentuan didalam perkawinan dengan memberi tempat kepada
kekhususan—kekhususan yang di izinkan oleh agama masing—masing, Lihat H. Arso Sosroatmodjo, Hukum
Perkawinan Di Indonesia, hlm. 21-22.

% Lihat penjelasan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada penjelasan umum.
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Sebenarnya untuk mencari pijakan konstitusional bagi eksistensi Peradilan
Agama di Indonesia, harus dikaitkan antara Pancasila dengan dasar—dasar lainnya yang
dapat memberikan pembenaran konstitusional, dan di sini paling tidak ada 3 dasar
konstitusional bagi UUPA di Indonesia, yaitu Pancasila, Dekrit Presiden dan Pasal II
aturan peralihan UUD 1945. Lalu di sini perlu ditegaskan lagi mengapa antara RUU
Perkawinan dan RUUPA dianggap sebagai suatu hal yang saﬁgat kontroversial, bahkan
kedua Menteri Agama pada saat itu menganggap sebagai kado bagi umat Islam yang
bertolak belakang (Mukti Ali menyajikan kado yang sangat meresahkan, sedangkan
Munawir Sjadzali membawa kado yang menyenangkan). Hal ini sebenarnya dibedakan
karena rentang waktu dan perkembangan politik, terutama adanya kecurigaan. Dan sebagai
persoalannya adalah karena pada masa Mukti Ali menjadi menteri, hubungan pemerintah
dengan Islam saling curiga dan tidak harmonis, sedangkan pada masa Munawir Sjadzali
(terutama periode kedua) pemerintah sudah melakukan politik akomodasi terhadap Islam
sehingga antara Islam dan pemerintah berada dalam suasana mesra.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa saling terjadi politik
akomodasi tersebut. Jawabannya dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut umat Islam dan
sudut pemerintah. Dari sudut pemerintah politik akomodasi dilaksanakan karena minimal
tiga alasan, yaitu pertama pemerintah sudah menganggap bahwa Islam adalah bukan
kekuatiran politik yang dapat mengancam stabilitas nasional, kedua pemerintah
memerlukan dukungan umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas dan ketiga adalah
agar pemerintah lebih mengatur umat Islam. Sedang dari sudut umat Islam sikap
akomodasi dilakukan karena alasan—alasan: pertama umat Islam memiliki akses yang

cukup dalam pengambilan kebijaksanaan nasional, sehingga Islam tidak lagi menjadi
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pemain politik pinggiran, kedua memberikan imbalan kepada pemerintah atas
kebijaksanaannya yang sudah mulai memperhatikan Islam atau minimal tidak memusuhi
Islam.

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa kegaduhan politik di Indonesia senantiasa
dapat diselesaikan setelah munculnya sikap dan pernyataan dari Presiden Suharto, baik
kemelut RUU Perkawinan maupuﬁ RUUPA dapat sélesai setelah adanya arahan dari
Presiden Suharto. Kunci penyelesaian RUU Perkawinan adalah sistem lobying Majelis
Sura PPP dengan Presiden dan mulusnya RUUPA terjadi setelah Presiden Suharto
memberikan jaminan bahwa RUUPA adalah konstitusional dan tidak ada kaitannya
dengan Piagam Jakarta. Kenyataan ini paling tidak memberikan dua arti, pertama bahwa
selama Orde Baru agenda atau arahan politik nasional sangat didominasi oleh Presiden
Suharto, dalam arti sang presiden menjadi kunci utama dalam setiap agenda politik. Kedua
aspirasi politik di Indonesia lebih efektif dilakukan melalui forum lobying dan artikulasi
kepentingan lebih efektif bila dilakukan oleh ormas—ormas daripada dilakukan oleh orpol—
orpol, dalam hal yang terakhir ini kita dapat mencatat peran ICMI, Muhammadiyah, NU,
dan berbagai ormas lainnya.”

Sekalipun dua undang—undang yang berwarna Islam telah dimiliki bangsa
Indonesia, namun bukan berarti bahwa perjuangan politik umat Islam berhenti di situ
juga. Mengingat

bahwa lapangan kajian hukum Islam semakin kesini semakin kompleks, terutama
dalam menghadapi era globalisasi, maka ada upaya—upaya ke arah pembentukan undang—

undang yang mendekati ke arah praktik aqidah Islamiyah. Wujud undang—undang memang

B Ibid. hlm. 128 — 129.
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tidak semudah laksana orang membalik telapak tangan, akan tetapi harus melalui
organisasi, prosedur dan penerapan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu
contoh hasil perjuangan umat Islam dalam rangka menegakkan hukum Islam dan sekaligus
sebagai kontribusi terhadap hukum nasional. Kita akan bertanya apa dan bagaimana
Kompilasi Hukum Islam itu. Berbicara tentang KHI bukan hanya sekedar mengetahui
kepanjangannya, akaﬁ tetapi jauh lebih ciari itu bahwa dalam KHI terdapat berbagai aspek
yang perlu diketahui dan dipahami agar dapat menempatkan, melihat dan menilai KHI
secara profesional. KHI pada prinsipnya lahir karena ada beberapa faktor yang
melatarbelakanginya, yaitu berdasarkan pengamatan dan pernyataan dari praktek
kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi jauh lebih dari itu ada beberapa faktor yang penting
adalah bahwa MA dan Depag ingin mewujudkan : 1. Tata hukum Islam yang positif dan
sistematis. 2. tata hukum Islam dimaksud minimal memuat hukum perkawinan, waris,
hibah, wasiat dan wakaf. Selain itu juga ada faktor pendorongnya seperti : pertama
keyakinan umat Islam, bahwa masalah hukum keluarga dan warisan erat sekali dengan
masalah aqidah. Realisasinya masyarakat akan mudah patuh bila dihadapkan dengan
persoalan yang menyangkut dirinya, sekalipuan dalam bidang ibadah banyak yang
mengabaikan. Kedua banyak putusan PA yang sangat fluktuatif dan disparitas.** Ketiga
mempercepat taqrib baina umah, hal ini dimaksudkan agar di antara umat Islam Indonesia

saling ada pendekatan paham,

2 Fluktuatif adalah dalam kasus yang sama, lain putusan hari ini dan lain putusan hari esok dan hari
kemarin, disparitas adalah dalam kasus yang sama terjadi perbedaan antara putusan hakim yang satu dengan
hakim yang lain. Lihat Yahya Harhap, Sosialisasi KHI, makalah diseminarkan pada tanggal 5 — 6 September
1994.
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pengertian dan pengalaman di bidang hukum Islam. KHI diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam rangka mempersempit jurang khilafiyah antar umat Islam
dalam hukum keluarga (perkawinan, warisan, hibah dan wakaf). Keempat menyingkirkan
faham frivat affair, hal ini dikarenakan selama ini ada kesalahpahaman umat Islam itu
sendiri yang menganggap bahwa hukum Islam adalah urusan pribadi dengan Tuhan.
Padahal sesunggﬁhnya syari’ah sebégai total sistem mempunyai sub sistem yaitu masalah
ubudiyah dan mu’amalah, dalam masalah mu’amalah inilah tidak bisa dipisahkan antara
pengaturan, penerapan, pengembangan dan pelaksanaan dari campur tangan penguasa.

Kegigihan umat Islam dalam merumuskan KHI adalah merupakan terobosan ke
jalur formal perundang—undangan. Metode yang diterapkan lebih cenderung
kompromistis,”> penekanan obyeknya adalah nilai-nilai hukum adat yang berhadapan
dengan syari’ah. Prinsip penerapan hukum dalam KHI ini diibaratkan spiral, yang pada
suatu saat bisa dikembangkan dan bisa dipersempit, tetapi tetap mengacu kepada dalil asal
(nash). Landasan berikutnya adalah penerapan hukum yang berorientasi maslahat.

Sekalipurri belum berwujud UU, namun KHI merupakan jalan pintas dengan prinsip
bentuk perundang—undangan manapun yang akan diterapkan KHI tidak menjadi masalah,
yang penting cipta dan wujudkan dahulu, masalah formalnya adalah urusan nanti setelah
terwujud. Dan syukur bentuk formalnya adalah Inpres No.1 tahun 1991.

Formalisasi hukum Islam dalam hukum perdata (khususnya hukum keluarga) bisa
terwujud. Meskipun masih harus dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

zaman. Oleh karena itu dalam kajian pidana tentu bukan hal yang mustahil untuk dapat

¥ Kompromistis disini diartikan menyelesaikan perbedaan dan perselisihan antar dua pihak melalui saling
pengertian, bandingkan The Gloriel Internasional Dictionary, Incorperated Danbemry, Conecticul, Volume One,
hlm. 274. '
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menggunakan kata obyektivikasi tetapi obyektifikasi, karena dipandang memiliki makna
yang lebih sesuai dengan gagasannya tentang obyektifikasi Islam.*°

Sebagaimana yang tampak dari pemaparan di atas, obyektifikasi merupakan
perilaku atau proses untuk mengobyektifkan suatu gagasan abstrak sehingga menjadi
bersifat ekternal dari pikiran subyek. Dengan demikian gagasan tersebut memperoleh
status obyektif sebagai eksistensi yang berdiri sendiri.

Kuntowijoyo membedakan perilaku obyektif menjadi dua, yaitu perilaku obyektif
aktif dan obyektif pasif. Perilaku obyektif pasif dalam arti menerima kenyataan obyektif
yang disodorkan atau yang sudah ada dalam realitas kehidupan. Ketika seseorang membeli
produk elektronik misalnya, yang menjadi pertimbangan adalah kualitas dan harga barang
tersebut. Begitupun bila orang bekerja di tempat-tempat umum, misal sopir bus, pelayan
toko, pegawai kantor dan sebagainya, ia tidak akan menanyakan apa latar belakang agama,
budaya dan daerah orang-orang yang berinteraksi bersamanya. Sedangkan untuk yang
kedua adalah perilaku obyektif aktif. Obyektifikasi aktif ini, tidak lain adalah obyektifikasi
itu sendiri.’’ Jadi obyektifikasi merupakan perilaku aktif untuk mengobyektifkan suatu
gagasan-gagasan.

Dalam tradisi sosiologi agama juga dikenal adanya konsep obyektifikasi. Menurut
Pieter L. Berger dalam bukunya The Sacred Canopy memandang obyektivikasi’? sebagai

salah satu dari tiga langkah dalam proses diakektika fundamental dari sebuah fenomena

*® Hal ini pula yang membuat Kuntowijoyo merasa perlu meralat penulisan kata “obyektifikasi”. Dalam
buku Identitas Politik Umat Islam, tertulis kata “obyektivikasi” dengan menggunakan huruf “v” yang lebih tepat
untuk kata “obyektifikasi”, sedang “obyektifikasi” yang benar memakai huruf “f” bukan “v”. Ibid. Dalam tulisan
ini, penulis menggunakan penulisan “obyektifikasi” dengan huruf “y” bukan “j” seperti yang biasa dipakai
Kuntowijoyo. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar.

*' Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Kata Pengantar M. Syafi’i Anwar, cet. 11, (Bandung: Mizan,
1997), hlm. 66.

*2 Berger menggunakan istilah “obyektivikasi” dalam pengertian yang sama dengan “obyektifikasi”.
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manusia dan masyarakat. Ketiga proses dialektika tersebut adalah eksternalisasi,
obyektivikasi, dan internalisasi.*®

Eksternalisasi dimaknai sebagai pencurahan kedirian manusia secara terus-
menerus ke dalam dunia yang ditempatinya, baik dalam aktifitas fisik maupun mental.
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat tetap tinggal di dalam dirinya sendiri
melainkan harus seialu mengekspresikan diri dalam aktivitasnya di tengah masyarakat.
Aktivitas inilah yang disebut ekternalisasi>* Sementara, obyektivikasi terjadi ketika
produk dari aktivitas fisik maupun mental telah membentuk suatu kefaktaan (faktifitas)
yang bersifat ekternal terhadap dan lain dari para produser itu sendiri. Dan kebudayaan,
meskipun berasal dan berakar dari kesadaran subyektif manusia, namun eksistensinya
berada di luar obyektifitas individual. Dengan kata lain, kebudayaan itu memperoleh sifat
realitas obyektif dan berlaku baginya kategori-kategori obyektif.>> Sedangkan internalisasi
adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikannya
sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif.
Melalui obyektifikasi, masyarakat menjadi realitas sui generis (pertemuan hukum antara
hukum Islam dan hukum umum) yang unik. Melalui internalisasi, maka manusia
merupakan produk masyarakat.*®

Tampaknya ketiga konsep di atas berpengaruh terhadap pemikiran Kuntowijoyo
kendati ada perbedaannya. Lain dengan Berger, Kuntowijoyo merumuskan obyektifikasi

tidak berawal dari ekternalisasi tapi internalisasi. Obyektifikasi adalah penerjemahan nilai-

% Peter L. Berger, Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial (The Sacred Canopy), alih bahasa Hartono,
cet. |, (Jakarta: LP3ES, 1991), him.4.

> Ibid,, him. 4-10.

% Ibid., hlm. 4 dan 11-18.

* Ibid, hlm. 4
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nilai internal ke dalam kategori-kategori obyektif>’ Obyektifikasi Islam artinya
penerjemahan nilai-nilai Islam yang telah diserap ke dalam struktur kesadaran internal
menjadi bentuk-bentuk yang obyektif. Islam yang semula adalah nilai-nilai yang bersifat
subyektif, dengan obyektifikasi di transformsikan menjadi nilai-nilai obyektif, lepas dari
sifat subyektifnya.’® Sementara itu, ekternalisasi dipakai untuk menunjuk pada proses
konkretisasi dart keyakinan yang dihayati secara iternal. Zakat misalnya, dilakukan setelah
ada keyakinan akan perlunya harta dibersihkan, keyakinan bahwa di dalam hartanya ada
hak untuk orang lain yang membutuhkan. Obyektifikasi juga merupakan konkretisasi dari
keyakinan internal namun harus diwujudkan dalam kategori-kategori obyektif.
Kuntowijoyo menjelaskan:
Obyektivikasi adalah perbuatan rasional nilai (wertrational) yang diwujudkan ke
dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus
menyetujui nilai-nilai asal. Misalnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai
orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi
orang-orang miskin dapat diobjectivkan (sic: obyektifikasi) dari ajaran tentang
ukhuwah.*
Obyektivikast Islam tetap memandang al-Qur’an sebagai sumber hukum, tetapi
untuk menjadi hukum positif, hukum Islam harus diobyektifikasikan terlebih dahulu. Jadi

dengan obyektifikasi, hukum Islam dapat menjadi hukum nasional dengan persetujuan

seluruh warga negara.*® Pancasila sebagai cita hukum rakyat Indonesia adalah

*7 Kuntowijoyo, Identitas..., him. 66-67.

3 Terlihat jelas perbedaan konsepsi Kuntowijoyo dengan Berger. Kuntowijoyo lebih menekankan
obyektifikasi pada sisi proses untuk menjadikan nilai-nilai internal menjadi obyektif. Sedang Berger memakai
obyektifikasi (obyektivikasi) jika nilai-nilai itu telah menjadi realitas obyektif yang terpisah dari manusia sebagai
produsennya. Jadi lebih pada hasil, bukan proses. Bagi Berger, proses itu ada pada ekternalisasi, bukan
obyektifikasi.

% Kuntowijoyo, Identitas..., hlm. 68-69.

® Ibid., him. 69; idem, “Agenda Umat Islam (1)”, dalam Republika, (15 Mei 2000). him. 10.
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obyektifikasi Islam. Esensi Islam dan Pancasila tidaklah bertentangan, kendati dalam
sejarahnya pernah dipertentangkan karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.
1. Dasar Pemikiran Obyektivikasi

Pluralisme masyarakat dalam suatu negara mempengaruhi produk hukum yang
akan ditetapkan sebagai arah dalam menetapkan kebijaksanaan suatu bangsa. Salah satu
persoalan yang urgen dan signifikan adalah supremasi hukum. Supremasi hukum dapat
ditegakkan jika lembaga peradilan independen, produk hukum obyektif dan amanah.*!
Produk hukum sébenamya dapat dilihat dari berbagai sudut teori. Menurut Mahfud,
karakter produk hukum sebagai kebijaksanaan politik secara dikotomis dapat dibedakan
menjadi hukum responsif dan ortodok. Untuk membedakan karakter hukum ini dapat
dilihat dari tiga segi: perbuatan, fungsi dan penafsiran. Sementara pembangunan hukum di
Indonesia, menuntut adanya perubahan sikap mental dan menghendaki agar hukum tidak
hanya berfungsi sebagai pengendali sosial, namun juga tidak merugikan salah satu pihak
dan tidak terjadi tarik menarik antar kelompok.*

Oleh karena itu, gagasan Kuntowijoyo tentang “Obyektivikasi Islam” layak
untuk dipertimbangkan sebagai bahan sekaligus dasar pijakan bagi usaha pembangunan
hukum di Indonesia. Ditawarkan suatu jalan keluar agar nilai-nilai Islam sebagai nilai
universal tidak hanya diterima oleh umat Islam sendiri melainkan diterima oleh umat lain
tanpa harus meyakini nilai-nilai asal.* Menurutnya nilai-nilai Islam harus diterjemahkan
dalam kategori obyektif sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Kriteria obyektif dalam

hal ini jika perbuatan itu dilaksanakan sebagai suatu yang natural bukan sebagai suatu

*I M. Tahir Azhari, Negara Hukum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 88-92.
“2 Mahfudz MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Y ogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 57.
# Kuntowijoyo, “Obyektifikasi” dalam Suara Muhammadiyah ..., him 62.
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perbuatan keagamaan. Obyektivikasi hukum Islam tetap memandang hukum pidana Islam
sebagai sumber hukum, tetapi untuk menjadi hukum positif di Indonesia harus
diobyektivikasikan terlebih dahulu dengan melibatkan persetujuan semua pihak.

Dengan obyektivikasi, hukum Islam dipahami tidak dalam kerangka formalistik
akan tetapi substantif. Obyektifikasi Islam adalah sebuah konsep yang mendasarkan diri
pada sebuah analisis sosial empiris bukan berangkat dari analisis yang bersifat tekstual.**
Dalam memahami ajaran Islam, (hukum pidana Islam) pendekatan ilmu digunakan untuk
memahami ayat-ayat al-Qur’an tidak sekedar formulasi normatif, akan tetapi juga dapat
dikembangkan menjadi formulasi teoretis ilmiah.*

Pendekatan normatif menafsirkan kenyataan sesuai dengan kaidah-kaidah yang
diyakini sebagai suatu kebenaran, sedang ilmu melihat kenyataan sesuai dengan
kenyataan, otonom dari kesadaran pemandangannya.*® Melalui pendekatan ilmu, ayat-ayat
al-Qur’an dipahami secara empiris sesuai dengan kenyataan obyektif dalam kehidupan
manusia.

Sementara itu ilmu yang bersifat obyektif berbeda dengan ideologi yang bersifat
subyektif.*’ Cara berfikir obyektif ini mengubah cara berpikir subyektif. Tujuan dilakukan
reorientasi berpikir secara obyektif ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita
obyektif. Contoh zakat, secara subyektif bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa

muzakki. Tetapi sesungguhnya pada sisi obyektif bertujuan untuk keadilan dan

“ Kuntowijoyo, Identitas..., him. 73.
 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, (Banding: Mizan, 1991), him. 305; dan

Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, (Yogyakarta: Salahudin Press, 1985), him. 35.
“6 Kuntowijoyo, Identitas..., hlm. 22
7 Ibid
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kesejahteraan sosial.** Tujuan obyektif inilah yang hendak dikedepankan dalam
pendekatan ilmu.

Lebih lanjut, ideologi mempunyai ciri proliferasinya (perkembangannya) lebih
tertutup, sedangkan pendekatan ilmu bercirikan terbuka.* Ilmu dapat dikaji kebenarannya
oleh siapa saja, termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis. Pesan
yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah mutlak kebenarannya dan sangat terbuka
untuk dikaji. Karena ia sebuah ilmu bukan ideologi. Islam lebih dirasakan sebagai rahmat
bagi seluruh umat manusia apapun golongan dan latar belakang agamanya, bukan lagi
sebagai ideologi yang hanya untuk umat Islam.>

Pandangan di atas, marupakan kelanjutan dari pembagian Kuntowijoyo atas
periodisasi sejarah umat Islam menjadi tiga. Pertama, periode mitos, kedua periode
ideologi, ketiga periode ilmu.’' Dalam konteks periode ilmu inilah Kuntowijoyo
melontarkan gagasan perlunya obyektifikasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

Konsep obyektifikasi juga dikenal dalam sosiologi agama. Peter L. Berger dalam
The Sacred Canopy memandang obyektivikasi (obyektifikasi)’* sabagai salah satu dari tiga
langkah dalam proses dialektika fundamental dari fenomena manusia dan masyarakat.
Ketiga proses dialektika ini adalah eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi.*

Eksternalisasi dimaknai sebagai pencurahan kedirian manusia secara terus

menerus dalam dunia, baik dalam aktifitas fisik maupun mental. Obyektivikasi terjadi

8 Kuntowijoyo, Paradigma..., him. 24
** Kuntowijoyo, Identitas., him. 22.
** Kuntowijoyo, Dinamika ..., him. 29.

>! Ibid., him. 29.
2 peter L. Berger menggunakan istilah “obyektivikasi” dalam pengertian yang sama denagn
“obyektifikasi”.

> Peter L. Berger, Langit Suci..., him. 4.
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ketika produk dari aktifitas-aktifitas tersebut telah membentuk suatu fakta yang bersifat
eksternal dan lain dari para produsen itu sendiri. Sedang inernalisasi adalah penyerapan
kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur
dunia obyektif ke dalam struktur kesadaran subyektif. Lewat ekternalisasi manusia
merupakan produk manusia, masyarakat menjadi realitas sui generis dan unik, dan dengan
internalisasi, maka manusia meruf)akan produk masyarakat.’*

Dalam menganalisis bagaimana hukum Islam harus dibangun dalam konteks ke-
Indonesiaan dan apa urgensi obyektifikasi Islam terhadap produk hukum di Inonesia.
Penulis berangkat dari asumsi dasar bahwa efektifitas suatu ketentuan hukum tersebut
merefleksikan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang di dalamnya.” Dalam hal
ini nilai-nilai Islam dipandang sebagai sebuah refleksi kesadaran hukum umat Islam itu
sendiri.

Masyarakat adalah produk aktivitas manusia secara kolektif. Hal ini berarti
bahWa ia menghadapi individu sebagai realitas obyektif. Dan sejauh pembahasan
mengenai pengertian dari obyektifikasi Islam, sebuah gagasan yang ditawarkan oleh
Kuntowijoyo secara singkat segera dapat kita pahami bahwa hampir seluruh kajian
keislamannya, termasuk gagasan obyektifiksi Islam, dibangun berdasarkan setting
perkembangan sejarah Islam di Indonesia yang ia bagi menjadi tiga periode yaitu periode
mitos, periode ideologi, periode ilmu.*® Pembagian ini didasarkan pada sistem

pengetahuan masyarakat, yaitu dengan melihat bentuk-bentuk kesadaran umat dalam suatu

masa. Sebenarnya dalam suatu periode tidak hanya ada satu sistem pengetahuan, namun

** Ibid., him. 4-5.

% Surjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. 1 (Jakarta: Rajawali
Press, 1987), him. 216.

36 Kuntowijoyo, Dinamika..., hlm. 29 dan “Obyektifikasi”..., him. 63.
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yang dijadikan pijakan di sini adalah gejala yang paling penting atau dominan dalam setiap
periode.’’

Pada periode mitos, umat mempunyai kepercayaan mistis-religius, yaitu ditandai
dengan cara berpikir mistik (pra-logis) berbentuk imaji sehingga dasar pengetahuan waktu
itu menjadi mitos. Mitos Ratu Adil misalnya, seringkali menjadi inspirasi yang
menggerakkan pemberontakan-pemberontakan akibat penjajahan dan kemiskinan. Agen
sejarah yang paling dominan pada saat itu adalah orang keramat. Secara langsung, periode
ini berjalan sampai masuk awal abad ke-20.

Sedangkan masuk pada periode ideologi ditandai dengan cara berpikir rasional
(rasional nilai atau wertrational), namun masih bersifat non-logis, berbentuk pengetahuan
apriori tentang nilai-nilai abstrak. Hasanah pengetahuan Islam dipahami sebagai formulasi
normatif, yang kemudian berkembang menjadi ideologi. Sarikat Islam sebagai contoh,
mulai mengenal ideologi bagi persatuan kaum pedagang. Periode ini pula muncul
komunisme, marhaenisme. Dan yang menjadi kata kunci dari periode ini adalah negara
bukan seperti halnya Ratu Adil pada periode mitos. Periode ideologi penuh dengan
pertentangan ideologi, salah satu contoh ekstrimnya adalah terjadinya pemberontakan G
30 S/PKI yang akhirnya menemui kegagalan.’ ?

Strategi pemerintah Orde Lama yang terlalu kuat berorientasi pada ideologi dan
politik, dinilai oleh rezim Orde Baru sebagai telah membawa ketidakstabilan politik dan
kehancuran ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru

merasa perlu melakukan modernisasi politik sebagai kebijakan penting yang dianggap. bisa

7 Kuntowijoyo, “Dari Integrasi Nsional Ke Sistemasi Nasional”, dalam Transformasi Masyarakat
Indonesia, Denny J. A (editing) cet. I (Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1986), him. 39.

58 Kuntowijoyo, Dinamika..., him. 29.

* Ibid, him. 33.
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mendukung suksesnya pembangunan ekonomi. Dengan kebijakan semacam ini,
pemerintah Orde Baru berharap bisa memperoleh legitimasi politik rakyat dalam upayanya
mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang terbengkelai warisan Orde Lama.

Oleh sebab itu, belajar dari pengalaman Orde Lama yang gagal melaksanakan
pembangunan karena lebih banyak bergumul dengan masalah-masalah ideologi dan politik
yang justru berakibat pada terjadinya krisis politik dan ekonomi,-pemerintah Orde Baru
lalu menciptakan sebuah counter idea yaitu pragmatisme yang berupa deideologisasi dan
depolitisasi. Orientasi dan ideologi dirubah menjadi program implemented (iplementasi
program). Ideologi yang dikecam sebagai penghambat pembangunan nasional dan
menyebabkan berbagai krisis politik tidak lagi diberi tempat dalam pemerintahan Orde
Baru.®

Ketika pemerintah Orde Baru menetapkan keharusan pencantuman asas Pancasila
bagi seluruh kekuatan politik dan organisasi massa, dan bagi kelompok Islam yang melihat
politik sebagai “panglima perjuangan”, keharusan penetapan asas tunggal Pancasila itu,
berarti peniadaan terhadap asas dan ciri yang menjadi identitas dan simbol ideologis bagi
organisasi politik dan organisasi massa, tak terkecuali dari kalangan parpol maupun ormas
Islam. Tetapi setelah ada penjelasan yang lebih rasional mengenai maksud penetapan asas

itu, kalangan Islam melihat tidak ada alasan yang lebih subtansi untuk tidak menerima asas

Pancasila.

% Hasan Mu’arif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia,
cet. |1 (Jakarta; Logos, 1999), him. 307; M. Syafi’l Anwar, “Nagara dan Cendikiawan Muslim Indonesia Orde
Baru” dalam Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, diedit oleh Syaiful Muzami, (Jakarta:
LP3ES, 1993), him. 133; Taufik Abdullah, “Terbentuknya Paradigma Baru: Sketsa Wacana Islam Kontemporer”,
dalam Jalan Baru Islam:Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia. Mark R. Woodward (editing), cet. |
(Bandung: Mizan 1998), him. 57.
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Sampai pada akhirnya, kebijakan deideologis negara mengambil bentuknya yang
paling nyata dengan keluarnya Tap MPR RI No. IV Tahun 1983 tentang Pancasila sebagai
satu-satunya asas®!' bagi kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan
pelaksanaannya oleh organisasi kemasyarakatan atau yang berhaluan agama. Ketetapan ini
kemudian dijabarkan dalam undang-undang keormasan yaitu Undang-undang Nomor 8
Tahun 1985. |

Diterimannya asas tunggal Pancasila menandai berakhirnya periode ideologi dan
beralih ke periode ilmu.®* Islam memasuki babak baru: periode ilmu. Kendati disatu sisi,
kebijakan ini merupakan bentuk sikap otoriter penguasa yang hendak menyingkirkan
kekuatan-kekuatan ideologi yang dipandang dapat mengancam ideologi resmi negara,
tetapi di sisi lain hal ini justru merupakan blessing in disguise bagi umat Islam.Umat
menjadi sadar bahwa ideologi bukan satu-satunya agenda perjuangan umat. Umat dapat
mengkonsentrasikan diri pada bidang sosial seperti dakwah. Lebih dari itu perkembangan
ini pada akhirnya menghilangkan sikap poby penguasa terhadap Islam. Dengan hilangnya
kecurigaan bahwa Islam belum sepenuhnya menerima negara nasional yang berasaskan

Pancasila itu, maka kepentingan umat semakin mendapat perhatian dari negara. Kegiatan

¢! Taufik Abdullah, “Terbentuknya..., him. 60.

2 Ada ketidakkonsistenan dalam pemikiran Kuntowijoyo dalam hal periode ideologi ini. Lihat
Dinamika...., hlm. 29-30, periode ideologi disebutkan berakhir pada tahun 1965 bertepatan dengan tumbangnya
Partai Komunis Indonesia (PKI). Sedang dalam “Obyektifikasi”...hlm. 63, serta “Dari Integrasi”., hlm. 40 dan 42
disebutkan bahwa periode ideologi berakhir sejak tahun 1985 yang ditandai dengan diterimanya Pancasila
sebagai satu-satunya asas. Penulis menggunakan batasan kedua (1985) dengan dua alasan. Pertama., bukti-bukti
sejarah menunjukkan bahwa jatuhnya PKI tidak dengan sendiri menyebabkan hilangnya pertentangan ideologi.
Ketegangan Islam dengan Pancasila merupakan fenomena yang menonjol sampai tahun 1985. Kedua, Buku
Dinamika Sejarah Umat [slam [ndonesia yang menyebut angka tahun 1965 terbit tahun 1985, sedang buku
Transformasi Masyarakat Indonesia terbit tahun 1994 dan artikel “Obyectifikasi” ditulis tahun 1997. Ketiga,
tulisan yang terakhir menunjuk angka tahun 1985 sebagai berakhirnya periode ideologis. Sehingga walaupu tidak
disebutkan secara ekplisit, penulis berpendapat bahwa ketiga tulisan yang terakhir tersebut merupakan ralat dari
ketiga tulisannya yang pertama (Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia).
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dakwah dan keilmuan semakin leluasa bahkan didukung.® Maka masuklah umat ke dalam
era baru, era di mana umat tidak lagi berpikir secara ideologis tetapi berpikir obyektif dan
ilmiah.

Jika pada periode ideologi, usaha terpenting adalah mobilisasi massa maka dalam
periode ilmu usaha terpokok adalah memobilisasi kesadaran masyarakat. Kuncinya pun
bukan lagi negara, tetapi sistem. Ketika masuk pada période ideologi upaya yang
dibutuhkan adalah mencapai negara dengan sistem yang ideal, pada periode ilmu beralih
menjadi upaya mencapai sistem yang rasional. Dan yang dibutuhkan dalam periode ilmu
adalah umat yang dapat berpikir secara logis berdasarkan fakta yang kongkret dan empiris.
Ajaran Islam tidak lagi harus difahami dalam rangka ideologi tetapi lebih penting dari itu
adalah mengembangkan Islam sebagai sebuah ilmu.** Dalam konteks inilah Kuntowijoyo
melontarkan gagasannya tentang obyektifikasi Islam. Supaya umat bukan lagi berfikir
versus you dalam politik, tetapi versus its, bukan lagi orang ke-1 versus orang ke-2, tetapi
orang ke-1 versus benda ke-3: Penantang umat bukan lagi mereka, tetapi realitas obyektif.
Umat yang menjadi mayoritas di negeri ini, dituntut tanggung jawab politis menghadapi
realitas baru, seperti industrialisasi, globalisasi, demokrasi dan nasionalisme baru.
Karenanya perlu adanya perubahan pendekatan politik secara fundamental.®® Obyektifikasi
merupakan tawaran Kuntowijoyo bagi umat agar dapat memposisikan diri dalam periode

ilmu secara tepat.

8 Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan”, dalam M. Wahyu Nafis dkk., ed., Konteksrtualisasi
Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. Editor M.Wahyu Nafis dkk. Cet. | (Jakarta:
Paramadina, 1995), him. 81-82.

8 Kuntowijoyo, « Strategi Baru Politik Islam” dalam Republika (20 Pebruart 1998), him. 6. Dinamika
Sejarah..., him. 30, dan “Obyektifikasi”..., hlm. 63.

% Kuntowijoyo, “Objektifikasi”..., him. 62.
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Fenomena penting pada periode ilmu adalah industrialisasi. Industrialisasi
meniscayakan dua hal yakni rasionalisasi dan sistematisasi. Nurcholis Madjid
mendifinisikan rasionalisasi sebagai proses perombakan pola berfikir dan kerja lama yang
tidak 'aqliah (rasional) dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata kerja baru yang
'aqliah.®® Pola berfikir rasional seperti ditunjukkan dalam perilaku ekonomi atau dominan
dalam masyarakat industrial manggantikan cara berﬁkir4 berdasarkan nilai, perasaan dan
tradisi. Meskipun demikian proses rasionalisasi ini sebagaimana ditunjukkan Mannheim
tidak berjalan menyeluruh. Banyak sisi-sisi kehidupan yang justru rasional.®’” Di Indonesia,
fenomena ekonomi dan politik tidaklah sepenuhnya rasional. Ketimpangan pembangunan,
monopoli ataupun budaya feodal adalah fenomena-fenomena irasional. Sistematisasi
terjadi karena segala sesuatu tidak lagi diatur oleh orang tetapi oleh sistem.. Dalam politik,
artikulasi kepentingan, distribusi kekuasaan dan kebijakan-kebijakan politik diatur dan

dilakukan dalam kerangka sebuah sistem.®®

2. Tawaran Model Obyei(tivikasi Hukum Islam di Indonesia

Mensikapi berbagai perubahan sosial yang terjadi selama periode ilmu ini,
Kuntowijoyo menawarkan tiga konsep obyektifikasi Islam:%
a. Obyektifikasi dari Bentuk Abstrak ke Kongkrit

Salah satu kritik yang sering dilontarkan terhadap umat Islam adalah
kekurangpekaannya terhadap masalah-masalah kongkret. Umat lebih peka terhadap

masalah-masalah akhlak dan ketuhanan yang bersifat abstrak, tetapi terkesan melupakan

% Nurcholis Madjid, “Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, editor Agus Santoso, kata pengantar M.
Dawam Rahardjo, cet. XII (Bandung: Mizan, 1987), him. 72.

87 Karl Mannhaeim, I/deologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, kata pengantar Arief
Budiman, cet. 111 (Yogyakarta: Kanisius, 1991), him. 123.

8 Kuntowijoyo, Identitas..., him. 42-43.

@ Ibid, him. 15-26.
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isu-isu riil di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya permasalahan perburuhan,
penggusuran atau kemiskinan, bahkan termasuk di dalamnya melupakan apa yang
dinamakan tegaknya keadilan lewat lembaga yang disebut peradilan. Keyakinan itulah
yang seharusnya dirubah. Sudah saatnya umat tanggap terhadap isu-isu kongkrit, sebab
agama itu bukan hanya untuk dimengerti namun juga untuk diamalkan. Demikian juga
kaitannya dengan persoalan hui<um pidana Islarﬁ yang oleh Abd al-Qadir Awdah
dikatakan sebagai hukum Allah yang selalu menempatkan akhlaq al-karimah sebagai sendi
dalam masyarakat.”® Artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan budi pekerti dapat
dikenakan sanksi. Namun demikian dalam prakteknya dengan mayoritas penduduk
Indonesia yang beragama Islam kebanyakan enggan bersentuhan dengan isu-isu riil yang
berkaitan dengan penegakan supremasi hukum. Isu hukum pidana Islam out of date dan
dehumanis adalah suatu sikap yang sangat apriori. Tegaknya hukum pidana Islam justru
melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum pidana Islam oleh sebagian orientalis juga
dianggap sebagai produk hukum yang out of date dan dehumanis serta melanggar hak
asasi manusia. Akibatnya ketika lahir keinginan untuk menerapkan hukum pidana Islam
sering terjadi perdebatan yang panjang, di satu sisi mendukung dengan alasan bahwa
hukum Islam itu universal dan nilai dasarnya mempunyai keabadian sedang nilai
intrinsiknya interpretable. Sementara di sisi lain hukum itu konsepsi primitif dan adanya
unsur kuno yang berorientasi balas dendam sebagaimana yang dikenal dengan hukuman
kisas.

Kajian ini mencoba membuat tawaran guna mensikapi paradigma negatif di atas

dengan mendeskripsikan hukum pidana Islam secara komprehensif, yakni kajian yang

7 Abd al-Qadir Awdah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1963), I: 69.
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tidak terbatas pada dataran normatif melainkan lebih ke arah kajian kontekstual. Kajian ini
lebih menitikberatkan pada asas-asas hukum pidana Islam dan relevansinya untuk setiap
ruang dan waktu serta aspek perlindungan hak-hak asasi manusia. Persoalan yang tidak
kalah pentingnya dalam kajian ini adalah bagaimana mengobyektifikasikan hukum pidana
Islam guna membentuk non criminal society (masyarakat anti krimninal). Di Sudan tahun
1983-1985 diterapkan hukl:lm pidana Islam 7dan ini bukti riil cara penanggulangan
kriminal. Sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan bukti empirik adalah laporan
yang ditulis oleh Charles Mitchell (1985) tentang “Pengaruh Hukum Syari’ah Islam di
Negara Sudan terhadap Penurunan angka Kriminalitas”. Hasil penelitian melaporkan
bahwa sejak September 1983-84 angka kriminal di Sudan turun sangat tajam. Kasus
pembunuhan turun 71 persen, dan pencurian turun 55 persen. Selama periode tersebut ada
9 orang dihukum gantung di muka umum, 70 orang dihukum potong tangan karena kasus
pencurian dan beratus-ratus orang yang dicambuk karena minum-minuman keras. Sejak
diberlakukan hukum Islam, Chourtum ibu kota Sudan, dengan penduduk 1,5 juta jiwa
menjadi penduduk teraman di dunia.”' Dalam laporan selanjutnya dijelaskan memang
banyak tudingan hukum Islam kejam dan bar-bar, namun para pemuka di Sudan
berargumentasi dengan data statistik kejahatan dan hasil hukum Islam memang mampu
menekan angka kriminlitas dengan sangat meyakinkan. Sementara di Barat kejahatan
semakin hari semakin meningkat. New York, Chicago dan Los Angeles adalah contoh kota
yang tidak aman bagi jiwa manusia.

Diterapkannya hukum pidana Islam justru melindungi hak-hak yang paling asasi

bagi manusia. Hukum potong tangan diterapkan pada pencuri guna melindungi harta dan

7! Laporan penelitian dikutip dari sebuah makalah yang ditulis oleh Jamaludin Ancok “Efektifitas Hukum
Pidana Islam dalam Menurunkan Kriminal”, hlm. 9.
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keamanan masyarakat luas. Hukum dera bagi pezina untuk melindungi keturunan (nasab)
dan martabat manusia, hukum dera bagi si qazif untuk melindungi fitnah, hukum cambuk
bagi pemabuk untuk melindungi akal manusia.” Semua ketentuan pemidanaan di atas
pada prinsipnya adalah untuk merealisir kemaslahatan umat sebagai dimaksud oleh tujuan
Syara secara umum.”

Umat yang ada di bawah, mereka memerlukan sesuatu yang kongkret, riil dan
menyentuh persoalan keseharian mereka. Sebab yang abstrak itu terlalu mewah dan
sesuatu yang berada jauh di luar pengalaman sehari-hari wong cilik, sehingga sesuatu itu
tidak “terbeli” oleh mereka yang berada di pinggiran.

Ini tidak berarti bahwa umat bawah sudah menjadi “materialis”. Dalam sistem
pengetahuan Islam, kehidupan material adalah fitrah yang tidak boleh diabaikan karena
mereka yang berada di pinggiran bukan dengan kemauan sendiri, melainkan oleh sebab-
sebab struktural. Islam harus merespon hal ini dengan baik, dan Islam harus memberikan
solusi terbaik bagi masalah-masalah kongkret. Tidak boleh terjadi bahwa kepekaan Islam
terjamah hanya pada persoalan atau isu-isu abstrak saja, sehingga akan timbul asumsi
bahwa agama Islam tidak sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan riil yang dihadapi
masyarakat. Padahal keberpihakan Islam terhadap isu-isu kongkret merupakan sebuah
kaharusan karena Islam itu adalah agama amal. Jika dilihat lebih jelas, sebenarnya Islam

tidak menyukai hal-hal yang bersifat abstark namun yang konkrit, misalnya dalam al-

Qur an disebutkan dalam surat Ash-Shaf ayat 3:

AR Y Ll 8 0 A e LA8 LK

2 Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyriwa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 156-167.
7 Abd Wahab Khalaf, Iim Usal al-Figh, (Mesir: Dar al-Qalam, 1990), him. 198.
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Kebencian Allah yang amat sangat terhadap orang-orang yang berbicara tetapi
tidak berbuat.

Kuntowijoyo mengemukakan bahwa sikap menghindari dari yang kongkret
menuju kepada yang abstrak merupakan salah satu ciri berfikir berdasarkan mitos yang
tentu saja tidak cocok diterapkan pada periode ilmu.

b. Obyektifikasi dari Ideologi ke Ilrﬁu.

Ideologi bersifat subyektif, normatif dan tertutup. Ilmu bersifat obyektif, faktual
dan terbuka. Ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan hukum pidana Islam harus
disikapi sebagai sebuah ilmu bukan ideologi. Artinya ketentuan hukum tersebut obyektif,
aktual dan terbuka untuk dikaji kebenarannya. Bukannya sesuatu yang subyektif, artinya
hanya dianggap benar tergantung siapa yang menganggap benar, normatif artinya
C;iterapkan sebagaimana bunyi teks tanpa dibenarkan melakukan interpretasi dan tertutup
yang sulit untuk dilakukan pengkajian secara ilmiah. Ideologi sering mengalami kesulitan
ketika‘ harus berhadapan dengan realitas yang ternyata berbeda dengan konsep normatif
ideologi. Marxisme gagal memahami realitas bangsa Indonesia karena ia berusaha
memaksakan teori kelas dwi modelnya untuk memahami stratifikasi masyarakat yang
sesungguhnya jauh lebih kompleks. Dikotomi antara tradisionalis dan modernis, antara
nasionalis dan Islam, antara sekuler dan Islam juga akibat berfikir ideologis. Akibatnya,
umat tidak dapat bersikap terbuka dan merangkul semua golongan.

Umat Islam harus merubah pandangan ideologis menjadi pandangan ilmu. Fakta
harus dilihat sebagai fakta yang otonom. Pandangan normatif yang tertutup tidak dapat
dipaksakan terhadap realitas. Umat harus lebih terbuka sehingga sebanyak mungkin orang

bisa masuk dan Islam dapat lebih tampak sebagai rahmatan lil ‘alamin. Tampak bahwa
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kajian ini lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan empirik ketimbang normatif.
Agama Islam adalah agama amal bukan agama teori, sehingga kajian terhadap hukum-
hukum Allah pun harus dapat menyentuh realita sosial yang berkembang. Umar ibn al-
Khattab sebagai sosok mujtahid yang handal harus berhadapan dengan protes para sahabat
ketika melakukan interpretasi terhadap nas, di kala beliau tidak menghukum potong tangan
pencuri padalsaat musim pacek‘lik.49 Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang,
tanah kering akibat tidak turun hujan selama sembilan bulan, bumi berubah menjadi abu
sehingga tahun itu dikenal ‘am ar-ramada (tahun abu). Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-
18 Hijriyah yang melanda daerah Hijaz, Tihama dan Najd.”* Umar juga tidak menghukum
potong tangan pa.da budak yang secara bersama mencuri seekor unta, Umar hanya
membebankan kepada pemilik budak dengan mengganti dua kali harga unta.’' Tindakan
Umar ibn al-Khattab bukan semata-mata mengingkari hukum Ilahi, melainkan dia
memahami ayat berdasarkan realita, karena al-Qu'ran tidak menjelaskan kapan hukum
potong tangan diterapkan. Menurut Ahmad Hasan pelaksanaannya terserah sunnah dan
ra’yu, artinya adanya kebebasan berijtihad ketika memahami hukum Allah.”? Contoh di
atas merupakan bukti empirik bahwa pemahaman hukum Islam secara ideologi harus
dibawa ke sebuah ilmu. Ideologi hanya membawa ke sebuah pemahaman yang kaku
(letterlijk), nas hanya diterapkan sebagaimana bunyi nas, orang mencuri, harus dipotong
tangan, orang berzina harus dirajam, si murtad harus dihukum mati dan lain sebagainya.

Berbeda ketika kita memahami nas sebagai sebuah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang

“ Ibn al-Qayyim, J/’lam al-Muwafiqi’in ar-Rab al-'Alamin, (Beirut: Dar Fikr, 1977), 11: hlm. 33.

*® Husein, Asy-Syaikhan, Dua Tokoh Besar dalam Sejarah I1slam: Abu Bakar dan Umar, alih bahasa Thoha
Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), him. 211.

*! Ibn al-Qayyim, I’lam al-Muwaqi’ ar Rab al-'Alamin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 11l 22.

52 Ahmad Husein, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Baramadi, (Bandung;: Pustaka, 1985),
him. 109.



243

obyektif dan dapat dikaji tentang kebenarannya, kebenaranya akan teruji pada dataran
penerapan bukan wacana. Pertimbangan nilai kemaslahatan sangat diutamakan dalam
penerapan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam qaidah:

Pl RA ARl T e 2t 3 S8 0 W) Adliak a0y ARAY

‘Hukum berkisar kepada kemaslahatan hamba, jika dalam suatu (ijtihad) terdapat
kemaslahatan itulah yang dinamakan hukum Allah.

Waell B. Hallag mengklasifikasikan pembaharuan hukum Islam dalam dua
kategori, yaitu relegious utilitarianisme dan relegious liberalisme.”* Paradigma pertama
menekankan pada masiahat dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip metodologi
hukum yang dibangun oleh fuqaha abad tengah dengan berbagai modifikasi sesuai dengan
kebutuhan. Adapun paradigma yang kedua menekankan asumsi-asumsi substansinya saja.
Artinya, bebas menafsirkan nas sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun demikian ada
sebagian  sarjana hukum yang menolak pembaruan hukum Islam yang dilakukan
kelompok sekuler. Kelompok ini dianut Sadik Jalal al-Azam, Faraj Huda dan kelompok
tradisional seperti Syah Waliullah dan Sirhindi.”® Oleh karena itu ketika berbicara tentangb
wacana idiologi ke sebuah ilmu, adalah menata kembali agar ketentuan hukum Allah dapat
tegak sebagai pesan syara’. Adapun bentuk dan kebijaksanaannya adalah ijtihad yang tidak
merubah prinsip dasar nas. Dengan kata lain formulasi hukum tidak menyimpang dari
ketentuan syara’.

Pertimbangan lain penerapan ilmu sebagai sebuah pemahaman terhadap nas

adalah pra kondisi masyarakat sebelum hukum itu diterapkan. Hukum Islam diterapkan

%3 Asy-Suyuti, Al-Asybah wa an-Nazdir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 176.

** Waell B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997),
him. 212.

% Ibid
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sangat tidak efektif jika masyarakatnya lemah dalam hal keimanan. Contoh hukum dera
bagi pezina tidak efektif, jika wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, film porno
beredar di mana-mana, pintu perzinaan terbuka lebar. Hukum potong tangan bagi pencuri
tidak efektif, jika hukum zakat tidak ditegakkan, pajak tidak adil dan ekonomi kerakyatan
tidak merata.

c. Obyektiﬁkasi dari Subyektif ke Obyektif
Perubahan dari cara berfikir subyektif ke obyektif bertujuan untuk menyuguhkan
Islam pada cita-cita obyektif. Zakat misalnya, secara subyektif bertujuan untuk
membersihkan harta dan jiwa, dengan demikian ketika mempunyai harta yang lebih dan
telah dikeluarkan zakatnya berarti telah suci badan dan hartanya. Pernyataan ini sangat
subyektif sebagai akibat pemahaman al-Qur’an secara tekstual yakni, ambilah hartama
untuk sedekah, karena dengan sedekah kamu akan membersihkan dan mensucikan dirimu.
Namun secara obyektif, tujuan zakat pada intinya adalah kesejahteraan sosial.” Oleh
karena itu pemberian zakat harus tepat sasaran yakni, fakir, miskin dan seterusnya.
Berbicara tentang zakat, surat at-Taubah ayat 60 dan 103 ini harus diterapkan.
O Uy i1 879 g s 18 AaTly Ldle (alalall’y GiSlucally oV S8l Clixial) L)
codlt) O Az 3 L anall g ) Jars B
Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, untuk
orang yang memerdekaan hamba, orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah dan
musafir, itulah ketentuan hukum Allah.
Lo 5655y pb 7yt 353 Lo 2 gl 5l [1a 34
Ambilah sedekah (zakat) dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan

mereka.

» Kuntowijoyo, Paradigma..., him. 248.
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Al-Qur’an menyebutkan hukum potong tangan dalam kasus kejahatan pencurian.
Secara subyektif hukum potong tangan bertujuan untuk balasan bagi pencuri, karena dalam
ayat disebutkan hukum potong tangan sebagai balasan atas perbuatan mencuri. Akan tetapi
secara obyektif perlu dikaji bahwa tujuan hukum potong tangan pada intinya adalah untuk
menjaga ketentraman masyarakat pada umumnya. Artinya dalam kasus pencurian yang
dikenakan hukurﬁ potong tangan, ada dua aspek tujuan yang dikandung, pertamé, tujuan
pencegahan secara khusus (special prevention), agar si pelaku tidak mengulangi
kejahatannya lagi. Kedua, tujuan pencegahan secara umum dan aspek (general prevention)
yakni tujuan pendidikan bagi masyarakat untuk tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan
terpidana. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 38:
SSAT 8 Sy 401 (e YIS Uag 515 Lo 1583 48 5015 (5l
Hukum qisas secara subyektif sebagai hukuman balas dendam bagi keluarga
korban terhadap terpidana, namun secara obyektif untuk melindungi pertumpahan darah
dan memelihara jiwa pada umumnya. Karena dengan hukuman qisas akan terlindungi dua
nyawa dalam satu waktu, yakni si pembunuh (pelaku tindak pidana) akan
mempertimbangkan akibat hukumnya pada saat mau membunuh seseorang, karena dia
sadar hukuman yang akan diterimanya nanti adalah hukuman mati, maka dia mau tidak
mau akan mengurungkan niatnya. Pada saat itulah dua nyawa terlindungi, Sebagaimana
firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 179:
OB R U G 8 paliaill b KT,
Umat juga dituntut untuk menyikapi realitas secara obyektif dan membuang jauh-

jauh sikap egosentris. Pluralisme sosial, budaya dan agama merupakan kenyataan obyektif
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yang harus diterima dan disikapi secara arif bijaksana, karena dalam Islam perbedaan
adalah sunatullah yang tidak dapat ditolak.

Akhirmya harus ditegaskan bahwa, konsep-konsep yang telah dibicarakan di atas
berdiri di atas sebuah landasan epistimologi yang disebut dengan epistimologis relational.
Dengan konsep ini setiap realitas dipahami selalu dalam keterkaitannya dengan Tuhan.
Epistimologi relasional menegaskan bahwa sumber pengetahuan adalah Tuhan, atau
tegasnya al-Qur’an dan as-Sunnah. Melalui keduanya umat Islam dapat memahami dan
mengukur sebuah kenyataan.”’

D. Obyektivikasi Hukum Islam di Indonesia sebagai Jalan Tengah

Metode jalan tengah dapat diartikan sebagai sebuah kompromi, yakni
menyelesaikan perbedaan atau perselisihan antara dua paradigma hukum melalui
persetujuan.’® Kedua paradigma tersebut selama ini dianggap sebagai sebuah antagonis,
yakni hukum pidana Islam dengan sumbernya wahyu dan hukum pidana positif dengan
sumbernya akal (penalaran). Dari segi yuridis kompromi diartikan agrement (persetujuan)
antara dua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan.’

Prinsip kompromi itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sepadan
dengan istilah wasatan (tengah-tengah) dalam al-Qur'an.® Penggunaan metode ini
didasarkan pada urgensi untuk menampung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari’ah. Pendekatan ini tidak semata-mata didorong
oleh sikap pragmatisme, namun lebih menitikberatkan pada kaidah maslahah. Bahkan

dengan meniadakan jalan tengah bisa menimbulkan jalan buntu jika ada nilai-nilai syari’ah

37 Kuntowijoyo, Identitas..., him. 2.

%% purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 438.

* Bryan A. Carner, 4 Dictionary of Modern Legal, (London: Oxford University Press, 1987), him. 134.
8 Yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: UTI Press 1992), him. 94.
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yang berhadapan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Padahal hukum yang
hidup dalam masyarakat secara nyata dan obyektif sangat potensiil untuk dipertimbangkan
jika secara substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari’ah. Hukum penjara bagi
pencuri sangat dibenarkan dalam syari’at Islam, jika kasusnya baru pertama kali dan
karena alasan ekonomi. Karena ayat yang berbicara tentang hukum potong tangan bagi
delik bencurian merupakan hukum tertinggi yang ada di dalam al-Qur'an. Hal ini sejalan
dengan teori halah al-had al-a’la yang dilontarkan oleh Muhammad Syahrur. Menurut teori
ini, hukum potongv tangan bagi pencuri adalah hukuman yang tertinggi, sehingga seorang
hakim boleh berijtihad menerapkan hukum yang lebih rendah dari ketentuan al-Qur’an.

Secara tegas beliau mengatakan:
2 €A 508 A A e YLEE G 8 Uy 51755 a3l 1sndaBl 3 45 5150 Wy (3511
bl aad a7y (3Ll (o iall) A8 (i A3Y) o2b L (38180l
Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman

! Demikian ungkapan jalan tengah yang sesungguhnya

yang tertinggi dalam Islam.
terkandung secara substansif di dalam ajaran Islam.

Secara obyektif, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yaﬁg plural. Beragam
etnis, bahasa atau dialektika, bermacam-macam agama dan kepercayaan, masing-masing
dengan variannya dan aneka ragam kebudayaan serta adat istiadatnya hidup bersama-sama
di bumi Indonesia ini. Berbagai macam ideologi dan aliran politik pernah menjadi catatan

sejarah. Adanya perbedan memang tidak serta merta menunjukkan adanya konflik, tetapi

perbedaan dapat berpotensi menimbulkan konflik, apalagi jika perbedaan itu dipolitisir

8! Muhammad Syahrir, Al-Kitab wa al-Qur an Qira’ah al-Mu’asirah, (Mesir: Dar al-Kutub, 1998), him.
455.-456.
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oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Fakta sejarah menunjukkan bahwa konflik-konflik
yang mengatasnamakan perbedaan sering terjadi di Indonesia. Sehingga pluralitas jika
tidak disikapi secara arif dapat menimbulkan konflik vertikal maupun horisontal yang
berdampak negatif bagi proses pembangunan.

Pluralisme bangsa dengan sendirinya menunjukkan adanya perbedaan
képentingan dalam tubuh bangsa ini. Pengakuan akan adanya perbedaan agama berarti
mengakui bahwa masing-masing agama yang hidup di negeri ini mempunyai kepentingan-
kepentingan yang harus dihormati dan diakomodasi. Hal ini juga berlaku bagi pluralitas.
dalam bidang-bidang lain.

Jika kita menengok sejarah, artikulasi berbagai kepentingan itu jarang
menimbulkan terjadinya ketegangan-ketegangan. Hal ini tampak dalam dikotomisasi yang
sering dipakai antara santri versus abangan, sekuler versus Islamis dan tradisionalis versus
modernis atau antara nasionalis dengan Islam. Di zaman Orde Baru, ketegangan ini
tampak dari hubungan antara sebagai penganut ideologi Pancasila dan sebagai umat Islam
yang tetap berpegang teguh pada ideologi Islam. Di masa reformasi, menjelang Sidang
Umum MPR Tahun 1999, pertentangan ideologis itu seolah muncul kembali. Pertentangan
antara kubu Megawati dan kubu Habibie dipersangkakan orang sebagai pertentangan
antara kubu sekuler melawan Islam. Maka wacana intelektual tentang sekularisme politik
dan Islam kembali mencuat ke permukaan. Seolah-olah bangsa ini tidak pernah mau
belajar dari sejarah, hanya mengulang persoalan lama.

Demikian pluralisme dalam berbagai segi, termasuk politik merupakan sebuah
kenyataan yang tak terbantahkan di wilayah bumi Indonesia. Oleh sebab itu yang

dibutuhkan sesungguhnya, sebagaimana diungkapkan oleh Nurcholis Madjid, adalah suatu
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sistem politik yang tidak hanya baik diperuntukkan bagi umat Islam, namun yang

sekiranya juga baik untuk semua anggota masyarakat yang sangat plural.®* Dalam konteks

inilah gagasan obyektifikasi Islam dilontarkan. Memang berat ketika berbicara penerapan

syariat Islam di bumi pertiwi ini, lebih-lebih penerapan hukum pidana Islamnya. Hal ini

disebabkan oleh berbagai faktor sebagaimana diungkapkan oleh Topo Santoso dalam

karyanya Membumikan Hukum Pidana Islam. Beliau mengungkapkan hal-hal yang

menjadi kendala tegaknya syari’at Islam (hukum pidana Islam) di Indonesia adalah

sebagai berikut:

1. Kendala kultural dan sosiologis, yakni adanya sebagian umat Islam yang belum
menerima untuk diberlakukan secara obyektif di Indonesia.

2. Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyaknya pandangan negatif ~ terhadap  hukum
pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.

3. Kendala filosofis, yakni tuduhan bahwa hukum ini tidak adil bahkan kejam dan
out of date serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.

4. Kendala yurudis, yakni belum adanya ketentuan hukum pidana yang  bersumber
dari syari’ah Islam.

5. Kendala konsolidasi, yakni belum bertemunya para pendukung pemberlakuan syari’ah
Islam, bahkan yang ada adu argumnetasi yang berkepanjangan.

6. Kendala akademis, masih terlihat belum meluas dan kurang tersosialisasinya
pembelajaran hukum Pidana Islam di berbagai perguruan tinggi, khususnya di
fakultas hukum, sekalipun kenyataanya bahwa semua mahasiswa 90 persen

beragama Islam.

52 Dikutip dari Siti Nadrah, Wacana Keagamaan dan Politik Nurchalis Madjid, cet. 1, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 1999), hlm. 188-189.
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7. Kendala ilmiah, yaitu kurangnya literatur yang mengulas hukum  pidana Islam,
terutama dari segi efektifitasnya dalam menanggulangi angka kriminilatitas.

8. Kendala politis, yakni kurang sinerginya kekuatan politik untuk menggolkan
penegakan syari’at Islam melalui proses politik.*®

Bagi Kuntowijoyo, obyektifikasi adalah sebuah sintesis yang ia tawarkan sebagai
solusi atau jalan tengah bagi pertentangan antara Islam (negara Islam) dengan sekularisasi
(negara sekuler). Sebagai sebuah sintesis, obyektifikasi berusaha merangkul semua
golongan; golongan Islam dan golongan lain di luar Islam. Maksudnya jelas, supaya
sejarah tidak hanya mengulang persoalan-persoalan lama, tetapi bergerak maju.

Berpijak pada deskripsi tentang kedudukan hukum pidana Islam yang ternyata
adalah hanya sebagai salah satu sumber bahan di antara sekian banyak bahan yang
sedemikian pluralistik bagi upaya pembaruan KUHP Nasional, maka untuk kondisi
sekarang ini, berdasarkan berbagai pertimbangan, belum saatnya mewujudkan gagasan
formalisme pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Oleh karena itu, gagasan
subtansialisme-lah yang mungkin dapat dikatakan lebih prospektif bagi pewujudan
keinginan memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dewasa ini. Paling tidak lebih
sedikit kemungkinan munculnya resiko dibanding menerapkan gagasan formalisme.

Namun demikian, perlu pula segera ditegaskan, asumsi di atas tidaklah berarti
boleh menyurutkaﬁ keinginan umat Islam untuk terus berproses dan berjuang sehingga

bisa menjalankan ajaran agamanya secara kafah (total).**

63Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), him. 86.

'Gagasan subtansialisme tentang pemberlakuan hukum pidana Istam dalam konteks ke-Indonesiaan di
atas, dalam ajaran agama Islam sendiri sesungguhnya dijustifikasi pula oleh suatu kaidah figih yang berbunyi
“ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu”. Artinya, sesuatu (kebaikan) yang belum dapat dicapai seluruhnya
sebaiknya jangan ditinggalkan begitu saja. Maksudnya dalam konteks permasalahan di atas, janganlah karena
keinginan untuk memberlakukan hukum pidana Islam secara formal tekstual, yang berdasarkan berbagai
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Apabila gagasan subtansialisme di atas dapat disepakati, maka hal yang perlu
dipikirkan selanjutnya ialah ajaran atau nilai-nilai apakah dari hukum pidana Islam yang
benar-benar prospektif-implementatif bisa dikontribusikan bagi pembaruan KUHP
Nasional mendatang.

Guna mengkaji hal di atas, maka perlu dikemukakan setidaknya ada tiga
permasalahan mendasar yang biasa dikenal dalam ajaran hukum pidana, yaitu masalah
yang berkait dengan konsep tentang tindak pidana, konsep tentang
pertanggungjawaban pidana dan konsep tentang sanksi pidana.®’ Tiga masalah dasar di
atas dalam RUU KUHP Baru juga ditampilkan konseptualisasinya secara eksplisit
sebagaimana termaktub dalam Rancangan Buku I yang berisi tentang Ketentuan Umum
atau asas-asas fundamental dari sosok hukum pidana Indonesia mendatang. Berdasarkan
teori di atas, maka pengkajian terhadap nilai-nilai apa sajakah dari hukum pidana Islam
yang prospektif dapat diimplementasikan dalam konteks ke Indonesia-an mutlak harus
dilakukan

Salah satu sumbangan penting dari gagasan obyektifikasi Islam adalah tawaran
untuk menjadi jalan tengah bagi artikulasi kepentingan berbagai kekuatan sosial politik
bangsa Indonesia yang sangat plural, baik dari segi agama, sosial, politik maupun budaya.
Pluralitas memang tidak serta-merta berarti konflik, tetapi berpotensi untuk menjadi
konflik yang dapat menggangu perjalanan sejarah bangsa. Obyektifikasi dikemukakan

sebagai salah satu bentuk pensikapan atas pluralitas bangsa secara arif dan bijak. Sebab

pertimbangan belum memungkinkan, lalu ditinggalkan begitu saja peluang pemberlakuan hukum pidana islam
yang sudah ada meskipun baru subtansial.

% Hukum pidana harus mencakup tiga aspek yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi
pidana. Dalam seminar tentang Penelaahan Pembaharuan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN
pada tanggal 14-16 Juni 1982, telah terjadi kesepakatan pendapat dari Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana.
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pluralisme agama, sosial, dan budaya yang berkonsekuensi trikotomi sistem hukum di
Indonesia tidak cukup untuk menjadi alasan guna membatasi implemantasi hukum Islam
hanya pada hukum keluarga. Demikan pula, pengadilan agama sebagai peradilan muslim
akan mengalami perluasan makna dan lingkup garapan menjadi peradilan negara. Sebab,
banyak masalah keluarga dan kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian dengan
pendekatan syari’at, khususnya fighiyah. Bahkan kontribusi Islam dalam sistem hukum
nasional dapat diperluas lagi dalam hukum pidana nasional. Sebab penjalinan hukum Islam
dengan hukum pidana adalah sesuai dengan kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia yang
beragama Islam.

Oleh karena itu, unsur hukum Islam dapat mewarnai hukum pidana positif
Indonesia. Dalam konteks demikian, maka prospek hukum Islam akan semakin mengisi
sistem hukum nasional dan mengurangi trikotomi sistem hukum (Islam, adat dan Barat).
Demikian terwakilinya niai-nilai yang dimiliki mayoritas masyarakat dalam sistem hukum
nasional, maka stabilitas sosial-ekonomi dan politik akan semakin terpelihara. Pola pikir -
yang demikian sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penegasan ini mengadung konsekuensi
logis bahwa semua warga negara berhak berperan serta dalam membangun sistem hukum
nasional sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dengan konsep khilafah dan ibadah
kepada Allah Yang Maha Esa.

Selain itu perlu dicatat bahwa, penamaan hukum publik dengan syari’at apalagi
dengan idiom-idiom Islam akan melahirkan ketidakrelaan non-Muslim. Oleh karena itu,
rumusan tersebut harus dilucuti dan simbol-simbol yang tertinggal adalah substansi atau

semangatnya. Obyektifikasi Islam menjadi sangat penting sebab hanya dengan cara inilah
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keberadaan hukum publik tidak menyinggung legitimasi perorangan dan kelompok pihak
lain.*®

Berdasarkan prespektif ini, yang lebih tepat adalah melakukan perubahan cara
pandang umat terhadap “pelaksanaan syari’at”. Pelaksanaan syari’at tidak dimaknai
sebagai formalisasi syari’at lengkap dengan struktur, nama, idiom dan sumbernya, tetapi
lebih dimaknai sebagai adopsi semangat dan pesannya dalam sistem hukum nasional.

Dalam memahami syari’at lebih diutamakan unsur substansi dan esensinya bukan
literalnya. Substansional dalam pengertian mengambil isi tanpa mementingkan ‘“‘bahasa”
atau simbol. Sebagai contoh, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan, meski tidak
bernama qisas tetapi isinya sama dengan ketentuan gisas. Jika implementasi dengan cara
subtansial tidak tercapai dapat dipakai pendekatan esensial, yakni cara pandang yang tidak
memandang isi atau bentuk tetapi lebih mementingkan esensi atau maksud dan
semangatnya. Contoh lain, hukuman jilid bagi peminum khamr dan pengedar narkotika
bisa diganti istilah dengan cambuk atau penjara yang secara substansial tidak bertentangan
dengan kedua hukum tersebut.

Memang agenda ini memerlukan pengkajian yang teliti dan serius. Namun jika
tidak dilakukan akan selalu saja muncul ketegangan yang melahirkan pendekatan yang
sama-sama tidak bijaksana, yakni menuntut pemberlakuvan syari’at Islam konvensional
yang menimbulkan berbagai diskriminasi, atau membiarkan sistem hukum nasional tetap
dalam posisi tidak legitimet yang tidak aplikatif di tengah kebangkitan religiusitas umat

karena cap “sekular” yang disandangnya. Sehingga akan terus muncul gugatan penerapan

% M. Imdadun Rahmat, “Jalan Alternatif Syari’at Islam”, dalam Tashwirul Afkar, edisi No. 12 tahun 2002,
him. 5.
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syari’at Islam pada saat-saat ada momentumnya. Jika ini pilihannya, maka tarik-menarik
antara nation-state dengan Islam dalam urusan hukum publik tidak akan pernah berakhir.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kesadaran masyarakat akan hukum
Islam mempunyai arti penting dan telah menjadi living law secara positif.®’
Kecenderungan yang tampak dalam mengisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam
dalam hukum pidana nasional yang bersifat umum sesuai dengan tujuan-tujuan hukum
Islam yang bersifat primer. Itulah tujuan-tujuan hukum yang disebut maqgasid asy-syari’ah
atau lima universal (al-kulliyat al-khams) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal,
kehormatan dan keturunan serta pemeliharaan harta.®

Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama,
ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat
diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan
Hadis mutawatir yang penunjukannya telah jelas (qat’i ad-dalalah). Kedua, ajaran Islam
yang bersifat relatif, dapat berubah dan diubah. Termasuk kelompok kedua ini adalah
ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.® Dengan demikian, ajaran Islam ada
yang bersifat absolut (qat’iyah) dan ada pula yang bersifat relatif (Zanniyah).

Hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi tidak harus
diterapkan secara harfiah. Tetapi jenis dan bentuk hukuman apapun dapat dibenarkan
selama dapat berfungsi sebagai pencegah serta mampu mewujudkan tujuan persyari’atan

hukum pidana Islam. Oleh karena itu perumusan hukuman yang sejalan dengan kondisi

67 Bagir Manan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional”, dalam Hukum Islam di
Indonesia Pemikiran dan Praktek, kata pengantar Juhaya S. Praja, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), him.
143, ,

68 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usiil asy-Syari®ah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 1I: 194.

% Harun Nasution, “Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Istam”, dalam Haidar Bagir, ljtihad Dalam Sorotan,
(Bandung: Mizan, 1988), him. 112.
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masa kini dapat dibenarkan pula. Sedangkan hukuman yang ditetapkan dalam al-Qur'an
dan hadis Nabi hanya dipandang sebagai batas maksimal yang diterapkan manakala bentuk
hukuman lain tidak dapat mewujudkan tujuan hukuman tersebut.

Perhatian utama dalam kajian hukum pidana adalah bentuk hukuman yang akan
dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan
terhadap teori hukuman tersebut sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk
memahami suatu sistem hukum pidana tertentu. Pada kenyataannya, aplikasi suatu sistem
pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori
tentang hukuman yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana
itu sendiri.

Dalam praktik hukum pidana dan teori-teorinya, kerangka aplikasi hukum Islam
dalam sistem hukum pidana nasional diperlukan penafsiran-penafsiran yang luas atas ayat-
ayat atau nas yang semula ditafsirkan secara literer. Penafsiran seperti dimaksud dapat
dikemukakan seperti dalam mengartikan “memotong tangan” ‘atas pencurian dalam surat
al-Maidah ayat 8 "al-sariq wa as-sarigah fagqta’u aidiyahuma. Kata faqta’u diartikan
“memotong” bukan dalam arti harfiah, melainkan makna “memotong” itu sendiri yang
berarti memutuskan berbagai daya dan kemampuan si pelaku pidana agar tidak
memungkinkan melakukan pencurian ulang atau dipenjara yang dijatuhkan bagi para
pencuri. Hal ini merupakan sanksi hukuman yang tidak menyimpang dari hukum Islam.”*

Dengan menerapkan hukum seperti ini, maka fungsi hukuman dalam bentuk zawajir telah

' Hal ini pula yang membuat Kuntowijoyo merasa perlu meralat penulisan kata “obyektifikasi”. Dalam
buku Identitas Politik Umat Islam, tertulis kata “obyektivikasi” dengan menggunakan huruf “V” yang lebih tepat
untuk kata “obyektifikasi”, sedang “obyektifikasi” yang benar memakai huruf “F” bukan “V*. Ibid, dalam skripsi
ini, penulis menggunakan penulisan “obyektifikasi” dengan huruf “Y™ bukan “J” seperti yang biasa dipakai
Kuntowijoyo. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar.Umar
Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, cet.1 (Semarang: Dina Utama, 1996), hlm. 177.
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dilaksanakan. Praktek ini bisa dalam bentuk-bentuk seperti yang berkembang dalam
lembaga kemasyarakatan.

Dalam delik pembunuhan, hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana
yang diperkenankan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178. Namun asas pemaafan ini tidak
dilakukan begitu saja tanpa diimbangi dengan pembinaan keselarasgn sosial, terutama
pihak-pihak yang bersangkutan dengan peristiwa pembunuhan, khususnya pihak-pihak
keluarga yang terbunuh dan pembunuh sehingga tidak terjadi dendam kusumat serta
terjaminnya rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Dalam hukum pidana Islam (figh
jinayah), tindak pidana yang macam dan sanksinya dinyatakan secara tegas dalam al-
Qur’an disebut jarimah hudiid.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbeda dengan sistem pidana Barat yang
mendasarkan dan menjustifikasi teori hukumannya pada pandangan tentang utilitas sosial
(social utility), maka teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan
pada teks wahyu Tuhan yang dituliskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dalam era modern, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam
tersebut tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk hukuman badan.
Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber
teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong
tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya. Hal inilah yang
tampaknya menjadi ciri kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem
hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan bila dibanding dengan

sistem pidana lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama
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dalam pemberian hukuman. Kekentalan sifat penjeraan dalam teori hukuman dalam Islam,
baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat inilah yang umumnya mendukung

pandangan teori penjeraan ini sebagai motifasi di balik ayat-ayat tentang pemberian

hukuman.



MODEL DAN BENTUK TRAN]SSFA(]);R‘{\I/IASI HUKUM PIDANA ISLAM
TENTANG KLASIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM KONTEKS
KEINDONESIAAN
A. Formulasi Fikih dalam Konteks Keindonesiaan

Sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam
hukum nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi merumuskan
keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
Teori eksistensi menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional
Indonesia. la ada dalam berbagai lapangan hukum dan praktik hukum. Teori
eksistensi, dalam kaitanya dengan hukum Islam di Indonesia, yaitu: 1) ada, dalam arti
sebagai bahan integral dari hukum nasional Indonesia; 2) Ada, dalam arti kemandirian
yang diakui, adanya kekuatan dan kewibawaannya dan diberi status sebagai hukum
nasional; 3) Acia, sebagai bahan penyaring hukum nasional di Indonesia; 4) Ada
dalam arti sebagai bahan dan unsur utama.’

Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional
merupakan sub sistem dari hukum nasional. Karenanya hukum Islam memberi
peluang untuk memberikan kontribusi dalam rlangka pembentukan hukum nasional,
meski diakui problem dan kendalanya belum pernah uéai.

Upaya pembangunan hukum nasionai, sejatinya melibatkan tiga dimensi
pembangunan hukum. Ketiga dimensi saling terkait satu sama lain. Unsur-unsur di
dalamnya saling menopang sehingga mampu membentuk konvergensi hukum secara

kredibel dan akuntabel. Ketiga dimensi itu adalah dimensi pemeliharaan, dimensi pem

baruan dan dimensi pe:nyempumaan.2

'Said Aqil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani,

2004). Hlm. 14.
2Pemikiran Ismail Saleh, manta Menteri Kehakiman RI, baca Said Agil Husin Al-Munawar,

Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004). Him. 4.
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Dimensi pemeliharaan dimaksudkan sebagai "memelihara yang lama yang
masih baik." Sedangkan dimensi pembaruan dimaksudkan sebagai "mengambil yang

baru dan punya nilai lebih baik." Kedua dimensi ini sejalan dengan kaidah:

3 oYl aally Y1 sllall anill e dsiladl)

Adapun dimensi penyempurnaan dimaksudkan sebagai upaya serius untuk
melakukan kritik internal térhadap teks-teks hukum agar selalu relevan dengan ruang
dan waktu manusia. Gagasan ini sesuai dengan kaidah:

a5 AW g Ada W1 ja iy AlSaVl 5y i

Para ulama dan ahli hukum Islam di awal tidak membedakan antara aspek
perundangan, etika dan agama dalam syari'ah. Apalagi memilah bidang hukum-
hukum tertentu dalam Islam secara terpisah. Akibatnya prinsip-prinsip dan aturan-
aturan syari'ah tentang hukum pidana, pembuktian dan prosedur hanya bisa disarikan
dari risalah dan fikih Islam yang bersifat umum.’

Mengkaji hukum pidana sebenarnya sama mengkaji figh jinayah, hal ada
beberapa alasan:

a. Ilmu pengetahuan tentang hukum selalu bekerja untuk masyarakat tertentu dan
dalam waktu tertentu. Demikian halnya figh sehqrusnya terikat pada tempat dan

masa tertentu sama halnya dengan ilmu hukum.®

*Jalaludin asy-Syuyuti, A/-Asybah wa An-Nazd'ir , (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), him. 63.

* 1bn Qayim al-Jauziyah, I’lam al-Muwagqi’m al-Rab al-Alamin, Juz, 1. Kairo: Dar al-Fikr,
1963), him. 69. :

SAbdullahi Ahmed An-Na'im, Dekonstruksi Syari‘ah, Alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin
ar Rany, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hIm.199.

®Masalah ini berhadapan dengan konsep pemikiran figh selama hasil ini, yakni figh hasil ijtihad
para fugaha masa lampau yang menganggapnya sebagai hasil yang tidak dapat dirubah lagi atau
ditinjau kembali. Padahal ilmu figh harus terikat oleh waktu dan tempat sama halnya dengan ilmu
hukum. Karena itu tugas kajian figh sekarang harus merombak paradigma tersebut terlebih dahulu.
Karena tanpa perombakan cara fikir yang demikian kita tidak mungkin memperkembangkan figh itu
sendiri dan akhirnya bertahan figh dan masyarakat, figh dan hukum dan merupakan dua entitas yang
tidak berpautan. Baca Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU,
(Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), him. Xiii-xiv.
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b. Ketentuan hukum yang dalam figh harus memperhatikan dan memperhitungkan
politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Tanpa memperhatikan hal-hal itu
apalagi bertentangan dengannya, aturan-aturan itu akan merupakan aturan yang
mati atau paling banyak hanya dipatuhi sekedar slogan atau basa basi.” Contoh
intitas hukum dan masyarakat. Kasus zina, ulama ribut berbicara tentang tegaknya
sanksi zina berdasarkan hukum Islam, yakni di cambuk 100 kali bagi ghairu
mahsan dan dirajam bagi muhsan, tetapi ketika berbicara tentang wanita hamil
akibat perzinaan di mana banyak merebak di Indonesia ulama merumuskan

hukum dalam KHI hanya dinikahkan, tanpa adanya pertimbangan aspek pidana.®

B. Rekonstruksi Pemikiran tentang Klasifikasi Tindak Pidana

Dalam masalah pembagian tindak pidana, para ulama mengidentifikasi jenis
tindak pidana dalam Islam menjadi tiga kategori, yakni hudiid, jinayat dan ta'zi’
Abd Qadir Awdah membagi tiga kategori, hudiid, kisas diyat dan ta’z#.'® Hudid
dikatakan sebagai pelangggaran yang hukumannya khusus diterapkan secara tegas
tanpa memberi peluang bagi pertimbangan, baik leinbaga, badan hukum maupun

perseorangan. Jindyat mencakup pelanggaran pembunuhan dan pelukaan dan dikenai

hukuman kisas atau diyat. 7azi kebijakan hukum diserahkan sepenuhnya kepada

hakim (penguasa).

"Satria Effendi, "Metodologi Hukum Islam” dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 126; Rifyal Ka'bah, Hukum Islam...hlm. Xv.

¥ Ketentuan ini ada pada bab VII pasal 53 KHI: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan
pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu anak yang dikandungnya lahir, (3)
Dengan dialngsungkannya perkawaninan pada saat wanita hamil, maka tidak perlu dilangsungkan
perkawginan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ibid .

°Abd. Qadir Awdah, At-Tasyrial-Jind'i al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1963),1: 136
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1. Redifinisi Jarimah Hudid

Jarimah Hudid yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman
hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang
dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan

oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).

Jarimah hudid sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan
sanksinya ditetapkan secara muﬂak oleh Allah." Séhingga manusia tidak berhak
untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab
Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan
berbagai pertimbangan. Alasan para fuqaha mengklasifikasikan jarimah hudud
sebagai hak Allah, pertama, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-
Qu'ran sangat mendatangkan kemaslahatan baik éerorangan maupun kolektif."2
Kedua, Jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafad
yang ada di dalam al-Qur’an, sementara tindak pidana lainnya tidak.

Kejahatan hudiid adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum
pidana Islam. Ja adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti
bahwa kejahatan hudiid tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun
terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam
kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman
had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman
yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan
tidak mengenal tingkatan. Hasil ijtihad ini diikuti oleh pemikir yang datang kemudian
karena melihat urgensinya ketika ada pembagian jarinah berdasarkan berat ringanya

hukuman, yaitu: Audid, kisas diyat dan ta’z# Mengingat ini adalah bentuk ijtihad,

11 Jbid, 1: 79
12 Thid,
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sechingga penggolonganyapun terjadi perselihthan pendapat. Jumhur ulama
merumuskan jarimah hudiid ada tujuh yaitu zina, gaZf (tuduhan palsu zina), sarigah
(pencurian), hirabah (perampokan), riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan), dan
syurb al-khamr (meminum khamr)." Sementara mazhab Malikiyah hanya
memasukkan jarimah hudid dalam lima kategori yaitu zina, gaZf (tuduhan palsu
zina), sarigah (pencurian), hirabah (perampokan) dan baghy (pembrontakan).'
Sanksi terhadap delik pérzinaan yang merupakan hubungan kelamin antara laki-
laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan
dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat,” ditegéskan dalam al-Qur’an dan
sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhgan) didasarkan
pada ayat Al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan
dikenakan sanksi 7ajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu.'® Sedangkan
menurut istilah, rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.!’

Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat

an-Nur ayat 2:

A (5 b 1) Vaga 26081 Y, 380 AlLe Lihe 3o’y T8 153 (350, A5

ot oA

iasal (e Al Legilie 205 LA A5l Ay (555 20K 1)

Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah
merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan
hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah
dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-

orang yang beriman.

13 Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tagyri’..., I 79; As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnab, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1992), II: 302.

14 Marsum, Figh Jinayah, (Y ogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1986), him. 86.

15 Abu Zahrah, Al-Jarimab wa al-Ugitbab fT alFigh alIsidm, (Beirat: Diér al-Fikr, tt), II:
him. 109.

16 Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsfr a/-Qur'an al-Majid an-Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965),
XV: 136.

17 Abu Zahrah, ALJarfmah..., hlm. 142,
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Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

2 Py Ngs 2 ags g 20 2 L 2y 4 - o8 3 28 34 2
%ﬂ‘)ﬁu@d}?@d&ﬂgﬁ‘mﬁuwﬂl .JSL:,,_\::‘JJ;‘;me&
BTy A M A
Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada
mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan
selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan

dirajam. : .

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang

amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan
hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan
pelakunya dihukum dengan hukuman ragjam (dilempari batu sampai meninggal
dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka
dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhgan
seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi
kalan masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama
baik keluarganya, sementara ghairu muhgan belum pernah menikah sehingga nafsu
syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Namun keduanya
tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan, sebagaimana
firman Allah: |
0 oo B 1 g (8B Y,
Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina,
merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan
secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang

karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku

18 Imam an-Nawawi, Sahib Muskim bi Syarh an-Nawawi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XI: 180.
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zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk
menikah.'’

Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti pelaku
lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak
dihukum hadd melainkan dengan ta’zi.?’ Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya
orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman hadd.
Namun ada sebagian pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman si pemaksa
dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik hirabah. Hal ini
didasarkan pada lafadz wayas ‘auna fi al-ard fasadan (orang yang membuat
kerusakan di muka bumi). Kejahatan pemerkosaan, sabotase, bahkan teroriseme
termasuk dalam kategori jarinah perampokan (perampasan) yang pelakunya harus
dikenakan hukuman berat. Ketentuan tindak pidana yang terkait dengan asusila

ternyata tidak dikaji secara mendetail dalam Al-Quran. Semen

b. Jarimah Qazf

QaZf dari segi bahasa berarti ar-ramyu (melempar). Menurut istilah, gaZf adalah
menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa adanya alasan yang meyakinkan.”'
Dalam Islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu,
tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat.
Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana hudud yang

diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera. Hukuman bagi orang yang

19 Al-Turjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatubn, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 316-318.
20 Jhid,, him. 68.

21 Pengertian ini dapat dipahami daxi isi surat an-Nur ayat 4: "Barang siapa yang menuduh
wanita baik-baik berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka deralah ia delapan
puluh kali deraan.”
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menuduh zina tapi tidak terbukti (gaZf) didasarkan pada firman Allah dalam surat an-

Nur ayat 4:

PLD P NN I Y U AP P I P (AP JU L ORA B g vl

il g 1y 151 3 1
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka
tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)

delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-
lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki.
Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat sebagai contoh karena
tuduhan palsu terhadap 'perempuaﬁ lebih serius dan lebih jahat sifatnya ketimbang
palsu terhadap laki-laki.??

Unsur tindak pidana dalam jarinah qaZf ini ada tiga, yaitu (1) menuduh zina
atau mengingkari nasab; (2) orang yang dituduh itu muhsan, dan bukan pezina; 3) ada
itikad jahat. Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran
tuduhannya.? Tuduhan zina itu harus diucapkan dalam bahasa yang tegas (eksplisit),
seperti “Hai Pezina”, atau “Aku telah melihatmu berzina”.** Sementara itu, terhadap
~tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud
gazf. Untuk menuduh zina tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, tapi
cukup dengan membenarkan tuduhan. Contohnya, A berkata kepada B, “Ibumu
pezina”, kemu_djan C berkata, “Itu benar”, maka A dan C sama-sama penuduh zina.
Namun demikian, dalam tuduhan disyaratkan sasarannya atau orang yang dituduh itu

harus jelas. Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan)

2 Jhid., hlm. 68-69.

B H. A. Djazuli, Figh Jinayab: Upaya Menanggulangi Kejabatan dalam Islam, (Jakarta: Rajawali
Press, 1996), hlm. 66.

2 Ibid., hlm. 69.
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dari orang yang terkena tuduhan zina.”> Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat
diperoleh baik melalui pengakuan terdakwa maupun alat bukti dua orang saksi.®

Tuduhan palsu sodomi dan lesbian, sama hukumannya dengan tuduhan palsu
zina, tetapi tuduhan palsu terhadap sodomi dan lesbian tidak dijatuhi hukuman hadd,
melainkan dengan ta z#.”’

Syara’ mengharamkan tuduhan zina, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman
dera (cambuk). Karena tindakan ini semata-mata karena kebohongannya saja, tetapi
juga karena pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat.
Dihukum 80 kali cambukan karena memang dosa penuduh zina lebih kecil dari pada
pelaku zina, dan tidak diterima persaksiannya karena dia dianggap sebagai seorang

pembohong, dan persaksian hanya dapat diterima dari orang yang jujur, kecuali

penuduh itu bertaubat. 28

c. Jarinah Sarigah

Sarigah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain
secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan.
Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang secara
sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang
dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.?
Salim al-Uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara sembunyi-

sembuyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut. >

25 H. A. Djazuli, Figb..., hlm. 66-67.

26 As-Sayid Sabiq, Figh..., IT: 372-74.

21 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 27.

BALJutjawi, Hikmab..., hlm. 299-230.

2 Syarbini al-Khatib, Mughni al-Mubtdj, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958),
hlm. 158. '

30 Salim al-Uwa, FFi Usiili al-NNagami al-Jind'7 al-Isiami Dirasab al-Mugaran, (Kairo: Dar al-
Ma’arif, 1978), him. 160.
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Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan.
Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarinah as-sariqah (delik pencurian)

didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:
A e Ay 40 (e YIKE UL Uay 215 g 17sadadld 48,157y (3,1

Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai
pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt.

Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dalam hadis disebutkan:
(3015 oy S8 8055y el I S () g 1 SHS gl 2808 I (o el LY
MA, Al s T Al 1 ) s
Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu ialah mereka
menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum

bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad
mencuri niscaya akan kupotong tangannya.

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan
syarat dan rukun yang sangat ketat. Pertama, syarat yang berkaitan dengan subyek
yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kedua,
syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam,
mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti
mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur, barang
yang dicuri telah keluar dari tempat penyimanan, barang curian telah di tangan
pencuri secara,penuh.3 2 Ketiga, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang

dicuri berupa harta benda dan bergerak, serta mencapai satu nilai minimum tertentu

31 Imam al-Bukhari, Sabib al-Bukbari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV:48.
32 Ibid,, him. 73.
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(nisab). Imam Malik mengukur nisab sebesar Y4 dinar atau lebih, sedang Imam Abu
Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian itu senilai 10 dirham atau 1 dinar.*

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada
pencurian harta dalam keluarga yang inti karena mereka diperbolehkan keluar masuk
tanpa izin. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai
hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya
sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong
tangan, karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut
Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara
suami istri.>*

Sebagaimana tindak pidana lain, keharaman perbuatan mencuri yang diberi
sanksi di dunia karena ada pertimbangan syara’ yang membawa kemaslahatan
masyarakat luas. Sebagaimana diungkapkan oleh al-Jurjawi:

Pencurian dilarang oleh Islam guna memelihara keteraturan masyarakat dalam
hak pemilikan harta. Hukuman kéras bagi pencuri, yaitu potong tangan, adalah karena
pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan menimbulkan
kerusakan di tengah masyarakat. Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena
beberapa alasan, antara lain 1) manusia mencari harta untuk hidup dengan cara susah
payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-
pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan
waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit
demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan. 2) Harta yang diperoleh dari bekerja

keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk

3% Marsum, Figh..., hlm. 96. H.A. Djazuli, Figh Jinayah..., blm. 77.
34 Ibid., him. 76.
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membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan
masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang. 3)
Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan
daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan
bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi
orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota
masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga

kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi.*®

Dari pernyataan al-Jurjawi tersebut dikertahui betapa bahayanya bagi masyarakt
luas jika tindak pencurian merajalela di mana-mana. Sementara hukum tidak mampu
mencegah kejahatan tersebut. Islam menegaskan ajarannya tentang “potong tangan”.
Permasalahannya, benarkah Islam secara letferlijk memberlakukan sanksi potong
tangan setiap terjadi tindak pidana pencurian. Jawabnya tidak. Hukum potong tangan

adalah hukuman alternatif terakhir, jika tidak dapat dikenakan hukum selain potong

tangan.

d. Jarimah Hirabah

Hirabah sama dengan qat’u tarigq yaitu sekelompok manusia yang membuat

keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat

kekacauan di muka bumi.*®

Dasar hukum jarimah hirabah adalah firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat

33 sebagai berikut:

35 Al-Jurjawi, Hékmah..., him. 302-04.
36 As-Sayid Sabiq, Figh. .., II: 393.
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau
dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri
(kediamannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di
akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Jarinah hirabah dapat terjadi dalam berbagai kasus: (1) seseorang pergi dengan
niat untuk mepgambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi,
namun ia tidak jadi mengarhbil harta dan tidak membunuh; (2) seseorang berangkat
dengan niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kemudian mengambil
harta yang dimaksud tetapi tidak membunuh; (3) seseorang berangkat dengan niat
merampok, kemudian membunuh tapi tidak mengambil harta korban; dan (4)
seseorang berangkat untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan membunuh

pemiliknya.”’

e. Jarimah al-Baghy (Pemberontakan)

Al-baghyu (pembrontakan) sering diartikan sebagai keluamya seseorang dari
ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa
yang dimaksud al-baghyu (pemberontak) adalah orang-orang muslim yang menyalahi
imam dengan cara tidak mentaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak
kewajiban dengan kekuatan, argumentasi, dan memiliki pemimpin.®® Sementara
menurut ulama mazhab Maliki, al-baghy diartikan sebagai penolakan untuk mentaati

imam yang sah dengan jalan kekuatan. Penolakan untuk taat ini mungkin didasarkan

37 Ibid, hlm. 87.
38 H.A. Djazuli, Figh Jinayah., hlm. 105-106.
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pada penafsiran tertentu. Mereka mendefinisikan bughat sebagai satu kelompok

orang-orang Islam yang menentang imam atau wakil-wakilnya.*

f. Jarimah Sywrb al-Khamr

Larangan meminum minuman memabukkan didasarkan pada ayat Qur’an surat

al-Maidah ayat 90:

O (e e iy AV Galad Y1y Tty TR ) 17T aligdi
ba 2 ’]n} ° sj*l ;n ::7.9. lé

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban

untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.

Al-Qur’an tidak menegaskan hukuman apa bagi peminum khamr. Sanksi
terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah filiyah-nya,
bahwa hukuman terhadap jarinah ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak
ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera.** Alasan penetapan 80 kali
didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang ada
dalam surat an-Nur ayat 4. Bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang
mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang
bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali
cambukan, maka peminum khamr dihukum delapan puluh kali deraan.*’ Menurut
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi meminum khamr adalah 80 kali dera,
sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah

menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman had, sedangkan sisanya

adalah hukuman ta’z#.*

¥ Marsum, Figh Jinayab.. ., him. 109,
40 Jbid,, hlin. 69-70.

# As-Sayid Sabiq, Figh..., II: 336.

22 H.A. Djazuli, Figh Jinayab..., him. 90.
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Pelarangan jarinah syurb al-khamr, juga hal-hal yang mempunyai illat hukum
yang sama, diharamkan karena memabukkan, maka setiap yang memabukkan haram.
Termasuk jenis khamr adalah narkotika, heroin, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda,
karena itu Islam mengharamkan khamr dan menghukum pemabuk dengan 40 kali
cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena
khamr dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan.
Dengan demikian Islam mengharamkan khamr ini antara lain adalah demi memelihara
kesehatan dan menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat,

bahkan membahayakan.

g. Jarimah Riddah

Riddah dari segi bahasa berarti ruji’ (kembali). Menurut istilah riddah adalah

orang yang kembali dari agama Islam, pelakunya disebut murtad. Yakni ia secara

berani menyatakan kafir setalah beriman.*®

Nash yang berkaitan dengan murtad dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-
Bagqarah ayat 217: ‘
5AYY WA 8 gl tuda Il 3K Ty L Ay e & 30070 (4
. O i b il Gl il o
Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran,

maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan riddah. Riddah

dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan,

4 Syarbini al-Khatib, Mughni al-Mubtdj.., him. 133.
# Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV: 87.
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dan dengan i‘tikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan
perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan
perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud
kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan
suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan
kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa
ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i‘tikad
langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, i'tikad semata-mata tidak
menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau
perbuatan.*’

Adapun ketehtuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini
diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika
orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang,
yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan desersi
(penghianat negara), maka orang yang melakukan desersi diperintahkan untuk
dibunuh.*® Ttupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali
kepada Islam.*’

Seharusnya konseptualisasi perbuatan riddah yang ada di dalam al-Qur’an
maupun as-Sﬁnah dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan
kontradiktif. Artinya kalau perbuatan riddah hanya ditujukan pada keyakinan diri
sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara
sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut.

Maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat

4 Ibid,, hlm. 114-115.
46 Haliman, Hukum Pidana..., hlm. 263.
47 Tbid,
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ukhrawi. Sementara jika murtad dibarengai dengan mengajak muslim lainnya serta
menjelek-jelekkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman ta'zir dan termasuk
dalam jarimah tasabub ‘ala ad-din al-ghairi (mencaci maki agama lain).*® Termasuk
tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika
pelaku murtad dibarengi dengan desersi sedang negara dalam keadaan perang, maka
pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman ta’z# bukan had.
Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan
kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. A]asannya karena firman Allah
dalam surat al-Baqarah ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang
murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran
sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan
hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi
orang Islam.” Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman hadd bagi
pelaku murtad, karena dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara eksplisit tentang

sanksinya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman ta’zir.

2. Transformasi Pemikiran Jarimah Kisas diyat

Jarimah Kisas diyat yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas™
dan diyat"" Baik hukuman kisas maupun diyat merupakan hukuman yang telah
ditentukan batésnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak

perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman %ad yang menjadi

* Marsum, Jarimah Ta zir..., him. 27.

“H.A. Djazuli, Figh..., him. 118-119,

% Kisas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal (baca surat al-Bagarah ayat 178).
Maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, al-Jurjani As-Ta rifat, (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t.), him. 173. :

5! Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban
atau walinya melalui keputusan hakim, as-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972),

II: 107.
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hak Allah semata. Hukum kisas diyat penerapannya ada beberapa kemungkinan,
seperti hukum kisas bisa berubah menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan
dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.

Kisas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan
anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman kisas (serupa=semisal) atau
hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.
Kejahatan yang masuk golongan kisas diyat ini dalam hukum pidana barat biasa
dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam,
yang termasuk dalam jarinah kisas-diyat ini adalah (i) pembunuhan dengan sengaja;
(2) pembunuhan semi sengaja; (3) menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau
kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan (5) menyebabkan orang luka karena
kealpaan atau kesalahan.>,

Ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain

disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:
STy S5 Ty LAY B (8 Lalial 2 Lk il G GG
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Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu gisas dalam pembunuhan,
merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang
siapa dimaafkan atas gisas oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan
dengan cara membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan
dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa
Allah amat pedih. Bagimu ada hukum gisas untuk kelangsungan hidup bagi orang
yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Hikmah adanya hukuman kisas diyat, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi
adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang
yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan

preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan

52 Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri” al-Jina'i.., 1: 79.
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kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan
kisas (hukuman mati) atau dengan diyat (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah
adanya kisas dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-
tengah masyarakat, sebagaimana firma Allah o« uidl (jiwa dibalas dengan jiwa).
Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan
adanya kisas juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh,
karena apabila tidak dilakukan kisas niscaya dendam tersebut akan berkelahjutan dan
pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.>

Sementara hikmah diyat (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua
belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada
keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan
bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan.
Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan
dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan

sedikit beban kesedihannya.”* Inilah makna firman Allah:
OIAT B Y L3 s alialll S 24T

Bagimu ada hukum kisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya
menjadi orang yang bertaqwa.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian
bagi keluarga terbunuh dari duva sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang
yang mencari nafkah bagi keluarga, dan kedua, hatinya sangat sedih karena
kehilangan orang yang dicintainya. Karena itu Islam menetapkan adanya diyat
(denda) untuk- meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit

kesedihan hati mereka.

53 Al-Jutjawi, Hikmah at-Tasyri..., hlm. 346.
54 Ibid,
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Adanya diyat ini juga dimaksudkan agar pelaku pembunuhan sadar atas
kelalaiannya tersebut dan akan lebih berhati-hati. Dalam konteks masyarakat Arab
ketika itu, bentuk denda itu berupa unta atau memerdekakan budak, kemudian yang
membayar, tidak hanya pembunuh tetapi juga keluarganya. Unta dalam masyarakat
Arab memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga denda berupa unta akan dapat
meringankan Béban ckonomi keluarga terbunuh, sementara tradisi perbudakan di
masyarakat Arab dan masyarakat lainnya di dunia saat itu masih séngat kuat dan
Islam datang untuk menghilangkan tradisi perbudakan manusia tersebut. Kemudian
kewajiban denda tersebut tidak hanya pada pembunuh tetapi juga pada keluarganya,
karena ikatan suku dan kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila anggota
suku atau keluarganya ada yang terbunuh, maka anggota keluarganya tidak hanya
merasa dendam terhadap pembunuhnya tetapi juga keluarga yang membunuh tersebut.
Karena itu supaya tidak ada balas dendam terhadap pembunuh maupun anggota
keluarganya, maka kewajiban denda itu dibayarkan oleh pémbunuh dan keluarganya.
Di samping itu, kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja, maka untuk meringankan
pembunuh keluarganya juga harus membantu. Berbeda dengan pembunuhan sengaja,
di mana denda hanya menjadi tanggungan pembunuh sebagai balasan bagi
kejahatannya

Di dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 yang menjadi dasar pemberian sanksi
dalam hukum pidana Islam terkandung nilai-nilai humanisme sebagai berikut:

1. Hukum kisas diyat merupakan bentuk koreksi terhadap hukuman pada masa
jahiliyah yang diskriminatif. Artinya kabilah yang kuat di antara sekian kabilah
yang ada di jazirah Arab akan berpeluang dalam mendominasi keputusan hukum.
Suku yang lemah akan selalu tertindas oleh suku yang kuat dan ketika diterapkan

hukum gisas tidak ada keadilan hukum antara kesalahan dengan hukuman yang
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harus diterima. Ada kisah yang dikutip oleh Abd al-Qadir Awdah. Salah seorang
kabilah Gani membunuh Syas bin Zuhair. Datanglah Zuhair, ayah Syas, untuk
meminta balasan terhadap suku Gani. Mereka bertanya, “Apa maksud dan
kehendakmu atas kematian anakmu Syas?” Ia menjawab, “Saya akan menuntut
tiga hal atas kematian anakku, 1) hidupkan kembali anakku Syas, 2) isi surbanku
dengan bintang-bintang yang kau ambil dari langit dan 3) serahkan suku Gani dan
akan saya bﬁnuh sebagai balasan atas kematian anakku Syas.”5 > Tuntutan ini akan
semakin rawan jika yang menjadi korban adalah suku terhormat atau kepala suku.
Di sisi lain orang-orang Arab di kala itu mempunyai tradisi balas dendam, bahkan
terhadap peristiwa yang telah silam.*® Kalau ada keluarga yang terbunuh, maka
yang dibalas adalah keluarga lain yang tidak ikut berdosa disamping pembunuh itu
sendiri. Islam datang melegitimasi hukum gisas dengan prinsip penegakan nilai-
nilai keadilan dan persamaan di muka hukum tanpa memandang kabilah dan
kehormatan.

2. Menegakkan nilai-nilai keadilan demi tegaknya supremasi hukum, baik pada saat
merevisi hukum jahiliyah maupun kebutuhan hukum untuk sepanjang zaman.

3. Perlindungan bagi si korban atau walinya secara langsung. Misalnya ada
kasus pembunuhan semi sengaja atau karena salah, maka wali si korban sangat

menentukan hukuman apa yang harus diterapkan.

1. Pembagian Jarinah Kisas diyat

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang
menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua

macam, yakni pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama

55 Abd al-Qadir Awdah, A#Tasyrf..., I: 271. A. Hanafi, Asas..., him. 87-89.

56 Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Islam, alih bahasa Wadi Masturi, (Jakarta:
Metro Putra, 1992), him. 24.
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Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu
(1) pembunuhan sengaja (gat! al-'‘amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap
seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, (2) pembunuhan semi
sengaja (qatl syibh al- ‘amd), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak
dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian; dan (3)
pembunuhan karena kesalahan (gat! al-khata’), yaitu pembunuhan yang disebabkan
salah dalam pgrbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.®’

Unsur jarfmah pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut. 1). Pelaku adalah
mukalaf, dan berakal. 2). Adanya niat dan rencana untuk membunuh. 3) Korban
adalah orang yang dilindungi darahnya. 4) Alat yang digunakan pada umumnya dapat
mematikan.*®

Pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam dapat dikenakan hukum gisas, jika si
korban menghendaki. Karena hukum gisas dianggap sebagai hukuman tertinggi
dalam al-Qur’an maka pada kondisi tertentu hukum gisas dapat diganti dengan

hukuman lain.

Adapun | ﬁnsur pembunutian semi sengaja adalah 1). pelaku melakukan
perbuatan yang mengakibatkan kematian, 2). ada maksud penganiayaan atau
permusuban, 3). si korban darahnya dilindungi, dan 4). yang digunakan untuk
membunuh pada umumnya tidak mematikan.*

Dalam kasus yang demikian haram bagi keluarga untuk menghukum gisas,
lantaran ketidaksengajaan seseorang untuk membunuh atau menghilangkan nyawa

orang. Oleh karena itu alternatif hukumannya adalah hukum diyat (ganti rugi).

57 Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaiannya
meaimbulkan kematian.

58 As-Sayid Sabiq, Figh ...., II: 435-436.

59 Jbid. hlm 438. H.A. Djazuli, Figh Jinayab..., hlm. 128.
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Sedang yang dimaksud pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang
dibolehkan oleh syara, akan tetapi berakibat hilangnya nyawa orang lain. Contoh
seseorang sedang memburu binataﬁg liar, namun ternyata peluru mengenai
manusia, yang berakibat adanya korban jiwa. Membuat lubang di tanah
pekarangan sendiri, namun ada orang lain terperosdk dan menyebabkan
meninggainya seseorang. Jadi dalam pembunuhan karena salah ada sebab akibat
dan tidak adanya unsur kesengajaan.'Orang mati karena jatuh dari lubang, jadi
matinya seseorang disebabkan adanya lubang. Namun lubang ada bukan untuk
membunuh. Oleh karena itu yang menjadi unsur delik pembunuhan karena

kesalahan adalah:

1. adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;

2. terjadinya perbuatan itu karena kesalaan bukan kesengajaan;

3. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan ~ kematian
korban; dan

4. korban darahnya dilindungi.

Sanksi bagi pembunuhan sengaja adalah hukuman pokok, hukuman pengganti,

dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah gisas.

Hukuman ini diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya dan tidak ada maaf

dari pihak keluarga si korban. Bila keluarga korban memaatkan, maka hukuman

penggantinya adalah diyat. Jika sanksi kisas atau diyat dimaafkan, maka hukuman

penggantinya adalah fa’zi. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya

hak atas warisan dan wasiat.®

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan

yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang

6 Abd al-Qadir Awdah, Ar-Tasyri.., I: 286.
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pada ghalibnya tidak mematikan, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam riwayat

Nasai berikut ini:

o Rl ) e e Uaally Jalghally (8 Lo aaal) s LI 0 ¢
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Ingat, sesungguhnya pembunuhan karena salah yang menyerupai kesengajaan dengan
alat cambuk dan tongkat (diyatnya) adalah 100 onta, 40 di antaranya sedang hamil.

Sanksi bagi pembunuhan semi sengaja adalah-diyat dan kaffarar, sedangkan
hukuman penggantinya adalah puasa dan ta’z#, dan hukuman tambahannya adalah
terhalang menerima wari‘san dan wasiat.

Sanksi pokok pembunuhan karena kesalahan adalah diyar dan kgffarar.
Hukuman peng‘gantinya adalah puasa dan ta’zf, dan hukuman tambahannya adalah
hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.

Hukum Islam ketika berbicara tentang delik gisas, kesan ngeri, seram dan
menakutkan. Apakah setiap pembunuh pasti dibunuh sebagaimana ia membunuh?
Jawabnya ya, jika Islam dipahami secara tekstual. Ini berarti ia (hukum Islam) sama
saja dengan konsepsi primitif.* Tentang hal ini Joseph Schacht mengatakan:

Hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua unsur secara berdampingan

tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal. Unsur utama adalah ide-

ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam, klasifikasi kejahatan serta
penerapan hukuman ala primitif, sehingga terasa sebagai sebuah dogma yang

menakutkan, kejam dan kolot. Unsur pertama dimodifikasi dengan ajaran-ajaran
Qur’ani. Sedang unsur yang kedua adalah murni dari al-Qur'an.%®

Hukum Islam ketika menerapakan hukum kisas, dan balas dendam bukanlah
pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit tentang nilai-nilai
keadilan. Dengan kata lain tidak boleh memberikan hukuman melebihi kesalahan
seseorang. Spiritualitas hukum kisas diyat sangat memperhatikan aspek korban

kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan pelaku kejahatan.

6t H.R. Nasai, hadis nomor 4711,

62 David De Santilana, Law and Society, (London: Oxford University Press, 1952), him. 303;

Anwar Hartjono, Hukum Isla. . .., hlm. 151.
6 Joseph Scahacht, “The Law” dalam Urity and Variety in Muskim Civiligation, (Chicago:

Chicago University Press, 1955), hlm. 67.
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Konsep kisas dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 harus dipahami sebagai
balasan terhadép pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita harus menafsirkan
bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Bagarah mengenai kisas bersifat
umum. Sementara ketentuan hukum yang terkandung dalam surat an-Nisa ayat 92
mengenai pembunuhan karena kesalahan merupakan pengeculian dari pembunuhan
sengaja sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 178. Dengan demikian, ayat
tersebut kandungan hukumnya masih mutlak belum. mugayad, dan belum bersifat
mubayyan, yakni pembunuhan sengaja.®*

As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan
hukum kisas diyat mengandung beberapa pemikiran:

1. Hukum kisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.

2. Adanya hukum alternatif, yaitu kisas, diyat atau maaf.

3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum
kisas

4, Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antar para pihak yang
bersangkutan (korban atau wali dan pelaku)

5. Dalam gisas akan terjamin kelangsungan hidup.®®

Muhammad Syahrur dalam teorinya batas maksimal (halah al-had al-a’la)
mengatakan "ﬁukum kisas dalam al-Qur'an merupakan hukum yang tertinggi,
sehingga hakim dalam kasus tertentu dapat menentukan hukum yang lebih rendah atas
persetujuan si korban atau walinya".® Hukum diyat (ganti rugi), faz# berupa penjara
atau bahkan pembebasan (maaf) merupakan hal yang sangat mungkin diterapkan

dalam masalah pembunuhan. Kuncinya, sanksi diterapkan secara kondisional. Apa

64 Halimnan, Hukum Pidana ...., hlm. 201.
85 As-Sayid Sabiq, Figh..., Il : 433-434.
8 Muhammad Syahrur, Al-Kitab..., him. 458.
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Jjenis pembunuhannya, siapa pelakunya, kenapa terjadi pembunuhan, hal ini menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan. Dalam kisah Zu nis’ah (orang
terikat) diceritakan:
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Pada masa Nabi ada seorang laki-laki terbunuh. Ha] ini dilaporkan kepada Nabi.
Beliau menyerahkan pembunuh kepada wali si terbunuh. Pembunuh berkata, "Wahai
Rasulullah, Demi Allah saya tidak sengaja membunuhnya." Nabi bersabda kepada
wali si terbunuh, "Ingat, seandainya perkataan orang ini benar kemudian kamu
membunuhnya, engkau pasti masuk neraka." Akhirnya wali si terbunuh melepaskan
orang tersebut yang pada saat itu terikat dengan tali kulit. Sambil menarik talinya ia
keluar. Abu Hurairah berkata, "Orang itu sejak peristiwa tersebut dijuluki Zu an-nis'ah
(orang yang terikat)."

Kisah di atas dapat dipahami, bahwa hukum qisa& bukanlah hukum mutlak
sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat menjamin
kebutuhan masyarakat akan keadilan. Memang hukum gisas (mati) bila ditinjau dari
segi historis, sosiologis dan psikologis, sesungguhnya sah diterapkan di dunia modern
ini, hanya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi dan bentuk semata. Namun
bagaimana substansi hukum gisas dapat menjadi rumusan hukum yang mampu
menyerap semangat keadilan, sehingga dapat diterima oleh semua golongan yang ada

dalam masyarakat.68

3. Transformasi Pemikiran tentang Jarimah Ta’zir

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jarfinah Ta zir

Menurut bahasa, lafaZ ta’zir berasal dari kata : azzara yang berarati man’u wa

radda (mencegah dan menolak). Ta’zi dapat berarti addaba( mendidik) atau azhamu

" H. R. Abu Dawud, nomor hadis 3900, dan H. R. At-Tirmidzi, Kitab ad-Diyat, nomor hadis

1327
8 Jimly ash-Shiddieqy, Pembabarnan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa, 1985),

him. 195.
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wa waqra yang artinya mengagungkan dan menghormat.”® Dari berbagai pengertian,
makna fa’z# yang paling relevan adalah al-man’u wa arraddu ( mencegah dan
menolak ), dan pengertian kedua ta 'dib (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa
yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah’ dan Wahbah Zuhaili. Ta’z# diartikan
mencegah dan menolak . Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi
perbuatannya. Ta’z# diartikan mendidik karena fa’zir dimaksudkan untuk mendidik
dan mempefbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian
meninggalkan dan menghentikannya.
Menurut istilah, sebagaiamana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang
dimaksud dengan ta’z# adalah sebagai berikut:

Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa
> 71

(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.

Sementara Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-
Mawardi :
L L G e 0 e sz e g R ety 2 s,
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Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat
atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.”

Jadi dengan demikian jarinah ta’zir suatu jarimah yang hukumannya diserahkan
kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk

menjatukan hukuman bagi pelaku jarinah ta’ziv”’Dari definisi-definisi yang

Ibrahim Unais, al-Mu’jam al-Wasith, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), hlm. 598.
"°Abd. Qadir Awdah, At-Tasyri’al-Jina’i al-Islami, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), I: 81.

"\ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1966), hlm, 236.
"2Wahbah az-Zuhaili, al-F iqh al-Islami wa Adilatuhy,Beirut: Dar al-Fikr, 1989), VI: 197.
Marsum, Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Isiam,(Yogyakarta: Fak

Hukum UII, 1988), him. 1.
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dikemukakan di atas, jelaslah bahwa fa’z# adalah suatu istilah untuk hukuman atas
jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’.”*

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat, dengan
demikian, inti -c.iari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud
dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan
perbuatan yang diharamkan (dilarang).”” Para fugaha memberikan contoh
meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan salat
fardhu, enggan membayar utang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti
menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim,hasil waqaf dan lain
sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium
perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba,
melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang
diharamkan, seperti darah, bagkai, dan sebagainya. Contoh di atas termasuk dalam
kategori jarimah ta’zir.

Disamping itu juga hukuman ta’zi# dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki
oleh kemaslahatan umum., meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada
awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yangtermasﬁk kelompok ini tidak bisa
ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan
karena sifatnya.’® Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan
apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifa yang mejadi alasan
(illat) dikenakannya hukuman atas perbuatanya tersebut adalah mambahayakan atau

merugikan kepetingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur

" Ahmad Wardih Muslih, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 249

SAbd Aziz Amir, At-Ta’zir fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1979),
him. 83.

" Ibid. hlm. 250.
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merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku
dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan
pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta’zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada
tindakan Rsasulullah saw, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta.
Setelah diketahui ternayta ia tidak mencurinya. Rasullullah saw melepaskannya.
Analisis” terhadap tindakan Rasulullah saw, tersebut adalah bahwa penahanan
merupakan hukuman fa’z#, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap
suatu jarimah yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak
terdapat unsure pidana maka artinya Rasullullah mengenakan hukuman penahanan
(penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti
bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang
berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang
dilérang. Tindakan yang diambil oleh Rasululah saw tersebut dibenarkan oleh
kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan
penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bias mengakibatkan ia lari,
dan bias juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya,
atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahWa Jjarimah ta’zir dibagi kepada
tiga bagian, yaitu :
a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat;
b. Ta’z# karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan
umum;

¢. Ta’z# karena melakukan pelanggaran ( mukhalafah).
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Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta’zir dapat
dibagi kepada dua bagian, yaitu
a. Jarinah ta’z# yang menyinggung hak Alah;
b.Jarimah ta’zir yang menyinggung hak perorangan (individu).

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’zi yang menyinggung hak allah
adalah semua p_erbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum,
Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat,
mencium wanita lain yang bpkan istri, penimbunan bahan-bahan pokok,
penyelundupan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta’zir yang
menyingung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian
kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan,
pemukulan, saksi palsu, mencaci maki agama orang lain, menimbun makanan, dan
lain-lain.”’

Jarimah Ta’zi, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang
diancam denéén hukum ta’zz‘r yaitu hukuman selain kad dan kisas diyat™.
Pelaksanaan hukuman ta’zi, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau
tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa”. Hukuman dalam jarinah ta zi tidak
ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan
tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syars’
mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman
kepada pelaku jarinah.

2. Sumber Hukum Jar#nah Ta’z#

" Ahmad Wardi Mustih, Hukum...him. 251; Marsum, Jarimah Tazir, hlm. 3.
8 Marsum, Jarimah Ta zir, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), him. 2.
" Ahmad Hanafi, Asas-asas..., him. 47.
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Pada jarimah ta’z# al-Quran dan al-Hadis tidak menerapkan secara
terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.®® Dasar hukum
disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarinah ta’zi adalah at-ta’ziv yaduru ma’a
maslahah artinya hukum ra’zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan
tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.®'

Menurut Syarbini al-Khatib®, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan
adanya jarimah ta’zir adalah Al-Quran surat al-Fath ayat 8-9 :
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Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira
dan pemberi peringatan,
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Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan
(agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan

petang.

— Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menterjemahkan: watu aziruhu
sebagaimana dikutop oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya)
dan untuk meﬁcapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-
musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.*®

Adapun Hadis Yang dijadikan dasar adanya jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:
1. Hadis Nabi yang dmwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

m_.-’-(,_l.:-»j t@.«:&huua.&rucuuprﬁrd\
(gwiw)wi)d\.ﬁd\)Lgujﬂ\):)bﬁlo\))),m.e:.h‘:g
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$%jaih Mubarak, Kaidah-kaidah Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),

him.47. ’
8'Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Cakrawala,
2006), him. 14

82Gyarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtdj,...hlm.191.

8 Haliman, Hukum Pidana...hlm. 459.
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Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan
seseorang karena disangka melakukan kejahatan.84

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah
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Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda :
“Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah
ditentukan oleh Allah Ta’ala (Muttafaq alaih)®
3. Hadis Nabi yang d1r1wayatkan oleh Alsyah
1": J\s‘,.l.» par ygﬁ.ang:;ww@mm 55
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Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda : : “Ringankanlah hukuman bagi
, orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka,
T kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.®

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta’zir dalam
syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan
sesecorang yang diduga melakukan tindak pidana dengantujuan untuk
memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk membedakan
dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang
termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta’zir. Mnurut Al-

Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina,

¥ Hadis diriwayatkan oleh AbiiDawud, Turmudzi, Nasa’, dan Baihaqi, serta
dishahihkan oleh Hakim).lihat as-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah,Beirut: Dar al-Fikr,

1990), 11:497.
8 Al-Kahlani, Subil as-Salam,Mesir: Dar al-Maktabah al-Mustafa al-Halabi, 1960), him.37.

% Al-Kahlani, Subul as-Salam,Mesir: Dar al-Maktabah al-Mustafa al-Halabi, 1960),
hlm.38.Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dari Aisyah,
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pencurian,' minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Sealin dari
jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta’zir meskipun ada juga beberapa
jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath (homoseksual),
lesbian, dan lain-lain. Sedang hadis ketiga engatur tentang teknis pelaksanaan
hukuman ta’zir yang bias berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya,
tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.
Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hokum untuk jarimah
dan hukuman fa’zi# antara lain tindakan Sayidina Umar ibn Khattab ketika ia
melihat seseorang yang menelentangkan seekorr kambing untuk disembelih,
kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan

cemeti dan ia berkata : “Asah dulu pisau itu!”.

3. Perbedaan Antara Jarimah Hudud dan Ta zir

Jarimah hudiud adalah jarimah yang hukumannya telah ditentukan secara
definitif oleh syara baik jenis jarimah maupun sanksinya.’” Sedangkan jarimah ta’zir
adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’ dan diserahkan
kepada pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya.*® Adapun jarimah ta-zir dapat
terjadi pada pe.ristiwa-peristiwa sebagai berikut: a. Perbuatan yang identik dengan
jarimah hudud atau qisas tetapi ada unsur syubhat. b. Tindak pidana yang dilarang
oleh nas tetapi tidak ditentukan hukumannya, dan c. Bentuk kejahatan dan
hukumannya tidak diditentukan oleh nas.® Dari pengertian ini jelaslah bahwa antara

hudud dan ta’zir terdapat beberapa perbedaan. Sayid Sahid mengemukakan perbedaan

tersebut sebagai berikut.

7 Abd Qadir Awdah, At-Tasyri al-Jina’i..I: 129; Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum
Pidana Islam, Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2005), him.4
88yt
Tbid.
% Abd Qadir Awdah, At-Tasyri al-Jina’i.1: 15
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Hukuman huditd diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku),
sedangkan-hukumannya ta’zir pelaksanannya dapat berbeda antara satu pelaku
dengan pelaku lainnya, tergantung keada perbedaan kondisi masing-masing
pelaku.”® Apabila seseorang yang terhormat dan baik-baik, suatu katika tergelincir
melakukan tindak pidana ta’zir maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan
untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman lebih berat.”’ Hal ini

didasarkan kepada hais Nabi :
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Dari Aisyah ra. Bawa Nabi saw bersabda : “Ringankanlah hukuman untuk orang
yang baik-baik atas kesalahan mereka kecuali dalam jarimah hudud®

Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan (syafa’at) dan pengampunan
apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk jarimah ta’zir
kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu
maupun ulil amri.

Orang yang mati karena dikenakan hukuman ta’zir, berhak memperoleh ganti
rugi. Sedangkan untuk jarimah hudud hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut
Imam Malik dan Imam Hanafi, kematian akibat hukuman ta’zir tidak
mengakibatkan ganti rugi apa pun, karena dalam hal ini ta’zir dan had itu sama.
Alasan pendapat pertama adalah tindakan Khalifah Umar yang menggertak

seorang wanita. Wanita itu kemudian merasa perutnya mulas (sakit) dan janinnya

*As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah,.I1: 498,
! Ahmad Wardi Muslih,... Hukum Pidana Islam, hlm.254.
%231-Kahlani, Subil as-Salam, him. 38. H.R. Imam Ahmad, Abii Dawud, Nasa’i dari Aisyah.
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gugur dalam keadaan mati. Khalifah Umar menanggung dan membayar diat janin

tersebut.”

Menurut HA Djazuli yang mengutip pendapat Ibn Abidin di samping perbedaan
yang telah disebutkan diatas masih ada perbedaan lain, yaitu hukuman had tidak dapat
dikenakan keapda anak kecil, karena syarat untuk menjatuhkan hukuman had adalah
pelaku harus sudah balig, sedangkan ta’zir itu hukuman yang bersifat pendidikan, dan
mendidik anak kecil hukumannya boleh. Dengan demikian mengecualikan hukuman
had bagi anak kecil adalah sesudah sesuai dengan prinsip peradilan Islam, yaitu
menghindari hukuman had karena (adanya unsur syubhat dan prinsip seoarang imam
(hakim) lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.**

4, Jenis-jenis Jarinah Ta’z#

| Jarimah ta’zir adalah suatu tindak pidana yang tidak dijelaskan tentang
macam dan sanksinya oleh nas, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap
ketetapannya.

Adapun pembagian jarimah ta’zi menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:

1. Jardnah ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudid atau kisas, tetapi syaraf-
syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidakmencapai
nishab, atau oleh keluarga sendiri.

2. Jarimah tq’zi yang jenisnya disebutkan dalam nas syara’ tetapi hukumannya
belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timangan.

3. Jarimah ta’zi yang baik jenis mauun sanksinya belum ditentukan oleh syara’.
Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran

disiplin pegawai pemerintah.”’

“Ahmad Wardi Muslih, Hukum...254.
% Jaih Mubarak, Kaidah-Kaidah..hlm. 62.
% Abd Qadir Awdah, at-Tasyr7 al-Jind'i al-Islami, ..I: 15.
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Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zi secara rinci kepada beberapa

bagian, yaitu :

1)Jarinah ta’zi yang berkaitan dengan pembunuhan;

2)Jarinah ta’zi yang berkaitan dengan pelukaan;

3)Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan

kerusakan akhlak;

4)Jarimah ta’zi yang berkaitan dengan harta;

5)Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
9

6)Jarimah ta’zi yang berkaitan dengan keamanan umum.
Dari pembagian jarfnah ta’zir yang dikemukakkan oleh Abd Aziz Amir
dapat dijeléskan seperti berikut ini:
1. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Pembunuhan
Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (kisas)
dimaafkan amaka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat
dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta’zir apabila hal itu

dipandang lebih maslahat. Hal ini didasarkan pada ayat:
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).

*Abd Aziz Amir, at-Ta zir f asy-SyarTati al—]slamiyyah, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa
Awladuhu, t.t. him. 91.
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yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang
sangat pedih

179. Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Maksud ayat tersebut dalam kaitannya dengan hukum ta’zir adalah, bahwa
asal hukum qiéhaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak
dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh
yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan
baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh
hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya.
bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh
yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka
terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan ta z#
adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada
maksiat. Seperti orang mau meracun orang lain tetapi ternyata orang tersbut tidak
mati akibat kekebalan pada tubuhnya. Maka perbuatan orang tersebut tidak bisa
dikenakan hukum gisas melainkan hukum ta’zir. Karena sikap ini masuk pada kriteria
asy-syurl’ fi al-jarimah al-mustahilah.

2. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan PeJukaan

Menurut Imam Malik, hukuman ta’zir dapat digabungkan dengan gishash
dalam jarimah  pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan ta’zir
sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, ta’zir juga dapat dikenakan

terhadap jarimah pelukaan apabila gishashnya dimaafkan atau tidak bias dilaksanakan
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karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara’.’’ Hal didasarkan pada penjelasan

surat al-Maidah ayat 45 oleh as-Sayyid Sabiq;
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Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya

jiwa (dibalas). dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga

dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa

yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus

dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Ayat ini ada indikasi bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan tidak
seorangpun yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga jika terjadi
perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun dilakukan
dengan ketidak sengajaan, maka pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan
suruh membayar ganti rugi. Demikian halnya dalam hal pelukaan, jika pelaku dalam
keadaan alfa (khatta) tetap ada diyat atau ganti rugi. Ganti rugi ini merupakan jenis
hukuman yang bersifat badaliyyah (pengganti) yakni dari hukuman pokok gisas
berubah menjadi hukuman diyat (ganti rugi).”®
3. Jarinah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kehormatan dan

Kerusakan Akhlak

Jarimah ta’zir macam yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh

zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan ta’zir adalah

perzinaan yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had, atau terhdapat

syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian pula

*TA. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan berdasarkan Syari’at Islam,
(Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 27; Ahmad Wardi Muslih, Hukum hlm. 256.

%8 As-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, .11: 432.
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kasus percobaan zina dan perbautan-peruatan prazina, seperti meraba-raba,
berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan
seksual, dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada ta’z# adalah apabila orang yang
dituduh itu bukan orang muhshan. Kritesia muhshan menurut para ulama adalah
berakal, balig, Islam, dan iffah (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki
syarat-syarat tefsebt maka ia termasuk ghair muhshan. Termasuk juga kepada.ta 21,
penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina,
tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan
kinayah (sindiran), menurt pendapat Imam Abu Hanifah termasuk kepada ta’zir,
bukan hudud.

Dari segi substansi dan eksistensi, ini adalah suatu jenis jarimah hudud yang
mengandung unsur syubhat dan dalam Islam syubhat harus dihindari penerapan

hukumhad melainkan ta’zir sebagaimana hadis Nabi:
99&\.@..3_5&.3 .JJJ;.“ FYBL

Hindari hukuman had jika ada unsur keraguan.

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan =zina digolongkan kepada
penghinaan dan statusnya termasuk kepada ra z#, seperti tuduhan mencuri, mencaci
maki, dan sebagainya. Panggilan-pangilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai
fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman ta’zir. Karena
panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah sebagaimana

ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11-12

$ At-Turmudzi, Sunan at-Tirmidzi, Mesir: Dar al-Bab al-Mustafa al-Halabi, tt,), IV:33
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan
lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang
mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk
sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-

orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha

Penyayang.

4 Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Harta.

Jarimah yang berkaiatan dengan harta adalah jarimah pencurian dan
perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka
pelaku ddikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya
hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan
hukuman ta’zir. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan
pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, meng-ghasab,
dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok ta’zir, pencurian karena adanya
syubhat, seperti pencurian oleh keluarga dekat.'®

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk

ta’zir. Demikién pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun

190 A hmad Wardih Muslih, Hukum .. hlm. 257.
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perbuatanya. Contohnya seperti perampokan di mana salah seorang pelakunya adalah
anak yang masih di bawah umur atau perempuan menurut Hanafiyah.
5. Jarimah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

Jarimah ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti sanksi palsu,

berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan siding pengadilan,

menyakiti hewan, melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah
orang lain tanpa izin)
6. Jarﬁ;tah Ta’zir yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Umum

Jarimah tal ’21‘r-yang termasﬁk dalam kelompok ini adalah

1.  Jarimah yang mengganggu keamanan Negara / pemerintah, seperti spionase
dan percobaan kudeta;

2. Suap;

3. Tindakan melampaui batas dari pegawai / pejabat atau lali dalam
menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili
suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu
perkara;

4.  Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat;

5. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti
melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya
polisi;

6. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat);

7.  Pemalsuan tanda tangan dan stempel;
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8. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan
pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan

semena-mena.lm

C. Model dan Bentuk Transformasi Klasivikasi Tindak Pidana
dalam Tata Hukum di Indonesia

Berbicara tentang upaya penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia, dapat
dianggap merupakan sesuatu yang susah-susah gampéng. Untuk sebagian orang
pekerjaan ini relatif sangat sederhana, hanya bergantung pada keinginan politik
Pemerintah, seperti kita. dengar dalam beberapa ceramah dan statemen yang
diucapkan ataxlxl dikutip oleh surat kabar. Menurut kelompok ini, kalau pemerintah
setuju dan menyatakannya berlaku maka secara serta merta hukum Pidana Islam akan
berlaku dan boleh dikatakan selesailah persoalan. Mengenai persoalan teknis
pengamalannya di pengadilan, adalah soal sederhana yang dapat diselesaikan secara
bertahap sambil berjalan. Aturan yang ada dalam berbagai buku fikih telah cukup
memadai bahkan lebih dari cukup sebagai pegangan para hakim dan para pihak
(tersangka, pembela dan sebagainya) baik dalam menentukan aturan (rumusan) pidana
materilnya dan juga ketika beracara di depan pengadilan.

Sedang untuk sebagian yang lain, persoalannya dianggap relatif rumit,
karena harus menentukan sistem peradilannya terlebih dahulu, menyusun kodifikasi
dengan berbagai detailnya semisal pengertian dan persyaratan berbagai delik, bentuk
dan berat ringannya hukuman dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembuatan
hukum acara yang dianggap tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Setelah
ini masih perlu lagi penyiapan tenaga yang memadai.yang akan menjalankan semua

aturan tadi dengan baik, benar serta sungguh-sungguh. Jadi persoalannya bukanlah

W Abd Aziz Amir, at-Ta’z# him. 268.
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sekadar kemauan politik, tetapi berkaitan dengan banyak hal, mulai dari yang besifat
akademis, teoritis, politis, sampai kepada yang bersifat praktis, yaitu mengenai
berjalannya sidang di pengadilan dan juga mengenai eksekusi yang akan dijalankan.
Terlepas dari dua kecenderungan yang relatif berbeda ini, penelitian ini ingin melihat
persoalan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia dari dua segi, pertama
mentransform pemikiran hukum pidana Islam ke dalam tata hukum Indonesia dari sisi
klasivikasi tindak pidana dan yang ke dua dari sisi sanksinya.'®

Klasifikasi tindak pidana dalam Islam, sebagaimana yang dirumuskan oleh
ulama terdahulu perlu ditinjau dan dikaji ulang. Karena pembagian berdasarkan berat
ringanya hukuman, sampai kepada siapa yang berhak menghukumi sulit diterapkan
dalam konteks 'keindonesiaan. Bahkan membagi jarimah kepada tiga, yakni hudud,
kisas diyat dan ta'zir, realisasinya  sebagai slogan dan basa basi saja. Hudud
dianggap tindak pidana yang berat, ketentuan sanksinya definitif, tetapi ketika
ditelusuri ayat tidak demikian.

Salah satu masalah fundamental dalam menetukan jarimah hudud adalah
bagaimana penjabaranya: apakah hudud hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran
yang hukumannya secara tegas ditetapkan berdasarkan Al-Quran, atau pelanggaran-

pelanggaran yang hukumanya disebut dalam sunnah saja? Posisi yang diambil oleh

192periu disebutkan istilah hukum pidana Islam dalam tulisan ini dibedakan kepada dua hal:
hukum pidana fikih dan hukum pidana syariat. Istilah pertama digunakan untuk merujuk aturan-aturan
mengenai kepidanaan yang telah dirumuskan para ulama seperti yang dapat kita temukan di dalam
berbagai mazhab dan buku fikih. Sedang istilah kedua digunakan untuk merujuk kepada prinsip-prinsip
kepidanaan yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, yang perlu penjelasan dan
perumusan agar dapat dianggap sebagai peraturan praktis. Dengan demikian istilah yang pertama boleh
jadi mengacu kepada aturan yang bersifat lokal dan temporal, sedang yang kedua mengacu kepada
aturan atau prinsip-prinsip yang selalu bersifat universal. Sedang istilah hukum pidana Indonesia,
digunakan untuk menunjuk kepada hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ali Yasa
Abukar, "Hukum Pidana Islam dan Upaya Penerapannya di Indonesia" Artikel tidak diterbitkan, hlm.

1-2,
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sebagian besar para ahli hukum perintis adalah, hudud pelanggaran-pelanggaran yang
hukumannya secara tegas ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.'®

Dari perspektif tingkat kekejaman hukuman yang ditentukan secara ekstrim
dan konsekuensi-konsekuensi politik negatif pe]aksanaaﬁnya, peneliti yakin bahwa
adalah lebih baik, untuk membatasi persyaratan keniscayaan hukuman bagi hudud
terhadap pelanggaran-pelanggaran yang hukumanya senantiasa disebut secara khusus
dalam al-Quran, Jika ini yang harus menjadi kriteria, maka hudud hendaknya dibatas
pada empat pelanggaran, yakni, zina, sariqah, qaz’fdah hirabah. Karena hanya itulah
kejahatan yang jenis sanksinya ditentukan secara tegas dan rinci dalam Al-Qur'an.'®
Sementara kasus sukr, riddah dan bughat, yang selama oleh ulama dianggap sebagai
jarimah hudﬁd tidak terbukti adanya perincian hukuman, baik dalam Al-Quran
maupun Sunnah. Maka perlu dipertanyakan kalau para ahli hukum memasukan
klasisfikasi pelanggaran tersebut sebagai hadd.'® Karena Nabi tidak mengatur
hukuman peminum al-kohol dalam berbagai kasus dan memerintahkan hukuman
cambuk dalam jumlah yang tidak terbatas. Dapat dijelaskan bahwa kasus yang
diperintahkan untuk dihukum, lebih merupakan contoh pengunaan ta’zi# (hukuman
berdasarkan kebijaksanaan.

Kasus riddah yang yang dikecam keras dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak
memberikan hukuman apapun bagi pelaku riddah.'®® Tetapi mayoritas ahli hukum

muslim mengld-asiﬁkasikan riddah sebagai had yang dapat dikenakan hukuman mati

19 Abdullahi Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Mnausia dan Hubungan Internasional dalam Islam, alih bahasa Ahmad Suedi dan Amiruddin ar-Rany,
(Yogyakarta: LkiS. 2001), 205-206.

1% 1bid, him. 207.

1%Abd. Qadir Awdah, At-Tasyri al-Jind'7 al-Islam § Mugarana bi al-Qaniin al-Wad' 7 ,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1968), juz. I, him. 580.

19 Syekh Abdur Rahman, Punishment of Apostasy in Islam, (Lahore:lnstitute of Islamic
Culture, 1972), hlm54-55.
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seperti disebut dalam Sunnah.!”” Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi manusia
tentang kebebasan beragama yang didukung oleh sejumlah ayat dalam Al-Quran.
Menyadarkan pada otoritas Al-Quran yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani
dan membanafeih bahwa sunah yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku riddah,
dapat dijelaskan khusus, yakni persoalan yang sangat kasuistik dan kondisional dan
dibicarakan oleh beberapa penulis muslim modern, bahwa riddah bukan had.'®®

Salah satu mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan
pemerintahan adalah prinsip kekuasaan hukum (the rule of law) yang hanya memberi
wewenang kepada siapa saja untuk bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan
sebelumnya. Prinsip mensyaratkan adanya legislasi aturan yang tegas dan
terstruktur..'®

Beberapa sarjana Muslim modern menyatakan Syari'ah sepenuhnya sesuai
dengan prinsip fuﬁdamental, bahwa tidak mungkin adanya hukuman tanpa adanya

legislasi.”o Prinsip ini sepenuhnya ditaati, bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran

YYIM.A. Nasif, Al-Taj al-Jami Li al-Usil, ed. Ke TV (Kairo: Dar Thya al-Kutub al-'Atabiyyah,

t.t.), Juz 111, him. 18. .
1%K etentuan yang menyatakan bahwa riddah bukan had diungkapkan oleh beberapa pakar

hukum Islam kontemperer dan kebanyakan mereka berargumenatasi pada situasi yang khusus,
Mislanya adanya ketentuan hadis "Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari tiga,
yaitu : kafir setelah iman (riwayat lain berbunyi meninggalkan Islam dan memisahkan diri dari
jama’aWat tdrik lidiniki  al-mufarig li al-jamd’ah,), zina setelah menikah (muhsan), dan
membunuh".M. Abduh dan M. Ridha dalam Tafsi al-Manar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz. V:327.

199 A bdullahi Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi
Mnausia dan Hubungan Internasional dalam Islam, alih bahasa Ahmad Suedi dan Amiruddin ar-Rany,
(Yogyakarta: LkiS. 2001), 226.

119 1 egislasi dalam bahasa hukum dikenal adanya asas legalitas. Kata asas berasal dari bahasa
Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa
Latin yaitu lex (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang
berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas
adalah “keabsahan sesuatu menurut undang-undang™''®. Secara historis asas legalitas pertama
kali digagas oleh Anselm van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat Pasal 1
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak
dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana”.Adapun
istilah asas legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif. Kendati demikian bukan berarti
syari’at Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang
menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang
belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan adanya asas
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ta’zi. Ketika menggunakan kebijakan kolektif yang mendasari tindakan untuk
menentukan tentang kalsifikasi tindak piadana dan bagaimana mekanisme
pemidanaanya sampai pada ketentuan eksekusinya, maka komunitas sebagai
keseluruhan, baik Muslim atau non-Muslim sama-sama harus menikmati kebebasan
berekspresi dan berserikat serta memiliki akses efektif terhadap proses formulasi
kebijakan.III Keputusan-keputusan itu hendaknya tidak secara eksklusif didasarkan
pada pemahaman agama dan élasan yang dipegangi oleh umat [slam sebagai ba gian
keimanan mereka, namun juga atas dasar kegunaan dan konsesus masyarakat secara
umum. Kecuali kalau umat I[slam dapat meyakinkan seluruh segmen warga akan
perlunya mempidanakan tindakan tertentu dan ketepatan jenis dan tingkatan hukuman
untuk dijatuhkanya. Penetapan klasifikasi tindakan pidana, proses pemidanaan sampai
pada penjatuhan hukuman akan diserupakan dengan perbuatan yang tak wajar dan
manipulasi proses legeslatif formal untuk melegitimasi umat Islam terhadap segmen
penduduk yang lain (non-Muslim).'"?

Adapun sistematika hukum pidana dalam Islam yang memuat Audiid, kisas
diyat dan ta’z# sudah tidak relevan lagi untuk konteks keindonesiaan. Dikarenakan
banyak tindak pidana yang termaktub dalam syara' juga tidak sistematik. Mengingat

aturan yang legal formal harus singkat, mudah dipahami dan diterima oleh berbagai

legalitas.''® Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalam hukum
pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas, vaitu bagaimana eksistensi asas
legalitas dalam hukum pidana Islam. Baca Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana
Islam, (Yogyakarta, lougung Pustaka, 2004), him. 87-88. Meskipun asas legalitas tidak
ditentukan secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat al-
Qur’an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana
Islam.Misalnya (QS al-Isra: 15) Y, &3 o (e 8 W, dan  qaidah:
ool Y T YA Y el 5005 U R JRdy &L Y

" Abdullahi Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, hlm. 227-229.

"'?Ketentuan hukum yang dalam figh harus memperhatikan dan memperhitungkan politik,
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Tanpa memperhatikan hal-hal itu apalagi bertentangan
dengannya, aturan-aturan itu akan merupakan aturan yang mati atau paling banyak hanya dipatuhi
sekedar slogan, Rifyal Ka'bah, Hukum isiam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU, (Jakarta:
Universitas Yarsi Jakarta, 1999), him. xiii-xiv.
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golongan serta keputusanya hasil ijma'. Maka terhadap RUU KUHP tahun 2008
peneliti sangat setuju substansinya mengingat banyak sekali nilai-nilai Islam secara
substansial yang dimuat.

Kita dapat melihat sistematika yang ada dalam RUU KUHP buku IT yang
berisikan 35 bab memuat tentang Delik. Isi dari buku RUU KUHP 2008 dimulai dari
Bab I berisikan "Tindak pidana terhadap Keamanan negara yang terdiri dari beberapa
bagian. Pertama berisikan tindak pidana tefhadap idiologi negara. Kedua, tentang
makar. Ketiga, tindak pidana terhadap pertahanan dan keamanan negara: termasuk di
dalamnya memuat tindak pidana terhadap pertahanan negara, penghianatan terhadap
negara dan pembocoran rahasia negara dan pada sabotase dan pada waktu perang.
Keempat, tentang tindak pidana terorisme. Pada bagian empat ini diperinci lagi
dengan beberapa paragraf, yakni terorisme, terorisme dengan menggunakan bahan-
bahan kimia, pendanaan untuk terorisme, penggerakan, pemberi bantuan dan
kemudahan untuk terorisme, dan perluasan pidana terorisme. Kelima, tindak pidana
terhadap penerbangan dan sarana penerbangan. Bagian memuat: perusakan sarana
penerbangan, perusakan pesawat udara, pembajakan udara, perbuatan yang dapat
membahayakan keselamatan penerbangan. Bab Il tindak pidana terhadap martabat
Presiden dan wakil Presiden dan bab Il : Tindak pidana terhadap Negara sahabat.

Dari perincian di Bab I-I[l RUU KUHP ditemukan beberapa jenis kejahatan
dalam Islam, bahkan memuat tiga macam tindak pidana, hudud karena ada bughat,
hirabah, qisas karena terkait terorisme, dan ta'zir. Sementara ayat yang mendukung
tindak pidana tersebut menunjukan ketidakjelasan sanksinya, sehingga tidak termasuk
wilayah hudiid.

Contoh delik bughat (pemberontak) merupakan kelompok jahat karena

berupaya melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat,
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merusak keamanan dan ketentraman negara, dan menimbulkan fitnah di tengah-
tengah masyarakat. Islam memerintahkan pemerintah yang sah untuk mengajak dan
berunding supaya mereka kembali bergabung dengan mayoritas orang Islam atau
mayoritas warga negara. Apabila tidak bersedia bergabung, maka pemerintah harus

memerangi mereka sampai mereka sadar dan bergabung dengan pemerintahan yang

didukung oleh mayoritas warga negara muslim, sebagaimana firman Allah : < (8

& el (i (S i Al bl s A e Walas) | Apabila ada perintah

dari pemerintah untuk ikut memerangi kaum pemberontak, maka setiap muslim yang
mampu wajib melaksanakan perintah tersebut, karena taat pada pemerintah pada hal-
hal yang bukan maksiat hukumnya adalah wajib.

Delik Hirabah sama dengan gat’u tariy yaitu sekelompok manusia yang
membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta
membuat kekacauan di muka bumi.'"” firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 33

sebagai berikut:

yiliad "ol 170587 76l 138 Ty Y1 8 smkey ATy ) (i s ) S5 L)
LS (5738 bl 05 O o P i (o il el ot

PCREIS SOV P iy
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-
Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau
dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri
(kediamannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di dunia dan di
akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Ketentuan dalam hukum pidana Islam seperti di atas merupakan hukum syara'
yang implementasinya dapat dan sah diundangkan dengan formulasi yang jelas dan

bertujuan untuk merealisir kemaslahatan umat. Dan prinsip ini sesuai dengan kaidah:

15 As-Sayid Sabiq, Figh.. ., I1: 393.
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Kebijakan pemerintah terhadap warga negara harus mengacu kepada
kemaslahatan.

Demikian kaidah yang lain: Ledla L5J3| 4_:‘)(51\ s ba O,‘

Sesungguhnya penguasa wilayah lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya
wilayahnya.'"

Bab 1V: Tindak pidana terhadap kewajiban dan hak Kenegaraan, bab ini terdiri
dari dua bagian pertama tindak pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat dan
kedua Pemilihan Umum.

Bab V: Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum; bab ini terdiri dari
beberapa bagian: Pertama, penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah dan
golongan penduduk. Kedua penghasutan untuk melawan penguas umum. Ketiga
penyelundupan senjata atau bahan peledak. Keempat, tidak melapor adanya orang
vang hendak melakukan tindak pidana. Kelima, gangguan terhadap ketertiban dan
ketentraman Umum. Keenam, Penggunaan ljazah atu Gelar Akademik Paisu. Ketujuh,
Tindak Pidana Perijinan. Kedelapan, gangguan terhadap Benih dan Tanaman.

Bab VI: Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan. Bab ini terdiri beberapa
bagian; pertama, gangguan dan penyesatan proses peradilan, kedua, menghalang-
halangi proses peradilan, ketiga, perusakan sarana dan prasarana persidangan,
keempat, perluasan perbuatan dan pemberatan pidana.

Adapun bab IV-VI dalam RUU KUHP dalam klasifikasi tindak pidana Islam
masuk jarimah ta'zir. Artinya negara mengambil alih sepenuhnya tentang tindak
pidana tersebut. Karena dalam Islam Jarimah Ta’zir dapat berkaitan dengan

kemaslahatan [ndividu. Antara lain seperti sanksi palsu, berbohong (tidak

""*Jalaludin asy-Syuyuti, Al-Asybah wa an-Nazd'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), him. 135.
T
Ibid. 79.
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memberikan keterangan yang benar) di depan siding pengadilan, menyakiti hewan,
melanggar hak privacy orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin)

Demikian juga Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan Kemaslahatan Umum,
Jarimah ta’zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah:  Jarimah yang
mengganggu keamanan Negara / pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta,
Suap dan tindakan melampaui batas dari pegawai / pejébat atau lalai dalam
ménjalankan kewajibari. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu
perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara;
Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat; Melawan
petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas
pajak, penghinaan terhadap pengadilan dan menganiaya polisi; Melepaskan
narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat); Pemalsuan tanda tangan dan
stempel; Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan
pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-
mena.''®

Bab VII: Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama. Pada
bab ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, tindak pidana terhadap agama, kedua,
tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah. Setelah mencermati
lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam tentang riddah, maka
keberadaan hukum Islam tentang riddah tidak mungkin dimasukkan sebagai
tindak pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, mengingat dan
memperhatikan faktor-faktor sosial politik dan historis bangsa Indonesia,

deklarasi-deklarasi internasional mengenai hak asasi manusia, dan pendapat

"6 Abd Aziz Amir, ai-Ta = .him. 268.
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beberapa ahli hukum Islam yang moderat berpandangan bahwa riddah tidak
dapat dianggap sebagai bagian dari Audiid.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka dalam rangka
membentuk hukum pidana nasional yang sesuai dengan sosiopolitik,
sosiofilosofik dan sosio kultural bangsa Indonesia, riddah tidak perlu
dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana dalam pembaharuan hukum
pidana Indonesia. Namun demikian, dimungkinkan adanya ijtihad dari para
ahli hukum, khusunya ahli hukum Islam di Indonesia. Hal ini, selain untuk
menjembatani persoalan riddah, agar nilai-nilai hukum Islam tetap mampu
memberikan kontribusi positif bagi pembaharuan hukum nasional.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap
manusia di dunia dalam rangka mencari Tuhannya. Kebebasan beragama ini memiliki
empat aspek, yaitu (a) kebebasan nurani (freedom of conscience), (b) kebebasan
mengekspresikan keyakinan agama (freedom of religious expression), (c) kebebasan
melakukan perkumpulan keagamaan (freedom of religious association), dan (d)
Kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan (freedom of religious institution)'"”.
Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama yakni kebebasan nurani (freedom of
conscience), merupakan hak yang paling asli dan absolut serta meliputi kébebasan
untuk memilih dan tidak memilih agama tertentu. Menurut konsep kebebasan di
atas, maka kebenaran pribadi harus dianggap sebagai nilai yang yang paling luhur
(supreme value). Ia menghendaki komitmen serta pertanggungjawaban pribadi yang
mendalam. Komitmen serta pertanggungjawaban pribadi ini harus berada di atas

komitmen terhadap agen-agen otoritatif lainnya seperti negara, pemerintah, dan

"7 Abu Hafsin, Kebebasan Beragama dan Hak-hak Politik Minoritas {Analisis Keagamaan
terhadap Kebijakan Presiden Gus Dur). makalah dalam Seminar Gus Dur, Seorang Muslim dan
Demokrat di Universitas Wahid Hasyim Semarang 31 Agustus 2000, hal. 5.



309

masyarakat. Dalam konteks demikianlah manusia dapat dikatakan sebagai manusia
yang utuh, dalam arti bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya
sendiri berdasarkan atas keyakinan keagamaan yang dianutnya. Permasalahan yang
muncul kemudian adalah apakah hukum (pidana) sebagai salah satu pranata sosial
harus tetap dilepaskan secara absolut ataukah dilibatkan terhadap masalah ini
mengingat salah satu tujuan hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan
atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung suatu upaya untuk
melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai
sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di
Indonesia''®. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tersebut keinginan dan
usaha untuk melakukan penggalian hukum agama sudah banyak dilakukan.

Bab VIII: Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang,
kesehatan, barang, dan lingkungan hidup. Bab ini terdiri dari beberapa bagian;
pertama, Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, kedua, Perusakan
bangunan, ketiga, perusakan kapal, keempat, kenakalan terhadap orang atau barang,
kelima, tindak pidana terhadap Informatika dan Telematikana, Keenam, tindak pidana
terhadap Binatang dan Kecerobohan memelihara binatang. Ketujuh. Kecerobohan
yang membahayakan umum dan anak. Kedelapan tindak pidana lingkungan hidup.
Kesembilan. Perbuatan yang membahayakan Nyawa dan kesehatan.

Bab IX: Tindak pidana terhadap Hak Asasi Manusia. Bagian pertama,
Genosida, kedua, Tindak pidana Kemanusiaan, ketiga, Tindak pidana dalam masa

Perang atu Konflik Bersenjata, Keempat, Penyiksaaan.

'"®  Barda Nawawi Arit, Bunga Rampai Kebijakan Hukumn Pidana, (Bndung: Citra Aditya
Bakti, 1996), hal. 325.
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Pada bab delapan dan kesembilan banyak muatan klasifikasi jarimah ta'’zi,
akan bisa juga ada unsur kisas diyat. Karena di situ ada bab yang terkait dengan
membahayakan nyawa dan kesehatan. Maka ketika menilik kembali jarimah kisas
diyat juga ada muatan perlunya diambil kebijakan yang terperinci melalui legisasi.
Karena ayat yang terkait masih mujmal, seperti disebutkan dalam surat Al-Bagarah
ayat 178-179:

Nl ATy DAL AN B8 8 ala il 0T L 1A T s 3G
ALy A 3100 i lly U B L3 AT (e A AR [ YL LY

FECSE A TR (PR P PO |
Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu kisas dalam pembunuhan,
merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang
siapa dimaafkan atas kisas oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan
dengan cara membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan
dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa
Allah amat pedih. Bagimu ada hukum kisas untuk kelangsungan hidup bagi orang
yang berakal supaya menjadi orang yang bertagwa.

Konsep ini menurut syari‘at Islam mengandung pesan agar semua pihak
merasa bertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah
terjadi tindak pidana yang merugikan pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep
tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari islam dalam menawarkan
hukum-hukumnya yang victim oriented. Karena melalui konsep structural
responsibility tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

Mengingat konsep di atas belum tampak dalam RUU KUHP mendatang, maka
ajaran Islam tersebut kirannya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan.
Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu victimologi dewasa ini yang
kenyataannya telah menjadi sangat penting sebagai ilmu bantu dari hukum pidana
guna merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk penanggulangan kejahatan di

masa mendatang.



311

Demikian halnya tentang badan hukum, apakah dapat dimintai
pertanggungjawaban atau tidak. Syari’at [slam sejak awal telah menganal badan
hukum seperti baitul mal, yayasan sekolah dan rumah sakit. Badan ini dianggap
mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan tertentu terhadapnya. Akan
tetapi badan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dasar
pertanggung-jawaban pidana adalah pengetahuan yang dimilikinya. Jika perbutan itu
dilakukan oleh orang atas nama badan hukum, maka orang itulah yang harus
bertanggungjawab atas tindakan pidananya.

Bab X: Tindak Pidana terhadap Kekuasaaan Umum dan Lembaga Negara.
Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Penghinaan terhadap Kekuasaaan
Umum dan Lembaga Negara. Kedua Tindak pidana terhadap Pegawai Negeri, ketiga,
desersi, pembrontakan dan Pembangkangan TNI, Keempat, Penyalahgunaan surat
pengangkutan ternak, kelima, Tindak Pidana Irigasi, Keenam .Penggandaan resmi
negara tanpa izin,

Bab X1, XII, XIII, XIV: Tindak pidana Sumpah Palsu, Keterangan Palsu,
Pemalsuan Uang , Materi, Segel,Cap Negara dan Merek, Surat. Bab XV: Tindak
Pidana Asal-usul dan Perkawinan.

Bab XVI: Tindak Pidana Kesusilaan,_ memuat, pertama di muka umum,
Kesusilaan. Kedua, Pornografi dan Pornoaksi, Ketiga, Mempertunjukan Pencegahan
Kehamilan dan Pengguguran Kandungan, keempat, Zina dan Perbuatan Cabul,
Kelima, Perkosaan dan Perbuatan cabul, keenam, Pengobatan yang dapat
menyebabkan gugurnya kandungan. Ketujuh, Bahan yang memabukan. Kedelapan,
Pengemisan. Kesembilan, Penganiayaan Hewan, Kesepuluh, Perjudian.

Pada bab keenam belas hanya ada satu yang dalam Islam masuk dalam

kategori jarinah hudiid, yakni zina, tindak pidana linnya masuk dalam kategori ta'z .
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Hanya sistematikanya sedikit bersebarangan dengan konsep Islam. Mestinya tindak
pidana yang berkaitan bahan yang memabukan, pengemisan dan, penganiayaan
terhadap hewan, serta perjudian bukan kelompok kesusilaan, melainkan kelompok
bab tersendiri.

Bab XVII: Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, bab ini memuat:
Pertama, Penyalahgunaan Narkotika, kedua, Penyalahgunaan Psikotropika. Oleh
sebagian ulama tindak pidana ini masuk jarinah hudid, akan tetapi sebagian
pendapat masuk fa’zi# mengingat tidak hukuman yang terperinci dalam Al-Quran.

Bab XVIII, XIX dan XX: Tindak Pidana Menelantarkan orang, Penghinaan
dan Pembocoran Rahasia, yang termasuk dalam kategori penghinaan adalah delik
pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu,
pencemaran orang mati.

Bab XXI: Tindak Pidana terhadap Kemerdekaan Orang, perincian dalam
tindak pidana ini adalah, pertama, tindak pidana perdagangan orang, kedua,
perampasan kemerdekaan orang, ketiga, tindak pidana terhadap orang yang belum
dewasa, seperti pengalihan kekuasaan , menyembunyikan orang yang belum dewasa
melarikan pertempuan, keempat .perampasan dan pemaksaan kemerdekaan orang.

Bab XXII: Tindak pidana terhadap Nyawa. Masuk dalam kategori kajian bab
ini adalah: perfama, pembunuhan, kedua, Pengguguran kandungan. Bab XXIIL:
Tindak Pidana Penganiayaan, memuat penganiayaan terhadap Badan, Perkelaian
secara berkelompok, Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bab XXIV: Tindak pidana
yang mengakibatkan mati atu luka karena kealpaan.

Bab 22-24 dalam RUU KUHP dalam Islam identik dengan jarimah kisas diyat,
artinya ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang delik tersebut. Namun perincian itu
produk ijtihad ulama terdahulu, bahkan ketentuan hukumannyapun masih

diperselisihkan. Kapan hukum kisas diterapkan dan kapan hukum ganti rugi
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diterapkan. Muhammad Syahrur dalam teorinya batas maksimal (halah al-had
al-a’la) mengatakan "hukum gisas dalam al-Quran merupakan hukum yang
tertinggi, sehingga hakim dalam kasus tertentu dapat menentukan hukum yang
lebih rendah atas persetujuan si korban atau walinya".""® Hukum diyar (ganti
rugi), ta’z# berupa penjara atau bahkan pembebasan (maaf) merupakan hal
yang sangat mungkin diterapkan dalam masalah pembunuhan. Kuncinya,
sanksi diterapkan secara kondisional. Apa jenis pembunuhannya, siapa
pelakunya, kenapa terjadi pembunuhan, hal ini menjadi pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan keputusan. Dalam kisah Zu an-nis’ah (orang terikat)
diceritakan: |
i [ ) A e ) ST L e e (5, O
Lo a0y a0 0527 G (39080 (0088 (4 Ty (o) 45806 2y e al
LS o A0 Ll LT g asle 4 K a0 300, O 18 AT &
A% datuy U G (L0 OB Al J153 I8 TN (i d A58 22 Bala
O33N 1 [ Sl A%y THAg

Pada masa Nabi ada seorang laki-laki terbunuh. Hal ini dilaporkan kepada
Nabi. Beliau menyerahkan pembunuh kepada wali si terbunuh. Pembunuh
berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Allah saya tidak sengaja membunuhnya."
Nabi bersabda kepada wali si terbunuh, "Ingat, seandainya perkataan orang ini
benar kemudian kamu membunuhnya, engkau pasti masuk neraka.” Akhirnya
wali si terbunuh melepaskan orang tersebut yang pada saat itu terikat dengan
tali kulit. Sambil menarik talinya ia keluar. Abu Hurairah berkata, "Orang itu
sejak peristiwa tersebut dijuluki Zu an-nis'ah (orang yang terikat).”

Kisah di atas dapat dipahami, bahwa hukum kisas bukanlah hukum
mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat
menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan. Memang hukum (mati) bila
ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis, sesungguhnya sah
diterapkan di dunia modern ini, hanya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi
dan bentuk semata. Namun bagaimana substansi hukum tersebut dapat menjadi

rumusan hukum yang mampu menyerap semangat keadilan, sehingga dapat

"% Muhammad Syahrur, A/-Kitab..., him. 458.
"2 H, R. Abu Dawud, nomor hadis 3900, dan H. R. At-Tirmidzi, Kitab ad-Diyat, nomor

hadis 1327
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diterima oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat.'”' Jawabannya ada
pada rumusan pasal demi pasal pada bab empat belas RUU KUHP.
Bab XXV, XVI XXVII dan XXVIII Tindak Pidana Pencurian,

pemerasan, pengancaman, penggelapan, dan perbuatan Curang

Bab XXIX: Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan

Usaha.
Bab XXX: Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang

Bab XXXI: Tindak Pidana Jabatan.

Bab XXXII: Tindak Pidana Korupsi

Bab XXXIII: Tindak Pidana Pelayaran

Bab XXXIV: Tindak Pidana Penerbangan dan Sarana dan Prasaran

Penerbangan

Bab XXXV: Penutup
Berdasarkan analisis peneliti sistematika yang ada dalam RUU KUHP 2008

sudah mencerminkan tatanan hukum Islam yang komprehensip, di samping tidak ada
ketentuan yang menyimpang, mengingat semua jenis tindak pidana sudah tertampung,
baik hudud, kisas diyat maupun ta'zir, bahkan ada perluasan dan pengembangan.
Karena semua aspek kejahatan dan jenis pelanggaran diwadai dalam RUU KUHP
tersebut. Konsep ini disamping hasil ijtihad panjang dan perjuangan umat [slam pada
Umumnya, mengingat banyak ormas-ormas Islam yang memberikan kontribusi besar
terhadap upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia juga para anggota legislator
juga banyak diwakili umat Islam.

Argumentasi dari ditegakannya klasifikasi tindak pidana dalam Islam dalam

konteks keindonesiaan adalah qaidah-qaidah berikut ini:

aa e, TYARE YL

121 Jimly ash-Shiddieqy, Pembabaruan Hukam Pidana Indowesia, (Bandung: Angkasa, 1985),
hlm. 195.

'ZGesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalkan semuanya
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Islam mengajarkan agar semua manusia mentaati hukum-hukum Allah, akan
tetapi Hukum Allah (syari'ah) banyak yang bersifat zanni. Kewajiban kita sebagai ahli
hukum untuk merumuskan hukum-hukum yang zanmni tersebut bisa dipahami dan
diterapkan yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan syara itu sendiri, yakni merealisir
kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat
daruriyyah, hajiyyah maupun tahsiniyyah. '> Maka dalam rangka integrasi hukum
pidana Islam di Indonesia tidak semuanya bisa diterapkan, maka ambil yaﬁg bisa
diserap, sebagaimana pengklasifikasian tindak pidana.

2l B el Sa gl 5

Kaidah ini memberikan pemahaman, bahwa niat dari perumus undang-undang
ini tidak menghianti ruh syari'at Islam, justru semaksimal mungkin memperjuangkan

nilai-nilai hukum pidana Islam dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
R[S E S SUSE R R LA
Memperjuangkan syari'at Islam, dalam hal ini hukum pidana Islam secara
legal formal adalah suatu pekerjaan yang amat berat. Maka ada kemudahan yang

perlu diambil, yakni memperjuangkan secara substansial. Qa'idah ini menjadi

landasan dibenarkan melakukan transformasi hukum Islam dalam konteks

keindonesiaan. Hal ini sesuai dengan ayat : (=>)1) z o> (e Ol (8 aSle Jaalag

B UROASC S

"2 Abd Wahab Khalaf, //m Usil al-Figh, (Mesir: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198-199.

'"Segala urusan tergantung dari niatnya, Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-qa’idah Figh,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 48.

'2Segala kesukaran harus diganti dengan kemudahan, /bid. him. 121.

16 Segala kesulitan harus dihilangkan

"2 Adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum , Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-ga'idah Figh,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 88.
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Adat dapat dijadikan sebagai dasar ketetapan hukum, llmu pengetahuan
tentang hukum selalu bekerja untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.
Demikian halnya figh seharusnya terikat pada tempat dan masa tertentu sama halnya

dengan ilmu hukum.

Al adl by i el N e AL L, aE s

Sesuai dengan konsep ta'zir, suatu sikap dan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah demi menjamin keamanan dan ketentraman serta kemaslahatan pada

setiap anggota masyarakatnya. Wallahu a'lam bisawab.

'2%K ebijakan pemerintah harus mengacu kepada kepada kemaslahatan warga negaranya;
Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-qa’idah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 60.



BAB VII
MODEL DAN BENTUK TRANSFORMASI NORMA-NORMA
HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KETENTUAN
SANKSI DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

A. Model Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Ada beberapan bentuk dan model penerapan hukum Islam dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, termasuk model penerapannya di Indonesia. Bnetuk
pertama, hukum Islam harus ditegakkan di Indonesia secaré tekstual sebagaimaha
ketentaun dalam Al-Quran dan As-Sunnah.' Bentuk kedua, adalah kompromi antara
hukum lIslam dan hukum barat. Dalam dataran ini hukum dalam suatu negara
mengambil jalan tengah dan melakukan pembaruan-pembaruan dalam bidang hukum.
Langkah ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan heteroginitas penduduk
dalam suatu negara. Sehingga tidak bisa menerapkan hukum pidana Islam secara
keseluruhan.” Model ketiga, menganggap bahwa hukum pidana islam tidak dapat
diterapkan di negara Modern, seperti yang terjadi di Turki. Pada masa pemerintahan
Attaruk, Turki menerapakn hukum yang bersumber dari warisan Islam Turki, tetapi
tidak berjalan lama, karena komite legeslatif tidak menerima sepenuhnya tentang
hukum Islam sebagai asas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
‘Akhirnya tahun 1926 hukum swiss diterapkan sebagai pengganti hukum Islam,
termasuk hukum keluarga Islam. Sampai sekarang hukum pidana yang berlaku adalah

adopsi dari hukum barat.’

'Di antara negara-negara yang hingga kini masih mempertahankan hukum Islam sebagai
hukum asasi dan masih menerapka dalamsebagain besar sisi kehidupan adalah Arab Saudi, Wilayah
Afgansitan. Makhrus, dkk, Hukum Pidana Islam Kontemporer, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Press, 2006, 212-213.

*Model ini diterapkan di Mesir, Sudan, Libanon, lrak, Tunisia, Maroko dan Syria serta
Jordania. /bid. Him. 214.

3JIND Anderson, /slamic law in Modern World, (Connecticut: Greenwood Press, 1975), him.
17-19.
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Di Indonesia sebagaimana diungkapan oleh Bahtiar Effendi, setidaknya ada
dua model pemikiran yang saling bertentangan. Pertama, Islam harus menjadi dasar
negara dan syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara.* Pemikiarn kedua
mengatakan, bahwa Islam tidak meletakan suatu pola baku tentang teori negara yang
harus dijalankan oleh ummah. Menurut aliran ini, bahkan istilah negara (daul/akh)pun
tidak ditemukan dalam Al-Quran. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam Al-
Quran yang merujuk kepada kekuasaan pblitik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-
ungkapan itu hanya bersifat insidental dan ada pengaruhnya bagi teori politik.
Menurut Aliran ini, Al-Quran bukanlah buku tentang ilmu politik, tetapi kitab yang
mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis yang berkenaan dengan
aktivitas sosial dan politik umat manusia.” Polemik itu juga merupakan kelanjutan
dari perseteruan antara kebangsaan Jawa (politik dan agama harus terpisah) dan
Serikat Islam (gerakan Islam Nasionalis) tahun 1918.° Polemik itu berlanjut sampai
kini dengan persepsi antara tegaknya syari‘at Islam dalam suatu negara (legal formal)
dan ada yang menghendaki tegaknya syari'at Islam dalam suatu negara pada

. . . . 7 .
substansinya, yaitu tegaknya the islamic order pada komuntas masyarakat.” Artinya

*Aliran ini berpendapat bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan (paham Teokrasi) dan
gagasan negara bangsa (nation state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam). Prinsip
syura berbeda dengan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Maka
politik modern bersebarangan dengan ajaran Islam. Bahtiar Effendi, /s/am dan Negara: Transformasi
Pemikiran dan prakiik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadian, 1998), him. 12.

*Islam adalah agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan,
termasuk persoalan politik dan hukum serta masalah kenegaraan. Namun suatu realita telah terjadi
bahwa Islam sejak awal sejarahnya tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bentuk dan konsep
penegakan syari'at Islam dalam suatu negara. Di sinilah letak terjadinya berbagai penafsiran dan upaya
untuk merealisasikannya. Upaya tormalisasi syari'at Islam di Indonesia telah menjadi sejarah yang
melelahkan, bahkan sebefum negara ini punva nama "Republik Indonesia”. Benih perdebatan muncul
secara terbuka pada tahun 1940 ketika terjadi polemik antara Soekarno (nasionalis sekuler) versus
Muhammad Natsir {nasionalis Islam), ibid. HIm. 13

SSoekarno berpendirian bahwa demi menjaga kemajuan suatu negara dan agama, maka negara
dan agama harus dipisah, sedangkan M. Natsir berpendirian sebaliknya, bahwa hubungan agama dan
negara harus menjadi satu, artinya agama harus diurus oleh negara, sedangkan negara diurus
berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. M. Mahfud MD. Hukum dan  Pilar-pilar Demokrasi,
Yogyakarta: Gama Media, 1999), him. 55.

"Monouchehr Pavdar, spects of Islamic State Relegious Norms and Political Realities, alih
bahasa M Maufur "Legitimasi Negara Tuhan: Problem Otoritas Svari'ah dan Politik Penguasa”
(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), vii.
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agama lebih ditonjolkan pada aspek moralitas manusia dan etika sosial ketimbang
mementingkan legal formalnya.

Terlepas dari pro dan kontra tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia,
baik secara formalitas maupun substansial, namun yang pasti umat Islam Indonesia
dituntut kearifanya untuk mepertimbangkan secara proposional berbagai aspek lain
mengenai nilai positif (maslahah) maupun nilai negatif (mafsadat) yang bis diprediksi
sebagai konsekuensi‘ masing-masing pendapat. Tujuannya dalah agar bentu
pemberlakuan hukum pidana islam mencerminkan masalahat bagi kehidupan
bernegara.

Hal lain yang tidak boleh dikesampingkan adalah RUUKUHP diharapkan bisa
menjadi wadah akomodatif bagi pemberlakuan hukum pidana Islam yang dicita-
citakan dan merupakan produk hukum nasional yang bersifat publik. Sehingga
pemberlakuannya mengikat seluruh komunitas penduduk Indonesia, tanpa hanya
dimiliki oleh golongan Islam saja. Dengan mempertimbangkan hal tersebut gagasan
pemberlakuan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan secara formalistik perlu
dikaji ulang. Sebaliknya pemikiran tentang pemberlakuan hukum Islam secara
substansial, baik pemikiran Anderson, Bahtiar Efendi maupun Abdullahi Ahmed an-
Naim dianggap tepat dalam kaitannya dengan penerapan hukum pidana Islam di
Indonesia.®

Masalah yang paling menarik dan selalu dibicarakan di banyak kalangan
adalah tentang ketentuan sanksi dalam hukum pidana Islam. Ketentuan sanksipun
hanya terbatas pada sanksi pada delik perzinaan, yang mana pelakunya dikenakan

hukum cambuk seratus kali bagi yang masih jaka dan gadis sedang bagi yang telah

SMakhrus, dkk, Hukum Pidana Islam Kontemporer, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press,
2006, 220.
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menikah dikenakan hukum rajam.9 Kemudian hukum potong tangan, Sebagaimana
didasarkan pada ketentuan surat al-Maidah ayat 38 dan tindak pidana terhadp jiwa
dihukum qisas dengan mendasarkan suart al-Baqgarah ayat 178-179. Produk hukum
Pidana Islam seperti di atas yang oleh sebagian “Orientalis™ dianggap sebagai produk
hukum yang out of date dan dehumanis melanggar hak asasi manusia. Akibatnya
ketika lahir keinginan untuk menerapkan hukum pidana Islam sering terjadi
perdebatan yang panjang. Di satu sisi mendukung dengan alasan bahwa hukum Islam
itu universal, dan di sisi lain nilai intrinsiknya interpreteble."

Peneliti mencoba menepis paradigma negatif di atas dengan mendeskripsikan
hukum pidana Islam secara komprehensip,yakni kajian yang tidak terbatas pada
dataran normatif melainkan lebih ke arah kajian kontekstual. Persoalan yang tidak
kalah pentingnya dalam kajian ini adalah bagaimana mengobyektifikasikan hukum
pidana Islam sekaligus memberikan wacana kontribusi terhadap pembangunan hukum
nasional guna membentuk non criminal society (masyarakat anti krimninal)."

Ada beberapa ketentuan jarimah (tindak pidana) yang sanksinya secara tegas
dalam Al-Quran, yakni sanksi bagi delik perzinaan, menuduh zina, pencurian, dan
hirabah. Selain empat persoalaan di atas tidak disebutkan secara definitif oleh Al-
Quran, artinya kebijakan dalam menentukan ada di tangan ulul amri. Padahal masalah
kejahatan yang lebih serius dibanding dengan empat persolaan tindak pidana di atas
masih belum diperinci oleh Al-Quran, misalnya pemerkosaan, perampokan,

perompakan, pembajakan dan terorisme,'* minum-minuman keras dan konversi

%Islam memberikan sanksi bagi pezina hukum cambuk (pezina gairu muhsan) dan rajam
(pezina muhsan). Ketentuan ini berdasarkan surat an-nur ayat 2 dan Hadis Nabi R. Abu Dawud dari
Ubadah bin as-Samit; Ali asy-Syaukani, Nail al-Awear, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), VII: 286.

"Makhrus Munajat, “Reaktualisasi Jarimah Hudud dan Qisas” Tesis Program Magister [lmu
Hukum Ul Yogyakarta, 1999, him. 1.

IlTOpO Santoso, Membumikan Hukiwmn Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2003), him. XV.

"?Ungkapan ini merupakan kelengkapan pemahaman dari penulis, ketika menafsirkan ayat
inama jazau lad=ina yvharibunallah wa rasul...(al-Maidah (33). penulis memahami bahwa yang
dimaksud memerangi Allah dan rasul adalah orang vang memerangi kekasih-kekasih Allah. Yaitu
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agama (riddah), penodaan agama.13 Maka di sini muncul pertanyaan: "apakah hukum
pidana Islam hanya memuat empat hal yang harus diformalkan dalam aturan negara”
jawabnya tidak. Tetapi berdasarkan teori relasi Islam dan negara yang banyak diikuti
di Indonesia adalah teori simbiotik mutualistik, bukan teori teokrasi dan bukan teori
sekuler. Teori simbiotik mutualsistik (integralistik) yakni antara negara dan agama
saling membutuhkan dalam rangka menegakkan hukum keduanya. Agama
membufuhkan kekuasaan dalam rangka memaksa hukum-hukum agama, dan negara
membutuhkan agama dalam rangka mempertahankan etika berpolitik dalam suatu
negara."*

Di Indonesia uniknya sesuatu disebut hukum Islam bila dilihat dari pengertian
figh, tetapi tidak demikian dalam hal hukum sebagai ketentuan yang membutuhkan
kekuasaan negara untuk pelaksanaanya. Kata hukum sebagai kata Arab yang telah
menjadi kata Indonesia, dalam pengertain sehari-hari masyarakat masih memahami
pengertian hukum dalam Islam. Ini memperlihatkan hubungan erat antara hukum
Islam sebagai primary rules (aturan-aturan primer) dalam teori Hart'" dan hukum
nasional yang dijiwai oleh hukum Islam. Dalam hal ini hukum Islam dapat dilihat dari

sudut pembagiannya kepada yang bersifat diydni (ketaatan keagamaan) dan yang

orang berbuat aniaya orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa terhadap pelaku. Wanita baik-
baik diperkosa, bandara dikuasai, harta dirampas dan pemiliknya dibunuh, hotel dibom sehingga
penghuni yang tak berdosa menjadi korban. Ini adalah tindakan yang diancam oleh Allah sebagaimana
yang disebut daiam surat al-Maidah ayat 33. Yaitu hukum bunuh, salib, potong tangan dan kaki secara
bersilang atau diasingkan dari muka bumi (penjara.)

Abd Qadir Awdah, ar-Tasyri..l: 79.

"Ubaidillah dkk, Demokrasi, HAM dan Masyarakar Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif
Hidayatullah, 2000), hlm. 257-39.

Teori ini mengandung arti apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan oleh
individu. Teori ‘ini dipakai oleh masyarakat primitif vang tidak mempunyai sistem hukum seperti
negara modern. Masyarakat primitif dapat hidup tanpa hukum karena dikendalikan oleh primary rules
of obligatio (aturan-aturan primer kewajiban) yang menyamai rules of etiquette, (aturan-aturan etika).
Keadaan tanpa hukum dapat dilakukan oleh Hart karena dikendalikan dua hal: pertama, batasan-
batasan yang tumbuh alami atau dari tradisi yang dapat mencegah anggota masyarakat melakukan
perbuatan yang dianggap tidak baik, seperti pencurian, pemerasan, penipuan Kedua, ketakutan terhadap
tekanan masyarakat (social pressure), bila ia melanggar aturan ia akan dikucilkan atau diperlakukan
hal-hal yang tidak mengenakan dari masyarakat dengan cara tertentu. H.L.A.. The Concept of Law,
(Oxford: Oxford et Clarendon Press, 1961) ,98.
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bersifat gada'’ (yuridis).16 Hukum Islam yang bersifat diyani (ketaatan keagamaan)
semata hanya membutuhkan fatwaa dan hukum Islam yang bersifat gada'7 (yuridis)
membutuhkan kekuasaan hukum negara untuk pelakasnaannya.l7

Ketentuan hukum Islam (al-hukm asy-syar'i) adalah pesan hukum Islam (al-
khitab asy-syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan manusia (af'al al-ibad).
Ketentuan hukum tersebut ditentukan oleh adanya pesan dan kejelasan pengertian
pésan. Pesan dalam hukum Islam adalah perintah dan larangan yang terdapat dalam
Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan asal usul legislasi (at-tasyri) dan
sumber ketentuan hukum. Pesan hukum dalam Islam sangat fleksibel, tidak setiap
perintah hukum wajib dikerjakan dan dihukum jika ditinggalkan. Karena bisa terjadi
perintah itu hanya anjuran atau kebolehan. Sebaliknya tidak setiap larangan
menunjukkan haram, karena bisa terjadi makruh. Maka pesan hukum harus dipahami
dari teks agama dan konteks (gara'in).'®

Pesan hukum yang terkait dengan penelitian ini adalah ketentuan Al-Quran
untuk menghukum cambuk dan atau rajam bagi pezina, perintah menghukum cambuk
bagi penuduh zina, perintah memotong tangan bagi pencuri serta menghukum bunuh,
salib, potong tangan dan kaki secara bersilang dan pengasingan bagi muharib. Apakah
pesan-pesan tersebut merupakan wajib untuk ditegakkan dan akan dihukum jika
diabaikan, atau ada pengertian lain selain wajib. Untuk menjawab persoalan di atas
perlu dipahami pesan hukum dari teks agama dan konteks yang menunjukkan

pengertian teks.

'Mustafa Ahmad Zarqa. 4/-Madkhal al-Figh al-"Amm. (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), , him. 67.

"Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia: Prespekiif Muhammadiyyah dan NU, (Jakarta:
Paramadina, 1999), him.12.

'8Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia: Prespekiif  Muhammadiyyah dan NU, (Jakarta:
Paramadina, 1999), him.11.
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B. Sanksi Delik Perzinaan dalam Konteks Keindonesiaan

Sejarah telah mencatat, bahwa terjadi perbedaan ketika menerapkan sanksi
dalam kasus yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai jarimah hudud. Teori
graduasi diberlakukan dengan prinsip adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan
hukum dengan melihat kondisi individu dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina
adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa ayat 16), selanjutnya kurungan dalam rumah
(surat an-Nisa ayat 15), tahap berikutnya hukuman dera (surat an-Nur ayat 2).
Sementara hukum rajam yang sumbernya hadis Nabi diperdebatkan keautentikannya.
Terlebih jika hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan surat al-Ahzab
ayat 30. Dengan demikian para fuqaha di samping menerapkan teori graduasi juga
merasionalisasikan prinsip nasakh. Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya hukum
rajam, '° Sementara golongan Khawarij, Mu’tazilah dan sebagian fugaha Syiah
menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).?’

Masih dalam aliran ini, lzzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip oleh

Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumnetasi seluruh materi

PAli as-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 11: 107.

20Adapun alasan mereka yang menolak hukum rajam adalah: (1). Hukum rajam
dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam al-
Qur’an. Seandainya Allah melegatkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara  definitif
dalam nas. (2.)Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum rajam
dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman  separoh mati. Demikian juga ketentuan hukuman
bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali lipat. Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara
jelas ayat yang menolak adalah surat an-Nisa ayat 25:

Demikian halnya dengan ketentuan surat al-Ahzab ayat 30.

Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipatgandakan, yakni dua kali lipat.
Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka dua kali lipatnya adalah 200 kali. Hukum dera yang
tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni pezina nnhsdn dan ghairu  muhsan.
Sementara hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah. Abdurahman al-
Jaziri, Kitab al-Figh Ala Maaahib al-"Arba’ah, (Beirut: Dar al-Figh, t.t.), IV: 179,
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yang bersifat tradisional bersifat non reiable di samping tidak ditegaskan dalam al-
Qur’an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.?!

Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum rgjam pertama Kkali
diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab
mereka, yakni Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa
saja yang berzina dirajam.”? Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy,
hukum rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum
diturunkannya surat an-Nur ayat (2). Maka hukum yang muhkam sampai sekarang
adalah hukum dera bagi pezina.® Alangkah bijaksananya kalau kita mengatakan
hukum Aad itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna perbuatan dosa
seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya unsur subhat.

Ada hikmah yang terkandung di dalam penerapan sanksi perzinagn dengan
hukuman badan sebagaimana diungkapkan oleh al-Jurjawi, beliau secara tegas

menyatakan:

Perbuatan Zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan
hukuman rgjam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang
banyak) apabila sudah pernah menikah (mhsan) dan dengan hukuman
cambuk 100 kali apabila belum pernah menikah (gairu muhsin). Adanya
perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga
diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan
perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya,
sementara gairy muhsan belum pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya
lebih besar karena didorong rasa keingintahuannnya. Namun keduanya tetap
sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan. sebagaimana
firman Allah: &) (5 8 481, Leg oS 336Y 5 . Ancaman keras bagi pelaku zina
tersebut karena dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan tercela
yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina
tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan
perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti

NFazlur Rahman, Iskow dan Modernitas  Transformasi  Intelekinal, alih  bahasa Ahsin
Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 35.

2Anwar Haryono, FHukun Litwn Kelyasan dan Keadialannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968),
hlm. 178.

23 Hasbi ash-Shiddieqy, Tafizr..., hlm. 88.
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mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk
menikah.**

Al-Quran secara tegas mengharamkan bentuk perzinaan, bahkan mendekati
zina diharamkan. Artinya setiap bentuk perbuatan yang akan mengarah kepada
terjadinya perzinaan dilarang dalam Islam. Ketika larngan itu dilanggar Islam tegas,
yakni pezina harus didera (dicambuk) dan harus disaksikan di muka umum pada saat
eksekusi.’> Bahkan masyarakat Mesir Kuno, Babilonia, Persia Lama, Yunani Kuno
memandang bahwa perzinaan adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya
harus dihukum mati.?® Sejarah ini menunjukkan bahwa celaan bagi pezina bukan
semata-mata dari kalangan ajaran Islam, akan tetapi datang dari semua agama.

Bahkan kontekstualisasi penerapan sanksi bagi pezina terjadi pada masa Nabi,

dapat dilihat kasus di bawah ini:
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Di antara rumah-rumah kami ada laki-laki yang sangat lemah karena sakit dan tidak
terurus hidupnya, kemudian datang seorang jariyah kepadanya dan ia memberi isyarat
kepada jariyah itu. Lalu ia berbuat keji (zina) dengan wanita itu. Hal itu disampaikan
Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah saw. sedang laki-laki itu adalah seorang muslim.
Kemudian Rasululiah bersabda: "pukulah dia sebagai hukumanya" Para sahabat
berkata: "Ya Rasulullah laki-laki itu sangat lemah" Seandainya aku memukulnya
seratus kali pasti ta akan mati. Kemudian Rasulullah bersabda: "Ambilah pelapah
kurma yar;g?g di dalamnya ada seratus buah tangkai, kemudian pukulah dia sekali
pukulan.”

Dalam riwayat lain diceritakan:

24A|—.lurjawi, Hikmah at-Tasyri wa al-Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 296-298. -

Baca selengkap surat an-Nur ayat (2).

*Abu A’la al-Maududi, Tafsir Surah an-Nur, (Beirut_ Dar al-Fikr, 1960), him. 41-42.

2 Abdurahman Al-Maliki, An-NiZam al-'Ugnbat, alih bahasa, Syamsuddin Ramdlan, Sistem
Sanksi Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Thariku zzah, 2002), him. 40.
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. katanya: Aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda: "Apabila seorang hamba perempuan milik salah seorang di antara
kamu melkaukan perbuatan zina dan telah terbukti, maka hukumlah dia dengan
cambukan rotan dan janganlah kemu memakinya. Jika ia mengualangi lagi
perbuatan zina, maka cambuklah ia dengan rotan dan jangan dimakinya. Jika ia
mengulangi untuk yang ketiga kalinya dan terbukti, maka juallah dia walaupun
dengan harga sehelai rambut.

Ketentuan saksi di atas menunjukkan adanya putusan Nabi terhadap orang yang
berzina, yang mana pelakunya adalah hamba sahaya dan diterapkan hukum yang
berbeda dengan orang merdeka. Artinya Nabi merapkan hukum berdasarkan kasus
serta kondisi dari si pelaku. Maka dapat dipahami bahwa Nabi selalu berijtihad
dalam menetapkan suatu hukum bagi pelaku tindak kejahatan.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan
kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks
dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang
plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum rgjam bukan hukum
yang hidup dalam sistem negara [slam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas ini
tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, dengan
konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rgjam diterapkan. Perubahan
masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukum masyarakat, sehingga masyarakat
enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum berdasarkan

ketentuan al-Qur’an. Perintah Rasul untuk menghukum rajam bagi pezina harus

diperhitungkan latar belakang historisnya:

-

2 fmam Mustim, Sahih Muslim, (Mesir: Dar al-Bab al-Mustalta al-Halaba, 1.t.). Juz. 3, hlm.
1328.
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1. Hukum rgjam pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya
adalah kitab mereka yakni Taurat.

2. Diterapkannya hukum rqjam pada masa Nabi adalah ketika surat an-Nur
ayat (2) belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah
diturunkannya surat an-Nur ayat (2) adalah hukum cambuk (dera) 100 kali.

3. Rasululah menghukum rajam di kala itu bukan sebagai hukuman had,
melainkan hukuman fa zir.”

Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah
sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum rgjam mempunyai
fungsi sebagai penjera yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti dengan
hukuman lain.>® Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara substansial
dengan tidak meninggalkan ruh syari’ah. Senada dengan pernyataan di atas,
menurutnya, ketika memahami hukum Islam, teori graduasi layak dipertimbangkan,
demikian halnya dengan prinsip nasikh wa mansukh, serta kondisi masyarakat sebagai
syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum. Yusuf al-Qaradawi berkomentar,
sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika
masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, jika masayarakat lemah
imannya, lingkungan tidak mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan
kecantikannya, beredarnya film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-
mana, kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.*'

Hukum rgjam atau dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya halah al-had

» Asghar Ali Engineer, /slam and Liberation Theology, (India: Starling Publiser, 1990), him.
91.
% Jalaludin Rahmat, “Pengantar” dalam fslam dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan,

1996), him. 16.
*' Yusuf al-Qaradawi, Syari’at Islam Ditaniang Zaman. alih bahasa Abu Zaki. (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1983), htm. 119-120.



328

al-a’la, (batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa
dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berijtihad dalam kasus
tersebut dapat dibenarkan.*® Demikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh orang
lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk bertobat.”® Sebagaimana Nabi
menjadikan sarana dialog dalam kasus Ma’iz bin Malik, yang mengaku berzina dan
minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling dan bertanya berulang-ulang agar
pengakuan dicabut dan segera bertaubat.

Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti pelaku
lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak
dihukum hadd melainkan dengan ta’z %

Dalam konteks Keindonesiaan sanksi zina tidak lagi merujuk secara tekstual
ketentuan hukum yang ada di dalam Islam. Sebab dalam Islam sendiri tidak ketentuan
yang pasti tentang sanksi serta penerapannya. Maka ketentuan yang diambil dari
Islam secar substansial adalah tentang pelanggarannya, yakni zina adalah perbuatan
tercela dan diaggap sebagai sebuah kejahatan dan pelakunya dapat dipidana.
Pemikiran ini secara nyata diakui oleh penduduk Indonesia tanpa memandang agama,
etnis, budaya, suku bangsa dan adat istiadat. Kita bandingkan dengan model
penerapan hukum Islam dalam bidang perdata. Perkawinan bagi umat islam di
Indonesia misalnya , rukun perkawinan di kalangan fiqaha terjadi perbedaan, ada
yang berpendapat wali nikah sebagai rukun ada yang tidak, tetapi hukum perkawinan
di Indonesia mengambil pendapat yang paling maslahat bagi penduduk muslim
Indonesia yang mayoritas sunni, yakni wali sebagai rukun dalam perkawinan. Maka

itulah hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

32 Mubammad Syahrur, ALKAGE wa al-Qurdn Qira'ul wa al-Muagtrah, (Mesir: Dar al-
Insaniyah al-Arabiyah, 1990), hlm. 455.

3 Umar Sythab, Hukum Istam..., hlm. 14.

34 Jbid., hlm. 68.
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Di Indonesia dengan adanya lembaga resmi yang membuat Undang-undang, maka
segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan harus diterapkan menurut mekanisme
yang berlaku dan hasilnya mengikat bagi semua warga negara dan tidak bisa diklaim
sebagai produk perorangan atau kelompok. Dan ketentuan dalam konsep Islam
disebut jma'. Maka konsep delik perzinaan dalam RUU KUHP 2008 secara ruhiyyah
sejalan dengan prinsip-prinsip aturan pidana dalam Islam. Faktor penting yang tidak
dapat dikesampingkan adalah adanya asas iegalitas dalam penerapan hukum. Secara
substansial hukum pidana Islam melegitimasi adanya aturan tersebut. Misalnya kaidah
2 v @& ’a. 28 o0 - -0 -~ Sy 5 o0 0 » B 4.0 2 o &
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Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak bisa dipandang sebagai suatu jarimah
sebelum adanya nas yang tegas melarang perbuatan atau sikap tidak berbuat. Apabila

tidak ada ketentuan nas yang mengaturnya maka pelbuatan seseorang tidak bisa
dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana.”

Penerapanlegalitas di Indonesia dapat dilihat Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana
kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana”. Konsekuensi
hukum dari asas legalitas adélah bahwa ttidak pernah ada perbuatan zina kalau tidak
ada ketentuanya dalam Undang-undang. Maka Undang—undang itulah sebagai alat
yaﬁg mempunyai kekuatan mengikat untuk menghuk'um orang yang oleh undang-
undang dikatakan perbuatan zina.

RUU KUHP 2008 yang mengatur tentang delik perzinaan ada dalam Bab
XVI: tentang Tindak Pidana Kesusilaan, tepatnya pada bagian keempat: Zina dan
Perbuatan Cabul. Pasal 485:

) Dlpldana karena zina, dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun:

* 1bn Hazm, A/-1hkam fi Usitl al-Ahkdm, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 52.
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a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa
perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan
persetububan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki
tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam
perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tidak dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang
tercemar.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku
ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 28

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan

belum dimulai.

Dalam RUU KUHP (Konsep KUHP) mungkin akan membawa perubahan
besar. Hakim tidak harus selalu berpegang erat pada undang-undang lagi. Hukum adat
bisa diadopsi sebagai pidana pokok dalam putusan. Walaupun dalam konsep KUHP
kita masih berpegang teguh pada asas legalitas yang tertuang pada pasal 1 ayat ]
“Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang
dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-
undangan yang berlakLn pada saat perbuatén itu dilakukan™ tetapi dalam ayat 3
menyebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang
patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan” yang kemudian diterangkan dalam ayat (4) sepanjang tidak bertentangan
dengan nilai-nilai pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umu>m yang diakui oleh
masyarakat dunia.

Dari penjelasan diatas bisa kita tarik pernyataan bahwa perbuatan yang tidak

diatur dalam perundang-undangan tapi bertentangan dengan hukum yang hidup di

masyarakat (nilai-nilai yang ada dalam masyarakat) bisa saja dijerat pidana. Salah
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satunya adalah berhubungan intim di luar ikatan perkawinan yang sah atau zina.
Zina pada hakekatnya adalah melakukan hubungan badan di luar nikah. sayangnya
dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang mengalami penyempitan makna
menjadi zina hanya dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat perkawinan
dengan orang lain. Tetapi seperti kita tahu bahwa pasal tersebut masih kurang pas
dalam penerapannya di masyarakat Indonesia karena dalam pasal tersebut masih amat
sempit pengertian dan pemahal.nannya tentang zina. Menurut hukum yang hidup
dimasyarakat adalah hubungan badan diluar nikah, baik yang salah satunya terikat tali
perkawinan atau keduanya belum terikat

Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina yang diterangkan dalam
KUHP kita hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali
perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki
tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Lagipula, pasal 284 KUHP
adalah delik aduan yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana Jika tidak ada
yang mengadukan dari pihak yang dirugikan(suami atau istri yang dikhianati
pasangannya). Pandangan inilah yang seharusnya diubah dalam kebijakan hukum
pidana dalam tindak pidana zina, Walaupun konsep KUHP belum rampung diketok
oleh badan legislatif dan legalitas formal kita pun belum diatur secara jelas, toh kita
bisa menggunakan asas legalitas materiil yang memungkinkan seorang hakim hanya
mendasarkan hukum yang tertulis saja tetapi hukum yang hidup dimasyarakatpun bisa
dipakai menjadi dasar.

Melalui pemikiran ahli hukum yang progresif bukan tidak mungkin asas
legalitas materiil di Indonesia berubah menjadi hukum yang diakui Negara dan
diundang-undangkan sebagai hukum positif. Perlu adanya ketegasan dari aparat

penegak hukum untuk tercapainya tujuan ini dan menjadikan hukum pidana Indonesia
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sebagai alat penanggulangan kejahatan$ termasuk zina. Kita tidak melulu memandang
KUHP adalah aturan yang absolute bagi hukum pidana, karena penggunaan hukum
pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”.6
Zina bisa dijadikan tindak pidana dan dalam arti melakukan hubungan badan di luar
nikah. Yang mengacu pada hukum yang hidup di masyarakat dan dilakukan dengan
legalitas materiil

Aturan hukum pidaﬁa di Indonesia ke depan lebih tertata lebih rinci dan lebih
menjamin rasa keadilan hukum serta melindungi warga negaranya dari rasa
ketidakadilan. Ketika Islam berbicara zina, yang muncul hanya zina muhsan dan
ghairu muhsan dengan sanksi cambuk seratus kali dan rajam.36 Sementara masalah
lain yang terkait dengan tindakan asusila banyak ragamnya, mislanya perkosaaan,
pelacuran, kumpul kebo. Persetubuhan dengan anak di bawah umur, persetubuhan
dengan orang yang masih ada hubungan darah, persetubuhan dengan ancaman. Delik
seperti di atas oleh ulama hanya menyimpulkan yang tidak termasuk #udud dan kisas
berarti ta'zir. Tetapi perincian ta’zir tak pernah disinggung, kecuali teori.
Pengklasifikasikannya tidak jelas, tetapi ketentuan tersebut di atas, sekarang sudah
dimuat dalam RUU KUHP 2008. seperti kutipan berikut ini:

Pasal 486

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak

Kategori VI

Pasal 487
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar
perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana

denda paling banyak Kategori 1V.

Pasal 488

*Ali as-Sayyis, Tafsir Ayar al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1..), 1I: 107.
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Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat
umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling
banyak Kategori I.

Pasal 489

(1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang
diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis
furus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun.

Pasal 490
Perkosaan
(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:

a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar
perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar
perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan
persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai
melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan
persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya
bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;

e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang
berusia di bahwah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuannya; atau

f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal
diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya.

(2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut
perempuan; atau
b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian
tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
Menurut peneliti, rancangan undang-undang tentang KUHP merupakan ijtihad
besar dan bersejarah dalam memperjuangkan masuknya nilai-nilai hukum Islam

dalam konteks perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang bukanlah sesuatu

yang jatuh dari langit. Pembentukan undang-undang selalu dipengaruhi kultur, sosial,
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dan moralitas masyarakat yang membentuknya. Jangan lupa bahwa KUHP kita yang
sekarang ini yang notabene ditransfer dari KUHP Belanda, merupakan cerminan dari
kultur Barat yang individualis dan sekuler. Orang Belanda kala itu tidak memandang
buruk persetubuhan asalkan tidak terikat perkawinan. Hal ini tidak cocok dengan nilai
masyarakat Indonesia yang religius. Semua agama melarang perzinahan. Di Indonesia
mayoritas juga beragama Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang universal seharusnya bisa
teﬁampung dalam peruhdang-undangan nasional, sepanjang tidak merugikan umat

beragama lain.

C. Sanksi Delik QaZf dalam Konteks Keindonesiaan

Di dalam al-Quran delik menuduh zina. ditegaskan bahwa finah dalam
persoalan ini akan sangat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Bahkan pada
saat ayat yang berkaitan dengan delik ini turun (an-Nur :4) kondisi umat Islam kacau,
lantaran tidak jelasnya hukum apa yang akan diterapkan sebelumnya. Bahkan hampir
terjadi peperangan antara sahabat golongan Aus dan sahabat golongan Khazraj,
karena pitnahan tersebut.”’ Sehingga di dalam penerapannya sangat pantas diterapkan
berlaku surut, artinya kejadian peristiwa lebih awal dibandingkan dengan nas yang
mengaturnya. Setalah adanya ketegasan dalam surat an-Nur ayat (4), akhirnya Nabi
memrintahkan mencambuk 80 kali cambukan terhadap sang qazif (pemfitnah).*®
Persoalan ini nampaknya sepele, sehingga lontaran atau tuduhan terhadap orang lain
berbuat zina (keci) sesudah hal yang biasa di Indonesia. Bahkan dalam kasus
perceraian dengan alasan zina bukan hal yang tabu untuk dibeberakan di muka umum,
hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas baik dalam kasus perzinaan atau

tuduhan terhadap perzinaan.

3Hanafi, 4sas-asas...him. 85.
%0Orang yang dicambuk adalah kaum munafik yang bernama Hizah, Hilah. Demikian menurut
pendapat yang dikutip as-Sayid Sabiq, Figh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), i1: 377.
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Islam menghukum orang yang menuduh zina orang lain tanpa bukti yang
kuat dengan 80 kali cambukan dan tidak menerima persaksiannya sampai dia
bertaubat. Pemberian hukuman ini tidak hanya karena kebohongannya saja, tetapi
juga karena pencemaran nama baik orang yang di tuduh di tengah-tengah masyarakat.
Hukuman bagi penuduh zina ini adalah hukuman fisik, yaitu 80 kali cambuk, dan juga
hukuman non fisik dengan tidak menerima persaksiaannya. Hal ini menunjukkan
supaya orang tidak semena-mena dan gampang menuduh zina orang lain serta orang
telah melakukan supaya tidak mengulangi perbuatannya. Dihukum 80 kali cambukan
karena memang dosa penuduh zina lebih kecil dari pada pelaku zina, dan tidak
diterima persaksiannya karena kalau ia tidak bertaubat berarti dia dianggap sebagai
seorang pembohong, dan persaksian hanya dapat diterima dari orang yang jujur.*®

Sudah saatnya kita sebagai bangsa yang bermoral harus memperhatikan kasus
tersebut sebagi sebuah delik dan pelakunya ditindak tegas dengan rumusan yang jelas
pula dalam sebuh KUHP baru. “Barang siapa menuduh berbuat zina kepada

seseorang tanpa membuktikan kebenarannya dipidana dengan hukuman penjara.

Pasal 530

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baikorang
lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut
(satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori 1.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat
umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau dipidana denda paling banyak
Kategori I11.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk

kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bagian Kedua

P Al-Jurjuwai, Hikmah ar-Tasyri, Nim. 299-300.
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Pasal 531

(1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 diberi
kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat
membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya,
dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori Il dan
paling banyak Kategori IV.

(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dapat dilakukan dalam hal:

a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut
guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa
melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena

terpaksa membela diri; atau
b. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas

jabatannya.
(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, jika hal
yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan
tidak diajukan.

Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti (gaZf) didasarkan
pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4:
SRRV REAERAE Hirg AT e A JET WA B epets
Crrsanlall ab et o g 131 B0l PARA AR
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang
menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki.
Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat sebagai contoh karena
tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya ketimbang
palsu terhadap laki-laki.*®
Unsur tindak pidana dalam jarimah qazf ini ada tiga, yaitu (1) menuduh zina
atau mengingkari nasab; (2) orang yang dituduh itu muhgan, dan bukan pezina; 3) ada

itikad jahat. Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran

0 Ihid., hlm. 68-69.
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tuduhannya.*' Tuduhan zina itu harus diucapkan dalam bahasa yang tegas (eksplisit),
seperti “Hai Pezina”, atau “Aku telah melihatmu berzina”.** Sementara itu, terhadap
tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud
qazf. Untuk menuduh zina tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, tapi
cukup dengan membenarkan tuduhan. Contohnya, A berkata kepada B, “Ibumu
pezina”, kemudian C berkata, “Itu benar”, maka A dan C sama-sama penuduh zina.
Namun demikian, dalam tuduhan disyaratkan sasarannya atau orang yang'dituduh itu
harus jelas. Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan)
dari orang yang terkena tuduhan zina.*> Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat
diperoleh baik melalui pengakuan terdakwa maupun alat bukti dua orang saksi.**
Petikan ayat demi ayat di atas yang terkait dengan tindak pidana pencemaran
dan pemfitnahan lebih rinci ketimbang norma-norma hukum pidana Islam yang hanya
membicarakan delik tuduhan terhadap wanita berbuat zina. Menurut peneliti qazf
bagian dari tindak pidana pencemaran dan bahkan bisa masuk pada tindak fitnah.
Konsekuensi hukumnya tergantung kadar kejahatannya, maka harus ada perincian

tegas dalam aturan hukum sebagaimana dalam pasal-pasal di atas.

D. Sanksi Delik Sarigah dalam Konteks Keindonesiaan

Delik pencurian, yakni mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-
sembunyi dengan syarat dan rukun tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran,
bahwa pencuri harus diberlakukan hukum potong tangan. Permasalahan hukuman
sebenarnya punya tujuan yang sama, yakni membuat jera dan pelajaran bagi orang

lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Jika Islam sudah mencakup tujuan

Y H. A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta: Rajawali
Press, 1996), hlm. 66.

42 Jbid,, hlm. 69.
+ H. A. Djazuli, Figh..., hlm. 66-67.
+ As-Sayid Sabiq, Figh..., 11: 372-74.
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tersebut kenapa harus dipalingkan dengan tuduhan kejam dan dehumanis. Lalu
perhatian kita terhadap orang yang menjadi korban pencurian tidak pernah ada. Orang
mengumpulkan harta sedikit demi sedikit, setelah terkumpul diambil dengan cara keji.
Sementara hukum kita hanya terbatas pada hukum penjara yang tidak pernah
membuat jera pada pelaku. Anehnya hukum di negeri kita lebih disenangi oleh para
penjahat dibanding hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka lebih senang
diproses hukum dari pada diadili masa. Hukum lemah, merosot dan ﬁdak berwibawa
Kondisi yang sangat memprihatinkan akhirnya memaksa hukum masayarakat lebih
keras dan sadis dari ketentuan al-Quran. Pencuri dibakar hidup-hidup, dibunuh
ramai-ramai. Kenapa ini dilakukan, Jawabnya mereka benci dengan kejahatan dan
tidak percaya kepada hukum. Oleh karenanya pesan moral dari dzat yang maha
Tinggi marilah kita wujudkan demi kemaslahatan, pencuri adalah bagian penyakit
dari masyarakat, kenapa kita tidak mau mengobati penyakit dengan obat yang paling
mujarab. Satu hal yang perlu diperhatikan ketentuan hukum Allah bukanlah letterlijk.
Artinya hukum potong tangan bagi pencuri bukanlah satu-satunya hukum, melainkan
adanya kebenaran untuk diijtihadi. Hukum penjara boleh, bahkan pencuri
dimaafkanpun sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena penerapan hukum
sangatr kasuistik, namun hukum potong tangan tetap ditegakan sebagai alternatif
terakhir.

Pada kasus pencurian yang ditegaskan dalam al-Qur’an dikenakan hukum
potong tangan. Ternyata hukum tersebut bukan harga mati dalam Islam. Umar ibn al-
Khattab pernah mengadakan penyimpangan asas legalitas dalam hukum potong
tangan yang terjadi pada musim paceklik (larang pangan).* Sikap Umar bukan
mengkhianati hukum Allah, melainkan semangat menangkap ruh syari’at Islam
dengan pemahaman yang kontekstual. Hal senada juga dilakukan oleh Rasulullah jauh

sebelum peristiwa tersebut, yakni ketika Rasulullah tidak menghukum apa-apa bagi

# 1bn al-Qayyim, I'lasm. .., 11 22; Subhi Mahmasani, Falafab. ... hlm. 167.
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pencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.*® Ini bukti bahwa hukum Islam tidak
tertutup bagi ijtihad.

Oleh karena ada bahan yang perlu direnungkan kita bersama, yakni perkataan

Nabi:
G 135 0 58 5 Ciy o agd (3 yo 131 1 538 ag il aSLA (e 3l lla Ll
Caadal 8y dane ity Ralald o) i) ag) andl dle ) galdl Ciuncall agd
F-

Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kami ialah karena

apabila ada kaum bangsawan mencuri dibiarkan mereka, tetapi sebaliknya jika

yang mencuri adalah kaum lemah, maka ditegakkan hukum yang seadil-adilnya,

saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri
niscaya akan kupotong tangannya.47

Prinsip keadilan dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah

semata-mata menjalankan keadilan lllahi. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu

hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang

kepada hukum Allah yaitu Al Qur’an. Sanksi yang tegas dan penegakannya sangat

didukung dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Ada beberapa faktor yang

selalu dipertimbangakan oleh seseorang sebelum melakukan tindak kejahatannya.

Carrol merumuskannya sebagai berikut:

SU= (P(S)XG) -(P(F)XL)

SU = Subjectivity Ulility, yaitu pertimbangan si pelaku tindak kejahatan,
apakah ia akan melaksanakan atau tidak tindak kejahatan yang ia rencanakan. Secara

garis besar keputusan yang ia buat hanya ada dua keputusan yaitu dilaksanakan atau

tidak.

16 Abu Yusuf, Ar~Rad. .., hlm. 50.
*" Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 1V:48.
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P(S) = Probability of success, yaitu pertimbangan pelaku tentang sejauh mana
perbuatan jahat yang direncanakan akan berhasil atau sukses.

G = Gain, yaitu pertimbangan besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh
jika kejahatan yang direncanakan itu berhasil atau sukses. Keuntungan ini bersifat
materi seperti harta benda dan barang-barang berharga lainnya dan pula berupa
keuntungan psikologis, seperti kepuasan jiwa yang diperoleh dari tindak kejahatan.

P (F) = Probability of failure, yaitu pertimbangén si pelaku tindak kejahatan
tentang besar kecilnya kemungkinan gagal, atau diketahui orang lain atau tertangkap
di dalam melaksanakan tindak kejahatan yangldirencanakan.

L = Loss, yaitu besar kecilnya kerugian apa bila si pelaku kejahatan tertangkap
di dalam melakukan kejahatannya. Kerugian dapat berupa lamanya hukuman yang
dijalani, kehilangan nyawa akibat hukuman mati, kerugian psikologis karena berpisah
dengan keluarga (istri, anak yang dicintai), kehilangan kemerdekaan dan lain-lain.*®

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan, faktor P(S) dan P(F)
sangat tergantung pada petugas keamanan dan penegak hukum, yakni, keaktifan,
kesungguhan hati dan sikap pro aktif masyarakat dalam mencegah tindak kejahatan.
Selain itu sistem tata kota juga sangat berpengaruh pada besar kecilnya tindak
kejahatan. Faktor L sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, semakin berat
hukuman dan semakin pasti hukuman, maka semakin kecil keberanian orang untuk
melakukan tindak kejahatan. Oleh karena yang dibutuhkan adalah tidak sekedar
ancaman tetapi bukti.

Interaksi antara pertimbangan sukses dan gagal, antara keuntungan yang

diperoleh dengan kerugian yang akan didapat sangat menentukan kemungkinan

*®Jamaludin  Ancok, *“Efektivitas Hukum Pidana Islam” Makalah tidak diterbitkan,
Yogyakarta: fak Hukum UlL, 1992), him. 5-6.
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timbulnya kejahatan. Semakin besar kemungkinan untuk gagal semakin kecil orang
untuk melakukan tindak kejahatan.*

Ancaman dalam hukum pidana lslam yang tegas dan dibarengi dengan
penegakan hukum yang nyata akan mengurangi dan dapat menekan angka
kriminalitas yang terjadi di mana hukum itu ditegakan. Berangkat dari pemahanan
norma-norma hukum pidana Islam, maka kriteria sanksi dalam Islam sangat layak
untuk dipertimbangkan. Namun perlu .dikaji ulang tentangpemahaman sanksi yang
harus diterapkan sebaimana bunyi teks.

Di muka telah disinggung, bahwa hukum potong tangan bisa diterapkan jika
telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun
materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta
anaknya, pembantu mencuri harta tuannya, pencurian di musim larang pangan
(paceklik). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan meminta tuannya untuk
mengganti harga barang yang dicuri dengan 2 kali lipat. Rasulullah tidak menghukum
tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan di tempat.

Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukum potong tangan harus secara

kontekstual, dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:

FanTy Dt Al o) adle G0 Q) U lal’y aaths 2 (e QB
Barang siapa bertaubat atas perbuatan zalimnya dan mau memperbaiki diri, maka
Allah menerima taubatnya dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha

penyayang.
Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada

para pencuri dengan cara bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses
selagi sudah sampai di tangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun
hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah professional.

Hasbi ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz as-sariq, menunjukkan ma rifah,

P 1bid. him. 7.
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artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjaannya memang berulang-
ulang mencuri.® Sementara pencuri yang telah mengembalikan barang sebelum
kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta’zir.

Selanjutnya Fazlurrahman mengatakan, dalam kasus pencurian perlu diterapkan
teori gradasi. Artinya, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong
tangan, melainkan hukum ta’zi”' Sementara llmuan Barat, Muhammad Syahrur,
memahami hukum potong tangaﬁ dalam al-Qur’an sébagai hukum yang tertinggi
dalam al-Qur‘an. Artinya kita boleh berijtihad mengurangi hukuman tersebut dan
tidak boleh melebihi ketentuan hukum yang ada di dalam al-Qur’an. Dengan
demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih rendah
tetapi tidak boleh diganti dengan hukuman yang lebih tinggi.>* Jika ternyata
kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan
adalah delik hirabah. Beliau secara tegas menyatakan dalam teori halah al-had al-a’la

(batas maksimal):

eJ-Sa- Dae Ay Al Ore YLK Gl Vo 5155 Uggaadd 1gadafld 48 )11y 3011
sl adll c—Lﬂ s ol gl ATl A saa 3 (38 sadlall)

“‘}E.E:‘u i ()Sma‘bﬂjjj\ékﬂwi)_'\s‘ Mﬂ]@o;"ﬁuib) :)j}.‘;::

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum potong tangan adalah hukuman yang
tertinggi dalam Islam.” Artinya seorang pencuri jika telah terbukti dengan terpenuhi
syarat-syarat dan telah sampai ke tangan hakim, maka hukuman yang diterapkan

berdasarkan al-Qur’an adalah hukum potong tangan. Hukum ini, menurut Syahrur

50 Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari‘at Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-
14.

5! Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1986),
hlm. 60.

52 Muhammad Syahrur, A/Kitab..., hlm. 455.
53 Jbid., hlm. 455.-456.
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adalah batas tertinggi dalam al-Qur’an. Artinya hakim boleh meniadakan hukum
potong tangan jika ada alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong
tangan.

Pengecualian hukum potong tangan (penyimpangan nas) dapat dibenarkan
selagi ada alasan-alasan yang menguatkan dan mengharuskan diberlakukannya hukum
selain potong tangan. Seperti pencurian karena ada alasan darurat sebagaimana yang
ditegaskan dalam ka.idah: >

<l s da N e 3l &y Sl
Kemadaratan dapat menghilangkan larangan-larangan.

Termasuk alasan yang mengharuskan untuk menghindari hukum potong tangan
adalah keadaan terpaksa dan dipaksa, sebagaimana dipraktekan oleh Umar ibn al-
Khattab:

deladlale 4 il o abill bi L)

Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri di saat musim kelaparan (paceklik).’®

Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, tanah gersang bumi berubah
menjadi abu, sehingga tahun ini terkenal dengan istilah tahun abu (‘am ar-ramada).
Peristiwa ini terjadi menjelang tahun ke delapan belas hijriyah. Umar juga tidak
memotong tangan seorang budak yang mencuri seekor unta, sebagai gantinya pemilik
budak Hatib bin Abi Balta’ah harus mengganti dua kali harga unta.”

BAB XXV
TINDAK PIDANA PENCURIAN
Pasal 594
Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya
milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara
melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori [V.

3 Asjmumi A. Rahman, Qaidalh-gaidaly Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 86.

55 Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwagiin..., 111: 22.

56 Ahamad Hasan, Pinty ljtihad Sebebim Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, (Bandung:
Pustaka, 1985), him. 109.



344

Pasal 596
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat | (satu) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:
a. ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau
sumber nafkah utama seseorang;
b. pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam,
kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api,
kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau

kesengsaraan perang;

c. pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak; atau

d. yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk
dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan
membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu,
perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Sanksi potong tangan dalam arti majazi (potong kemampuan) atau penjara
dalam konteks Indonesia, merupakan bentuk hukuman yang tidak bertentangan
dengan syari’at Islam.>” Hal ini didukung ol¢h fakta sejarah yang tidak selamanya
menghukum potong tangan bagi pencuri, juga adanya penafsiran gat’u al-yad yang
artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa terjadi hukum penjara dibenarkan
syara’ jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi si pelaku sekaligus mendidik
bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat.

Memang fikih seharusnya identik dengan masyarakat dan hukum. Karena Imu
pengetahuan tentang hukum selalu bekerja untuk masyarakat tertentu dan dalam
waktu tertentu. Demikian halnya figh seharusnya terikat pada tempat dan masa

tertentu sama halnya dengan ilmu hukum.*® Ketentuan hukum yang dalam figh harus

memperhatikan dan memperhitungkan politik, sosial dan budaya masyarakat. Tanpa

57 Sanksi penjara dibenarkan selagi itu hasil konsesus bangsa Indonesia, 48 &, 5 Y48 H 7/ taiy L
Sesuatu yang tidak bisa diambil semua jangan ditinggalkan semuanya.

**Masalah ini berhadapan dengan konsep pemikiran figh selama hasil ini, yakni figh hasil
ijtihad para fugaha masa lampau yang menganggapnya sebagai hasil yang tidak dapat dirubah lagi atau
ditinjau kembali. Padahal ilmu tigh havus terikat oleh waktu dan tempat sama hainya dengan ilmu
hukum. Karena itu tugas kajian figh sekarang harus merombak paradigma tersebut terlebih dahulu.
Karena tanpa perombakan cara fikir yang demikian kita tidak mungkin memperkembangkan figh itu
sendiri dan akhirnya bertahan figh dan masyarakat, figh dan hukum dan merupakan dua entitas yang
tidak berpautan. Baca Rifyal Ka'bah, Hukum [siam di Indonesia Perspekiif Muhammadiyah dan NU,
(Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), him. Xiii-xiv. -
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memperhatikan hal-hal itu, apalagi bertentangan dengannya, aturan-aturan itu hanya
sekedar slogan atan basa basi.® Kasus hukum potong tangan bagi pencuri dan
didasarkan Al-Quran surat al-Maidah ayat 38. Di Indonesia bahkan sulit diterapkan
karena masyarakat tidak mengakui hukum itu dalam dataran empirik. Bahkan dunia
pesantren yang selalu menyuarakan penerapan hukum Islam paling lantang, dia lebih
senang memakai istialah ta’zir ketimbang hudud. Artinya adanya kebebasan dalam
menentukan sanksi ketimbang memakai hukum Al-Quran. Kalau pesantren dalam
komunitas kecil saja berjalan tanpa ada hambatan, apalagi negara yang mengatur
sendi-sendi kehidupan yang kompleks, maka sangat dibenarkan berijtihad secara

jama'i untuk menentukan sanksi bagi tindak pidana pencurian.

E. Sanksi Delik Hirabah dalam Konteks Keindonesiaan

Delik hirabah, termasuk dalam tindak pidana ini adalah perampokan,
perompakan, pembajakan, sabotase tempat umum, terorisme, pemerkosaan. Tindak
pidana ini sudah selayaknya dipertimbangkan hukuman yang tegas. Sebagaimana
dijelaskan dalam al-Quran: “balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan
membuat kerusakan di muka bumi adalah hukum bunuh, salib, potong tangan dan
kaki secara bersilang dan diasingkan dari bumi...” (al-Maidah:33). Hukum ini ada

hikmah yang besar:

Perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, karena perampok biasanya
sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan
sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak
pidana yang lebih besar dari pada pencurian dan pembunuhan. Perampokan
lebih jahat dari pada pencurian karena di samping merampas harta kekayaan
dan rizki orang lain yang didapatkan dengan susah payah juga dilakukan
dengan kekuatan untuk melukai bahkan membunuh pemilik harta. Dengan
demikian perampok pada dasarnya kufur terhadap nikmat Allah, karena dia
diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan kesehatan, tetapi kemudian

$9Satria Effendi, "Metodologi Hukum Islam” dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 126; Rifyal Ka'bah, Hukum Islam...him. Xv.
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tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya. Karena bahaya

perampokan tersebut syari’ kemudian memberi hukuman yang berat dan

bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang
dilakukannya.*

Kebijakan hukum yang perlu diambil adalah melegitimasi norma-norma
hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dengan memasukan ke dalam
KUHP mendatang, yakni dengan redaksi yang substansinya memuat kata-kata:

a. Barang siapa melakukan tindak kejahatan pengambilan harta orang lain disertai
dengan pembunuhan atau pemerkosaan dihukum dengan hukuman mati dan
disalib.

b. Barang Siap yang merampok harta orang, merompak, membajak dihukum
dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang.

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam
Ahmad berbeda-beda sesunai dengan perbuatannya. Mereka berargumentasi pada surat
al-Maidah ayat 33 di atas dengan memfungsikan huruf atgf aw litanwi artinya
perincian.’' Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia
tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil
harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan
kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.®* Menurut
Imam Malik, sanksi hirabah ini diserahkan kepada Imam untuk memilih saiah satu
hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Bagi pelaku
yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut pendapat Imam
Syafi’i, Imam Ahmad, dan Imam Zaidiyyah adalah dihukum mati lalu disalib.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ulil Amri dapat memilih apakah dipotong

%Ibid Him. 312-314.
61 As-Sayid Sabiq, Figh..., I1: 400.
62 Ihid hlm. 401.
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tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja
tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik
berpendapat bahwa aw dalam ayat di atas berfungsi sebagai takhyir (pilihan). Maka
Imam dapat memilih alternatif di antara empat hukuman yang ditentukan dalam al-
Qur'an yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang atau
hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang
ditentukan dalam ayat di atas.®

Ketentuan sanksi bagi muharib, juga didasarkan pada dialog antara Nabi dengan
Malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang
melakukan Airabah. Jibril menjawab, “Barang siapa yang mengambil harta dan
mengacau jalanan, maka potong tangan sebab ia mencuri dan potong kakinya sebab ia
mengacau, barang siapa membunuh bunuhlah dan barang siapa membunuh dan
mengacau perjalanan saliblah.®* Dan barang siapa yang membuat kekacauan tanpa
mengambil harta dan membunuh, maka buanglah atau penjarakanlah."

Hikmah hukuman had bagi perampok mutlak untuk ditegakkan, sebab
perampokan merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perampok biasanya sudah
mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus
dalam satu waktu. Dengan demikian perampokan merupakan tindak pidaﬁa yang lebih
besar dari pada pencurian dan pembunuban. Perampokan lebih jahat dari pada
pencurian karena di samping merampas harta kekayaan dan rizki orang lain yang
didapatkan dengan susah payah juga dilakukan dengan kekuatan untuk melukai
bahkan membunuh pemilik harta. Dengan demikian perampok pada dasarnya kufur

terhadap nikmat Allah, karena dia diberi kenikmatan yang besar, yaitu kekuatan dan

6 Ibid,, hlm. 402.
o Thid,
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kesehatan, tetapi kemudian tidak disyukuri bahkan digunakan tidak pada tempatnya.
Karena bahaya perampokan tersebut, syari’ memberi hukuman yang berat dan
bertingkat-tingkat kepada perampok sesuai bentuk perampokan yang dilakukannya.®
Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu
sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan
pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka syarat ulama klasik
mengenai ketentuan jarimah hirabah perlu revisi, terutama syarat yang berkaitan
dengan tempat dan sasaran. Hirabah bukan hanya téljadi di tempat yang jauh dari
keramaian. Sebab ada indikasi ketika dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian
tidak mungkin si korban mendapatkan pertolongan.. Hal ini didasarkan pada firman
Allah surat al-Maidah ayat 33 di atas:
Ay A s g cadll B )
Maksud ayat di atas, yang diperangi bukan Allah dan Rasul-Nya, tetapi orang-orang
yang menjadi kekasih Allah, yakni orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat
perbuatan seseorang, seperti pengeboman di hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.5
Dalam sejarah, sanksi hirabah tidak selamanya diterapkan secara letrerlijk,
sebagaimana bunyi teks. Pengeculian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika
dipahami ayat selanjutnya surat al-Maidah ayat 34:
s e T 1 L8 e VG 20 )
Kecuali orang yang taubat sebelum ditentukan hukumnya bagi mereka.

Ayat di atas menurut Ibn Kasir menjelaskan diterimanya taubat seseorang dari

hukuman sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya

65 Al-Jurjawi, Himab at-Tasyri..., 312-314.
¢ Fatwa MUI tentang Terorisme, tidak diterbitkan, him. 5.
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sampai di pengadilan.®’ Seperti peristiwa pembebasan Al al-Asadi pada pemerintahan
Bani Umayah. Ja membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertobat
setelah mendengar ayat illa lazina tabu min qablu antaqdiru alaihim. la masuk masjid
untuk shalat subuh dan mendekati Abu Hurairah. Ketika itu Marwan bin al-Hakam
(wali kota Madinah) datang di masjid dan berkata, “Orang ini telah datang kepadaku
dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan
menghukumnya”.68

Ketentuan jarinah hirabah dalam Islam dapat dikatakan jelas dari segi sanksi
yang ditentukan dalam Al-Quran, yakni hukum mati, salib, potong tangan dan kaki
secara bersilang serta di asingkan. Sedang ketentuan tindak pidananya tidak jelas,
seperti bentuknya, kriteria pelakunya, bahkan siapa yang menjadi korban. Kita
perhatikan ayat:

] 1l S (a1 3 iy A 301 s Gl 3155 U
G 8 5758 gl U (a1 om U T 98 (om 2l s el 18
ke Lo 50 aY i aels

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya, membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau

disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang

dari negeri (kediamannya). Yang demikian itu sebagai balasan bagi mereka di

dunia dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

Ayat di atas jelas Zanni dari segala dalalah (makna yang dikehendaki oleh
teks), maka kejahatan dalam ayat tersebut multi tafsir.”® Kejahatan yang masuk
kategori hirabah, sekarang bisa terjadi di tempat keramaian seperti di bank dan toko
swalayan yang dengan senjata otomatis penjahat leluasa melakukan aksinya dan orang

lain takut memberikan pertolongan. Sasaran tidak hanya terbatas harta dan nyawa,

tetapi gangguan keamanan, seperti sabotase, terorisme, penipuan, korupsi, pemutusan

67 Ibn Kasir, Tafvir al-Qur an al-Asgm (Mesit: Dar al-Bab al-Halabij, t.t), II: 52.
68 Tbid.
97 ainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 69-72.
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aliran listrik, pengrusakan jalan, saluran air minum, pengeboman, pemerkosaan dan
bentuk-bentuk kejahatan lain yang pada akhirnya memakan korban, baik jiwa, harta
maupun kehormatan.

Ketentuan hukum ini yang oleh az-Zarqa qada’i(yuridis). Maka untuk
menetapkan kriteria kejahatan ini mutlak melalui kebijakan negara. Tanpa kebijakan
itu sulit implementasinya. RUU KUHP telah mangakomodir berbagai kebijakan yang
terkait dengan tindaka pidana yang berkaitan dengan jarimah hirabah. Bab XXV,
XVI XXVII dan XXVIII Tindak Pidana Pencurian, pemerasan, pengancaman,
penggelapan, dan perbuatan Curang

Bab XXIX: Tindak Pidana terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan

Usaha.
Bab XXX: Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang

Bab XXXTI: Tindak Pidana Jabatan.

Bab XXXII: Tindak Pidana Korupsi
Bab dan pasal-pasal dalam RUU KUHP 2008 telah memerinci
sedemikian rupa bentuk-bentuk kejahatan yang berangkat dari ketentuan surat al-
Maidah ayat 33. Hal ini membuktikan adanya ijtihad yang sungguh-sungguh oleh
umat Islam Indonesia pada khususnya dan bangsa Indonesia dalam memproduk
hukum pidana berdasarkan nilai-nilai Islam. Ijtihad di atas dilakukan semata-mata
untuk alasan kemaslahatan ammah. Dengan dalih kemaslahatan, sebuah hukum dapat
diubah ? Tetapi perubahan ini tentu tidak semudah tﬁembalik telapak tangan, sebab
dalam syari'at Islam dikenal standar-standar yang mutlak harus dipenuhi untuk
merubah status sebuah hukum. Polemik itu berkerhbang di sekitar permasalahan
mengenai, apakah maslahat itu merupakan salah satu sumber hukum atau tidak ? Jika
maslahat itu sebagai sumber hukum, apakah ihtijaj bi almaslahah berada di atas,
sejajar atau di bawah nash?. Pertanyaan kedua ini mengandung satu konsekwensi

logis, yang apabila hujah maslahat berada di atas nash, maka setiap hukum bisa
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ditetapkan hanya dengan pertimbangan maslahat tanpa harus memperhatikan nash
sama sekali. Akan tetapi, apabila hujah maslahat berada di bawah nash maka maslahat
tidak bisa dipakai untuk menetapkan suatu hukum, kecuali kalau maslahat itu sesuai
dan tidak bertentangan dengan nash. Lalu seandainya hujjah maslahah sejajar dengan
nash, manakah yang akan didahulukan pada saat terjadi kontradiksi antar keduanya?.
Selain itu, apa yang dimaksud dengan maslahat yang bisa dijadikan sumber hukum
dan apa saja ciri-cirinya?.Polemik ini mencapai puncaknya ketika salah seorang
ulama pada pertengahan abad VII berpendapat bahwa apabila terjadi pertentangan
maslahat dengén nash ataupun ijma, maka kita harus mendahulukan maslahah.”
Selagi penetapan maslahah tidak didasari keinginan individu atau hawa nafsu.
Sebagaimana tujuan dari penetapan syari’ah disamping mengekang hawa nafsi juga

™ Maka ijtihad dalam rangka menafsirkan dan

merealisir kemasalahatan hamba.
menjelaskan serta mentafsilkan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Undang-undang

merupakan nilai ibadah.”

®Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Figh, alih bahasaNur Iskandar al-Barsany, Jakarta PT.
Rajawali Press, 2002, him. 126-130. Yudian Wahyudi, Ushul Figh Vesus Hermeneutika: Membaca
Islam dari Kanada dan Amerika, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006), him.48. ;Wael B. Hallag, 4
History of Islamic Legal Theories (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), Alih bahasa Abdul
Haris Bin Wahid, Sejarah Teori Hukum Islam, Jakarta: PT Rajawali Press, 2001. him. 165-167.

"'Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, Islamabad: International of Oislamic
Thought and Islamic research Institut, 1994, him. 235.

?Pendapat ini telah merangsang munculnya ijtihad-ijtihad spektakuler yang tidak lagi
memperdulikan nash. Ia tidak lagi dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad tetapi hanya berfungsi sebagai
penjustifikasi maslahat. Orang-orang yang mendukung pendapat ini mengemukakan suatu kaidah ushul
figh di mana ada maslahah, di situlah syariat Allah berada. Kaidah ini memberikan suatu pengertian
bahwa dasar pijakan ijtihad adalah maslahat, tanpa memperdulikan apakah maslahat itu sesuai dengan
nash atau tidak. Dalam sebuah diskursus ilmiah di Aljazair, seorang peserta mengemukakan satu
pendapat yang cukup menarik. Ia mengatakan bahwa shalat Jum'at bagi umat Islam Amerika bisa
dilakukan pada hari Ahad demi tercapainya kemaslahatan (kebaikan bersama), karena jika shalat Jum'at
tetap dilaksanakan pada hari Jum'at, maka hanya sebagian kecil saja umat Islam Amerika yang bisa
melaksa-nakannya. Ini disebabkan karena hari Jum'at adalah hari kerja bagi setiap warga Amerika
(termasuk umat Islam). Seandainya shalat Jum'at dilaksanakan pada hari Ahad, maka sudah barang
tentu sebagian besar umat Islam Amerika berkesempatan untuk melaksanakannya; Fahmi Huwaedi,
Tazyiif al- Wa'yi, Kairo: Dar al- Syurugq, cet II, 1992 hal 79
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E. Sanksi Delik AI-Bughat dan Syurb al-Khamr sebagai Ta'zir

Delik pembrontakan termasuk gerakan sparatis yang ada dalam suatu wilayah.
Masalah ini sangat erat kaitanya dengan kejahatan politik, oleh karena itu perlu
adanya aturan khusus. Ketentuan itu harus memuat sanksi bahwa pembrontak hukum
wajib untuk diperangi serta menjadi kewajiban warga negara untuk ikut memerangi
pembrontak. Perlunya kejahatan ini perlu diperinéi karena besar pengaruhnya
terhadap kestabilan suatﬁ tatanan negara atauibangsa. Sebagaiman dijelaskan dalam
pemikiran hukum Islam bahwa para pemberontak merupakan kelompok jahat karena
berupaya melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka meresahkan masyarakat,
merusak keamanan dan ketentraman negara, dan menimbulkan fitnah di tengah-
tengah masyarakat. Islam memerintahkan pemerintah yang sah untuk mengajak dan
berunding supaya mereka kembali bergabung dengan mayoritas orang Islam atau
mayoritas warga negara. Apabila tidak bersedia bergabung, maka pemerintah harus

memerangi mereka sampai mereka sadar dan bergabung dengan pemerintahan.
) y“;\@mﬁg&:‘,ﬂ\ \jﬁ@gﬁy‘écuﬂ.\;\ Caay U

Apabila ada perintah dari pemerintah untuk ikut memerangi kaum pemberontak, maka
setiap muslim yang mampu wajib melaksanakan perintah tersebut, karena taat pada
pemerintah pada hal-hal yang bukan maksiat hukumnya adalah wajib.”

. Contohnya gerakan separatis di Aceh. Hadis Nabi menyebutkan

0, =~

4.::)1:\:\ :)’;‘ ;L: ulﬁ aua.\‘a:t.kﬂs‘\.\lﬂ a:):c:{j bi\&lao%ﬁ \:n\;n‘ c:\_i ua_,
75 Al G 14 nald

Barangsiapa setia kepada imam, maka taatilah sedapat mungkin, jika orang lain
datang dengan mempersengketakan kekuasaan (imam) maka penggallah leher orang
tersebut.

" Al-Hujurat (49): 9.
™Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri...hlm. 317-319.
®HR. Mushm dari Urfa’iah Ibn Syuraih, hadis no. 3431.
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Delik yang terkait dengan minum-minuman keras, termasuk di dalamnya
adalah narkoba. Pemerintah harus berani menerapkan sanksi yang berupa hukuman
badan berupa hukum cambuk bagi pelaku. Islam sangat memelihara kesehatan badan,
jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan khamer dan
menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat
sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena khamer dan hal-hal yang memabukkan
merupakan racun yang mematikan. Dengan demikiaﬁ Islam mengharamkan khamer
ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan dan menghindari penggunaan harta
untuk membeli hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Undang-
undanh harus tegas, barang siapa yang mabuk harus dihukum cambuk paling banyak
delapan puluh kali dan sekurang-kurangnya empat puluh kali.

Adapun delik yang terkait dengan persoalan Narkoba diserahkan kepada
penguasa dan masuk dalam klasifikasi jarimah ta’zir. Artinya tidak ikatan sanksi,

maka dalam hal ini dibenarkan dengan hukuman mati atau penjara.

&~ Transformasi tentang Sanksi Delik Riddah

Persoalan konversi agama, yang jelas dilegalkan dalam al-Qur'an, la ikraha fi
ad-din (tidak ada paksaan dalam agama), dan hadis Nabi yang mengatakan man
badala dinahﬁ faqtuluhu (siapa menukar agama bunuhlah ia), ini jelas suatu yang
sangat apriori dalam pemikiran, karena sesungguhnya yang dibunuh bukan karena
riddah-nya tetapi sifat desersi (pengkhianatan negara yang dibarengi dengan

murtad).”®

76 Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Abli Sunah wal Jamaah, (Jakarta: Bulan Bintang,
1968), him. 384.
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Tindak pidana konversi agama (viddah)”’, penulis menganggap ini persoalan
hak asasi manusia. Dengan demikian jika seseorang berpindah agama tidak ada sanksi
baginya. Perso?ﬂan Islam yang menyatakan siapa yang mengganti agama hendaklah
dibunuh, ini disebabkan tidak dibedakan ridah yang termasuk delik dan riddah yang
bukan. Islam menghukum pelaku riddah dengan hukuman mati disebabkan adanya
unsure disersi.’® Bisa terjadi untuk hukum di Indbnesia, perbuatan riddah dianggap

“tindak pidana, jika- berbarengan dengan delik yang lain, seperti menjelek-jelekan
agama orang lain, atau membuat retaknya kerukunan umat beragama. Mengingat di
Indonesia adalah negara multi agama. Tindakan ini dianggap sebagai riddah yang
dikenakan hukuman.

1. Ijtihad dalam Implementasi Hukum Islam tentang Riddah

Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh dari para ahli hukum Islam
secara maksimal untuk mencapai sesuatu. Berdasarkan ketentuan dalam ilmu
figh, ijtihad terbatas pada hukum yang bersifat Zanni (samar). Hal ini
disebabkan jjtihad itu sendiri baru dilaksanakan jika tidak ada ketentuan dalam
nash Al Qur’an maupun Hadits. Sementara itu, hukum Islam tentang riddah
menurut sebagian besar ahli hukum Islam didasarkan atas beberapa nash Al
Qur’an dan Hadits.

Adaﬁim mengenai hadits yang paling jelas menyatakan jenis sanksi
bagi tindakan riddah adalah yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa

Rasulullah bersabda : ”Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”

"'Riddah yang secara harfiyyah berasal dari radda yang berarti mengembalikan (arja’uhu)
atau memalingkan (sharafahu) adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran
dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan; As-
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunah, (Beirut,: Dir al Fikr, Vol. II, 1983, hal 381.

Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran ahli Sunah wal Jamaah, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1968), him. 384.
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Muhammad Ali menyatakan cakupan hadits ini sangat luas, meliputi seluruh
perpindahan dari suatu agama ke agama lain, tidak hanya keluar dari Islam.
Oleh karena itu, hadits ini tidak dapat dipakai sebagai dasar pembenaran pidana
riddah’”.

Al-Qur’an memang bermaksud memberikan hukuman pidana bagi
pelaku riddah, tapi sifatnya ukhrawi dan beberapa hadits yang digunakan
sebégai dasar dipidananya riddah adalah sahih. Ijtihdd merupakan alternatif
untuk menjawab persoalan riddah di Indonesia int. Jjtihdd juga diperbolehkan
dalam bidang yang telah ada nash Al Qur’an dan haditsnya. Sebagai contoh
Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang kemudian menjadi khalifah kedua,
pernah melakukan ijtihad dalam beberapa masalah hukum, walaupun nas Al
Qur’an dan Hadits telah menyebutkan secara jelas, di antaranya mengenai
tanah rampasan perang, dera bagi minuman keras, dan hukuman bagi pencuri®.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ijtihad merupakan salah
satu metode yang dapat digunakan guna menjawa.b implementasi hukum Islam
tentang riddah dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hal ini
dilakukan agar kerukunan antarumat beragama di Indonesia tetap terjamin dan
ditinjau dari segi hukum Islam juga dibenarkan. Metode ijtihad ini merupakan
metode yang' dibenarkan dalam menghadapi situasi atau kondisi yang

mengharuskan ada pemikiran baru. Sebagaimana diakui dalam hukum Islam,

tark al mafsadah muqoddamun ‘ala jalb al mashalih (mencegah kerusakan

"Sisters in Islam, Do Not Legislate on Faith, 29 September 2000, http://www.Resources

@Sisters in Islam.htm. :
80Atho’ Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi,

(Yogyakarta: Titian llahi Press, 1998), hal. 46-53.
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lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan)®' merupakan prinsip hukum

yang fundamental bagi penerapan hukum Islam.

Setelah mencermati lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam hukum
Islam tentang. riddah, maka keberadaan hukum Islam tentang riddah tidak
mungkin dimasukkan sebagai tindak pidana dalam pembaharuan hukum pidana
Indonesia sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofi dan sosiokultural bangsa
Indonesia, riddah tidak perlu dimasukkan sebagai salah satu tindak pidana

dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap
manusia di dunia dalam rangka mencari Tuhannya. Kebebasan beragama ini memiliki
empat aspek, yaitu (a) kebebasan nurani (freedom of conscience), (b) kebebasan
mengekspresikan keyakinan agama (freedom of religious expression), (c) kebebasan
melakukan perkumpulan keagamaan (freedom of religious association), dan (d)
Kebebasan melembagakan keyakinan keagamaan (freedom of religious institution)®2.
Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama yakni kebebasan nurani (freedom of
conscience), merupakan hak yang paling asli ;ian absolut serta meliputi kebebasan
untuk memilih dan tidak memilih agama tertentu. Menurut konsep kebebasan di
atas, maka kebenaran pribadi harus dianggap sebagai nilai yang yang paling luhur
(supreme value). la menghendaki komitmen serta pertanggungjawaban pribadi yang
mendalam. quitmen serta pertanggungjawaban pribadi ini harus berada di atas
komitmen terh.adap agen-agen otoritatif lainnya seperti negara, pemerintah, dan

masyarakat.

81 Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-qa'idah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 26.

8Abu Hafsin, "Kebebasan Beragama dan Hak-hak Politik Minoritas (Analisis Keagamaan
terhadap Kebijakan Presiden Gus Dur)", makalah dalam Seminar Gus Dur, Seorang Muslim dan
Demokrat di Universitas Wahid Hasyim Semarang 31 Agustus 2000, hal. 5.
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Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung suvatu upaya untuk
melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana.yang sesuai dengan nilai-nilai
sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang
melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di
Indoneéia”. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia tersebut keinginan dan

usaha untuk melakukan penggalian hukum agama sudah banyak dilakukan.

2. Riddah dalam Perspektif Negara Hukum Indoﬁesia.

Menganalisis hukum Islam tentang riddah berdasarkan hukum positif
Indonesia tidak dapat mengabaikan awal sejarah berdirinya negara ini. Pada
saat itu para pendiri bangsa (founding fathers) menetapkan bentuk negara,
dasar negara, dan komponen negara lainnya. Walaupun dilihat dari pemeluknya
muslim Indonesia merupakan negara yang paling besar jumlah muslimnya,
para pendiri -bangsa menetapkan bahwa negara Indonesia bukanlah negara
Islam, tetapi negara yang berdasarkan ideologi Pancasila.

Adanya ketentuan dalam hukum Islam tentang riddah yang berimplikasi
adanya agama (Islam) yang lebih tinggi daripada agama-agama lain bagi
Indonesia sangatlah tidak mungkin. Hal ini bertalian erat dengan sejarah
bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada
tabhun 1945 bukan merupakan hasil perjuangan dari satu kaum agama saja,
tetapi merupgkan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia®.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia

dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan secara jelas bahwa segala warga negara

#Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,(Bandung: Citra Aditya

Bakti, , 1996), hal. 325.
8 Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan Demokrasi, (Jakarat: Erlangga, 1999, hal. 132
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berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam
pandangan hukum, warga negara Indonesia yang satu dengan yang lain adalah
sejajar, tanpa membedakan suku, agama, atau kelompoknya (equality before
the law). Hal ini menjadi jaminan bagi negara Indonesia, terutama di bidang
hukum, tidak akan bersikap diskriminatif terhadap warga negaranya. Ini juga
mengandung érti bahwa tidak ada warga negara kelas kedua dalam negara
Indonesia.

Menganalisis ketentuan hukum Islam tentang riddah dengan tolok ukur
pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas, semakin mudah dapat dikatakan
bahwa ketentuan yang ada dalam riddah itu tidak sesuai dengan jiwa Pasal 27
(1) UUD 1945. Ketentuan mengenai riddah berimplikasi adanya
ketidaksamaan warga negara di mata hukum berdasarkan agama. Agama Islam
dianggap sebagai agama yang tertinggi di hadapan hukum negara sehingga jika
orang keluar darinya akan dikenai sanksi pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan dalam Pasal 29 bahwa
negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti negara
Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan diri pada satu agama
tertentu, melainkan negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengakui
eksistensi agama-agama yang dianut warga negaranya®. Bahkan, dalam ayat

kedua dari pasal tersebut disebutkan negara menjamin kebebasan setiap

8Dalam perkembangan pembabasan amandemen UUD 1945, Pasal 29 ini merupakan
pasal yang banyak diperdebatkan. Muncul berbagai macam alternatif ayat (1), yaitu (1) Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemelukaya, (3) Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing
pemeluknya dan (4) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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penduduk untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya itu.

Dengan hanya memperhatikan konstitusi negara Indonesia sudah dapat
dinyatakan bahwa ketentuan yang ada dalam hukum Islam tentang riddah tidak
sejalan dengan hukum dasar tersebut. Oleh karena itu, tak satu pun pasal-pasal
yang mengatur tentang delik agama dalam hukum pidana positif Indonesia
(KUHP) yang mengatur adanya larangan untuk pindah agama (riddah). Riddah
bukan persoalan yang urgen untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana
nasional (KUHP) yang sekarang berlaku. Undang-undang Nomor 1/Pnps/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sebagai salah
satu usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya di bidang delik
agama, hanya menambah pasal baru (156a) tentang larangan melakukan
penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia serta
larangan melakukan perbuatan agar orang lain tidak menganut agama apa pun
(ateis).

3. Riddah dalam Perspektif Deklarasi Internasional

Sejak tahun 1948 Pers‘erikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui
kebebasan agama dengan mencantumkannya dalam Pasal 18 Urited Nations
Declaration of Human Rights yang dikeluarkan. pada tanggal 10 Desember
1948 oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi internasional mengeni hak-hak asasi
manusia sedunia itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan
pikiran, hati ﬁufani, dan agama; dalam hak ini termasuk kebebasan berganti

agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau
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kepercayaannya dengan cara sendiri maupun bersama-sama, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun
yang tersendiri.
Pada tahun 1966 dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 200A
(XXI) 16 Desember 1966 kembali menyetuji Konvenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik. Konvenan ini merupakan penjabaran lebih lanjut
dari Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia (Declaration of
Human Rights) yang telah dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa pada
tahun 1948.
Dalam Pasal 18 disebutkan secara khusus mengenai kebebasan
berpikir, hati nurani, dan agama. Selengkapnya, Pasal 18 tersebut menyatakan :
1.  Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir,'hati nurani, dan agama. Hak
ini meliputi kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau
kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk, baik sendirian
maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di hadapan umum
maupun di tempat pribadi, mewujudkan agama kepercayaannya dengan
pemujaan, penataan peribadatan, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

2. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu
kebebasannya untuk menganut atau me.meluk suatu agama atau
kepercayaan pilihannya sendiri.

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang hanya dapat

dikenal pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-
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undang dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau
kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

Memperhatikan persoalan riddah dalam hukum Islam yang dapat
memberikan pidana bagi pelaku yang berpindah agama (Islam) dengan
menghubungkannya dengan aturan-aturan internasional ini, tampaknya
bertentangan. Bahkan dalam Universal Declaration of Human Rights
disebutkan secara jelas bahwa “kebebasan beragama meliputi juga kebebasan
berganti agama atau kepercayaan”.

Di samping itu, dihubungkan dengan kedua deklarasi selanjutnya,
pemidanaan terhadap pelaku riddah tidak selaras dengan pernyataan dalam
ayat (2), yang menyebutkan “tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran
pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama
atau kepercayaan pilihannya”. Hal ini dapat dikatakan bahwa dipidananya
pelaku riddah jelas akan mengurangi kebebasan seseorang untuk menganut
suatu agama.

Dengaﬁ adanya perbedaan pemahaman ini, maka pada saat pembahasan
Universal Declaration of Human Rights di Perserikatan Bangsa-Bangsa,
khususnya yang mengarah pada Pasal 18 mengenai kebebasan agama
menimbulkan diskusi yang hangat di antara negara peserta. Perbedaan
pandangan justru muncul di antara negara-negara Islam, khususnya antara Arab

Saudi yang menuntut Pasal 18 dihapuskan dan Pakistan yang menganggap
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Pasal 18 tetap diperlukan. Perbedaan pandangan ini disebabkan adanya latar
belakang sosio kultural dan politik yang berbeda dari kedua negara itu®.
Memperhatikan wacana yang berkembang di dunia internasional
mengenai kebebasan beragama di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa
riddah yang diancém pidana dalam perspektif hukum Islam tidak sejalan
dengan isi deklarasi internasional. Oleh kar_ena itu; tidak mungkin memasukkan
hukum Islam tentang riddah dalam pembaharuan hukum pidana nasional, jika
tidak ingin mendapatkan kecaman dari dunia internasional.
4. Riddah dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
a. Delik terhadap Agama dalam Konsep KUHP
Sejak Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 dan dikuatkan dengan
laporan Penelitian Pengaruh Agama terhadap Hukum Pidana Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) tahun 1973, digagas adanya pasal-pasal
dalam hukum pidana nasional yang memberikan perlindungan terhadap agama.
Akhirnya dalam Konsep KUHP (Bab VII) yang mengatur tentang tindak
pidana terhadap agama dan kehidupan beragama mengatur beberapa delik :
a. penghinéan terhadap agama (Pasal 290);
b. merintangi dan sebagainya ibadah atau upacara/pertemuan keagamaan
(Pasal 291 ayat (1));
c. membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah (Pasal 291 ayat (2));

d. mengejek orang yang sedang beribadah atau petugas agama (Pasal 292);

8 Ann Elizabeth Mayer, Isfam and Human Rights : Tradition ang Politics,
(london: Pinter Publisers, 1991), hal. 163.
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e. merusak, membakar, menodai bangunan, benda untuk beribadah (Pasal
293);

f.  menghasut untuk meniadakan keyakinan/kepercayaan terhadap agama
(Pasal 294);

g. menghina ke-Agungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Pasal 295);

h. mengejek, menodai atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci,
ajaran atau ibadah keagamaan (Pasal 296); dan

i.  menyiarkan atau mempertunjukkan tindak pidana dalam Pasal 290 atau
Pasal 296 di atas (Pasal 297).

Berdas;érkan keterangan di atas, semakin jelaslah bahwa pindah dari
suatu agama ke agama yang lain, khususnya pindah dari agama Islam ke agama
lain bukanlah termasuk delik menurut Konsep KUHP. Hal ini tidak terlepas
dari tinjauan tujuan hukum pidana itu sendiri. Secara umum dan sederhana
dapat disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah terciptanya keteraturan
dalam masyarakat. Dimasukkannya delik baru yang justru akan menimbﬁlkan
kedamaian dan keteraturan masyarakat adalah jelas-jelas tidak sesuai dengan
tujuan hukum pidana.

Mohamed S. El Awa, seorang guru besar hﬁk’um Islam di Universty of
Riyadh mengedepankan aspek tujuan hukum pidana ini dalam mendiskusikan
masalah riddah ini. Menurutnya, tinjauan dari aspek tujuan hukum pidana ini
banyak dilupakan oleh beberapa ahli hukum Islam, baik yang menganggap
riddah sebagai tindak pidana maupun yang tidak. Bagi pihak yang

" memasukkan riddah sebagai tindak pidana, aspek tujuan tidak mungkin
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dianalisis karena pidana hudiid tidak luas dibicarakan. Mereka menangkap
aturan itu sebagai nas yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Demikian pula yang
menolak rz‘ddéh sebagai tindak pidana. Mereka terlalu menkonsentrasikan pada
bukti kebenaran pandangannya. Akhirnya Mohamed S. El Awa, menyimpulkan
bahwa riddah tidak termasuk hudiid, melainkan dihukum dengan ta’zir yang
berat ringannya ditentukan oleh penguasa. Namun hukuman ¢a’zir ini diberikan
hanya jika riddah menyebabkan kerusakan dalam masyarakat. Hal ini berarti,
jika perbuatan riddah tidak menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, maka

tidak perlu ada hukuman apapun®’.

Namun demikian, ada pasal yang berkaitan dengan masalah pindah
agama ini yaitu Pasal 294. Selengkapnya, bunyi Pasal 294 tersebut adalah :

“Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apa pun
dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
atau denda paling banyak Kategori IV.”

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pindah agama

dalam Pasal 294 ini, yaitu :

1. Pasal 294 Konsep KUHP tersebut menyebutkan adanya larangan
menghasut untuk meniadakan kepercayaan. atau keyakinan terhadap
agama. Kata “agama” yang dipakai dalam Pasal 294 menggunakan kata
umum yang berarti meliputi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Hal
ini berbeda dengan hukum Islam tentang riddah yang hanya memberikan
hak istimewa kepada agama Islam.

2. Dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa yang dilarang adalah “menghasut
dalam bentuk apapun” (garis miring dari penulis). Bentuk apapun
mempunyai makna yang luas, sehingga dapat dipermasalahkan apakah
penyiaran kepada orang lain yang sudah beragama, untuk pindah agama
lain dapat dikategorikan ke dalam ketentuan pasal ini. Istilah menghasut
dalam bentuk apapun merupakan istilah yang sangat luas, termasuk di
dalamnya penyiaran yang dimaksudkan agar orang lain pindah dari

87 Mohamed S. El Awa, Punishment in Islamic Law : A Comparative Study,
American Trust Publications, Indianapolis, 1982, hal. 55.
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agamanya. Oleh karena itu, apabila memang penyiaran itu dimaksudkan
agar orang lain pindah dari agamanya, maka hal tersebut dapat
dikategorikan ke dalam Pasal 294. Hanya saja, dalam Pasal 294
disebutkan adanya syarat penghasutan itu dilakukan di muka umum yang
tidak mudah diterapkan dalam kasus riddah di atas.

3. Selain itu, hal yang membedakan Pasal 294 Konsep dengan aturan riddah
dalam hukum Islam adalah pelaku tindak pidana penghasutannya, bukan
pelaku yang tidak yakin atau tidak percaya lagi pada agamanya. Menurut
hukum pidana Islam, orang yang berbuat riddah-lah yang dikenakan
pidana.

Akan tetapi jika dilihat penjelasan, maksud Pasal 294 ini adalah
adanya larangan untuk menghasut orang agar dia tidak beragama.
Selengkapnya penjelasan Pasal 294 tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar
pemeluk agama yang dianut di Indonesia menjadi tidak beragama.”

Berdasarkan paparan mengenai tindak pidana terhadap agama dan
kehidupan beragama dalam Konsep KUHP di atas, hukum Islam tentang
riddah tidak dimasukkan ke dalam Konsep KUHP sebagai salah satu tindak
pidana yang dapat dikenakan pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan
politik kriminal Indonesia, yang melihat permasélahan riddah dari perspektif

sosio kultural Indonesia dan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

H.. Sanksi Kisas Diyat dalam Konteks Keindonesiaan

Delik kisas diyat. Pada dataran ini  kebijakan RUU tentang KUHP
sesungguhnya dapat dinilai sebagai cermin kurangnya perhatian hukum pidana
Indonesia mendatang terhadap korban kejahatan khususnya yang bersifat langsung
dan individual. Hal ini karena konsep RUU hanya memposisikan kedua jenis pidana

tersebut dalam kedudukan yang implementasinya cenderung bersifat sangat fakultatif.
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Artinya dijatuhkan tidaknya kedua pidana tersebut adalah tergantung penuh kepada
perlu tidaknya menurut pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai pemilik
hak/kewenangan dari putusan pemidanaan. Bukan menurut pertimbangan korban
kejahatan, betapapun ia sangat menginginkannya.

Sedangékan menurut Islam, kedua jenis pidana yang dikenal dengan pidana
kisas dan pidana diyat di atas, dikonsepkan sebagai pidana pokok yang penjatuhannya
diserahkan sepenuhnya kepada korban atau keluarga korban sebagai pemilik hak.
Berdasarkan ini maka terlihat dengan jelas bahwa konsep hukum pidana Islam dapat
dikatakan memiliki komitmen kuat dalam masalah perlunya perhatian hukum
terhadap korban kejahatan sebagai pihak yang memang langsung, nyata dan pertama
kali yang merasakan akibat suatu kejahatan.

Adapun penerapan sanksi qisas diyat dalam Islam didasarkan pada ayat:

u_-ws,uguu}g}tuw\guammv&ugf\}m KRRURVIRY
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Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu gisas dalam
pembunuhan, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita
dengan wanita, barang siapa dimaafkan ats gisas oleh saudaranya, maka
hendaklah ia mengikuti kebaikan dengan cara membayar diyat dengan cara
yang baik, demikian itu keringan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang
melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum
gishas adalah melngsungkan kehidupan bagi orang yang berakal.®®

Di dalam ayat tersebut terkandung nilai-nilai humanisme sebagai berikut:

88 Al-Bagarah (2): 178-79.
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1. Hukum qisas diyat merupakan bentuk koreksi hukuman pada masa jahiliyah yang
diskriminan terhadap persoalan hukum. Artinya kabilah yang kuat di antara sekian
kabilah yang ada di jazirah Arab akan berpeluang dalam mendoniasi keputusan
hukum. Suku yang lemah akan selalu tertindas oleh suku yang kuat dan ketika
diterapkan _hukum qisas tidak adanya keseimbangan hukum antara pembuat
kesalahan dan hukuman yang harus diterima. Ada kisah yang dikutip oleh Abd
Qadir Awdah sebagai berikut: Salah seorang kabilah Gani membunuh Syas bin
Zuhair, maka datanglah Zuhair ayah Syas untuk meminta balasan terhadap suku
Gani. Mereka bertanya: “apa maksud dan kehendakmu atas kematian anakmu
Syas”. Ia menjawab: “ saya akan menuntut tiga-hal atas kematian anakku”. 1)
hidupkan kembali anaku syas, 2) isi surbanku dengan bintang-bintang yang kau
ambil dari langit dan. 3) serahkan semua suku Gani dan akan saya bunuh sebagai
balasan atas kematian anku Syas.® Tuntutan ini akan semakin rawan jika yang
menjadi kéfban adalah suku terhormat atau kepala suku. Di sisi lain orang-orang

_ Arab di kala itu mempunyai tradisi balas dendam, bahkan terhadap peritiwa yang
telah silam.”® Kalau ada keluarga yang terbunuh, maka yang dibalas adalah
keluarga lain yang tidak ikut berdosa disamping pembunuh itu sendiri. Islam
datang dengan legitimasi hukum qisas dengan prinsip penegakan nilai-nilai
keadilén dan persamaan .di muka hukum tanpa rﬁemandang kabilah dan
sehormatan.

2. Menegakkan nilia-nilai keadilan bagi tegaknya supremasi hukum, baik pada saat

merivisi hukum jahiliyah maupun kebutuhan hukum untuk sepanjang zaman.

8 Abd. Qadir Awdah, at-Tasyri al-Jinai al-Islami...I: 271. A Hanafi, 4sas...him. 87-89.
%Abd Rahman A. Doi, Tindak Pidana dalam Islam, alih bahasa wadi Masturi, (Jakarta:

Metro Putra, 1992), him. 24.
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3. Perlindungan bagi si korban atau walinya secara langsung. Misalnya ada kasus

pembunuhan semi sengaja atau karena salah.’!

Oleh karena itu, jika hukum pidana Indonesia ke depan benar-benar
dikehendaki sebagai sosok hukum yang victim oriented (memperhatikan secara
proporsional terhadap korban kejahatan), maka konsep Islalm di atas patut
dipertimbangkan sebagai bahan untuk diakomodasikan dalam penyusunan RUU
KUHP. Hal ini mengingat prespektif victimologis dewasa ini memang sudah menjadi
kecenderungan internasional yang ~ikut “mewarnai” konsep-konsep hukum pidana
modern, sehingga pembaharuan KUHP pun idealnya juga harus beradaptasi dengan
kecenderungan internsional tersebut. Karena sekali lagi, alasan adaptif merupakan

salah satu back ground diadakannya pembaharuan KUHP Indonesia.

Kemudian konsep Islam berikutnya tentang pidana yang patut
diimplementasikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang berkait dengan
pandangan mengenai masalah falsafah dan tujuan pemidanaan. Konsep ini memiliki
keterkaitan erat dengan pemikiran tentang pedoman pemidanaan sebagai imbas /
penjabaran gagasan.

Dalam masalah di atas, pandangan RUU tampaknya terlalu berorientasi
kepada konsep pemidanaan yang memberi perhatian terhadap pelaku kejahatan.
Akibat perhatian yang seharusnya diberikan terhadap korban kejahatan khususnya
yang berdifat individual, justru menjadi kurang. Hak ini antara lain dapat dilihat pada
lima point tentang konsep tujuan pemidanaan, di mana apabila diperhatikan tiga
diantaranya merupakan rumusan-rumusan yang sangat “protektif” dan berkesan
“memanjakan’; 'terhadap tepidana sebagai pelaku kejahatan. Misalnya ketentuan yang

berbunyi bahwa pidana harus dapat memasyarakatkan kembali si terpidana hingga

2 Ibid,
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menjadi orang yang baik dan berguna, pidana harus bisa membebaskan rasa
bersalahnya dan pidana tidak boleh menderiatakan dirinya.’® Begitu pula kebijakan
mengenai pedoman pemidanaan baik yang bersifat umum maupun pedoman untuk
penerapan tiap-tiap jenis sanksi pidana berserta konsep-konsep pasal tentang
individualisasi pidana.® Semuanya itu secara sempurna sangat mengesankan
bangunan hukum pidana Indonesia mendatang yang offender oriented (terlalu
memperhatikan  terpidana  sebagai pelaku kejahatan beserta kepentingan-
kepentingannya. Sementara perhatian terhadap korban kejahatan, walaupun ada tetapi
terkesan tidak maksimal.

Hal di atas berbeda sekali dengan ajaran Islam yang menghendaki suatu
pemidanaan yang dapat memancarkan efek utilitas.secara seimbang baik terhadap
pelaku kejahatan, korban kejahatan (individual) maupun masyarakat luas. Ajaran
yang dimaksud adalah sebagaimana tercermin dalam konsep tentang fungsi
pemidanaan baik yang bersifat zawaajir maupun yang jawaabir.*”

Dalam hubungannya dengan permasalahan di atas, maka kebijakan
pembangunan 'hukum pidana di masa datang kiranya perlu diformat dengan cara
menyeimbangkan antara konsep yang offender oriented dengan yang victim oriented.
Untuk itu maka pemikiran Islam seperti tampak pada konsep mengenai stelsel pidana
dan tujuan pemidanaan di atas, relevan sekali dikontribusikan dalam penyempurnaan
penyusunan RUU KUHP mendatang. Caranya, antara lain ialah dengan menempatkan

jenis-jenis pidana yang victim oriented seperti pidana mati dan pidana ganti rugi

3® Pasal 50 ayat (!) dan ayat (2) RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000 tentang Tujuan
Pemidanaan.

39 pasal 51-53 tentang Pedoman Pemidanaan secara umum. Perhatikan pula ketentuan Pasal
64-93 tentan% Pedoman Penerapan untuk tiap-tiap jenis sanksi pidana.

“) K eferangan leih mendalam tentang falsafah dan tujuan pemidanaan Islam di atas antara
lain dapat dilihat dalam tulisan Ibrahiem Hussein , Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam
: Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan, Artikel sumbangan dalam buku Wacana Baru Figih
Sosial, yang diterbitkan dalam rangka memperingati 70 tahun KH. Ali Yafie, Bandung: Mizan, 1997,

Him. 100.
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menjadi sanksi yang berkedudukan sebagai pidana pokok dengan prinsip hak
penjatuhannya diserahkan penjatuhannya kepada korban kejahatan, tetapi legitimasi
dan eksekusinya tetap di bawah kewenangan institusi formal negara. Selain itu, perlu
pula dikaji ulang untuk menyusun kembali konsep tentang tujuan pemidanaan yang
lebih berorientasi pada pemberian perhatian baik kepada korban maupun pelaku
kejahatan secara seimbang dan proporsional.”?> Yakni hukuman harus mampu
membuat jera pelaku sserta memberi pelajaran bagi mésyarakat luas untuk tidak
berbuat kriminal.

Kisas diyat dalam Islamtidak memerinci tegas, kapan seseorang dikatakan
melakukan tindak pidana pembunuhan. Jika terbukti, apakah masuk dalam kriteria
pembunuhan sengaja, semi sengaja atau karena kelafaan. Demikian halnya tentang
masalah penganiayaan, apakah termasuk katgeori penganiayaan sengaja atau karena
alfa, berat atau ringan. Al-Quran hanya menjelaskan pelaku pembunuhan dapat
dikisas, membayar ganti rugi, bahkan dapat dimaafkan.

RUU KUHP 2008 sudah berupaya memerinci tentang tindak pidana yang
terkait dengan delik pembunuhan dan pelukaan yang dalam Islam dihukum kisas atau
diyat bahkan dapat dimaafkan.

BAB XXII
TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA
Bagian Kesatu
Pembunuhan
Pasal 572
(1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun.. '
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (!)dilakukan terhadap
ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan

1/3 (satu per tiga).

(3) Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana

yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari

*2Abd Kholig, “Reformasi Hukum Pidana Nsional..him”, 34
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pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan
barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 573
Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau
dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 574

(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah
dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun. .

(2) Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.

BAB XXIII
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Pasal 582

(1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau dipidana
denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori IV,

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka
berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(4) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Memang dalam RUU KUHP tidak ada diktum yang berbunyi bahwa pelaku
pembunuhan dapat dikenakan hukum kisas, akan tetapi di Indonesia mengenal akan
adanya hukuman mati sebagai alternatif terakhir. Prinsip ini termasuk kolaborasi
dengan doktrin maqagid asy-syariah. Sebagaimana dijelaskan Shatibi, doktrin

Magqagid Al Syariah menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu, yaitu
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mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.” Teologi Islam menerima
pengertian umuﬁ dan lahir dari mashlahah ini, tetapi mereka saling berbeda pendapat
jika mashlahah dipahami dalam kerangka kausalitas.”* Namun demikian, ushul figh
menuntut suatu cara berpikir dan metode penalaran yang berbeda dari metode kalam.
Pemikiran hukum mengharuskan bahwa kehendak bagi tindakan-tindakan sukarela
manusia harus dihubungkan dengan manusia itu sendiri jika ia secara hukum harus
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Karena ketaatan kepada perintah-
perintah Tuhan tergantung pada kehendak manusia, maka perintah itu harus
diperlihatkan dimotivasi oleh perkembangan kepentingan-kepentingan manusia.
Sebagai konsekwensinya, premis mashlahah harus diterima dalam wushul figh dalam
kerangka sebab, motif dan tujuan. termasuk dalam perumusan jarimah kisas diyat

dalam konteks perundang-undangan di Indonesia.

1. Kontribusi Personil Responsibility dalam Masalah Tindak Pidana Kisas Diyat
Kisas ialah perbuatan yang diancam dengan hukum kisas atau semisal dengan
perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.”® Adapun yang dimaksud dengan diyar
ialah hukuman ganti rugi dengan cara membayar sejumlah harta benda yang diberikan
terpidana kepada si korban atau walinya berdasarkan keputusan hakim” Baik
hukuman qisa.s' maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya,
tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan

walinya), berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah SWT.semata.

Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terjemahan oleh
Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225

*Ibid. hal 226

%5 Al-Jurjani at-Ta rifat, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 173.

% As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunah. (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 1I: 107.
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Dalam hukuman gisas diyat’’, karena menjadi karena menjadi hak perorangan,

maka penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum qisas biasa berubah
menjadi diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka
hukuman menjadi hapus.

Ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara

lain disebutkan dalam surat Al-Baqgarah ayat 178-179:
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Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu gisas dalam pembunuhan,
merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan wanita dengan wanita, barang
siapa dimaafkan atas gisas oleh saudaranya, maka hendaklah ia mengikuti kebaikan
dengan cara membayar diyat dengan cara yang baik, yang demikian itu keringanan
dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa
Allah amat pedih. Bagimu ada hukum gisas untuk kelangsungan hidup bagi orang
yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Hikmah adanya hukuman gisas diyat, sebagaimana dijelaskan oleh al-
Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia_di dunia, karena itu Islam
menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada
dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling
membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman

bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan gisas (hukuman mati) atau dengan

%7 Yang termasuk dalam kategori jarinah kisas diyat ada beberapa jenis,yaitu (a) membunuh sengaja
(al-qati al-amd), (b) membunuh semi sengaja (al-gatl sibh al-amd), (c) membunuh keliru (al-qatl al-
khata’), (d) penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), (€) penganiayaan salah (al-jarh al-khata’)’’. Kisas
diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang
diancam dengan hukuman serupa=semisal. atau hukum ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si
korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal
sebagai tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Dalam hukum pidana Islam, yang termasuk dalam
jarimah kisas diyat ini adalah (1) pembunuhan dengan sengaja; (2) pembunuhan semi sengaja; (3)
menyebabkan matinya orang karena kealpaan atau kesalahan; (4) penganiayaan dengan sengaja; dan
(5) menyebabkan orang luka karena kealpaan atau kesalahan. Abd Qadir Awdah, At-Tasyri" al-Jina'i,
.1 149-153.
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diyat (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah adanya gisas dengan
hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah
masyarakat, sebagaimana firma Allah =8L o«éill (jiwa dibalas dengan jiwa).
Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain.
Dengan adanya gisas juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang
yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan gisas niscaya dendam tersebut
akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar
keluarga.”® |

Sementara hikmah diyat (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan
dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai
kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan
dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa
berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima
denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk
kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.99 Inilah

makna firman Allah:

LA AT Y M08 i paliadll 3 28T
Bagimu ada hukum gisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal
supaya menjadi orang yang bertaqwa.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat

kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka

98 Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyr’..., hlm. 346.
99 1bid.
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kehilangan orang yang mencari nafkah bagi kéluarga, dan kedua, hatinyél
sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Karena itu Islam
menetapkan adanya diyat (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga
dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka.

Adanya diyat ini juga dimaksudkan agar pelaku pembunuhan sadar atas
kelalaiannya tersebut dan akan lebih berhati-hati. Dalam konteks masyarakat
Arab ketika itu, bentuk denda itu berupa unta atau memerdekakan budak,
kemudian yang membayar, tidak hanya pembunuh tetapi juga keluarganya.
Unta dalam masyarakat Arab memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga
denda berupa unta akan dapat meringankan beban ekonomi keluarga terbunuh,
sementara tradisi perbudakan di masyarakat Aréb dan masyarakat lainnya di
dunia saat itu- masih sangat kuat dan Islam datang untuk menghilangkan tradisi
perbudakan manusia tersebut. Kemudian kewajiban denda tersebut tidak hanya
pada pembunuh tetapi juga pada keluarganya, karena ikatan suku dan
kekeluargaan masyarakat Arab sangat kuat. Apabila anggota suku atau
keluarganya ada yang terbunuh, maka anggota keluarganya tidak hanya merasa
dendam terhadap pembunuhnya tetapi juga keluarga yang membunﬁh tersebut.
Karena itu supaya tidak ada balas dendam terhadap pembunuh maupun anggota
keluarganya, maka kewajiban denda itu dibayarkan oleh pembunuh dan
keluarganya. Di samping itu, kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja, maka
untuk meringankan pembunuh keluarganya juga harus membantu. Berbeda
dengan pembunuhan sengaja, di mana denda hanya menjadi tanggungan

pembunuh sebagai balasan bagi kejahatannya
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Di dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 yang menjadi dasar pemberian
sanksi dalam hukum pidana Islam terkandung nilai-nilai humanisme sebagai
berikut:

1. Hukum gisas diyat merupakan bentuk koreksi terhadap hukuman pada masa
jahiliyah Yéng diskriminatif. Artinya kabilah yang kuat di antara sekian
kabilah yang ada di jazirah Arab akan berpeluang dalam mendominasi
keputusan hukum. Suku yang lemah akan selalu tertindas oleh suku yang
kuat dan ketika diterapkan hukum gisas tidak ada keadilan hukum antara
kesalahan dengan hukuman yang harus diterima. Ada kisah yang dikutip
oleh Abd al-Qadir Awdah. Salah seorang kabilah Gani membunuh Syas bin
Zuhair. Datanglah Zuhair, ayah Syas, untuk meminta balasan terhadap suku
Gani. Merpka bertanya, “Apa maksud dan kehendakmu atas kematian
anakmu Syés?” Ia menjawab, “Saya akan menuntut tiga hal atas kematian
anakku, 1) hidupkan kembali anakku Syas, 2) isi surbanku dengan bintang-
bintang yang kau ambil dari langit dan 3) serahkan suku Gani dan akan saya °
bunuh sebagai balasan atas kematian anakku Syas.”'oo Tuntutan ini akan
semakin rawan jika yang menjadi korban adalah suku terhormat atau kepala
suku. Di sisi lain orang-orang Arab di kala itu mempunyai tradisi balas

101

dendam, bahkan terhadap peristiwa yang telah silam. Kalau ada keluarga

yang terbunuh, maka yang dibalas adalah keluarga lain yang tidak ikut

berdosa disamping pembunuh itu sendiri. Islam datang melegitimasi hukum

100 Abd al-Qadir Awdah, Az-Tasyrd'..., I 271. A. Hanafi, Asas..., hlm. 87-89.
101 Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Islam, alih bahasa Wadi Masturi, (Jakarta:

Metro Putra, 1992), him. 24.
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gisas dengan prinsip penegakan nilai-nilai keadilan dan persamaan di muka
hukum tanpa memandang kabilah dan kehormatan.

2. Menegakkan nilai-nilai keadilan demi tegaknya supremasi hukum, baik pada
saat merevisi hukum jahiliyah maupun kebutuhan hukum untuk sepanjang
zaman.

3. Perlindungan bagi si korban atau walinya secara langsung. Misalnya
ada kasus pembunuhan semi sengaja atau kareﬁa salah, maka wali si korban
sangat menentukan hukuman apa yang harus diterapkan.

Hukum Islam ketika berbicara tentang delik kisas, kesan ngeri, seram dan
menakutkan. Apakah setiap pembunuh pasti' dibunuh sebagaimana ia
membunuh? Jawabnya ya, jika Islam dipahami secara tekstual. Ini berarti ia
(hukum Islam) sama saja dengan konsepsi primitif.”)2 Tentang hal ini Joseph
Schacht mengatakan:

Hukum pidana Islam merupakan perpaduan dua unsur secara

berdampingan tanpa menjadikan satu kesatuan ilmu yang universal.

Unsur utama adalah ide-ide Arab kuno, seperti konsepsi balas dendam,

klasifikasi kejahatan serta penerapan hukuman ala primitif, sehingga

terasa sebagai sebuah dogma yang menakutkan, kejam dan kolot. Unsur

pertama dimodifikasi dengan ajaran-ajaran Qur’ani. Sedang unsur yang
kedua adalah murni dari al-Qur an.'®

Hukum Islam ketika menerapakan hukum kisas, dan balas dendam
bukanlah pertimbangan semata, melainkan menjustifikasi aturan konkrit
tentang nilai-nilai keadilan. Dengan kata lain tidak boleh memberikan hukuman

melebihi kesalahan seseorang. Spiritualitas hukum kisas diyat sangat

102 David De Santilana, Law and Society, London: Oxford University Press, 1952), him. 303;
Anwar Hatjono, Hukam Islam. . .., hlm. 151.

103 Joseph Scahacht, “The Law” dalam Unsty and Variety in Muslim Civilization, (Chicago:
Chicago University Press, 1955), hlm. 67.
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memperhatikan aspek korban kejahatan, dan yang terpenting tidak memanjakan
pelaku kejahatan.

Konsep gisas dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 harus dipahami
sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Oleh karenanya kita
harus menafsirkan bahwa hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah
mengenai gisas bersifat umum. Sementara ketentuan hukum yang terkandung
dalam surat an-Nisa ayat 92 mengenai pembunuhan karena kesalahan
merupakan pengeculian dari pembunuhan sengaja sebagaimana dalam surat al-
Bagarah ayat 178. Dengan demikian, ayat tersebut kandungan hukumnya masih
mutlak belum muqgayad, dan belum bersifat mubayyan, yakni pembunuhan
sengaja.'® |

Muhammad Syahrur dalam teorinya batas maksimal (halah al-had al-
a’la) mengatakan "hukum gisas dalam al-Qur'an merupakan hukum yang
tertinggi, sehingga hakim dalam kasus tertentu dapat menentukan hukum yang
lebih rendah atas persetujuan si korban atau walinya".'® Hukum diyat (ganti
rugi), tazir berupa penjara atau bahkan pembebasan (maaf) merupakan hal
yang sangat mungkin diterapkan dalam masalah pembunuhan. Kuncinya,
sanksi diterapkan secara kondisional. Apa jgnis pembunuhannya, siapa
pelakunya, kenapa terjadi pembunuhan, hal ini menjadi pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan keputusan. Dalam kisah dzu nis’ah (orang terikat)

diceritakan:

104 Haliman, Hukam Pidana ...., hlm. 201.
105 Muhammad Syahrur, A/Kitab.. ., hlm. 458.
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Pada masa Nabi ada seorang laki-laki terbunuh Hal ini d11aporkan kepada
Nabi. Beliau menyerahkan pembunuh kepada wali si terbunuh. Pembunuh
berkata, "Wahai Rasulullah, Demi Allah saya tidak sengaja membunuhnya."
Nabi bersabda kepada wali si terbunuh, "Ingat, seandainya perkataan orang ini
benar kemudian kamu membunuhnya, engkau pasti masuk neraka." Akhirnya
wali si terbunuh melepaskan orang tersebut yang pada saat itu terikat dengan
tali kulit. Sambil menarik talinya ia keluar. Abu Hurairah berkata, "Orang itu
sejak peristiwa tersebut dijuluki dzu an-nis'ah (orang yang terikat)."

Kisah di atas dapat dipahami, bahwa hukum g¢isas bukanlah hukum
mutlak sebagaimana bunyi nas, melainkan sebagai sebuah hukum yang dapat
menjamin kebutuhan masyarakat akan keadilan. Memang hukum gisas (mati)
bila ditinjau dari segi historis, sosiologis dan psikologis, sesungguhnya sah
diterapkan di dunia modern ini, hanya aplikasinya tidak harus dilihat dari segi
dan bentuk semata. Namun bagaimana substansi hukum gisas dapat menjadi
rumusan hukum yang mampu menyerap semangat keadilan, sehingga dapat

diterima oleh semua golongan yang ada dalam masyarakat.'”’

Pertangéungjawaban pidana (al-imas 'uliyah fi tasyri’i al-jina’i) dalam Islam di
artikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatannya melawan hukum.
Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakan karena adanya tiga hal: 1) adanya
perbutan yang dilarang, 2) dikerjakan atas kemauan sendiri, dan 3) pembuatnya
mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan.]08 |

Dengan adanya syarat tersebut maka kita dapat mengetahui, bahwa yang dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa

106 1. R. Abii Dawiid, nomor hadis 3900, dan H. R. At-Tirmidzi, Kitab ad-Diyat, nomor
hadis 1327 o
107 Jimly ash-Shiddieqy, Pembabarnan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa,

1985), hlm. 195.
198A . Hanafi, 4sas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), him. 154.
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dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidaklah pantas seseorang

dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini ditegaskan oleh hadis Nabi:
Al 198 S Lag gl s sladd) a0 2

Allah mengangkat umatku (tidak menghukum) karena salah, lupa dan terpaksa.'®”

Ada dua konsep penting yang patut digaris bawahi dalam konteks pembahasan
mengenai pertanggung jawaban pidana ini, yaitu : (1) konsep tentang dasar bagi
seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana, dan (2) konsep tentang asas
penyimpangan terhadap ajaran universal dari pertanggungjawaban pidana.

Pada prinsipnya, untuk pemikiran yang berkait dengan dasar-dasar
pertanggung jawaban pidana, sesungguhnya terdapat persamaan-persamaan
konseptualisasi antara ajaran Islam dengan RUU KUHP mendatang. Sebab kedua-
duannya mensyaratkan bahwa pertanggung jawaban pidana itu harus atas dasar telah
dilakukannya tindak pidana oleh seseorang. Jadi tidak cukup sekedar karena niat
melakukan tindak pidana. Kemudian orang tersebut pada saat melakukan tindak
pidana, haruslah berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab (yaitu bisa
membedakan yang benar dan yang salah), serta menyadari betul tindakannya (baik
kesadaran itu berbentuk sengaja maupun alpa). Terakhir, pada diri atau tindakan
orang tersebut pun harus tidak ada hal-hal yang merupakan alasan pembenar. ataupun
pemaaf. Misalnya berbuat tindak pidana karena situasi yang memaksa, untuk

pembelaan, karena error dan lain sebagainya.’”

l°9Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 249.

3% pembahasan tentang konsep Islam mengenai dasar-dasar pertanggung jawaban pidana di
atas antara lain bisa dilihat dalam Adul Qadir ‘Audah, As-Tasyrie’ Al-Jina’ie Al-Islamie,Daar Al-
Kutuub, Beirut, 1968, Jilid I, Him. 392. Lihat juga Topo Santoso, “Menggagas Hukum Pidana Islam:
Penerapan Syari’at Islam Dalam Konteks Modernitas”, Asy-Syaamil, Bandung, 2000, Hlm. 170.
Sedangkan konsep mengenai hal yang sama dalam RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000, di
antaranya dapat dilihat pada ketentuan pasal 33-43
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Namun -disamping sejumlah persamaan di atas, sebenarnya terdapat pula
perbedaan antara konsep Islam dengan RUU KUHP yang. patut dikemukakan di sini.
Pertama, ialah konsep yang berkait dengan status niat seseorang untuk melakukan
tindak pidana dan implikasi hukumnya. Dalam masalah ini, RUU mendatang terkesan
memperlihatkan konsep yang ambivalen. Sebab di satu sisi, seseorang yang baru
berniat saja untuk melakukan tindak pidana, dipandang tidak atau belum
menimbulkan konsekuensi hukum (c.q pemidanaan). Hal ini misalnya tercermin
dalam konsep RUU mengenai delik percobaan.’’’ Sementara itu pada sisi yang lain,
RUU mengkongepkan pula bahwa sekalipun seseorang baru berada dalam tahap niat
untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tela dapat dikenai ancaman pidana
tertentu (seperti delik, makar, pemberontakan dan sebagainya).’”? Hakekat
pemufakatan jahat, betapapun seriusnya sifat jahat yang dimufakati, sesungguhnya
tetaplah hanya sebuah permufakatan yang tiada lain adalah sebuah niat yang terjadi

secara kolektif antara dua orang atau lebih.

Ambivelansi konsep di atas, dalam Islam sama sekali tidak dikenal. Sebab
secara konsisten Islam tidak mengajarkan bahwa niat melakukan tindak pidana
tidaklah mempunyai implikasi hukum (pemidanaan) apapun. Bahkan berdasarkan
hadits nabi, oféng yang terlanjur berniat melakukan tindak pidana kemudian mau
mengurungkan niatnya tersebut, maka ia tidak saja terbebas dari implikasi pidana
namun juga diberi reward berupa satu pahala kebaikan di mata Allah SWT.*® Secara
filosofis, konsep Islam seperti ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya
motivasi pada setiap orang agar secara internal memiliki kekuatan psikis dan moral

untuk mencegah dirinya sendiri dari melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali

31 pasal 17 ayat (1) RUU KUHP Rancangan Tahun 2008.
32) pasal 21 RUU KUHP Rancangan Tahun 2008.

3% Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 92..
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jika dibandingkan dengan konsep RUU KUHP khusunya dalam kasus pemufakatan
jahat di atas. Kérena jika orang yang terlibat suatu mufakat untuk melakukan tindak
pidana (yang berarti baru menetapkan niat secara kolektif) si pelakunya sudah dapat
dikenai pidana, maka konsep yang demikian ini sebenarnya justru potensial akan
mendorong orang untuk sekalian saja merealisasikan niat jahatnya tersebut. Istilah
modernnya adalah karena ia telah terlanjur “basah” sehingga daripada dipidana tetapi
belum berbuat apa-apa, maka sekalian saja ia wujudkan tindak pidana yang telah
diniatinya tadi. Sebab dengan demikian ia akan merasa wajar dipidana (yang
hakekatnya dipahami sebagai balasan) atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Disamping itu, apabila dilihat dari teori tentang justifikasi pemidanaan, konsep
RUU yang mempidana perbuatan berupa permufakatan jahat di atas sebenarnya dapat
dinilai sebagai pemikiran yang kontroversial. Sebab suatu niat saja tidaklah bisa
menimbulkan dampak apapun yang dapat merugikan kepentingan siapapun. Padahal
perbuatan menyerang atau merugikan kepentingan tertentu itulah yang menjadi salah
satu landasan pokok keabsahan pemidanaan.

Oleh karena itu, dalam penyempurnaan RUU KUHP mendatang diusulkan
agar kebijakan mengenai status hukum dari niat melakukan kejahatan dapat bersifat
lebih konsisten (tidak ambivalen) yakni tidak mempidana pemilik niat jahat.

Sebagaimana dijelaskan oleh nabi:

RE

Sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku atas perbuatn yang masih

disembunyikan, sebelum diamalkan atau diucapkan.

Disamping itu diusulkan pula agar konsep Islam tentang pemberian reward
terhadap orang yang mengurungkan niat kejahatannya itu diakomodasikan sebagai

suatu ketentuan. Tujuannya ialah agar dapat memperkuat kebijakan prevention of
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crime yang diharapkan tumbuh dalam diri setiap orang sehingga ketaatan terhadap
hukum dapat terwujud secara optimal.

Selanjutnya perbedaan yang kedua ialah konsep yang berkait dengan
pemikiran mengenai orang-orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab
atas tindakannya. Dalam masalah ini, RUU KUHP mendatang menegaskan bahwa
hanya ada tiga kelompok orang yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas
tindakannya, yaitu orang yang terganggu jiwanya, orang yang berpenyakit jiwa dan
orang yang mengalami retardasi mental.>® Sedangkan menurut konsep Islam, selain
tiga kelompok di atas (yang kesemuanya disebut dengan istilah al-junun / gila), orang
yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab saat berbuat adalah juga
termasuk anak kecil dan orang yang sedang tidur. Jadi dalam pandangan Islam, tiga
kelompok orang yang diidentifikasikan sebagai tidak mampu bertanggung jawab
menurut RUU di atas, sesungguhnya dapat dikualifikasikan sebagai satu kelompok
saja yaitu yang disebut dengan istilah (majnun)“orang gila”. Hal ini karena kondisi
gila seseorang itu ada yang bersifat muthabbig (terus menerus) dan ada pula yang
bersifat (ma’tuh) mungathi (temporer). Lebih dari itu, esensi gila menurut Islam
adalah zawaalul ‘aqli awikhtlaahi au dla’iefihi (hilangnya atau rusaknya atau
lemahnya akal seseorang). Jadi orang yang sedang mengalami gangguan jiwa atau

retardasi mentalpun hakekatnya adalah gila.>* Sebagaimana disebutkan dalam hadis:
agle 1 ga Siud Loy lonall g pladll ial (e ad

Allah mengangkat umatku karena salah, lupa dan dipaksa.
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa penilaian terhadap ketidak mampuan

bertanggung jawab atas diri seorang anak kecil dan orang yang sedang tidur saat

34 Lihat Pasal 34 RUU KUHP Rancangan Tahun 1999/2000.

3% Abdul Qodir ‘Audah, at-Tasyri..., I: 585.
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melakukan tindak pidana, tidak tercakup konseptualisasi hukumnya dalam RUU
KUHP mendatang. Bahkan dalam perkembangan terakhir, RUU malah menegaskan
tetap dapat dipidananya seorang anak kecil yang malakukan tindak pidana dengan
kriteria atau syarét tertentu (seperti berusia antara 12 sampai 18 tahun) serta
kemungkinan diperbolehkannya mengenakan tindakén-tindakan di luar pemidanaan
terhadap anak tersebut (lihat pasal 106-123). Sementara itu penilaian hukum sebagai
tidak mampu bertanggung jawab atas orang yang sedang tidur yang berbuat tindak
pidana, RUU KUHP hanya mengkonsepkannya secara implisit termasuk ke dalam
kategori orang yang mengalami gangguan j.iwa. Konsep demikian sesungguhnya
dapat melahirkan ketidakpastian hukum. Sebab dalam kenyataan, orang tidur yang
berbuat tindak pidana tidaklah selalu karena ia mengalami gangguan jiwa.''° Begitu
juga anak yamg;r 'ditetapkan sebagai dapat dipidana/dikenai tindakan dalam usia tertentu
tersebut, dalam kenyataan tidaklah dapat digeneralisir untuk semua kasus anak bisa
masuk di dalamnya.

Berdasarkan komparasi konsep di atas, maka dalam rangka pembangunan
hukum yang lebih dapat mempertegas urgensi k¢pastian hukum, ajaran Islam
mengenai status hukum dua kelompok orang tersebut (yaitu anak kecil dan orang
yang sedang tidur sebagai orang-orang yang secara eksplisit normatif dinilai tidak
memiliki kemampuan bertanggung jawab), hendakﬁya dapat diakomodasikan dalam
penyempurnaan penyusunan RUU KUHP mendatang. Terlebih lagi mengingat hal itu
sesungguhnya memang sudah berkembang dalam praktek peradilan selama.ini.

Kemudian hal lain dari ajaran Islam tentang pertanggung jawaban pidana yang
prospektif diimplem.entsikan dalam pembaharuan KUHP mendatang ialah yang

berkait dengan konsep tentang asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam

1A bdul Kholiq, “Reformasi..” him. 28.
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pertanggung jawaban pidana. Adapun yang dimaksud adalah ajaran yang terkandung
dalam asas Structural Responsibility (pertanggung jawaban struktural). Asas ini
merupakan penyimpangan terhadap prinsip Personil Responsibility (pertanggung
jawaban perorangan). Dikatakan penyimpangan karena dalam structural
responsibility, yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas terjadinya suatu tindak
pidana bukanlah si pelaku tindak pidana saja (sesuai ajaran personal responsibility),
tetatapi dapat diperluas sampai kepada pihak-pihak lain yang terkait secara struktural
dengan terjadinya tindak pidana tadi. Walaupun pihak-pihak lain tersebut secara riel
(dalam kenyataan) sama sekali tidak terlibat melakukan tindak pidana.
2. Prinsip Pertanggungjawaban Pengganti

Dalam ajaran Islam, asas struktural responsibility ini tercermin dalam konsep
mengenai Diyat Mukhoffafah. Dalam kasus ini, selain pelaku tindak pidana, keluarga
pelaku pun dibebani kewajiban membayar diyat (uang ganti rugi) kepada
korban/keluarga korban suatu pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi secara
serupa, sengaja atau alpa. Bahkan negara melalui baitul maal-nya (kas
perbendaharaan) dibebani pembayaran diyat tersebut apabila vang ganti rugi dari.si
pelaku maupun keluarganya tidak mencukupi.“’_ Konsep ini secara tekstual
bertentantangan dengan nilai yang terkandung di dalam ajaran al-Quran yakni surat
Fathir (18): “seseorang tidak ménanggung dosa orang lain”. Akan tetapi antara
pembuat dan si korban bersama-sama mengehndaki pengecualian tersebut. Bahkan
pengecualian tersebut harus diwujudkan demi tegaknya keadilan dan persamaan untuk

11

menjamin hak-hak si korban.”~ Alasan yang dijadikan dasar pembenaran terhadap

pengecualian tersebut di atas adalah:

3 Konsep Islam tentang Structural Responsibility yang tercermin dari ajaran tentang diyat
mukhofaffah di atas, antara lain dapat ditelusuri dari tulisan Ahmad Hanafi, Op Cit. Him. 289-293,
" A. Hanafi, Asas-asas...him. 289.
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Pertama, alasan keadilan jika si pelaku orang miskin, maka jika tidak
diperkenkan adanya bantuan dari keluarga yang lain akan kehilangan hak si korban
atau walinya dari hak kebendaan, karena faktor kemiskinan dari orang yang harus
membayar diyat.

Kedua, Meskipun diyat itu berupa hukuman, namun ia menjadi hak kebendaan
bagi korban atau walinya, kalau pembuat saja yang membayar, kebanyakan si korban
atau walinya tidak dapat menerimanya, karena pada umumnya orang yang membuat
kekayaannya lebih sedikit dari jumlah harta yang harus diberikan untuk membayar
diyat.

Ketiga, Kehidupan keluarga pada tabiatnya dasarnya adalah tolong menolong
dan kerja sama. Maka setiap kjali terajdi jarimah yang semi sengaja atau tidak sengaja
diperkenankan pelaku berhubungan dengan anggota keluarga lainnya. Karena jarimah
tidak sengaja bias terjadi seaktu-waktu dan dapat menimpa kepada siapa saja. Oleh
karena itu sikap tolong menolong dalam kasus inisangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Keempat, Pemeliharaan terhadap jiwa sangat dijunjung tinggi dalam Islam,
jika si pembuat tidak dapat membayar diyat sementara keluarga lain yang mampu
tidak diperkenankan membantunya, maka hal ini sama dengan menyia-nyiakan nyawa
si korban.'"?

Konsep ini menurut ;syari’at Islam mengandung pesan agar semua pihak
merasa bertanggung jawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah
terjadi tindak pidana yang merugikan pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep
tersebut juga 'r'nenyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan
hukum-hukumnya yang victim oriented. Karena melalui konsep structural

responsibility tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

"21pid. Hlm 289-291.
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Mengingat konsep di atas belum tampak dalam RUU KUHP mendatang, maka
ajaran Islam tersebut kirannya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan.
Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu victimologi dewasa ini yang
kenyataannya telah menjadi sangat penting sebagai ilmu bantu dari hukum pidana
guna merumuskan kebijakan hukum yang ideal untuk penanggulangan kejahatan di
masa mendataﬁg.

Demikian halnya tentang badan hukum, apakah dapat dimintai
pertanggungjawaban atau tidak. Syari’at Islam sejak awal telah menganal badan
hukum seperti baitul mal, yayasan sekolah dan rumah sakit. Badan ini dianggap
mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan tertentu terhadapnya. Akan
tetapi badan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena dasar
pertanggung-jawaban pidana adalah pengetahuan yang dimilikinya. Jika perbutan itu
dilakukan oleh orang atas nama badan hukum, maka orang itulah yang harus

bertanggungjawab atas tindakan pidananya.

§. Hukuman Ta’zir dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Dalam uraian yang lalu telah dikemukakan bahwa hukuman ta’zir adalah
hukuman yang belum ditetapan oleh syara’ dan diserahkan kepada ulil amri untuk
menetapkannya. Hukuman ta’zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat
diperincii sebagai berikut: |
1. Huknman mati

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa hukuman mati ditetapkan
sebagai hukuman gishash untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk
jariyah hirabah, zina muhshan, riddah, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah
ta’zir, hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah

membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta’zir dalam
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jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah
tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan
menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipu setelah itu
ia masuk Islam. Hukuman bagi penghianat (tindakan desersi) sebagaimana hadis
petikan hadis Nabi: watariku lidinihu walmufariku liljamaah. Petikan hadis ini
dibolehkan dihukum mati orang yang murtad dan meninggalkan pasukan (jama’ah)
dan ditafsirkan oleh penulis termasuk desersi.'”®

Hadis yang memerintahkan hukuman mati bagi peminum khamr untuk

keempat kalinya:
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Diriwayatkan oleh Imam ahmad dalam musnadnya dari Dailam Al-Humairi, ia
berkata : Saya bertanya keapda Rasulullah saw : “Ya Rasulullah, kami berada di suatu
daerah untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berat, dan kami membuat minuman
dari perasan gandum untuk menambak kekuatan kami dalam melaksanakan pekerjaan
kami dan menahan rasa dingin negeri kami. Rasulullah bertanya : “ Apakah minuman
ith memabukkan?” saya menjawab : “Benar” Nabi berkata : “Kalau demikian
jauhilah!”. saya berkata :’orang-orang tidak mau meninggalkannya.” Rasullullah
berkata : “Apabila mereka tidak mau menmggalkannya bunuhlah mereka.'!

2. Hukuman Cambuk.

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya.
Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana yang dijalankan di Nagro Aceh

darussalam. Dasar hukum cambuk adalah al-Quran surat an-Nisa ayat 34:

"3Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, him. 128.
"HR. Imam Ahmad Ibn Hambal dalam Musnadnya.
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wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika
mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak
isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Jika terjadi demikian untuk
memberi pelje;r'an kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah
mula-mula diberi nasehat, bila nasehaf tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari
tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka
dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada
manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Alat yang digunakan untuk hukumah jilid ini adalah cambuk yang pertengahan
(sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga
dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara
adalah pertengahan.!"®

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji dan kepala,
melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak
boléh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bias
membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada

bagian kepala didasrkan kepada atsar sahabat Umar yang mengatakan kepada

® -
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eksekutor jilid.

Hindarilah untuk memukul kepala dan farji’ /0

"Stbn Taimiyyah, as-Siyasah asy-Syar'iyyah, Kairo: Dar al-Bab al-Maktabah, 1961), him.117,
6Abd Aziz Amir, Az-Ta’zir...him.349.
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1. Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama, al-

habsu, kedua, as-sijn. Pengertian al-habsu menurut bahasa adalah yang artinya
mencegah atau menahan. Dengan demikian al-habsu artinya tempat untuk menahan
orang.!"’

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-habsu
menurut syara’ bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan
seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hokum, baik
penahanan teréebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.
Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya
pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khsuus disediakan untuk
menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan
wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada rﬁasa pemerintahan-
nya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 (empar ribu) dirham
untuk kemudian dijadikan sebagai panjara.'’®

Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini, para ulama membolehkan kepada ulil
amri (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain
tetap tidak membolehkan untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah
 dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.'?

Dasar hukum untuk dibolehkanya hukuman penjara ini adalah Surat An-Nisa’

ayat 15 :
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""Ibrahim Unais, al-Mu jam, him.152.

"¥Ibn al-Qayim, at-Jurilq al-Hukumiyah as-Siyasah asy-Syari'ah,(Kairo: al-Matba’ah al-
Muhamadiyah, 1953), him. 102.

1" Abdurahman al-Maliki, Niam al-Uqubah, (Beirut: Dar al-Amah, 1990), him.258.
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diantara karu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi
persaksian, Maka kurunglah. mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai
mereka menemui ajalnya, atau sampai A Dan (terhadap) para wanita yang
mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi llah memberi jalan

lain kepadanya

Di samping itu alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai
ta’zir adalah tindakan Nabi saw, yang pernah memenjarakan beberapa orang di
Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan Khalifah Utsman yang pernah
memenjarakan Dhabi’ Ibn al_Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sémpai ia

mati di penjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-

Zubair di mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.'?°

4. Hukuman Pengasingan
Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku

tindak pidana hirabah (perampokan) berdasarkan surat Al-Maidah ayat 33.
dm,u |,ﬂ;j;| s of bL,.supJ
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Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-
Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib,
atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang
dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan
untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
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Meskipun hukuman pengasingan dalam praktiknya hukuman tersebut
diterapkan juga sebagai hukuman fa’zi. Diantara jarimah fa’zi+ yang dikenakan
hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria),
yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.
Demikian pula tindakan Khalifah Umar yang mengasingkan Nashr Ibn Hajjaj, karena

banyak wanita yang tergoda olehnya, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan

'PAbd Aziz Amir, at-Ta zir.hlm. 362.
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jarimah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap Al-Qur’an, pemalsuan
stempel Baituli Mal, seerti yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattab
terhadap Mu’an ibn Zaidah. Khalifah Umar ibn Al-Khattab mengasingkannya setelah
sebelumnya dikenakan hukuman jilid.!*'

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang
dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang
(diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fugaha. Menurut Imam
Malik ibn anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri
Islam ke negeti bukan Islam. Menurut Umar Ibn Abdul Aziz dan said Ibn Jubayyir,
pengasingan itu artinya dibuang dari satu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu
Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para
fuqaha. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari
satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan
hukuman had. Apabila pengasingan dalam ta’zir lebih dari satu tahun, ini berarti
bertentangan dengan hadis Nabi saw, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqgi dari

Nu’man Ibn Basyir bahwa Rasulullah saw. Bersabda :
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Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah
hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

5. Merampas Harta
Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta’zir dengan

cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman ta’zir dengan cara

mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu

2 1bid hlm.370-371
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Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf
membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.
Br5z5 G 035 &> A 5Bl Y fe Bl B Bl O
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Hakim menahan sebagai harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai

pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian
mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya.'*?

Dari pengertian tersebut, jelaslaﬁ bahwa hukuman ta.’zir dengan mengambil
harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum
(Negara), melainkan hanya menahanya untuk sementara waktu. Adapun apabila
pelaku tidak bias diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta
tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman ta’zir berlaku dalam barang-
barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti Penghancuran patung
milik orang islam, Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung
kemaksiatan.

Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah
memutuskan membakar kios/warung tempat dijualnya minuman keras (khamr) milik
Ruwaisyid, dan Umar memangilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula
Khalifah Ali p.e'mah memutuskan membakar kompleks/kampong yang di sama dijual
khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali,
Malik, dan lain-lainnya. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur
dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit

mengetahui kadar susu dari aimya.

21bid. him. 398.
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Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan
dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini
maka sekelompok ulama seeprti Imam Malik dalam riwayat Ibn Al-Qasim, dengan
menggunakan istihsan membolehkan itlaf (penghancuran) atas makanan yang dijual
meallui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti dalam susu
yang dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian dua kepentingan, yaitu itlaf
(penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat bagi orang miskin, sekaligus dapat
dicapai. |

6. Mengubah Bentuk Barang

Adapun hukuman ta’zir yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti
mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian
kepalannya, sehingga mirip dengan pohon. Hukuman ta’zir barupa pemilikan harta
penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rasulullah saw, melipatgandakan
denda bagi seorang yang mencari buah-buahan, disamping hukuman jilid. Demikian
pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang
menggelapkan barang temuan.'?

7. Hukuman Denda
Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan

dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainya. Contoh yang pertama seperti
penjatuhan hukuman denda terhadap orang yang duduk di bar tempat minuman keras,
atau denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri
kambing sebelum sampai di penggemblengannya. Sedangkan contoh yang kedua
seperti hukuman denda bersama-sama dengan jilid bagi pelaku tindak pidana yang

disebutkan di atas.

'3 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, him. 267.
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Penjatuhan hukuman denda bersama-sama déngan hukuman yang lain bukan
meruapkan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah
ta’zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini
hakim dapat ‘mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaiatan dengan
124

jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

8. Peringatan Keras

Peringatan keras dapat dilakukan diluar siding dengan mengutus seorang
kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan ini
misalnya berbunyi : “telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan
....0Oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal it.”

Peringatan keras macam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan
dibandingkan jika pelaku dipanggil ke dalam siding pengadilan. Hal itu dilakukan
karena hakim hﬁemandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu
berbahaya.

Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka
pelaku dapat dipanggil ke hadapan siding untuk diberi perinagtan keras. Isi peringatan
itu misalnya; sama dengan yang dikemukakan di aas, etapi langsung diucapkan oleh
hakim, disertai dengan muka yang masam. |

Pemanggilan pelaku ke depan siding pengadilan ditambah denga perinagtan
keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertent sudah cukup
merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut da
gemetar dalam menghadapi meja hijau. Tentu saja kedua macam hukuman tersebut
diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertama
kali olehnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun terhadap pelaku

yang telah berulang-ulang melakukan perbautan pidana atau jarimahnya sangat

24 1bid,
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berbahaya, hakim menerapkan hukuman tersebut, melainkan hukuman lain yang

sepadan dengan perbuatannya, seperti jilid atau penjara.

9. Hukuman Berupa Nasihat

Hukuman nasihat ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surah An-Nisa’

ayat 34 : s \

s2oll T oicotttobiiz L
(Yeceladyoo. Saghed 525355 0L iy ...
... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka
.... (QS. An-Nisaa’ : 34) ‘

Nusyuz-nya istri dan tidak taatnya ia kepada suaminya merupakan perbuatan
maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak -pula kifarat, oleh karenannya ia
dikenakan ta’zir. Dengan demikién maka nasihat yang diperintahkan dalam ayat di
atas termasuk kepada hukuman ta’zir.

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang
dimaksud dnegan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan
mengajarinya apabila ia tidak mengerti.

10. Celaan (Taubikh)
Dasar hokum untuk celaan sebagai hukuman ta’zir adalah hadis Nabi saw.

Diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina

ibunya.'* Rasulullah saw. Kemudian bersabda :
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Hai Abu Dzar, apakah engkau menghinannya dengan menghina ibunya?
Sesungguhnya perbutanmu itu adalah perbuatan jahiliyah. (HR. Muslim dari Abu

Dzar).

Khalifah Umar ibn Khattab juga pernah menjatuhkan hukuman celaan ini
kepada orang yang memakai pékaian sutra asli. Sambil berpaling dan wajahnya
berubah Umar mengatakan : “Lepaskanlah pakaian ahli neraka itu!” Sikap Umar yang

memalingkan mukannya itu merupaka ta’zi (pelajaran) kepada mereka, sekaligus

12 Abdurahman al-Maliki, Nizam al-Ugiibah, ..him.272.
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juga meruapakan celaan terhadap mereka. Demikian pula Umar pernah menta’zir
Ubadah ibn Shamit, dengan mengatakan : ya ahmaq yang artinya wahai si Pandir!
Tindakan Umar ini bukanlah merupakan makian, apalagi Ubadah ibn Ash Shamit
adalah seorang sahabat, melainkan sebagai hukuman.'?

11. Pengucilan
Adapun. yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk

berhubungan - dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk
berhubungan dengan pelaku. Dasar hukum untuk hukuman pengucilan ini adalah

firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 :
8\.405@&},@)&,@& Mu}sbueiij...
(Y€ sl

....Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka
dan pisahkanlah méreka di tempat tidur mereka ... (QS. An-Nisaa’: 34).

Selain dalam Al-Qur’an, hukuman pengucilan juga terdapat dalam sunah
Nabi. Rasululah saw, dan para sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap tiga
orang yang tidak ikut Perang Tabuk, yaitu Kaab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi’ah Al-
Amiri, dan Hilal ibn Umayyah Al-Wagqify. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari,
tidak ada yang mengajak mereka bicara, tidak ada yang menemui mereka, dan tidak
ada yang mengucapkan salam kepada mereka, sampai mereka tobat. Akhirnya

turunlah Surah At-Taubah ayat 118:
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Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga
apabila bumi Telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa
merekapun Telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka Telah
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya
saja. Kemudian Allah menerima Taubat mereka agar mereka tetap dalam

126Abd Aziz Amir, at-Ta'zir, him. 442
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taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha
Penyayang

Hukuman ta’zir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa
kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem
masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-
masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan
tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan
kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

12. Pemecatan (Al-‘Az))
Pengertian pemecatan (al-‘azl) adalah melarang seseorang dari pekerjaannya

dan diberhentikan dari pekerjaan itu. Hukuman ta’zir berupa pemberhentian dari
pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukuan
jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan
hal-hal lainnya.

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala macam kasus tindak
pidana, baik 's'eb_agai hukuman pokok, hukuman tambahan, maupun hukuman
pelengkap. Dalam hal pelaku dijatuhi pemecatan sebagai hukuman pokok, tidak ada
hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya, karena pemecatan itulah hukuman satu-
satunya yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi yag memecat
seorang petugas dari kekuasaan/jabatannya. Demikian juga para sahabat, seperti
Khalifah Umar pernah memecat seorang wakil (pegéwainya) yang membaca puisi
yang isinya memuji-muji kenikmatan minuman keras (khamr).'?’

Apabila seorang pegawai melakukan jarimah hudud, atau ta’zir tertentu seperti

menerima suap maka di samping dikenakan hukuman had sesuai dengan jenis

jarimahnya atau hukuman ta’zir, ia juga dikenakan hukuman tambahan secara

27 Abd Aziz Amir, ar-Ta'zir, him. 454.
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otomatis berupa pemecatan dari jabatan atau pekerjaannya. Ini merupakan penapat
shahih dari mazhab Hanafi, Syafi’l, dan Mu’tazilah. Tetapi menurut sahirnya mazhab
Hanafi, pemecatan tersebut tidak berlaku secara otomatis, melainkan perlu ada
keputusan hakim tentang pemecatan terhukum, di samping keputusan hakim tentang
hukum hudud atau ta’zir untuk jarimah yang dilakukannya. Apabila hukuman
pemecatan didasarkan atas putusan hakim maka hukuman tersebut bukan hukuman
tambahan (taba’iayah), melainkan hukuman pelengkap (takmiliyah). Dan ugqubah
takmiliyah ini rasanya putusan hakim yang menjadi. dasar untuk pelaksanaan
pemecatan tersebut.

13. Publikasi (4#-Tasyhir)

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan
pelaku secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu
yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak kéliling kota, sambil diumumkan
kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu.

Di samping itu, apabila diteliti lebih seksama dalam Surah An-Nur ayat 2
tentang hukuman zina, di sana disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman jilid itu harus
disaksikan oleh sekelompok orang-orang mukmin. Ini mengandung arti bahwa di
dalamnya terdapat unsure tasyhir atau maklumat (pengumuman) tentang kesalahan
pelaku zina. Selain daripada itu, dasar hokum yang lain adalah keputusan Qadhi
Syuraih, salah seorang sahabat yang diangkat sebagai hakim pada masa khalifah
Umar ibn Al-Khattab dan Ali ibn Abi Thalib. Atas dasar itu maka jumhur ulama
sepakat untuk memasukkan fasyhir (pengumuman kesalahan secara terbuka) sebagai

salah satu jenis hukuman za z#.'?®

1 1hid,
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Cara pelaksanaan hukuman fasyhir ini antara lain seperti dicontohkan oleh
Qadhi Syuraih. Ja membawa saksi palsu setelah divonis kepada kaumnya, setelah
selesai salat Ashar saat masyarakat sedang berkumpul, sambil diumumkan kepada
mereka : “Kami telah mendapatkan orang ini sebagai saksi palsu, karena itu
waspadalah dan beritahukan kepada semua orang supayw mereka juga waspada.”

Dalam buku As-Sindi dari Jami’ Al- ‘Itabi yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir,
tasyhir dilakukan dengan mengarak terhukum ke seluruh negeri dan setiap tempat
selalu dikumandangkan : “Inilah orang yang suka menjadi saksi palsu maka jangalah
kamu menjadikannya sebagai saksi.” Untuk pencuri maka tashyir-nya adalah dengan
membawanya berkeliling pasar dengan disertai pengumuman bahwa ia adalah seorang
pencuri dengan maksud supaya masyarakat waspada terhadapnya dan sekaligus
sebagai shock terapi bagi diri terhukum.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa_ tujuan diadakannya hukuman
tashyir (pengumuman kejahatan) adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku)
menjadi jera, dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini
memiliki daya represif dan preventif. Apabila tujuan sanksi tashyir itu demikian maka
cara-cara lain - yang mengandung makna pengumuman bahwa hukuman telah
dilaksanakan juga bias digunakan seperti diumumkan melalui media massa, baik
media cetak maupun media elektronik, antara lain seperti penayangan gambar/wajah
penjahat di layer televisi.'?

Jenis-jenis hukuman fa’zi di atas adalah hasil ijtimbat hukum dari Al-Quran
dan Sunnah serta praktik sahabat. Maka dalam pergeseran waktu, tempat dan keadaan
dapat jadikan bahan pertimbangan oleh para pemegang kebijakan dalam suatu negara

untuk menetapkan jenis-jenis sanksi untuk setiap tindak pidana. Termasuk di

1% Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, him. 274-275.
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Indonesia adanya pidana pokok dan pidana tambahan atau mungkin jenis pidana lain
yang tidak menyalahi konsep nilai-nilai ajaran Islam.
J. Asas Legalitas dan Norma Agama dalam Pembeﬁtukan Hukum Nasional

Ada dua hal mendasar yang berkaitan dengan pemikiran mengenai tindak
pidana. Pertama ialah apakah sesugguhnya yang disebut dengan tindak pidana itu?.
Kedua, apakah yang harus dijadikan dasar untuk menilai bahwa suatu perbuatan itu
merupakan tindak pidana (masalah asas legalitas).

Dalam prespektif Islam, setiap perbuatan (apapun dan dilakukan oleh
siapapun) yang mendatangkan mafsadat/madlarat serta menghalangi terwujudnya
maslahat bagi .kehidupan manusia, pada prinsipnya adalah dilarang (maksiat). Karena
perbuatan yang demikian ini bertentangah dengan tujuan inti di syari’atkannya hukum
Islam.” Dalam bahasa hukum, pelarangan terhadap suatu perbuatan yang
tercela/terlarang tersebut sering dikenal dengan istilah tindak pidana atau menurut
terminologi hukum pidana Islam biasa disebut dengan istilah jarinah. Yakni
larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zi."*
Ahmad Hanafi menyatakan bahwa ‘illar hukum atau dasar filosofi yang melatar
belakangi ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana (jarinah) menurut
Islam adalah karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan kehidupan
masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau fnerugikan anggota-anggotanya
(sebagai individu), atau harta-harta benda miliknya, atau nama baiknya, atau

perasaan-perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan lain menurut

) Tujuan inti pensyari’atan hukum Islam sebagaimana telah dikemukakan terdahulu adalah
“dar’ul mafasid mugadam ala al-jab al- masalih”. Yaitu untuk mencegah terjadinya mafsadah lebih
utama daripada menarik maslahah. Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah Fighiyah, (Jakarta: Bulan

Bintang, 1968), 38.
1%Abd Qadir Awdah, at-Tasyri al-Jind'f al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 66.
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standar moralitas agama yang harus dihormati dan dipelihara.” Dengan kata lain,
perbuatan dianggap jarimah dalam Islam jika perbuatan tersebut bertentangan dengan
al-akhlag al-karimah.' Dengan kata lain, perbuatan tersebut menghalangi
tercapainya tujuan syara’. Sebagaimana dijelasklan oleh Abd Wahab Khalaf, tujuan
umum disyari’atkan hukum Islam adalah untuk merealisir kemaslahatan umat.'*?
Sebab perbuatan merusak tata kehidupan masyarakat, anggota-anggotannya, harta
miliknya kehormatan, merupakan sifat destruktif (ada unsur mafasidnya). Tindak
pidana menurut Islam ialah perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan
seseorang bisa menimbulkan mafsadat/dlarar/bahaya bagi kehidupan manusia baik
sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas/masyarakat.

Adapun pelarangan terhadap perbuatan yang menimbulkan mafsadat/dlarar di
atas ruang lingkupnya mencakup baik mafsadah yang mengenai diri si pelaku

perbuatan maupun apalagi yang mengenai diri orang lain. Hal ini sesuai denga ajaran

Nabi Muhammad S.A.W yang dalam salah satu haditsnya menegaskan:
=¥y ypal

Janganlah melakukan perbuatan yang bisa membahayakan dirimu sendiri dan
membahayakan orang lain.'**

Berpijak pada konsep tentang hakekat tindak pidana di atas, terlihat bahwa
menurut pandéﬁgan Islam dihadirkannya hukum pidana sebagai salah satu norma
pengatur kehidupan manusia tidaklah semata-mata untuk tujuan melindungi
kepentingan yang bersifat publik. Tetapi juga untuk perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan yang bersifat individual. Oleh karena itu, sebagaimana yang

_ ) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968). him.2. -
lihat juga Al-Imam Muhammad Abii Zahrah dalam bukunya berjudul Al-Jarimah Wa al-'Ugtibah
[fiFigh al-Islam,, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabie, h, 1976), him. 23.

BIAbd Qadir Awdah, at-Tasyri..: 69.

B2Abd Wahab Khalaf, Ilm Usgil al-Figh, (Mesir: Dar Qalam, 1990), him. 198.

Imam At-Turmuzi, Sunan At-Turmuzi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), no hadis 2471.
Asjmuni A. Rahman, Qa‘idah-qa'idah Figh,(Jakarta:Bulan Bintang, 1968), 97.
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tercermin dalam konsep kisas misalnya, penegakan hukum terhadap perbuatan
pembunuhan atau penganiayaan tidak saja merupakan wilayah kewenangan mutlak
dari aparat negara (sebagai wakil publik), tetapi juga menjadi kewenangan korban
atau keluarga korban (sebagai individu). Bahkan apabila korban atau keluarga korban
ini menghendaki pemaafan terhadap pelaku tindak pidana (tidak menuntut kisas),
maka aparat negarapun harus mengikuti dan merealisasikan sikap korban tersebut
menjadi putusan hukum.?® Konsep demikian adalah cermin dari ajaran hukum pidana
Islam yang victim oriented.

Konsep Islam tentang tindak pidana di atas, kirannya sangat urgen untuk
diimplementasikan dalam penyusunan RUU KUHP Nasional mendatang. Sebab
dalam RUU tersebut, pemikiran yang berkait dengan tindak pidana mengandung suatu
kelemahan konsep. Kelemahan yang dimaksud khususnya ialah yang berhubungan
dengan masalah dasar, yakni penilaian untuk menetapkan apakan suatu perbuatan
merupakan tindak pidana atau bukan. Sebagaimana termaktub dalam rancangan pasal
1 ayat (1) dan (3), terlihat bahwa dalam masalah di atas selain berpijak pada peraturan
perundang-undangan tertulis (legaliatas formil), RUU KUHP mendatang juga
merujuk pada keberadaan hukum tak tertulis yang terdapat di dalam suatu masyarakat
(legalitas materiel). Syaratnya jalah sepanjang hukum tak tertulis (adat kebiasaan) tadi
benar-benar hidup dan diyakini sebagai suatu pandangan/perilaku dalam masyarakat

tersebut.?” Kelemahan dari konsep legalitas materiel yng demikian ini adalah terletak

%) Ajaran Islam tentang kisasyang bisa “direduksi” oleh lembaga “maaf” di atas dapat
dicermati dari ketentuan Q.S. Al-Baqarah : 178 (...Faman'Ufiya lahuu Min Akhiihi Syai'un ....al-
‘apah). Demikian hadits nabi riwayat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa : Maa Ra’aitu
Rasulullahi Rufi’a ilaihi Syai'un fi Qisasn illa umira bihii bil'afwi. Artinya , sepengetahuan saya setiap
ada perkara kisas dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar
dimaafkan. Penjelasan lebih jauh mengenai konsep ini antara lain dapat dilihat dalam Samikh Sayyid
JYaad, Al'Afwu ‘anil ‘Uguubati fil Fighi al-Islamie wal-Qonuni al-Wadl’ie, (Jeddah: Darul ‘Ilmi, 1983.
Lihat Ahmad Fathi Bahansi, A/-Qisas fi-al-Figi al-Islami, (Kairo: as-Syirkah al-Arabiyyah at-Tiba’ah
wan-Nasyr, 1964), hlm. 238.

2 Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Rancangan tahun 2008 yang diterbitkan secara terbats oleh Dirjen
KUMDANG Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI menegaskan bahwa :”Tiada



404

pada kemungkinan bisa berubah-ubahnya pandangan ‘masyarakat yang berpijak pada
realitas kebiasaan tadi. Karena dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor (seperti pembangunan, globalisasi dan berbagai faham/ideologi yang mendasari
misalnya modernisme, hedonisme, pragmatisme dan lain-lain yang di dalam praktik
kadangkala dimaknai secara salah), biasanya justru sering menjadi penyebab bagi
berubahnya pandangan masyarakat mengenai suatu norma. Akiba’mya, nilai dalam
suatu masyarakat misalnya mengenai perbuatan zina yang sebelumnya menurut adat
setempat dipandang sebagai hal yang tabu/tercela, karena permissivisme yang meluas
bukan mustahil perbuatan tersebut akan dianggap sebagai hal biasa/wajar/tidak
tercela. Jika demikian halnya maka hukum yang didasarkan pada pandangan
masyarakat akan menjadi labil serta tidak dapat memenuhi fungsi filosofisnya sebagai
social engineerig, bahkan tidak mustahil justru hukumlah yang akan selalu mengikuti
kearah mana pérubahan masyarakat sedang terjadi, bukan mengarahkannya.

Masalah di atas sesugguhnya dapat diantisipasi apabila RUU KUHP mendatang
menggunakan konsep hukum tak tertulis yang berpijak pada nilai-nilai moralitas
agama (sebagaimana diajarkan Islam) dalam memandang suatu problem sosial. Sebab .
nilai moralitas agama relatif standard dan absolute sehingga produk hukum yang
berpijak padanya relatif akan stabil dan bisa menjadi pembimbing serta pengarah bagi
perubahan sosial yang terjadi. Oleh kafena itu rumusan harus jelas:

a. Perbuatan seseorang dianggap melanggar hukum jika ada ketentuan undang-

undang yang melarangnya.

seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang telah dilakukan tadi
ditetapkan sebagai tindak pidana dalam perturan_perundang-undangan yang berlaku pada saat
perbuatan itu dilakukan”. Sedangkan pasal 1 ayat (3)-nya menegaskan bahwa: “Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) fidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum
ada yang menentukan bahwa menurut adapt setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturanj perundang-undangan.
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a. Pengeculian point a berlaku bagi perbuatan yang dianggap oleh moral agama
bertentangan (perbuatan tersebut bertentangan dengan al-akhlak al-karimah).

Hal lain dari ajaran Islam mengenai tindak pidana yang penting untuk
diimplementasikan dalam penyusunan RUU KUHP mendatang ialah yang
berhubungan dengan ajaran tentang asas retro aktif (la raj’ivah fi tasyri’f al-jina'p.
Asas ini merupak;cm penyimpangan terhadap prinsip asas legalitas. Secara inti asas
retro aktif mengajarkan bahwa suatu aturan hukum yang baru dibuat dan ditetapkan,
dapat diberlakukan secara surut terhadap hal-hal atau perkara yang diatur di dalamnya
yang telah terjadi sebelum aturan hukum tersebut ada.'**

RUU KUHP mendatang, konsep retro aktif sebenarnya sudah dirancang
pengaturannya. Namun pengaturan tersebut masih sangat terbatas yakni hanya pada
masalah terjadinya perubahan perundang-undangan, dimana hukum yang baru
(sebagai hasil_ perubahan) dapat diberlakukan secara surut kepada kasus pidana
seorang terdak\-va sepanjang dinilai akan lebih menguntungkan baginya dibanding
memberlakukan hukum lama yang telah dirubah (rancangan pasal 2). Hal ini artinya
dalam masalah hukum yang baru sama sekali ada, sesuai prinsip asas legalitag, konsep
KUHP mendatang tetap tidak membenarkan berlakunya hukum tersebut secara

surut.zs)

Hal di atas berbeda jika dilihat menurut prespektif Islam. Disamping
mengakui dan mengajarkan konsep retro aktif dalam masalah terjadinya perubahan
hukum sebagaimana dijelaskan di atas, berdasarkan praktek nabi Muhammad S.A.W.
dalam menjaléhkan hukum-hukum al-Qur’an, yaitu dalam kasus jarimah al-hirabah
dan jarimah al-Qazf (Q.S. Al-Maidah: ayat (33) dan An-Nur: ayat ( 4) secara eksplisit

Islam juga mengakui dan mengajarkan asas retro aktif dalam masalah hukum yang

B41bid. him.127.
%) Rancangan Pasal 2 khususnya ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008
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baru sama sekali ada. Namun demikian aplikasi dari asas yang dalam hukum pidana
Islam sering disebut dengan istilah la raj‘iyah f7 tasyri’i al-jindi ini memang harus
memperhatikan syarat-syarat pokoknya, sehingga oleh karena itu ia harus “dibaca”
sebagai asas pengecualian. Hal ini dapat diberlakaukan dalam Islam dengan
pertimbangan, disamping jarimah itu dianggap berat, juga jika ia dibiarakan akan
mengganggu ketentraman dan kestabilan tatanan masyarakat'**. Adapun di antara
syarat pokok tersebut yang paling penting adalah bahwa: perkara yang terjadi sebelum
suatu aturan hukum ada ( dan setelah ada hukum itu akan diterapkan terhadap perkara
tadi), harus benar-benar merupakan perkara yang sangat serius dan membahayakan
masyarakat luas di mana kepentingan demi terciptanya kebaikan bersama perkara
tersebut memang menghendaki penyelesaian hukurh secepatnya”. Konsep tentang
syarat pemberlakuan asas retro aktif yang demikian ini dapat disimpulkan melalui
penelusuran terhadap back ground historis dari turunnya kedua ayat hukum al-Qur’an
di atas yang kemudian diterapkan nabi secara surut dalam peradilan kasus gazf
(fitnah) dan hirabah (perampokan). Praktek nabi ini sesuai dengan komitmen Islam
terhadap konsep hukum dan prakteknya yang bertujﬁan inti magslahah (menciptakan
kebaikan) dan mencegh mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia.”
Berdasarkan paparan di atas, maka sepanjang RUU KUHP mendatang ingin
mengidealkan bangunan. hukum yang bertujuan menciptakan mashlahah dan
mencegah mafsadah sebagai komitmen, ada baiknya pula mengadopsi pemikiran
Islam tentang pengakuan dan penerapan asas retro aktif di atas sebagai suatu
kebijakan eksplisit (di luar ketentuan rancagan pasal 2 yang telah ada sekarang).

Sebagaimana yéng-terjadi di barat dengan kasus Van Der Lubbe, seorang berpaham

135 A, Hanafi, Asas-...hlm 86.

) Ali As-Sabuni, Rawai’ul Bayan:Tafsir Ayat Al-Ahkam”, 1: 545-547 dan Jilid 1I: 55-
76,(Damaskus: Dar al-Ihya at-Turasi al-‘Arabi, 1970; As-Sayyid Al-Jamily, Asbab An-Nuzil:,
(Beirut: Dar Al-Kitabi Al-*Arabi , 1968),him. 158-159.



407

komunis berkebangsaan Belanda harus dihukum mati karena membakar gedung
parlement di Jerman tahun 1933. Sementara undang-undang di Jerman tidak mengatur
hukuman mati tentang kejahatan dimaksud. Mengingat undang telah dibentuk
kemudian, hal dapat dikatakan sebagai pemberlakuah surut. Di Belanda juga telah
terjadi penyimpangan pada dekadi perang dunia ke II. Di mana para penjahat perang
baru diadili pada tahun 1947 semnetara pelanggaranya dilakukan tahun 1939-1942,'%
Terlebih lagi mengingat bahwa dalam berbagai peradilan internasional sekafang, asas
retro aktif (khususnya dalam arti memberlakukan seacra surut terhadap hukum yang
benar-benar baru ada), kenyataannya cenderung telah menjadi praktek yang diakui
keberadaannya (seperti yang terjadi pada Mahkamah Internasional untuk kasus perang
Balkan, Khmer Merah, Ruwanda dan lain sebagainya). Tentu saja kecenderungan
internasional demikian ini tidak boleh diabaikan responsinya oleh hukum pidana
Indonesia di masa mendatang. Sebab salah satu background diadakannya

pembaharuan KUHP Indonesia ialah karena adanya alasan keharusan bersifat

adaptif."®’” Wallahu 'a’lam bi as-gawab

**Mas’ad Ma’sum, Asas-asas Hukum Pidana, diktat him. 86.
B7Abd Kholiq. Reformasi Hukum Pidana Indonesia, dalam Bedah Tesis dan Disertasi di
Fak Hukum UII, 2002), hlm. 19-24.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Ketentuan hukum Islam ditentukan oleh adanya pesan dan kejelasan pengertian
pesan. Pesan dalam hukum Islam adalah perintah dan larangan yang terdapat
dalam Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan asal usul legislasi (at-tasyri’)
dan sumbef ketentuan hukum. Pesan hukum dalam Islam sangat fleksibel, tidak
setiap perintah hukum wajib dikerjakan dan dihukum jika ditinggalkan. Karena
bisa terjadi perintah itu hanya anjuran atau kebolehan. Sebaliknya tidak setiap
larangan menunjukkan haram, karena bisa terjadi makruh. Maka pesan hukum
harus dipahami dari teks agama dan konteks (gara’i). Oleh karena itu upaya
formulasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan sebagaim
na dalam RUU KUHP 2008, baik dari segi klasifikasi tindak pidana dan
penentuan sanksi telah mencerminkan dan mengakomodir secara substansial
ajaran Islam. Pemikiran ini sesuai dengan prinsip magqasid asy-syariah. Ketentuan
hukum Islam (al-hukm asy-syar'p) adalah pesan hukum Islam (al-khitab asy-

syar'i) yang berhubungan dengan perbuatan manusia (af'al al-ibad). Argumentasi

pembenaran tersebut didukung oleh qaidah-qaidah berikut ini:
M, TYRE Y G

Islam mengajarkan agar semua manusia mentaati hukum-hukum Allah, akan
tetapi Hukum Allah (syari'ah) banyak yang bersifat zanni. Kewajiban kita sebagai
ahli hukum untuk merumuskan hukum-hukum yang zawnwi tersebut bisa dipahami
dan diterapkan yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan syara itu sendiri, yakni

merealisir kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik yang
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bersifat daruriyyah, hajiyyah maupun fahsiniyyah. Maka dalam rangka integrasi
hukum pidana Islam di Indonesia tidak semuanya bisa diterapkan, maka ambil

yang bisa diserap, sebagaimana pengklasifikasian tindak pidana.

Kaidah ini memberikan pemahaman, bahwa niat dari perumus undang-undang ini
tidak menghianti ruh syari'at Islam, justru semaksimal mungkin memperjuangkan

nilai-nilai hukum pidana Islam dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
D133 2l 1 55 B
Memperjuangkan syari'at Islam, dalam hal ini hLllkum pidana Islam secara
legal formal adalah suatu pekerjaan yang amat berat. Maka ada kemudahan
yang perlu diambil, yakni memperjuangkan secara substansial. Qa'idah ini
menjadi landasan dibenarkan melakukan transfdrmasi hukum Islam dalam

konteks keindonesiaan.

A T AU A S B S BAL GO R

Sesuai dehgan konsep ta'zir, suatu sikap dan kebijakan yang diambil oleh
pemerintah demi menjamin keamanan dan ketentraman serta kemaslahatan pada

setiap anggota masyarakatnya.

2. Model dan bentuk transformasi norma-norma hukum pidana Islam dalam konteks

keindonesiaan melalui tahapan-tahapan seperti berikut ini:

a. Mereview pemikiran Para ulama dan ahli hukurﬁ Islam yang tidak membedakan
antara aspek perundangan, etika dan agama dalam syari'ah. Apalagi memilah
bidang hukum-hukum tertentu dalam Islam secara terpisah. Akibatnya prinsip-
prinsip dan aturan-aturan syari'ah tentang hukum pidana, pembuktian dan

prosedur hanya bisa disarikan dari risalah dan fikih Islam yang bersifat umum.
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. Meyakinkan, bahwa Fikih (hukum Islam) selalu terikat pada tempat dan masa
tertentu sama halnya dengan ilmu hukum.

. Ketentuan hukum yang ada dalam figh harus memperhatikan dan
memperhitungkan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Tanpa
memperhatikan hal-hal itu apalagi bertentangan dengannya, aturan-aturan itu
akan merupakan aturan yang mati atau paling banyak hanya dipatuhi sekedar
slogan atau basa basi. Memang fikih seharusnya identik dengan masyarakat
dan hukum. Karena Imu pengetahuan tentang hukum selalu bekerja untuk
masyarékat tertentu dan dalam waktu tertentu.

. Merumuskan dan atau memformulasikan, bahwa hukum Islam dapat dilihat
dari sudut pembagiannya kepada yang bersifat diyani (ketaatan keagamaan)
dan yang bersifat gada’s (yuridis). Hukum Islam yang bersifat diyani (ketaatan
keagamaan) semata hanya membutuhkan fatwa dan hukum Islam yang bersifat
qada'it  (yuridis) membutuhkan kekuasaén hukum negara untuk
pelakasnaannya.

. Syari'ah harus berprinsip fundamental. Artinya tidak mungkin adanya hukum
tanpa adanya legislasi. Prinsip ini mengikat sekaligus memaksa sehingga
ditaati oleh semua komunitas bangsa.

. Ketika menggunakan kebijakan kolektif yang mendasari tindakan untuk
menentukan tentang Kklsifikasi tindak piadan dan bagaimana mekanisme
pemidanaanya sampai pada ketentuan eksekusinya, maka komunitas sebagai
keseluruhan, baik Muslim atau non-Muslim sama-sama harus menikmati
kebebasan berekspresi dan berserikat serta memiliki akses efektif terhadap
proses formulasi kebijakan. Keputusan-keputusan itu hendaknya tidak secara

eksklusif didasarkan pada pemahaman agama dan alasan yang dipegangi oleh
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umat Islam sebagai bagian keimanan mereka, namun juga atas dasar
kegunaan dan konsesus masyarakat secara umum, tanpa manipulasi proses
legeslatif formal untuk melegitimasi umat Islam terhadap segmen penduduk
yang lain (non-Muslim).
B. Saran
Meskipun ada beberapa pemikiran tentang model penerapan syari'at Islam di
Indonesia, kita hendaklah mendukung mana pendapat yang paling bermaslahat
untuk bangsa dan negara, baik untuk jangka pendek mapun jangka panjang. Oleh
karena itu, kita lebih berbuat formal yang hasilnya dapat dinikmati oleh banyak

kalangan dari pada berbuat yang hanya terbatas slogal hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.

Abd al-Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jina’t’ al-Islami’, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Abd. Kholiq, “Reformasi Hukum Pidana Nasional”, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2002.
Abd Halim, Theologi Islam Rasional, Jakarta: Ciputat Pers, 2001.

Abd Salam Arief, Figh Jinayah, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Ab# A’la al-Maududi, Tafsir Surah an-Niir, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawiid, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Abd Rahman A. Doi, Tindak Pidana dalam Islam, alih bahasa Wadi Masturi, Jakarta:
Metro Putra, 1992.

Abu Yusuf, ar-Rad ‘Ala Siyar al-Auza’ i°, Mesir: Dar al-Qalam, 1357 H.
Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Ugubah fi al-Figh al-Islam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Abd Raziq, Al. 2002. Islam, Dasar-dasar Pemerintahan, Kajian Khilafah dan
Pemerintahan dalam Islam, Jendela, Yogyakarta.

Abegebriel, A. Maftuh dan A. Yani Abeveiro “er all”. 2004. Negara Tuhan, The
Thematic Encyclopaedia, Yogyakarta, SR-Ins Publishing.

Abou El-Fadl, Khaled M. 2003. Melawan Tentara Tuhan, Alih Bahasa: Kurniawa
Abdullah, Jakarta, Serambi.

An-Na’im, Abdullah Ahmed. 2004. Dekonstruksi Syari‘ah, Wacana Kebebasan Sipil,
Hak Asasi Manusia dan Hubungan Intenasional. terj. Ahmad Suaidi dan
Amiruddin Ar-Rany, LKiS, Yogyakarta.

Anshari, Endang Saifuddin. 1997. Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus
Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), Jakarta, Gema
Insani Press.

Asshiddigie, Jimly. 2000. Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, Makalah tidak
diterbitkan. BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Awwas, Irfan S. 2006. Implementasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Hukum dan Politik
di Indonesia, Makalah tidak terbitkan. Departemen Komunikasi dan Informatika
RI.

Azra, Azyumardi. 2007. Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia, Makalah tidak
diterbitkan, Yogyakarta.



413

Al Jaziri, Abdurrahman, Kitab al-Figh ‘alé al-Mazahib al- ‘Arba’ah, Beirut:. Dar al Fikr,

1963.
Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bulan

Bintang, 1975

Affan Ghafar dan Mahfud, “Agama dan Masyarakat” dalam 70 Tahun H A. Mukti Alj,
Yogyakarta : [AIN Sunan Kalijaga Press, 1993

Arifi, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press,
1996.

An Na’im, Abdullahi Ahmed, Dekonst/*uksi Syari’ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak
Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, Yogyakarta: LkiS,
1997.

Arif, Barda Nanawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996.

Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah Barmadi, Bandung:
Pustaka, 1985

Ali as-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Alaudin, Burul Mutaga, Mesir: Dar al-Bab al-Ma’rifah, t.t.

Akh. Minhaji, "Tradisi Islah dan Tajdid dalam Hukum Islam" dalam Profetika, Jurnal
Studi Hukum Islam, Yogyakarta: , 2001.

----------- , "Tradisi Islah dan Tajdid dalam Hukum Islam" dalam Profetika, Jurnal Studi
Hukum Islam, Yogyakarta: , 2001.

----------- , "Perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam (kerangka
Metodologi)" dalam Jurnal Dialektika Perdaban Islam: Dinamika, Yogyakarta,
Edisi Juli 2003.

Amidi, al-, al-Thkam fi Usil al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya, Jakarta, Bulan Bintang,
1968.

Andi Faisal Bakri, “Kontribusi Islam dalam Integrasi Nasional di Indonesia” dalam
Islam Berbagai Prespekiif, didedikasikan dalam 70 tahun Prof Munawir Sjadzali,
Yogyakarta: LPMI, 1995.

Andi Hamzah, dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan
Masa Yang Akan datang, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.



414

Amiur Nurudin, [jtihad Umar bin Khattab,Studi Perubahan Hukum dalam Islam, Jakarta:
Rajawali Press, 1987.

Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-qa'idah Fighiyah, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Bagir Manan, “Peranan Peradilan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional” dalam
Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994,

Brian A. Carner, 4 Dictionary of Modern Legal, London: Oxford University Press, 1987.

Busthanul Arifin, “Kata Pengantar” pada Munawir Sjadzali, [jtihad kemanusiaan,
Jakarta: Penerbit Paramadina, 1997.

Benda, Hari J. Bulan Sabit dan Matahari Terbit, alih bahasa Dhaniel Dhakiedae, Jakarta :
Pustaka Jaya, 1980.

Coulson, N.J. A. History of Islamic Law, Endin Burg: Endinburg University Press, 1971.

Duncen B, Mac Donald, Development of Muslim Theology Jurisprudence and
Constitutional Theory, London: Publisher Limited, 1958.

Daud Ali, Muhammad, Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

El Awa, Mohamed S., Punishment in Islamic Law : A Comparative Study, Indianapolis:
American Trust Publications, , 1982.

Fahrudin itbn Umar al-Husein ar-Razi, al-Mabsut fi llmu al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub
al-llmiah, 1994.

‘Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual, alih bahasa Ahsin
Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Ghazali, al-, al-Mustasfa min ilmi al-Usil, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu,
1963.

Hasaballah, ‘Ali, Usil at-Tasyri’ al-Islami, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971.

Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunah wal Jamaah, Jakarta: Bulan
Bintang, 1968.

Hafsin, Abu, Kebebasan Beragama dan Hak-hak Politik Minoritas (Analisis Keagamaan
terhadap Kebijakan Presiden Gus Dur), salah satu makalah dalam Seminar Gus
Dur, Seorang Muslim dan Demokrat di Universitas Wahid Hasyim Semarang 31
Agustus 2000.

Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Harun Nasution, “Ijtihad Sumber Hukum Ketiga Ajaran Islam” dalam Haidar Bagir,
ljtihad dalam Sorotan, Bandung: Mizan, 1988.



415

Hasan Mu’arif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam
Indonesia, Jakarta: Logos 1999.

Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum Acara Peradilan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang,
1968,

Huntington, Samuel P. 2003. The Lash of Civilization and the Remaking of World Order,
New York: Simon & Schusster, 1996, Terj, Yogyakarta, Qalam.

Husaini, Adian. 2006. Mempersoalkan Perda Syariat, Hidayatullah, Senin, 19 Juni 2006.

Hartono, Sunaryati, C. F. G, Politik Hukum dan Pembangunan Hukum PJPT II,
Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, 1993.

Harahap, Yahya, Sosialisasi KHI, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional,
Tanggal 56 September 1994.

Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Jakarta: Bina Aksara, 1985.

------------ , 2002 Mutiara Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
------------ , Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Henry Pratt Pairchild, Dictionary of Sociology, New lersy: Litlefield Adams and CO,
1997.

Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Ibrahim Hosein, “Jenis-jenis Hukum dalam Hukum Pidana Islam” dalam 20 tahun KH.
Ali Yafie, Bandung : Mizan, 1997.

Ibn al-Qayyim, /’lam al-Muwagqi’in ar Rab al-Alamin, Beirut: Dar al_fikr, 1977.
Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
Ibn Hazm, al-Thkam fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibrahim Halabi, Matan Mutlaq al-Abhur Syahr Majmu’ al-Anhur, Mesir: Dar al-Bab al-
Halabi wa Awladuhu, 1963.

Imdadun Rahmat, “Jalan Alternatif Syari’at Islam” dalam Taswirul Afkar, edisi No. 12
tahun 2002.

Imam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, t.1.
Imam an-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Imam Malik, al-Muwatta, , Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, Sahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, t.1.



416

Jurjani, al-, at-Ta 'rifat, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,
Jurjawi, al, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jamaludin Ancok, “Efektivitas Hukum Pidana Islam” Makalah tidak diterbitkan,
Yogyakarta: Fak Hukum UlI, 1992.

Jazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1996.

Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: balai Pustaka, 1989.

Keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Administrasi Wiléyatul
Hisbah, Pasal 4.

Khalaf, Abd al-Wahab, llmu Usil al-Figh, Kairo: Dar al-Qalam, 1990.

Kholid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam, Bandung: Pustaka, 1996.

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, cet. 2, Bandung: Mizan, 1997.

------------ , Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1991.

------------ , Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta: Salahudin Press, 1985.

------------ “Dari Integrasi Nasional ke Sistemasi Nasional” dalam Transformasi
Masyarakat Indonesia, Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi, 1986.

Koesno, Pokok Persoalan Hukum Kita Dewasa Ini, dalam 70 tahun HA. Mukti Ali
Yogyakarta : JAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.

Karim, Rusli Drs, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: sebuah potret pasang surut,
Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Latif, Yudi. 2005. Inteligensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Inteligensia Muslim
Indonesia Abad Ke-20, Bandung, Mizan Pustaka.

Liddle, Willian R.. 1996. Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political
Thought and Action in New Order Indonesia”, dalam Toward a New Paradigm:
Recent Development in Indonesia Islamic Thought, Mark R Woodward (ed)
Arizona: Arizona State University.

Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Sinar Baru 1984.
Lili Rasidi, Apakah Hukum Itu, Bandung: Remaja Karya, 1985.

Lili Rasyidi dan Arief Sidarata, Mazhab dan Refleksinya, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1994.



417

Lev. Daniel, S, Islamic Courts In Indonesia, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh. Peradilan
Agama Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.

Mayer, Ann Elizabeth, Islam and Human Rights : Tradition ang Politics, London:
Pinter Publisers, 1991.

Mudzhar, Atho’, Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi,
Yogyakarta Titian Ilahi Press, 1998,

Makhrus Munajat, “Penegakkan Supreamsi Hukum dalam Islam” dalam jurnal asy-
Syir ah, Yogyakarta, 2001

----------- “Reaktualisasi Pemikiran Jarimah Hudud dan Qisas, dalam Tesis,
Yogyakarta, UII, 1999.

---------- , Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004.

---------- , Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam: Upaya ke Arah Obyektivikasi
Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Yogyakarta: Cakrawala, 2005

, Figh Jinayah: Norma-Norma Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Syari’ah Press,
2008.

Mahfudz MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Y ogyakarta: Gema Media, 1999.
Marsum, Figh Jinayah: Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Fak Hukum UII, 1988.
---------- , Jarimah Ta’zir, Yogyakarta: Fak Hukum UL, 1994.

Maarif, Ahmad Syafii. 1985. Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang
Perdebatan dalam Konstituante, LP3ES, Jakarta.

Madjid, Nurcholish. 2000. Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang
Masalah Keimanan, Kemanusian, dan Kemodernan, Jakarta, Yayasan Wakaf
Paramadina.

Muzakki, Akh. 2007. Importisasi dan Lokalisasi Ideologi Islam: Ekspresi Gerakan Islam
Pinggiran Pasca-Soeharto, dalam Maarif Vol. 2, No. 4, Jakarta.

Marmawi, Al Alimy, Islam Politik Hukum Dan Pembangunan, Yogyakarta: PSHI
Fakultas Hukum UII, 1986.

Ma’ arif, Syafi’i, Dr. A, Islam Dan Politik di Indonesia, Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga
Press, 1988.

Martin Von Brwinessen, Tradisi Relasi-relasi:Kuasa Mencari Baru, Yogyakarta: LkiS,
1974.



418

Moerdiono, dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: Ul Press, 199

Muhaimin, Yahya, Budaya Politik dan Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta: UII
Press, 1992.

Moerdiono, dkk, “Pembangan Pengaturan Tindak Pidana Dalam KUHP Mendatang”
makalahMarcel, a Boisard, L. Humanisme de [.Islam, Paris, t.ip.L.1.

Mac Donald, Development of Muslim Theology Jurisprudence and Constitutional
Theory, London: Publisher Limited, 1985.

Monouchehr Paydar, Aspects of Islamic State Relegious Norms and Political Realities,
alih bahasa M Maufur "Legitimasi Negara Tuhan: Problem Otoritas Syari'ah dan
Politik Penguasa", Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003'; Mas’ad Ma’sum, Asas-
asas Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, t.t.p. 1987.

Mawardi, al-, al-Ahkam as-Sultaniyah, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1963.

Muhamad Salim al-Awa, “The Basic of Islamic Penal Legalisme” dalam M.Charief
Basioni, The Islamic Criminal Justice syesten, London: Oceana Publication, 1982.

------------ , Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Thurst Publication, 1982.

Mudzakkir, “Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Upaya Restrukturisasi
Perundang-Undangan Nastonal” dalam jurnal Mazhabuna, No. 2 Tahun 11/2003.

Muldjatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Murtandha Muthahari, Keadilan Ilahi: Asas dan Paradigma Dunia Islam, Bandung:
Mizan, 1992. :

Nurcholis Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesioan, Bandung: Mizan, 1987.

Nurkholis Setiawan, dkk. "Kontribusi hukum pidana islam dalam pembentukan hukum
nasional [Penelusuran, Pemetaan, dan Pengujian Respon serta Pemikiran Majelis
Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTT), Front Pembela Islam
(FPD), Majlis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU),
Persatuan Islam (Persis), Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Kelompok Post-
Tradisional terhadap RUU KUHP Tahun 2004]" Jakarta, LIPI, 2006

Pengurus Besar NU, Khitthah NU, Jakarta: Lajnah Ta’lif wan Nasyr, 1985.

Petter L. Berer, Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial (The Sacred canopy), alih
bahasa Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.

Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balal Pustaka, 1986.



419

Qodir, Zoly. 2004. Syari’ah Demokratik: Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar Rahman Ritonga, dkk. Ensiklopedi Hukum Islam, ed.
Abd Azizi Dahlan, dkk., Jakarta: PT: Intermassa, 1997.

Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

RUU KUHP, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2000.

Ruben Levy, The Social Structure of Islam, Cambridge: University Press, 1975.
Sarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtdj, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Shatibi, Abu Ishaq ash-, al-Muwafaqat fi Ustl al-Ahkam, edisi al-Hudair Husain, Beirut.:
Dar al-Fikr, t.t., IT: 2-3.

Sabuni, as-, Rawa’i al-Bayan:Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut.: Dar al-Fikr, t.t.

Santoso, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari’at Islam dalam
Konteks Modernisasi, Bandung : Mizan, 2000.

----------- , Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at Islam dalam Wacana
dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sayid al-Jamili, as-, Asbab an-Nuzil, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1968,

Siti Nadrah, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999.

Sisters in Islam, Do Not Legislate on Faith, 29 September 2000, http:/www.
Resources@Sisters in Islam.htm.

Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1993.

Siregar Bismar, Islam dan Hukum, Jakarta: P.T Pustaka Karya Grafikatama, 1991.

Slamet Efendi Yusuf, “Dinamika Kaum Santri” dalam 70 tahun HA. Mukti Ali,
Yogyakarta : IAIN Press, 1993.

Soetandyo Winjosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Politik
Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1994,

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdillah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta:
Rajawali Press, 1987.

Suroso, Pengantar lImu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Syahrur, Muhammad, al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mua sirah, Damaskus: al-Ahali i
at-Taba’ah wa an-Nashr wa at-Tawzi’, 1990.

Subhi Mahmasani, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Isiam, Mesir: Dar al-Qalam, 1945.



420

Subekti dan Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
Sudjono Dirdjosisworo, Sosiologi Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
Suyuti, Jalaludin as-. al-Asybah wa an-Nazair, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
------------ , al-Jami’ ash-Shaghir, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

Syafi’i Anwar, “Negara dan Cendekiawan Muslim Indonesia Orde Baru” dalam
Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES, 1993.

Tahir Azhari, M. Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Taufiq Abdullah, Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia,
Bandung: Mizan, 1998.

Tirmizi, at-, Sunan at-Tirmizi, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1963

Thoha Husein, asy-Syaikhan, Dua Tokoh Besar dalam Sejarah Islam Abu Bakar dan
Umar. alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.

Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Semarang: Dina Utama, 1996.
Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi daerah.
Wali Allah al-Dihlawi, Hujjat Allah al-Balighah, Kairo: Dar at-Turas, 1185 H.

Waell B. Hallaq, 4. History of Islamic Legal Theories, Chambirdge: University Press,
1997.

Wahid, Abdurrahman, Islam, Negara dan Demokrasi, Erlangga, Jakarta. 1999.

Yusuf al-Qardawi, Syari’ah al-Islamiyah Khuladuhu wa Salahiha i Tatbigi i Kulli
Zamani wa Makani, alih bahasa Abu Zaki, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.

Yahya Harahap, Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Yudian Wahyudi, Is Islamic Law Secular?: A Critical Study of Hasan Hanafi’s Legal
Philosophy, Yogyakarta: Nawesea, 2005.

Yudian Wahyudi, Usu! Figh Vesus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan
Amerika, (Yogyakarta: Nawaesea Press, 2006.

Zahrah, Abu, al-Jarimah wa al-Ugqtbah fi al-Figh al-Islam, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.
------------ , Ushul al-Figh, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1957.

Zaeni Dahlan, [jtihad: Suatu Kontroversi, Yogyakarta: Titihan lahi Press, 1997.



421

Zada, Khamami. 2006. Perda Syariat: Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung”,
Tashwirul Al-Afkar, Jumnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan,
Lakpesdam NU, Jakarta.



Nama
NIP.
Lahir
Pangkat

Pekerjaan

Organisasi :

Alamat

Pendidikan

Istri

Anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

: Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
: 196802021993031003

: Pemalang, 2 Pebruari 1968

: Lektor Kepala (IVic)

: Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta th 2002-sekarang

Sekretaris Komisi Fatwa MUI DIY 2000-sekarang

: Tajem Rt 04/31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

HP. 0818263025

: 1. SDN 1 Sokawangi, Taman Pemalang, lulus 1982

2. SMP N 3 Pemalang, lulus 1985

3..SMA N 1 Pemalang, lulus 1988

4. Fakultas Syari‘ah IAIN Yogyakarta, lulus 1992
5. Magister limu Hukum Ull lulus 1999

6. Program Doktor limu Hukum Ull lulus...

: Jamilah, S.Ag.

: 1. Diky Faqgih Maulana

2. Afan Husni Maulana

3. Nur Himati Aliya

422



423

Karya llmiah Berupa Buku:

1.

Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta:Lougung Pustaka,
2004

Reaktulisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam:Upaya ke Arah
Obyektivikasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana
Nasional, Yogyakarta:Cakrawala, 2005

Figh Jinayah: Norma-norma Hukum Pidana Islam, Yogyakarta:
Fakultas Syari’ah UIN Yogyakarta, 2007.

Pancasila dan Pendidikan Kewargaan, Yogyakarta:Suka Press Pokja
Akademik UIN, 2006

Hukum Pidana Islam Kontemporer, Yogyakarta : Suka Press Pokja
Akademik UIN, 2007

Studi Islam di Perguruan Tinggi Umum, Yogyakarta: Nawesea Press,
2008.

Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras 2009

Yogyakarta, 24 Agustus 2009

Hormat Saya,

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.



